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KATA PENGANTAR

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang
meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang
ditetapkan dengan Perda.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1)
Peraturan Pemerintah. Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengeloclaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Sehubungan | dengan \[hal® tersebut diatas, guna memberikan
informasi yang terkandung dalam peraturan tersebut, kami
menerbitkan peraturan tersebut dalam bentuk buku dengan judul
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
(Permendagri No. 77 Tahun 2020), semoga buku ini dapat membantu
dan digunakan sebagal pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penerbitan buku ini tentunya
masih terdapat kekurangan baik bersifat materi maupun penyajianya,
karenanya dengan rendah hati kami menerima kritik dan saran yang
bersifat konstruktif sehingga dalam penerbitan selanjutnya akan lebih
baik lagi.

Terimakastih.
Semarang, Februari 2021

Penghimpun/Penerbit
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MENTERI DALAM NEGEKRI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 221 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah,;

Mengingat: 1 Pasal 17 ayat {3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nemor 4916);

3  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 20185 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
1



Menetapkan

Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintaly Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 12;

MEMUTUSKAN:

PERATURANCMENTER! DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri int yang dimaksud dengan:

1,

(1)

Pengelolaan ‘. Keuangan Daerah adalah keseluruhan
kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yvang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah
provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
Peraturan Kepala Daerah yang selanjuinya disebut
Perkada adalah peraturan gubernur ataw peraturan
bupati/wali kota.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan dalam negeri.

Pasal 2
Pedoman  teknis Pengelolaan Keuangan  Daerah
dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.
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Pedoman  teknis  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) terdiri atas:

a. pengelola keuangan daerah;

b. APBD;

c. penyusunan rancangan APBD;

d. penetapan APBD;

e. pelaksanaan dan penatausahaan;

f.  laporan realisasi semester pertama APBD dan

perubahan APBD;

g. akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
daerah;

h. penyusunan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

i.  kekayaan daerah dan utang daerah;

j.  badan layanan amum daerah;

k. penyelesaian kerugian keuangan daerah;

L. " informasi keuangan daerah; dan

m. pembinaan dan pengawasan.

Ketentuan mengenai pedoman teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2}

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a.

Perda yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan
Daerah,;

Perkada yang mengatur mengenai sistem dan prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perkada yang mengatur mengenai kebijakan akuntansi
pemerintah daerah;

Perkada yang mengatur mengenai sistemn akuntansi
pemerintah daerah; dan

Perkada yang mengatur mengenal analisis standar

belanja,

ditetapkan paling lama tahun 2022,
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Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310}

k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
dan

¢. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang “Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang/ Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1560],

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal §
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar  setiap orang  mengetahuinya, memerintahkat
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatanny:

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 202(

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3C Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1781



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Pengelola Keuangan Daerah adalah pejabat pengelola keuangan daerah
yang melakukan keseluruhan: kegiatan yang meliputi perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,
dan pengawasan Keuangan-Daerah- Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola
Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan
penyajian dokumen “yang | dilakukan 'se€ara elektronik. Dokumen dalam
Peraturan Menteri ini, disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh
yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap
tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Pengelola Keuangan Daerah terbagi berdasarkan peran dan fungsinya masing-
masing sebagai berikut:
A. PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1. Kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan
daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan
daerah yang dipisahkan
2. Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai
kewenangan:

a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk
dibahas bersama;

¢. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang
perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang
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pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;
d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait
Pe‘ﬁ:gelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh
Daerah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
menetapkan KPA;

PR

menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran,

(=T

menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah;

- menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang
dan Piutang Daerah;

k. menetapkan pejabat-vang bertugas melakukan pengujian atas
tagihan dan memerintahkan pembayaran;

l.  menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan
Daerah sesuai dengan kétentuan peraturan perundang-undangan,;
dan

m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain kewenangan di atas, terdapat kewenangan lain yaitu paling sedikit
menetapkan bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran
pembantu, bendahara bantuan operasional sekolah, bendahara BLUD,
bendahara unit organisasi bersifat khusus dan/atau bendahara khusus
lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuasaan Kepala Daerah melimpahkan sebagian
atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta
pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah dengan
memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji,
dan menerima atau mengeluarkan uang. Pelimpahan kekuasaan
ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pejabat Perangkat Daerah terdiri atas:

a. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah;

b. kepala SKPKD selaku PPKD; dan

¢. kepala SKPD selaku PA



B. KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1.

Sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah

mempunyai tugas:

a. koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

b. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan  APBD, dan rancangan  pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan
keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

f.  memimpin TAPD:

Koordinasi dalam pengelelaan keuangan daerah paling sedikit meliputi:

a. koordinasi dalam penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan
keuangan daerah;

b. keordinasi dalam_penvusunan kebijakan akuntansi pemerintah
daerah;

c. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah
daerah.

Koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam pelaksanaan

tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Koordinator dalam pengelolaan keuangan daerah merupakan terkait

dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu Kepala Daerah

dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan

Urusan Pemerintahan daerah termasuk Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1.

Kepala SKPKD selaku PPKD adalah Kepala SKPD yang melaksanakan

unsur penunjang urusan pemerintahan pada pemerintah daerah yang

melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Kepala SKPKD selaku

PPKD mempunyai tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda
tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
8



melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur
dalam Perda;

melaksanakan fungsi BUD; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangarn.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

a.

b
¢
d

o

menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
mengesahkan DPA-SKPD;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan
pengeluaran kas daerah;

melaksanakan pemungutan pajak daerah;

menetapkan anggaran kas dan SPD;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama pemerintah daerah:;

melaksanakan sistem-akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
menyajikan informasi kenangan daerah; dan

melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan
pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.

Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu:

o

® S0 a0

mengelola investasi; ,

menetapkan anggaran kas;

melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;

membuka rekening Kas umum daerah;

membuka rekening penerimaan,

membuka rekening pengeluaran; dan

menyusun laporan keuangan yang merupakan

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan Kketentuan peraturan

perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak daerah.

Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,

sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari investasi

tersebut,



6 Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi.

D. KUASA BUD
1 PPKD selaku BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD kepada
kepala daerah untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

Kuasa BUD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas;

b. menyiapkan SPD;

c. menerbitkan SP2D;
memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeiuaran APBD oleh
bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

e. mengusahakan/-dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

f. menyimpan unang daerah;

g. melaksanakan penempatan uang daerah dan
mengelola/menatausahakan investasi;

h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban
APBD,

1. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah
daerah;

j.  melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah dan;

k. melakukan penagihan piutang daerah.

4 Dalam pengelolaan kas, Kuasa BUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan anggaran kas dilakukan dengan menghimpun dan
menguji anggaran kas yang disusun Kepala SKPD untuk
ditetapkan oleh BUD;

b. melakukan penyisihan piutang tidak tertagih dalam mengelola
piutang menatausahakan penyisihan dana bergulir yang tidak
tertagih atas investasi;

c. menyiapkan dokumen pengesahan dan pencatatan penerimaan
dan pengeluaran yang tidak melalui RKUD.

5 Kuasa BUD bertanggung jawab kepada PPKD selaku BUD
Kepala daerah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 {satu)

Kuasa BUD di lingkungan SXPKD dengan pertimbangan besaran
10



jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lckasi, dan/atau rentang
kendali.

7. Pertimbangan atas besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja,

lokasi, dan/atau rentang kendali yang kriterianya ditetapkan kepala

daerah.
E. PENGGUNA ANGGARAN
1. Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a.
b.

C.

menyusun RKA-SKPD;

menyusun DPA-SKPD;

melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau peageluaran pembiayaan,;
melaksanakan anggaranSKPD yvang dipimpinnya;

melakukan pengujian  -atas @ tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengadakan ikatan/perfanjlan kerja. sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

menandatangani SPM;

mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD vyang
dipimpinnya;

mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;

menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

2. BSelain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya,

meliputi:

&.

b
c.
d

o

menyusun anggaran kas SKPD;

melaksanakan pemungutan lain-lain pendapatan asli daerah;
menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHDj;
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial;

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan
belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
11



melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan
dan pengesahan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
dan

f.  menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran {PA} mempunyai wewenang,

meliputi:

a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Menandatangani dokumen WNaskah Perjanjian Hibah Daerah
{NPHD];

¢. Menandatangani'dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
menetapkan pejabatlainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam
rangka pengelolaan keuangan daerah; dan

e. menetapkan<Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal dibentuk SKPD tersendiri yang melaksanakan wewenang

melaksanakan pemungutan pajak daerah PA melaksanakan

pemungutan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab

SKPD yang dipimpinnya merupakan akibat yang ditimbuikan dari

pelaksanaan DPA-SKPD.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain sebagai

akibat:

a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada penyedia
barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui tahun
anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya
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10,

11.

kewagjiban tersebut sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mengelola piutang daerah yang menjadi hak daerah sebagai akibat:

a. perjanjian atau perikatan;

b. berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

¢, akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d. piutang lainnya yang menjadi hak SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, PA

bertindak sebagai pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat dibantu

oleh pegawal yang memiliki ‘kompetensi sesuai dengan bidang tugas

pejabat pembuat komitmen-atau agen pengadaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas (pelaksanaan tugas dan wewenangnya

kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris daerah dapat

melimpahkan pada kepala biro untuk provinsi dan kepala bagian untuk

kabupaten/kota selaku KPA untuk melakukan pengelolaan keuangan.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

1.

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit
SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran anggaran
kegiatan/sub kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali.
Pertimbangan besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan dilakukan oleh
SKPD yang mengelola besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan yang
kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.

Pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali dilakukan terhadap
SKPD yang membentuk Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah,
dan/atau kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelimpahan sebagian kewenangan ditetapkan cleh kepala daerah atas
usul kepala SKPD.

Pelimpahan sebagian kewenangan meliputi:
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10.

11.

12.

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung

T

jawabnya; dan

g. melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakanitugas KPA bertanggung jawab kepada PA.

Dalam hal kewenangamn,pemungutan pajak daerah dipisahkan dari

kewenangan SKPRKD,—PA _dapat melimpahkan kewenangannya

memungut pajak daerahkepada KPA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Unit

SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang dan jasa, KPA

bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

KPA yang merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dapat dibantu

cleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugas

pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA mempunyai

tugas:

a. menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

b.  menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban
anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus yang
dipimpinnya;

e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran,;

f.  melaksanakan pemungutan retribusi daerah,;
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13.

g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,;

h. menandatangani SPM;

i.  mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yang dipimpinnya;

I menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit organisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;

[.  menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD;

m. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat khusus
yvang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah;
dan

n. melaksanakan tugas‘lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangarn.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk mengambil alih

pelimpahkan sebagian tugasnya yang telah diserahkan kepada kepala

Unit SKPD selaku KPA.

G. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

1.

PA/KPA dalam melaksanakan kegiatan/sub kegiatan menetapkan

pejabat pada SKPD/Unit SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/ KPA meliputi:

a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan; dan

¢. menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub
kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa,

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan  teknis

Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:

a. menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b. memenitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

dan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

¢. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
kepada PA/KPA.
Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas
beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan meliputi:
a. menyiapkan laporan kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;
b. menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai dengan
persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-
undangan; dan
c. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan
kegiatan.
Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab kepada
PA.
Dalam membantu tagas,» PBPTK pada Unit SKPD bertanggung jawab
kepada KPA.
Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan; O PA/KPA mengambil alih mandat yang
dilaksanakan oleh PPTK.
PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 {satu}] PPTK di lingkungan
SKPD/Unit SKPD.
Penetapan PPI'K berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,
besaran anggaran Kegiatan/sub kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang
kendali, dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya
ditetapkan kepala daerah.
Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan tugas dan
fungsi.
PPTK merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesual dengan tugas dan fungsinya.
Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat
satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau memiliki
kemampuan manajerial dan berintegritas.
Dalam hal PA melimpahan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai ASN
yvang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA
dan/atau memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas.
Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK
yvang kriterianya ditetapkan oleh kepala daerah.
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H, PEJABAT PENATAUSAHAAN KBEUANGAN SKPD

1.

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD melaksanakan fungsi

tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

sesuail ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD

Pada pola pengelolaan keuangan BLUD, PPK SKPD melaksanakan

fungsi tata usaha keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang

BLUD

PPK SBKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawal yang bertugas

melakukan pemungutan pajak daerah dan retibusi daerah, Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara Khusus,

dan/atau PPTK.

PPK SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan verifikasi-SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b. menyiapkan SPM;
melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan

e.  menyusun laporan keuangan SKPD.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk meneliti

kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 5, PPK SKPD

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a. melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
lainnya;

b. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.
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8 Kepala SKPD dapat menetapkan pegawal yang bertugas membantu
PPK-SKPD untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan keuangan
SKPD.

1. PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SKPD
1. Dalam hal PA melimpahkan sebagian tugasnya kepada KPA, PA
menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan pada Unit SKPD.
2. Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a. Besaran anggaran yang berlaku untuk biro pada provinsi dan
bagian pada kabupaten/kota di lingkungan Sekretariat Daerah;

b. rentang Rendali dan/atauldokasi;
dibentuknya unit ofganisasi bersifat khusus yang memberikan
layanan secarg profesiorx'bl melalui pemberian otonemi dalam
pengelolaan ketiangan dan barang milik daerah serta bidang
kepegawaian sesuai-dengan peraturan perundang-undangan.

3. PPK Unit SKPD mempunyai tugas dan wewenang:

a. melakukan . verifikasi , SPP-TU dan SPP-LS3 beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
pembantu;

b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-
LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan

c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.

4, Veriftkasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan SPP-

TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

S.  Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan
laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu.

6. Selain melaksanakan tugas pada angka 3, PPK Unit SKPD
melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari bendahara
penerimaan pembantu/Bendahara lainnya; dan

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya
sebagai dasar penyiapan SPM.

7. PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai tugas
meliputi:
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£,

f.

melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
lainnya;

menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

menyiapkan SPM;

melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara lainnya;
melaksanakan fungsi-akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

8 PPK Unit SKPD merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan

struktural untuk menjalankan fungsi penatausahaan keuangan unit
SKPD.

9  Kepala Unit SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu
PPK Unit SKPD.

J. BENDAHARA

1. Bendahara Penerimaan

a.

Kepala daerah menetapkan Bendahara Penerimaan untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan pada SKPD dan SKPKD atas usul PPKD
selaku BUD
Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,
menyimpan, menyetorkan ke rekening kas umum daerah,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya.
Selain tugas dan wewenang tersebut, Bendahara Penerimaan
memiliki tugas dan wewenang lainnya paling sedikit yaitu:
1) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;
2) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;
3} meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telan ditetapkan;
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4}  menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

S5} menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,

kepala daerah dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada Unit SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit SKPD diusulkan oleh

kepala SKPD kepada kepala daerah melalui PPKD.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penuigasan yang ditetapkan kepala daerah.

Tugas dan wewenang) sesuai dengan lingkup penugasan paling

sedikit meliputi:

1} menerima; menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalamprangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah pada
SKPD, kecualiuntuk transaksi secara elektronik;

2) | ‘meminta bukti(transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah;

4)  meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan
jumlah yang telah ditetapkan;

5) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pendapatan
daerah yang diterimanya; dan

6) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsiconal.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif

dengan  membuat Jlaporan  pertanggungjawaban  secara

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan
kepada PA,

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.
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Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD
selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

Kepala SKFD atas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk
meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pegawai yang) bertugas  membantu Bendahara Penerimaan
melaksanakan tugas rdan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.

Pegawai yang bertugas-membantu Bendahara Penerimaan dalam
melaksanakan tugasnya-bertanggung jawab kepada Bendahara
Penerimaan.

Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan disebut

Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

a.

PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada

kepala daerah.

Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk

melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD

dan SKPKD.

Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1)  mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2}  menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3} melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang
dikelolanya;

4}  menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

5)  meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
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6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7}  memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Selain  tugas dan  wewenang, Bendahara Pengeluaran

melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1} melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan
Kepala Daerah;

2) memeriksa kas secara periodik;

3] menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik-dari bank;

4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
koreksi ataw hasil pemeriksaan internal dan eksternal;

5)  menyilapkandokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanjarakibat.koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan
eksternal;dan

6) | pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
yang melaksanakan fungsi BUD.

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala

daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:

1} Dbesaran anggaran;

2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang

meliputi:

1)  mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU
dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3} menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4} melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

5} menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) meneliti kelengkapan dolumen pembayaran;
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7)  memungut dan menyetorkan pajak sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungiawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan
oleh Kepala Daerah;

2)  memeriksa kas secara periodik;

3) menerima dokumen bukti<transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

4} menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas
kereksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

5} menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian
belanja ;akibat koreksi atau. hasil pemeriksaan internal dan
eksternal pada tahun berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala

daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara  Pengeluaran Pembantu secara  administratif

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif

dengan  membuat laporan  pertanggungjawaban  secara

administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional

dengan membuat laperan pertanggungjawaban secara fungsional
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atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD

selaku BUD.

p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.

g. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan
pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk
meningkatkan  efektivitas pengelolaan belanja dan/atau
pengeluaran pembiayaan.

r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup
penugasan yang.ditetapkan kepala SKPD.

s. Pegawail yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung
jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t.  Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan’jasa;

2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau
penjualan jasa;

3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak
langsung; dan

4} larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara
Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan,
dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan Jangsung dengan

pelaksanaan APBD.

K. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)
1. Dalam proses penyusunan APBD, Kepala Daerah dibantu oleh TAPD
yvang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
2. TAPD beranggotakan terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan

pejabat pada SKPD lain sesuai dengan kebutuhan.
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3 LArD mempunyai TUgas:
a. membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan
perubahan KUA;
¢. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan
perubahan PPAS;
d. melakukan verifikasi RKA-SKPD;
membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan
rancangan pertanggungjawaban APBD;
f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
pertanggungiawaban APBD;
g. melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD dan rancangan
perubahan DPA-SKPL;
h. menyiapkan surat .edaran kepala daerah tentang pedoman
penyusunan RKA; dan
i.  melaksanakan tugas{lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:
4  Dalam melaksanakan tugas TAPD dapat melibatkan instansi sesuai

dengan kebutuhan.

BAB I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. UMUM
Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewsjiban Daerah
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai
dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik
Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang
lingkup Keuangan daerah meliputi:
1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta
melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan
daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. penerimaan Daerah;
pengeluaran Daerah;
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa

uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai
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dengan vang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau

6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam
rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau
kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Perda.

Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

1. APBD disusun sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan
kemampuan Pendapatan Daerah.

2.  APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada
RKPD.

3.  APBD mempunyail fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi:

4.  APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
setiap tahun ditetapkarn, dengan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

5. Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk
uang dianggarkan dalam APBD.

6. Penerimaan Daerah terdiri atas:

a. pendapatan daerah; dan

b. penerimaan pembiayaan daerah.
7. Pengeluaran Daerah terdiri atas:

a. belanja daerah; dan

b. pengeluaran pembiayaan daerah.

8. Penerimaan Daerah yvang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana
Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai
untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana
atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang
melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan

secara bruto dalam APBD.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1.  Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman

penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.

2. APBD mempunyai fungsi:

a.

Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar
untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.

Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi
pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub
kegiatan pada tahun berkenaan.

Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah
menjadi  pedoman, /untuk menilai kegiatan/sub kegiatan
penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Fungsi alokasi yang-mengandung arti bahwa anggaran daerah
harus diarahkan-Untukemenciptakan lapangan kerja/mengurangi
penganggurarrdan pemborosanrsumber daya serta meningkatkan
efisiensi dan efektivitas perekonomian.

Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran
daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah
daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan

keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.

3.  APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:

a.

hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersth;

kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai
kekayaan bersih; dan

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang

bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

B. STRUKTUR ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur

tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

1.  APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
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a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
¢. Pembiayaan daerah.

2.  APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan
organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

3. Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi
disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

4. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening
Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan
penerimaan | Jlainnya-ryang <sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan diakul @ sebagal penambah ekuitas yang
merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

5. Belanja Daerah meliputi Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran
lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah
dalam 1 {satu) tahun anggaran.

6. Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:

1. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut
urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja,
dan pembiayaan.

2. Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
dirinei menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian ohjek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;

3. Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki
karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah {BOS),
Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari
Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan

pendapatannya tidak melaJui RKUD, penerimaan pendapatannya
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dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau
mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4  Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa
mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

5  Klasifikasi APBD menurut akun, kelompek, jenis, objek, rincian objek,
sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD.

6  Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasiy’ Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan  Pembangunan | dan  Keuangan  Daerah  serta

pemutakhirannya.

C. PENDAPATAN DAERAH
1. Ketentuan Umum
Pendapatan Daerah ‘adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta
sub rincian objek pendapatan daerah.
Pendapatan Daerah terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
¢. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
2. Ketentuan Terkait Pendapatan Ash Daerah
Mengacu pada Pasal 30 sampai dengan Pasal 33 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan Asli
Daerah diatur sebagai berikut:
a. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas:
1}  pajak daerah;
2) retribusi daerah;
3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4} lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
cbjek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola
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berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD, meliputi:

Jenis Pendapatan Kewenangan Pengelolaan

Pajak Daerah SKPKD atau SKPD yang memiliki |
tugas dan wewenang pengelclaan
pajak

Retribusi Daerah SKFD |

Hasil Pengelolaan Kekayaan | SKPKD

Daerah yang Dipisahkan

Lain-lain Pendapatan  Asli | SKPKD kecuali

Daerah yang Sah 1. Hal-hal terkait pajak dan

retribusi  tetap dikelola oleh
Bendahara Penerimaan di SKPD
terkait.

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh
BLUD terkait.

3. Pendapatan Hibah Dana BOS,
Dana kapitasi, dan pendapatan
lainnya vang dikelola oleh

Bendahara Penerimaan Khusus.

Pajak daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian
objek. Ketentuan lebih lanjut mengenai pajak daerah diatur dengan
Perda yang berpedoman pada undang-undang mengenai pajak
daerah dan retribusi daerah.

Retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub
rincian objek. Ketenfuan lebih lanjut mengenai retribusi daerah
diatur dengan Perda yang berpedoman pada undang-undang
mengenal pajak daerah dan retribusi daerah.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci
menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Hasil
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan penerimaan
daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan yang dirinci berdasarkan objek,
rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Lain-lain pendapatan asli daerah
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yvang sah dapat dikelola di SKPKD maupun SKPD. Lain-lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah terdiri atas:

1)
2}
3}
4)
S)
0)
7
8)

9)

10)

11)
12)
13)
14)
15)
16)

hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;

hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan,

hasil kerja sama daerah;

jasa giro;

hasil pengelolaan dana bergulir;

pendapatan bunga;

penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat
penjualan,,  tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan, barang dan jasa termasuk penerimaan atau
penerimaan lainr sebagai akibat penyimpanan uang pada
bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau
dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah
terhadap mata vang asing;

pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan
pekerjaan;

pendapatan denda pajak daerah;

pendapatan denda retribusi daerah;

pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;

pendapatan dari pengembalian;

pendapatan dari BLUD; dan

pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pemerintah Daerah dilarang:

1)

melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang
dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya
tinggl, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor yang

merupakan program strategis nasional

Kepala Daerah yang melakukan pungutan atau yang disebut nama

lainnya dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak
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keuangannya yvang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan selama 6 {enam) bulan.

Kepala Daerah yang melakukan pungutan dikenai sanksi
administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya wajib disetorkan

seluruhnya ke kas negara.

Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Mengacu pada Pasal 34 sampai dengan Pasal 45 Peraturan

Pemerintah Nomeor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Pendapatan

Transfer meliputi:

a.

Pendapatan transfer terdiri atas:

1} transfer Pemerintah Pusat,

2}  transfer antaridaerah

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rinetan objek pendapatan transfer dikeleola berdasarkan

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD.

Bagian 17 Transfer Pemerintah Pusat

a.

Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana
Insentif Daerah, Dana Otonnomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan
Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah  Pusat
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alckasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan

kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan

kategori dari Dana Transfer Khusus.

1) DBH terdiri atas Bagi hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya
Alam;

2) DAU yang Dbersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan
keuanigan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah
dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi;

3] DAK bersumber dari APBN vang dialokasikan pada Daerah
untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

ditetapkan cleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan
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peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana
Alckasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.

¢. Dana Insentif Daerah {DID] bersumber dari APBN yang
dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu
dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan
dan/atau pencapaian Kinerja tertentu.

d. Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki
otonomi khusus sesual dengan ketentuan peraturan undang-
undangan.

e. Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuail
dengan ketentuan peraturan undang-undangan.

f. Dana desa diatur sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian 2: Transfer Antar-Daerah

a. Transfer Antar-Daerah-terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan
Bantuan Keuangan:

b. Pendapatan Bagi Hasil 'merupakan) dana yang bersumber dari
Pendapatan Daerah yang dialckasikan kepada Daerah lain
berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah
lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan
peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu
lainnya. Bantuan Keuangan terdiri atas:

1} bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan

2} bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota

Bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau

kabupaten/kota, terdiri atas:

1} Bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerjasama daerah
atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.

2) Bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang
diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Mengacu pada Pasal 46 sampal dengan Pasal 48 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah diatur sebagai berikut:
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a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdir atas:
1}  Hibah;
2) Dana Darurat; dan/atau
3} Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

b Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian objek pendapatan asli daerah dikelola
berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan
SKPKD.

¢  Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa
yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain,
masyarakat, dan/badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang
tidak mengikat/untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
Urusan Pemerinfahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan-peraturan perundang-undangan.

d  Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat,
tidak berdasarkan 'perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepads
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi
biaya tinggi.

¢  Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

f Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang
diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk
mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana
yang tidak mampu ditanggulangt oleh Daerah dengan
menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

g. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan antara lain Pendapatan Hibah Dana BOS,

dan Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

D. BELANJA DAERAH
1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 54 Pemerintah Nomor
12 tahun 2019, belanja daerah sebagai berikut:
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Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri
atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan
Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan
Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar.

Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki
Daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan mempricritaskan pendanaan
Urusan PemerintahanWajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.

Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib
vang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai
dengan kebutuhandaerah.

Belanja|Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan
dialokasikan sesuai dengan pricritas daerah dan potensi yang
dimiliki Daerah.

Daerah wajib mengalckasikan belanja untuk mendanai Urusan
Pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
besaran alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, anggaran
kesehatan, dan insfrastruktur.

Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana
Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri
teknis terkait.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perurndang-undangan.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Standar harga satuan regional ditetapkan dengan Peraturan

Presiden.
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m. Standar harga satuan regional digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun standar harga satuan pada masing-masing Daerah.

n. Penetapan standar harga satuan pada masing-masing Daerah
dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di suatu
Daerah.

. Analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga
satuan ditetapkan dengan Perkada.

p. Analisis standar belanja, standar harga satuan, dan/atau standar
teknis digunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran
dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD.

q. Belanja daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, jenis, objek, rincian
objek dan sub rineian objek belanja daerah.

r.  Urusan Pemerintahan daerah diselaraskan dan dipadukan dengan
belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi.

s. Belanja Daeraly mernurut organisasi disesuaikan dengan susunan
organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

t. Belanja Daerah menurut program, kegiatan, dan sub kegiatan
disesuaikan dengan Urusan Pemerintahan provinsi dan
kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan Pasal 55 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019,
klasifikasi Belanja Daerah terdir] atas:

a. Belanja operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk
kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat
jangka pendek.

b. Belanja modal

Belanja modal merapakan pengeluaran anggaran untuk
perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih
dari 1 (satu} periode akuntansi.

c. Belanja tidak terduga; dan

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran
atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan
mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

d. Belanja transfer
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Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari

Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau

dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian

objek,

sub rincian objek Belanja daerah dikelola berdasarkan

kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD, meliputi:

Jenis Belanja

Kewenangan Pengelolaan

‘BELANJA OPERASI

Belanja Pegawai

SKPKD, SKPD dan BLUD

Belanja Barang dan Jasa

SKPKD, SKFD dan BLUD

Belanja Bunga

SKPKD dan BLUD

Belanja Subsidi

SKPKD dan/atau SKPD

Belanja Hibah

SKPKD dan/atau SKPD

Belanja Bantuan Scsial

SKPKD dan/atau SKPD

BELANJA MODAL

SKPKD, SKPD dan BLUD

BELANJA TIDAK TERDUGA .

SKPKD

BELANJA TRANSFER

SKPKD

Ketentuan Terkait Belanja Operasi

Berdasarkan Pasal 56 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Belanja
operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawali;

b. Belanja Barang dan Jasa;
c. Belanja Bunga;

d Belanja Subsidi;

e. Belanja Hibah; dan

f.  Belanja Bantuan Sosial.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi
diatur sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai
1) Belanja digunakan  untuk

pegawai menganggarkan

kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
2) Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala

Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN.

37



S}

a} Belanja Pegawai bagi kepala daerah dan wakil kepala
daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat
daerah.

b} Belanja Pegawai bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD,

¢} Belanja Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD
bersangkutan.

Belanja pegawai paling sedikit berupa gaji/uang representasi
dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja
penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala
daerah, wakil kepala daerah, honorarium, insentif
pemungutan pajakdaerah dan retribusi daerah/Jasa layanan
lainnya dan<heonorarium yang selanjutnya terkait belanja
pegawail diuraikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pemerintah'Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan

kepada  Pegawai “ASN dengan memperhatikan kemampuan

Keunangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan

pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang hekerja

pada intansi pemerintah.

Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan pembahasan

KUA.

Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan

beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan

profesi, prestasi kerja, dan/fatau pertimbangan objektif
lainnya, diuraikan sebagai berikut:

a. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan
untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampau
beban kerja normal,;

b. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas
diberikan  kepada pegawai ASN yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki
tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil;

c. Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja

diberikan  kepada pegawai ASN vyang dalam
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8)

9)

10)

11)

melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja
yang memiliki resiko tinggi;

d. Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka,

e. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi
kerja yang tinggi dan/atau inovasi; dan

f. Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang
diamanatkan-cleh peraturan perundang-undangan.

Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawal ASN

daerah ditetapkan-dengan Perkada dengan berpedoeman pada

Peraturan Pemerintah.

Dalam hal belum—adanya Peraturan Pemerintah, Kepala

Daerahh dapat-memberikan tambahan penghasilan bagi

Pegawai ASN setelah. mendapat persetujuan Menteri.

Persetujuan Menteri ditetapkan setelah memperoleh

pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan

penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan,

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau

pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.

Belanja Barang dan Jasa

1)

2)

3)

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
{dua belas} bulan, termasuk barang/jasa yang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain.
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka melaksanakan
program, kegiatan, dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah
guna pencapaian sasaran prioritas Daerah yang tercantum
dalam RPJMD.

Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja

barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
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4)

perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk
diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Penggunaan dan penganggaran objek dari jenis Belanja

barang dan jasa diuraikan sebagai berikut:

aj

b}

Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan
pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang
tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan
pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
bulan antara lain berupa jasa kanior, asuransi, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas,
sewaalat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor,
kensultansi, ketersediaan layanan {availibility payment),
beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi,
dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan
pajak”_daerah ' bagi pegawai non ASN, dan insentif
pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
Belanja Pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
Digunakan untuk mencatat belanja pemeliharaan tanah,
belanja pemeliharaan peralataan dan mesin, belanja
pemeliharaan gedung dan  bangunan, belanja
pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi, belanja
pemeliharaan aset tetap lainnya, dan belanja perawatan
kendaraan bermotor.

Belanja  Perjalanan Dinas digunakan untuk
menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri
dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada
Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk
menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Pemerintah daerah menganggarkan belanja barang dan jasa

dalam APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain dianggarkan untuk

pemberian nang kepada ASN dan Non ASN, masyarakat dalam

rangka mendukung pencapaian target kinerja Kegiatan dan
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7)

Sasaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan
memperhatikan kepaftutan, kewsgjaran, rasionalitas dan
efektifitas.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uang yang

diberikan kepada masyarakat/Pihak Lain diberikan dalam

bentuk:

a) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;

b) penghargaan atas suatu prestasi;

¢) pemberian beasiswa kepada masyarakat;

d} penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat
perniggunaan tanah anilik pemerintah daeralh untuk
pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional
dan non{‘proyek strategis nasional sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

e}  Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang penggunaannya
sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

fy Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g] Belanja barang dan jasa berupa pemberian wang lainnya

vang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Belanja Bunga

1)

2

3}

4)

Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan
belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang
memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan
pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran
bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban
pokok utang, yang dianggarkan pembayarannya dalam APBD
tahun anggaran berkenaan.

Pembayaran dianggarkan pada SKPD/unit SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang melaksanakan
fungsi PPKD/SKPKD terkait.

Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan

sub rincian objek.

Belanja Subsidi

1)

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja
subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan
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4]

5}

6}

7)

10)

oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat,
Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk
atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk
penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk
penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum {public
service obligation).

Badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha
milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan . sebagal penerima subsidi, terlebih dahulu
dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor
akuntan -<publik = sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dalam haltidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan
dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain
yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah.
Pemeriksaan dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan
yang bertujuan wuntuk memberikan kesimpulan atas
kelayakan penganggaran pemberian subsidi.

Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar
perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan
subsidi tahun anggaran berikutnya.

Penerima subsidi sebagali objek pemeriksaan bertanggung
jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi
yvang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban kepada kepala daerah.

Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.

Untuk pemberian subsidi kepada BUMD penyelenggara sistem
penyediaan air minum mengacu pada Peraturan Menteri.
Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada
usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu

dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
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11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan

pertanggungjawaban subsidi diatur dalam Perkada sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

€ Belanja Hibah

1}

4}

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara,
BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus
setiap tahun anggaran,kecuali ditentukan Jlain sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja  hibah . bertipa uang, barang atau jasa dapat
dianggarkan .dalam ~APBD sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah¢setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja [ urusan, pemerintahan wajib dan belanja urusan
pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.

Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian
sasaran, program, kegiatan, dan sub kegilatan pemerintah
daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan,

kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait
dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian
objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai
dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk
belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan
kewenangan pemerintah daerah sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk
menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub
kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat
daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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o)

Belanja hibah diberikan kepada:

a)

b)

c)

pemerintah pusat

{1} Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada
satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah
non-kementerian yang wilayah kerjanya berada
dalam daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang
tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan
dan Dbelanja negara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

{3} Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yvang
membidangi urusan pemerintahan di bidang
Administrasi Kependudukan dapat mempercleh
Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan
bianko kartu tanda penduduk elektronik.

(4} “Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda
penduduk elekfronik tidak didanai dari 2 (dua}
sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran
pendapatan dan belanja negara.

{5} Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya
dapat diberikan 1 ({(satu} kali dalam tahun
berkenaan.

pemerintah daerah lainnya

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan

kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BUMN

Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BUMD;

Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam

rangka untuk meneruskan hibah yang diterima

Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah
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kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk

barang kecuali uang atau jasa.

Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan

yang Berbadan Hukum Indonesia

{1)

{2)

Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada

badan dan lembaga:

(a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-
undangan,;

(b) vyang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
telah-memiliki surat keterangan terdaftar yang
diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau
bupati/wali kota; atau

{c) = yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial
kemasyarakatan berupa kelompok
masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat, dan
keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau Pemerintah Daerah melalui
pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan Kkerja
perangkat daerah terkait sesuai dengan
kewenangannya.

{d) Koperasiyang didirikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan
memenuhi  kriteria yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah sesuail dengan
kewenangannya.

Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia diberikan kepada

organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum,

yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang

berbadarn hukum perkumpulan, yang telah

mendapatkan pengesahan badan hukum dari

kementerian yang membidangi urusan hukum dan
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hak asas1 manusia sesual dengan Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

{3} Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:

{a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;

{b} memiliki keterangan domisili dari lurah /kepala
desa setempat atau sebutan lainnya; dan

{c) berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah dan/atau badan dan
Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah
administrasi Pemerintah  Daerah  untuk
menunjang pencapaian sasaran prograi,
kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah
pemberi hibah.

(4)! Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat
diberikarn/dengan persyaratan paling sedikit:

{a) “telah terdaftar pada kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia;

(b} berkedudukan dalam wilayah administrasi
Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan

{c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang
bersangkutan.

fi  Partai Politik
Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan
kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD
provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran
penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai
politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Belanja hibah mermenuhi kriteria paling sedikit:

a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;

b}  bersifat tidak wajib, tidak mengikat,

¢} tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
(1} kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung

penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang
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tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;

{2) badan dan Jembaga vyang ditetapkan oleh
pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

(3} partai politik dan/atau

(4} ditenitukan lain  o¢leh peraturan perundang-
undangan;

d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam
mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembangunandan kemasyarakatan.

e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

Pemberian hibah  didasarkan atas usulan tertulis yang

disampaikan kepada Kepala Daerah.

Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material

atas penggunaan hibah yang diterimanya.

Tata” cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan

evaluasi hibah diatur lebik lanjut dengan peraturan kepala

daerah.

Belanja Bantuan Sosial

1)

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan
pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan,
Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan
dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, atau bencana alam yang jika tidak diberikan
belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar.
Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa
bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai
dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah
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S}

8)

9)

10)

11)

memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Anggota/kelompok masyarakat meliputi:
a}  individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
mengalami risiko sosial; atau
b) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan,
keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk
melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat
yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai
dampak risiko sosial,
Bantuan / sosial \berupa uang kepada individu, keluarga,
kelompoksdanfatau masyarakat terdiri atas bantuan sosial
kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
yang, direncanakan<dan yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya.
Bantuan sosial_berupa uang adalah uang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak
miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,
masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan
kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan
secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat
tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin,
bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial,
ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sudah jelas nama, alamat penerima dan besarannya pada saat
penyusunan APBD.
Bantuan sosial yang direncanakan berdasarkan usulan dari
calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD.
Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan
dianggarkan pada SKPD terkait dan diringi menurut objek,
rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan,
dan sub kegiatan sesuail dengan tugas dan fungsi perangkat
daerah terkait.
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12}

13}

14]

15)

16)

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak
dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang
lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang
bersangkutan.

Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya tidak rrielebihi pagu alokasi anggaran yang

direncanakan.

Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan

sebelumnya dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga.

Usulan permintaan atas</bantuan sosial yang tidak dapat

direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait,

Bantuan sosial’'memenuhi kriteria paling sedikit:

a} selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi
dari kernungkinan risiko sosial;

b) _memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan
memilikl 'identitas kependudukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan;

c) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan
bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak
harus diberikan setiap tahun anggaran dan keadaan
tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari risike sosial; dan

d} sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan
pemberian bantuan sosial meliputi:

(1} rehabilitasi sosial
ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi
sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya
secara wajar.

(2} perlindungan sosial
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan
hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan

dasar minimal.
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17)

18)

{3} pemberdayaan sosial
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau
kelompok masyarakat yang mengalami masalah
sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4} jaminan sosial
merupakan skema yang melembaga untuk
menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5) penanggulangan kemiskinan.
merupakan kehijakan, program, kegiatan dan sub
kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau
mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
dapat memenuhi kebutuhan vyang layak bagi
Kemanusiaan.
{6} penangpgulangan bencana
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan
untuk rehabilitasi,
Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan
tertulis atas bantuan sosial yang direncanakan kepada kepala
daerah melalui SKPD sesuai dengan wurusan dan
kewenangannya.
Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan
material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

19) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan
evaluasi bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan
kepala daerah.

3  Ketentuan Terkait Belanja Modal
Mengacu pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun

2019, ketentuan terkait Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a.

Belanja modal digunakan untuk menganggurkan pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

1)
2)
3)

mempunyai masa manfaat lebih dari 12 {dua belas} bulan;
digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

1)

berwujud;
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2] bilaya perolehan asetf tetap dapat diukur secara andal;

3} tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal
entitas; dan

4) diperocleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset

tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal

kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.

Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan.

Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan

aset sampai aset siap digunakan.

Kelompok belanjaimodal dirinei atas jenis:

1} Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan
operasional 'Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai

2) Belanja  Peralatan ~~“dan  Mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan/ mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kanter, dan
peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa
manfaatnya lebih dari 12 {dua belas) bulan dan dalam kondisi
siap pakai.

3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk
menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk
dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk
menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan,
irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah
serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan
aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang dipercleh
dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah
Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset

tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional
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Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dar
harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nila
tercatatnya.

Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset

tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan

di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya

berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:

1) dapat diidentifikasi;

2} tidak mempunyai wujud fisik;

3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau
jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas
kekayaan intelektual;

4} dapat dikendalikan cleh entitas; dan

5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.

Ketentuan Terkait Belanja Tidak Terduga

Mengacu pada-Pasal- 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur

sebagai berikut:

a.

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan

pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan

mendesak vyang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak

dapat direncanakan sebelumnya.

Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing

pemerintah  daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Keadaan darurat meliputi:

1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau
kejadian luar biasa;

2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau

3} kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu
kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum

tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA

SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik

sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan

tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar
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biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pengunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap

darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban

bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana,
kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan
kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu

status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap

darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap
tanggap darurat selesai.

Keperiuan mendesak meliputi:

1} kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya-belum' tersedia dalam tahun anggaran
berjalan;

2) Belanja Daerah /yang) bersifat mengikat dan belanja yang
bersifat wajib;

a) Belanja daerah  vang bersifat mengikat merupakan
belanja ‘yang dibutuhkan 'secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan
jumiah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran
kekurangan gaji, tunjangan; dan

{21 belanja barang dan jasa antara lain untuk
pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan
pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain
pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman,
bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah
Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta
amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah
Daerah dan/atau masyarakat.
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Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya,

diformulasikan teriebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau

Perubahan DPA SKPD.

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian

atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat
tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya

diusulkan cleh SKPD terkait.dengan tata cara sebagai berikut:

1} kepala SKPD mengajikan Rencana Kebutuhan Belanja {RKB)
paling lama 1 {satu} hari kepada pejabat pengelola keuangan
daerah (PPKD] selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selalkapyBUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT
kepada kepala-.SKPD/paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak
diterimanya RKB.

Belanja tidak terduga. diuraikan menurut jenis, objek, rincian

objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadnan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1)  dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan,
dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan

difermulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1)  Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk
bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk
konflik sosial, kejadian luar biase sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2} Dberdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau
dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan
tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja
kepada PPKD selaku BUD.

3} Dberdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD
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mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD
yvang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling
lambat 1 {satu} hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana
kebutuhan belanja.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai

keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari
belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang
membidangi, dengan tahapan:

1)

2)

dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD
yvang membidangi keuangan daerah;

dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga /| terlebih | dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD: dan

RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalamhuraf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan: Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk.  selapjutnya  ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau“dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.

Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk

memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan

mendesak dilakukan dengan tahapan:

1)

2)

dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak
terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD
yang membidangi keuangan daerah;

dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja
tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam
Perubahan DPA-SKPD; dan

RKA-8KPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam
melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD
untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan
Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak
melakukan perubahan APBD atau telah melakukan
perubahan APBD.
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Ketentuan lebihh lanjut mengenai tata cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga

ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Ketentuan Terkait Belanja Transfer

Berdasarkan Pasal 56 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12

talun 2019, kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

a.
b,

Belanja Bagi Hasil; dan

Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, ketentuian terkait Belanja Transfer diatur

sebagai berikut:

a.

Belanja transfer diuraikan menurut jenis, cbjek, rincian objek, dan

sub rincian objek:

Belanja trapsfer —dianggarkan oleh SKPD yang membidangi

keuangan daerah!

Belanja Bagi Hasil

1]

2)

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil
yvang bersumber dari pendapatan provinsi kepada
kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah
tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil dianggarkan dalam APBD sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Bantuan Keuangan

1)

3)

Belanja bantuan keuangan diberikan kepada Daerah lain
dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu
lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau
penerima bantuan keuangan.

Bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja  Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan

Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan
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4)

5}

oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan keuangan terdiri atas:

a)

b)

c)

d)

&}

bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;

bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah
kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah
kabupaten/kota di luar wilayahnya,;

bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah
provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
bantuan Keuangan Daerah provinsi atau

kabupaten/kota kepada desa.

Bantuan keuangan bersifat umum atau khusus.

a)

b)

Bantuan keuangan bersifat umum peruntukan dan
pengelolaannya-diserahkan kepada pemerintah daerah
dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.

Bantuan  keuangan Dbersifat khusus peruntukannya
ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan
pengelolaannya  diserahkan  sepenuhnya  kepada
penerima bantuan.

Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa
sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak
menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan,
pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai
penerima bantuan keuangan khusus wajib
mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi
keuangan khusus.

Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat
khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan

belanja desa penerima bantuan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara penganggaran,

pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan

pelaporan serta monitoring dan evaluasit belanja bantuan

keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
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E. PEMBIAYAAN DAERAH

1.

Ketentuan Umum

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1)} dan ayat (2} Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam pembiayaan daerah adalah
sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah terdiri atas:

1}  penerimaan pembiayaan; dan
2) pengeluaran pembiayaan.

b. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, jenis, .objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Terkait hal tersebuzt di_atas, Peraturan Menteri ini mengatur
beberapa ketentuan-sebagai berikut:

a. Pembiayaan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, ‘akun, kelompok; jenis, objek, rincian objek, dan sub
rincian objek pembiayaan daerah

b. Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian
objek, sub rincian ohjek Pembiayaan daerah dikelola berdasarkan
kewenangan pengelolaan keuangan SKPKD dan BLUD.

c. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus
anggaran atau menutup defisit anggaran.

Ketentuan Terkait Penerimaan Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat {3) Peraturan Pemerintah Nomor 12
tahun 2019, Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari:

a. SiLPA;

b.  pencairan Dana Cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d. penerimaan Pinjaman Daerah;

e. penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

f. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
Mengacu pada Pasal 71 sampai dengan Pasal 76 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat

ketentuan terkait Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:
58



Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA} bersumber dari

pelampauan  penerimaan  PAD, pelampauan  penerimaan

pendapatan  transfer, pelampauan  penerimaan lain-lain

Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan

Pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga

sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan/atau sisa

dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana
pengeluaran Pembiayaan.

Pencairan Dana Cadangan

1}  Pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan
pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening p Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran
berkenaan.

2)  Jumlah Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah
ditetapkan dengan 'Peraturan Daerah tentang pembentukan
Dana Cadangan bersangkutan.

3) Pencairan Dana Cadangan dalam 1 (satu} tahun anggaran
menjadi penerimaan -~ Pembiayaan APBD dalam tahun
anggaran berkenaan.

4) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan
peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam
portofelio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.

5) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

6] Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari
rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah
dianggarkan dalam SKPD pengguna Dana Cadangan
bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangarn.

7Y Penterimaan hasil bunga/jasa gire/imbal
hasil/dividen/keuntungan {capital gain} atas rekening dana
cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio
dicantumkan sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang
sah,

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1}  Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat
berdasarkan bukti penerimaan yvang sah.

3] Bukti penerimaan antara lain seperti dokumen lelang, akta
jual beli, nota kredit, dan dekumen sejenis lainnya.
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Penerimaan Pinjaman Daerah;

1}  Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah
pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran
berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian
pinjaman bersangkutan.

2) Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk
penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan
diterima pada tahun anggaran berkenaan.

3) Penerimaan pinjaman daerah bersumber dari:

a} pemerintah pusat;

b} pemerintah daerah lain;

c¢) lembagakeuangan bank;

d) lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
e} masyarakat

4} Penerimaan>pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan
Ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan
untuk menganggarkan penerimaan kemballi pinjaman yang
diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan

Penerimaan pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Terkait Pengeluaran Pembiayaan

Berdasarkan Pasal 70 ayat {4} Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk:

a.

® oo o

pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

penyertaan modal daerah,;

pembentukan Dana Cadangan;

Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan
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Mengacu pada Pasal 77 sampal dengan Pasal 82 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat

ketentuan terkait Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

a.

Pem-ﬁ_ayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

1)

2}

4)

Pembayaran cicilan pokck utang yang jatuh tempo digunakan

- untuk menganggarkan pembayaran pokok utang.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan
pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian
pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama
dari seluruh kewsajiban pemerintah daerah yang harus
diselesaikan dalam-tahunianggaran berkenaan berdasarkan
perjanjian pinjaman.

Pembayaran [ cieilan: pokok utang yang jatuh tempo
merupakan ' pembayaran pokok pinjaman, bunga, dan
kewgjiban lainnya--sestiai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan:

Pemerintah daerah wajib membayar cicilan pokok utang dan
dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan
berakhirnya kewajiban dimaksud.

Dalam hal anggaran yang tersedia dalam APBD tidak
mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala
daerah dapat melakukan pelampauan  pembayaran

mendahului perubahan atau setelah perubahan APBD.

Penyertaan Modal Daerah

1)

2)

Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada
badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik
negara, badan usaha swasta dan/atau koperasi.

Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan
pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan
perekoncmian daerah dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakat.

Penyertaan modal daerah wuntuk memperoleh manfaat
ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

Manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya meliputi:
a) bunga dan pertumbuhan nilai bagi badan usaha yang

mendapatkan penyertaan modal daerah;
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6)

10)

b}  keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

¢) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil
penyertaan modal sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentu;

d} peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu
tertentu sebagail akibat langsung dari penyertaan modal
daerah;

e} keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu
tertentii berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai
bagi badan usaha yang mendapatkan penyertaan modal
daerah;

f) peningKatan penyerapan tenaga Kerja sejumlah tertentu
dalam-jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung
dari penyertaan modal daerah;

gl “peningkatan“kesejahteraan masyarakat sebagai akibat
dari penyertaan modal daerah.

Bentuk penyertaan modal daerah meliputi penyertaan modal

berupa investasi surat berharga dan/atau penyertaan modal

berupa investasi langsung.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dilakukan

dengan cara pembelian saham dan atau pembelian surat

utang,

Penyertaan modal berupa investasi langsung dilakukan

dengan cara penyertaan modal daerah dan/atau pemberian

pinjamarn.

Penyertaan modal berupa investasi langsung dalam

pemberian pinjaman kepada masyarakat (dana bergulir),

penyalurannya dilakukan melalui lembaga keuangan bank
atau lembaga keuangan bukan bank.

Penyertaan modal berupa investasi surat berharga dan

investasi langsung dilaksanakan berdasarkan hasil analisis

oleh penasehat investasi untuk mendapatkan nilai wajar.

Penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan

apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran
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11)

12)

13}

14)

15)

18)

19}

berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan.
Penyertaan modal dapat dilakukan pemerintah daerah
walaupun APBD tidak surplus sepanjang diamanatkan oleh
peraturan perundang-undangan, dalam hal ini antara lain
telah ada Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal
daerah bersangkutan

Peraturan Daerah ditetapkan sebelum persetujuan bersama
antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan
Daerah tentang APBD.

Penyertaan, modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangsundangan.

Pengelolaan penyertaan modal daerah meliputi perencanaan
investasi pelaksanaan investasi, penganggaran, pelaksanaan
anggaran, penatausahaan anggaran dan pertanggungjawaban
penyertaan modal ‘pemerintah daerah, divestasi, serta
pembindan dan pengawasan!

Pengelolaan penyertaan modal daerah sejalan dengan
kebijakan pengelolaan penyertaan modal/investasi secara
nasional.

Pengelolaan penyertaan modal daerah diatur dengan Perkada.
Pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersendiri sepanjang jumlah
anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah
penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah mengenal penyertaan modal bersangkutan.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah mengenai
penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan
Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal yang
bersangkutan  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang surat berharga dan investasi

langsung.
63



20)

21)

22)

23)

24)

25)

Dalam hal pemerintah daerah akan melaksanakan penyertaan
modal, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun
perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan
dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Dokumen rencana kegiatan investasi disiapkan oleh PPKD
selaku pengelola investasi untuk disetujui oleh kepala
daerah.

Berdasarkan  dokumen rencana  kegiatan  investasi,
pemerintah  daerah  menyusun  analisis  penyertaan
modal/investasi pemerintah daerah sebelum melakukan
penyertaan modal.

Analigis \penvertaan modal/investasi pemerintah daerah
dilakukan olehrpenaschat investasi pemerintah daerah.
Penasihat investasi pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala
daerah.

Hasil analisis periyertaan modal/investasi pemerintah daerah
berupa hasil analisis penilaian kelayakan, analisis portofolio

dan analisis risiko.

Pembentukan Dana Cadangan

b

3)

4)

5)

Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk

mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana

daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun

anggaran.

Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan

lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan

daerah kecuali dari:

a) DAK;

b} pinjaman daerah; dan

¢} penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan

Dana cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan

dikelola oleh PPKD selaku BUD.

Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
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6] Pembentukan dana cadangan dianggarkan pada pengeluaran
pembiayaan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

7) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
sekurang-kurangnya penetapan tujuan pembentukan dana
cadangan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan
dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan
dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke
rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun
anggaran pelaksanaan dana cadangan.

8) Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan
ditetapkan “sebelum- persétuijuan bersama antara kepala
daerah dan DPRD atas rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD.

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk
menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan
kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD,
badan usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakat.

2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRD.

3} Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA
dan PPAS.

4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

e¢. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan lainnya digunakan untuk
menganggarkan pengeluaran pembiayaan lainnya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

4 Ketentuan Terkait Pembiayaan Neto
Berdasarkan Pasal 70 ayét {5} dan {6} Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2019, Pembiayaan neto:
a. merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran
pembiayaan.

b. digunakan untuk menutup defisit anggaran.
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F. KETENTUAN SURPLUS DAN DEFISIT

Berdasarkan Pasal 83 sampai dengan Pasal 88 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan dalam surplus dan defisit APBD adalah

sebagai berikut:

1.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja

Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.

Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

Defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan

belanja daerah.

Dalam hal APBD diperkirakan’surplus, APBD dapat digunakan untuk

pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Dalam hal APBD -diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari

penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan

Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk:

a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;

b. penyertaan modal Daerah;

¢c. pembentukan Dana Cadangan;

d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau

e. pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan

pembayaran pokok utang yang belum cukup tersedia anggaran dalam

pengeluaran pembiayaan sesuai dengan perjanjian.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada

Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan menetapkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD

dan batas maksimal defisit APBD masing-masing Daerah yang dibiayai

dari Pinjaman Daerah setiap tahun anggaran.
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.
17.

Penetapan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas
maksimal defisit APBD masing-masing daerah paling lambat bulan
Agustus untuk tahun anggaran berikutnya.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.
Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan dapat dikenai sanksi
penundaan penyaluran Dana Transfer Umum.

Menteri melakukan pengendalian defisit APBD provinsi berdasarkan
batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal
defisit APBD masing=masing-Daerali yang dibiayai Pinjaman Daerah
yang ditetapkan oleh /menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.

Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan pengendalian
defisit APBD kabupaten/kota=berdasarkan batas maksimal jumlah
kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD masing-
masing Daerah .yang dibiayai-Pinjaman Daerah yang ditetapkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.

Pengendalian dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Defisit APBD harus dapat ditutup dari Pembiayaan neto.

Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan Pembiayaan
dengan pengeluaran Pembiayaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1.

Penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari jenis SILPA tahun
sebelumnya dikecualikan yang penggunaannya dibatasi untuk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk
menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari:

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;

b. pencairan dana cadangan;

c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

d

pinjaman daerah; dan
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€. penerimaan pembiayvaan lainnya sesual dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Batas maksimal jumlah kumaulatif defisit APBD untuk setiap tahun
anggaran berpedoman pada penetapan batas maksimal defisit APBD
yang ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang keuangan.

Posisi defisit APBD sebagai dasar penetapan besaran kumulatif defisit
APBD pada tahun berikutnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan dapat dikenai sanksi penundaan

penyaluran dana fransfer umum.

G. KETENTUAN SILPA

1

Pemerintah Daerah .menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan {SILPA])
tahun berkenaan bersaldo nihil.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah
Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program,
kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program,
kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran
pembiayaan.

Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah
Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran
pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan
program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau

pengurangan velume program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB 111
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

KUA DAN PPAS

1.

Ketentuan Umum KUA dan PPAS
Penyusunan Rancangan APBD didasarkan prinsip:
a. sesual dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan
vang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan

daerah;
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b. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi;

c. berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS;
tepat waktu, sesual dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan,
dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan,
kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f.  APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk
melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum APBD {KUA) adalah dokumen yang memuat
kebiiakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi
yang mendasarinya untuk periode 1 {satu] tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara {PPAS) adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja perangkat daerah.

Mengacu pada Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD.

b. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan. Pedoman penyusunan APBD tersebut memuat antara
lain:

1}  pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan
pemerintah dengan pemerintah daerah;

2) prinsip dan kcbijakan penyusunan APBD tahun anggaran
berkenaan;

3} teknis penyusunan APBD; dan

4)  hal-hal khusus lainnya.
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Rancangan KUA memuat:

1) kondisi ekonomi makro daerah,

2) asumsi penyusunan APBD;

3} kebijakan Pendapatan Daerah;

4} kebijakan Belanja Daerah;

5) kebijakan Pembiayaan Daerah; dan

6} strategi pencapaian, yang memuat langkah-langkah konkrit
dalam mencapai target kondisi ekonomi makro daerah,
asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah,
kebijakan belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan
daerah.

Rancangan PPAS disgsun dengan tahapan:

1) menentukaniskala prioritas pembangunan daerah;

2}  menentukan'prieritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas “dan ‘program nasional yang tercantum dalam
rencana  kerja  ‘pemerintah pusat setiap tahun untuk
pemerintah provinsi;

3} menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasional yang tercantum dalam
rencana kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program
provinsi yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah
provinsi setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota;
dan

4}  menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub
kegiatan.

Sub kegiatan dapat dianggarkan:

1) untuk 1 (satu} tahun anggaran; atau

2} lebih dari 1 (satu} tahun anggaran dalam bentuk sub
kegiatan tahun jamak.

Sub kegiatan tahun jamak mengacu pada program yang

tercantum dalam RPJMD.

Sub kegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling

sedikit:
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1) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan sub kegiatan yang
secara teknis merupakan satu  kesatuan  untuk
menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu
penyelesaian lebih dari 12 {dua belas) bulan dalam tahun
anggaran berkenaan;

2} pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifathya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran; dan

3) pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran, antara-lain pen@anaman benih/bibit, penghijauan,
pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah
sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa
pelayanan kebersihan (cleaning service).

h. Penganggaran Kegiatan= Tahun Jamak berdasarkan atas
persetujuan bersama-antara Kepala Daerah dan DPRD, yang
ditandatangani’ bersamaan dengan.penandatanganan KUA dan
PPAS. Jangka waktu penganggaran pelaksanaan Kegiatan Tahun
Jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah
berakhir, kecuali Kegiatan Tahun Jamak dimaksud merupakan
prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i.  Penyusunan rancangan KUA dan PPAS menggunakan klasifikasi,
kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
dan pemutakhirannya.

j-  Proses penyusunan rancangan KUA dan PPAS memuat informasi,
aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait Kesepakatan KUA dan PPAS

Mengacu pada Pasal 80 sampai dengan Pasal 92 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat Ketentuan

terkait KUA dan PPAS sebagai berikut:

a. Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan

PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk
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dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan

DPRD.

Kepala Daerah dapat mengajukan usulan penambahan

kegiatan/sub kegiatan barmu dalam rancangan KUA dan

rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD untuk

disepakati bersama dengan DPRD dalam pembahasan rancangan

KUA dan rancangan PPAS.

Penambahan kegiatan/sub kegiatan baru tersebut sepanjang

memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan terhadap ramcangan KUA dan rancangan PPAS

ditandatangani elehKepala Daerah dan pimpinan DPRD paling

lambat minggu kedua bulan Agustus.

KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama

DPRD menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun

RKA SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Persetujuan bersama paling sedikit memuat:

1) nama Kegiatan;

2} jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

3) jumlah anggaran; dan

4} alckasi anggaran per tahun.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan tetap atau berhalangan

sementara, Wakil Kepala Daerah bertugas untuk:

1}  menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada
DPRD; dan

2} menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

Dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhalangan

tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang selaku penjabat/penjabat

sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk:

1)  menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada

DPRD; dan
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2] menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota
kesepakatan PPAS

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD bertugas untuk menandatangani nota
kesepakatan KUA dan PPAS.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama
rancangan KUA dan rancangan PPAS, paling lama 6 (enam)
minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan
kepada DPRD, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD berdasarkan
RKPD, rancangan KUA, dan rancangan PPAS yang disusun
Kepala Daerah, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Kepala Daerah dengan DPRD sesuail dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan
APBD diuraikan sebagai berikut:

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan KUA menggunakan
data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat
dalam RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan PPAS menggunakan
data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator
kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari RKPD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan

PPAS kepada DPRD.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan

XUA dan rancangan PPAS, Pembahasan tersebut mengacu pada

muatan rancangan KUA dan rancangan PPAS.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan

PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan KUA dan rancangan

PPAS dituangkan dalam nota Kesepakatan KUA dan nota

kesepakatan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala

daerah dengan pimpinan DPRD,
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a.

II.

111

Iv.

VI,

VI,

VI

4.  Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS
menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan
yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
llustrasi dokumen pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS
antara lain sebagai berikut:
a. Kebijjakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA};
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara {PPASY;
Nota Kesepakatan KUA;
Nota Kesepakatan PPAS;

Nota Kesepakatan Tahun Jamak;

S S I -2

Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan.

Ihastrasi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA}

PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......
KERBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH {KJA)
TAHUN ANGGARAN ...

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum AFBD (K1JA)
1.2 Tujuan penyusunan KUA

1.3 Dasar (hukum) penyusunan KUA

KERANGHKA EXONCOMI MAKRO DAERAR
2.1. Arah kebijakan ekonomi daereh
2.2. Areh kebjjakan kevangan dasrah

ASUMSI DASAR DALAM FPENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
3.1. Asumesi dasar yang digunakan delam APBN
3.2. Asumsi dasar yeng digunakan dalam APBD

KEBLIAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1, Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yvang diproyclesiktan antule tahun

4.2, Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daecrah [(PAD), Pendapatan
Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah vang Sah

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
5.2. Rencana belanja cperasi, belanja modal, belanja transfer dan beianja tidak terduga

KEBIJAKAMN PEMBIAYAAN DAERAH
&.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
6.2, Kebijakan pengeluaran pembiayaan

STRATEGI PENCAPAIAN
FPada bab ini moermuat langkah konlkret dalam mencapni target.

PENUTUP

Fada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain sepakati DPRD dan Kepala
Dacerah dan perlu dimasukkan dalam Keb jakan Umu

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam
penyusunan PPAS dan RAPBD Tahun Anggearon berkenaan

............. Tangeal, .. ...
Pimpinan DFRD Gubernurf Bupati fWalikota.
MName Nama
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o,

IL
1.

V.

VL.

llustrasi Prioritas dan Platon Anggaran Sementara (PPAS]

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
PRIORITAS BELANJA DAERAH

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DA
PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP
Demikianlah Pricritas dan Plafon &nggaran Sementara [PPAS} APBD TA ... dibua
untuk menjadi pedoman-bagi Pemerintah Dagrah dalam menyusun Rancanga

APBD TA ... Pada Bab inl juga berisikan kesepakatan-kesepakatan lain antar
Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap PPAS

............. Tanggal,......coooeee
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati/Walikota...
Nama Nama
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TABRL 2.1
RENCANA PENERIMAAN DAERAH
Tahun Anggaran ....

Undangan

ALCKASI DASAR
KODE PENERIMAAN DAERAH ANGGARAN | HUKUM
1 % 3 4
4 . PENDAPATAN DAERAH
4.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH
4.1.01. |Pajak Daerah
4.1,02. [Retribusi Daerah
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
4.1.03. Digigihkan
4.1.04. |Lain-Lain PAD Yang8ah
4.2, PENDAPATAN TRANSFER
4.2.01. |Penda patan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02. Pe ndapatan Transfer’/Antar Daerah
4.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
4.3.01. |Pendapaian Hibah
4.3.02. |Dana Darurat
3,03, Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan
' Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
6.1, PENERIMAAN PEMBIAYAAN
6.101. Lebih Perhitungan Anggaran Tahw
Sebel umnya
6.1.02. Pencairan Dana Cadangan
Penjualan Kekayaan Daerah yang
6.1.03. | .
Di psahkan
6.1.04. |Penerimaan Pinkman Daerah
6.1.05. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjama:
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai
6.1.06. Ketentuan Peraturan Perundang

JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH
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TABEL * -~

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAMAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

URUSAN PEMERINTAHAN . e casa

LAFON ANGGARAN

1.0 -3 X% 5

DAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN FSEMENTJARA Ry | KET
1 2 3 4
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN
i DENGAN PELAYANAN DASAR
1.01. PENDIDIKAN
D1 XXX KX KX, inas ...
O XX XX Program ...
10130 X 20X KN XKL XKL XX, Kegiatan ..,
107 X=X E-X. X Sub Kegiatan ...
Dst ...
1.02, KESEHATAN
1,02 %30 %X, X-X. XX, Dinas ...
1,02 2-X.4-X . X-X. %X XX, Program ... ﬂ
102 %X XX XK XCKE.XXX, | Kegiatan ...
02X XX ub Kegiatan .
Pst.... -
Lo PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.G3 MK XK XXX, Dinas ..
1,03, %-Xx-% x-X.x% 3% Program [
KX KX K- XX pwx.xx . | Keplatan
103 x-%. x-%.%- Sub Kegiatan ...
Dst
|1.04. PERUMAHAR RARYAT DAN KAWASAN PERMUKIMA
104 XK XN K Dinas ..,
l.u4,x-Xx-x_x-x KR KK _'" J lm -4 E =
SRR WKegiatan ...

Sub I(egiatan

Dat ...

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMIIM SERTA

heiSs PELINDUNGAN MASYARAKAT
05 X% KK XK XX Dinas ...

1.05. 22 X-3.X-X XK XX Program ...

108 %% K-8 X3 KKK 0 KK Kegiatan ...

108 X-3%-X. %~

Sub Kegiatan ...

06 %X %-X. %~

06 S08IAL
06 %3 X=X XK. XX ings
06, X-X. X-2.X-X. XX KK QEFaT- ...
KN Y XX Kegiatan ..,

Sub Kegiatan ...

HRUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK

- BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2.07. TENAGA KIERJA
207 X% X-X.X-X.XX inas ..

UIRE R SRR B Program ...
2.07 %K. XXX X KKK X, XK Kegiatan ...
Doy CE S Sub Kegiatan ...

MK K EX XX

Dst ...

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA

— ANAK
[2.08.%-X. X% X-%. XX Dinas ...
OB 2%, X=X X=X, KX MK, Program ...
08 X=X X2 K%, XK KKK XK Kegiatan ..,
2.08.x-5.%-x.%- Sub Kegiatan -
MO0 XL L XX
Dist ..,
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L EANLAN
200, %3¢ M=% M= XN, Dinag—-=
2:09. X=X X=X X-X. XX KX, Program
2,00, X-X. K-X. X=K. 4K, XXX, KX, agintan

2,08 X-X.%-X.X%-
XXX NN XN

Sub Kegiatan ...

Dist
10 PERTAMNAHAN
10 X=X XX ¥-X XX Dinas ...
2.1 0.X-X.3X-X KX XX XX, Program
10 %3 %% W% KRN % K Hegiatan

2. 3050303
b . 4

Sub Kegiatan ...

Dst

2,113 %4 X
KRR KK KN

211 LINGKUNGAN BIDUR
L3RI BT IEVIL TLY) Binas

211 KX R-KLK-KR KK Prosram——

PREBESE SR E R CEVEE Kegiatan,

Sub Kegiatan,

Tist.

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN

Eplicia SIPIL
210K N N WK Dinas -
202 R X M KK MK Prooram
4)'|Q-K—X.X-X.X—X.XX.XX.XAXX. Kegiatan

FRVRE S &8 83
XM MW AN KK

Sub Kegiatan

mg ses

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANDESA

2.13

2. 13 X-X.X-X.X-X XX, Dinas

D 13 e NN R NKL KK Program
B3 K K K XKL KL K Kegiatarn ---

2.13.%-%.X-%.X~
MR M A NK KK

Sub Kegiatan ...

ot 4

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

-1 BERENCANA
2. 13031 XK. 00 Dipas
4 X=X KX XK XK KX Program
T san KK M-% RE KKK Keai hal

2,14 . %K. H-X X~
[ N B KN KK

Sub Kegiatan ...

Dat -
15 PERHUTBUNGAN
15 X2 =X %% XX Dings ---
15, %3 8- 3% KX XK. Proagram
2,1 5. XXX, X=X 00 XKLL KX Kegiatan

2. 15,830 X-X. 8-
K XM K g«

Subr Kegiatan .-

16 KOMUNIKAST DAN INFORMATIKA
T 16 KK KK RK KA Dinas ...
PRLEE RS RS R RT Erosram—
216,52 0-% XX NXN X KK Kegiatan ...

2. 16.0-%.%-%.x-
KK AR KN KX

Sub Kegiatan

Dst ...
217- KOPERASI, |y s kel DAN MENENGAH
PRFAE R SE S ST Dinas
2.4 7 XXX KN KK KX, Program ...
b I e B RV VIR TR VR I T LT L S VA LA [(CgiEILHTI

217 XK R
ML M M MW W

Sub Kegiatan

Dst ...
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.18, PENANAMAN MODAL
2. 1830, KK KK KX, Dinas ..,
2. 1 8.3, X3 220 X0, XX Program ...
PREBS RO R S BB B 88 Kegiatan ...

2. 18.0-%. %X . X~
KX KX KKK KX

Sub Kegiatan ..

Dst ...

.19, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
[2.19.%-X X-X.X-K. XX, Dinas ...

19 XX XX XX XKL I0E FORrAam ...
2. 19,3020 -3 3= 20 300, 300, 0 30 apiatan ...

2.19.%-X.x-X. X~
DL ML MM N MO XX

Sub Kegiatan ...

Dst ...

S—

2.20. STATISTIK

2200, M X K-K XK. Dinas ...

P20, X-X.X-X.X-X. XK XX, Program .. -
V20 MM KKL NN NN KKK epiatan ...

L2200 M- XK X
L, 3035, 30050, KK 20K,

Eub Kegiatan .. -

st ..o
p.21 . PERSANDIAN
2,21 X=X KK KR KK Dings -.:
2.2 1 3-X. XX X=X XX HX. |Prograrm. ..«
2.2 1 .65 -5, X=X 200 KO0 KK - Kepgiatan ...

(2,21 .X-K. %%~
W b O b

Fub Kegiatarn—"

Dis

2.22. EBUDA YAAN
(2. 02 30X MR K0 AN, Dinas ...
20D H-%. NN XK XN KH Program ...

V22 KK KM XXX KR KL KX Kegiatan ...

22252 XX~
Dl O MM X XX .XKX

Sub Kegialan .. .

et ..

23, PERPUSTAKAAN
2. 23X X% M2 XK Dinas ...
2.23.5-X.X-X. X-X. %X XX. Program ...

23 MR KKK RLKK L KK Keglatan ..

E,23.x-x.xlx.x—

R ML M

Sub Kegiatan ...

Dat ...

.24, KEARSIPAN
LR R CS T8N Dinas ...

3.2 -2 M NN XK KN [Prograrm ...

2,04 X=X X=X, XX O KK XL KX Kepiatan ...

2.24 X-X. 22X~
XK MXM X

Bub Kegiatan

Dat ...

B URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
3.25. KELAUTANDA] PERIKANAN

3. 20,202 XX, X=X, XX, Dinas ...

B35 -2, X -X.X-X. XK KX, Program ...

3. 25,03 XX XK MX KX XN Kegiatan ...

3.25.%-X.X-X. %~
X RN KX KK MK

§uh Kegiatan ...

Dst ...
B.26. PARIWISATA
RO RS AT Dinag ..
L2653 XK. X K XX Program .,
B 26, X-20. 2K X-X. XK XX K KX, Kepgiatan ...

3. 26, X-%.1-X.%-
[Be. 3. 0 X XK,

sub Kegiatan

Dst ..,
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PERTANIAN

WL KN W= KK Dinas ...
XL R=KGK-XLKELNX Program ...
3,27 XX XX, XX, XX KX KKK Kegalan ..
2T KRN X .
32 % Sub Kegiatan
Det —
8 KEHLUTAMNAN
3,28, X-X. H-X.X-K.HX. i oo e
B M Xk MK Prﬂgrﬂm
3.2 AR X-RX-HAKxxxx. (Kegiatan ..
3'2‘?“’,‘;’”‘?':"’ Sub Kegiatan .-
Dst ...
S ENERGI 1y 45 SUMBER DAy, wingRA
_‘)O LT TR TV TIR TL VI Dinas "
B 20 e e K K Program ...
B0 A Sen =W LK K MW Keﬁiaian L)
3,25 KN N- .
Sub gegiatan ...
RN
Drsp =
3 20y PERDAGANGAN
3. 30253 X-X. X, Cipas
=, = Program.. .
3. 30 XK XX KR KN KN XXX Kegiatan ...

.30 %% x-x.%-

ML R

Bub Kegiatar

gt o-
FEcE ] PERINDUSTRIAw
23] kX=X BN XX Thipyg go e
AR H=N NLKXK Program.
A AL RN K KW NR KR KK Kegiatan ..,

3,31 230 XXX

Sub Kegiatan -

e LXK XK,
- st

a3 TRANSMIGRAS]
3. 32 KR XXX, Clinas

330 8N KX KX KA K Program

322K NN XKLL RO

Kemiatan =

332 00X %

XX MK LKL XXX, Sub Kegiatan .-

gt
P — 8 AHAN
4.0,. SEKRETARIAT DAERAH

1 =% =3 303 3%

Selcretariat Daeral

4.0 KK X-KN-NOKEELUEXL

Progranmy ..

4071 XK. XX XX XK KKLKH,

1

4.01.%-%.X-K. K~

LY LT IT T v YY)

Subr Keglatan ..*

Pat .

4.02.

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH

PN R L TR C VRV

Sekretarial oynen

4,02, X-R.X-X. X=X XX. KX, Program ...
B M B m I I I K I(Cgiﬂtﬂl'l o
4.02.X-X.X-X.X- Sub Kegiatan ...
b
st -

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

e PERENCANAAN
06 X3 KX %X 30K Dinas/Badan /Kantor ...
TR R it o e I 0 Prograrm ...

501 Me% X=X X=X X% K KKK Kegiatan ...

S.01 %% %X, X~

L S L LIV T ')

Sub Kegiatan ...

|I"mf
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5.02.

UANGAN

5.02. X2 N-X X-X. XK.

Dinas/Badan Kantor . -

5.02. -3 X-X. X-X. XK. XX,

Program ...

S.02, XK. KK X=X LKL KX

e glatan ...

5. 02, %-%. -0 K-

Sub Kegiatan ...

’ixx‘xx.&xx.xx.

Dst .. -
5.03. KEPEGAWAIAN
5.08.X-2.X-X.X-X.XX, Dip a5/ Badan Kantor . .
503 X% XK XKL NN KX Prograum ..,
5,03 -3 XX XX KN XNy xx Kegiatan ...

5,03 X205 1
XXM XX XXX XX,

Bub Kegiatan -.-

504, EN DIDIKAN DAN PELA TIHAN
5,04 . x-%, %-X.X-X. XX, Dinas/Badan/Kagor ...

04 - x =% KKK AN Program ...

5,04 X2 X=X XK. X0 XKL XL XK Kegintan ...

5. 04 53 X-R.K-
CEMLH LN EX KK

Sob Kegiatan -

ﬁs‘t b
5.05. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
S, 05 .2 -, X2 X KX, Dinas/Badar/Kantor ...
5.05 . X-% . 5% X- KKK KX A ..

S 053000, -2 -3 MK KOL XX,

OO ML M

Eos.x-x.x-x.x-

Sub Kegiatan-—.

Dt .. N
5.06. PENGHUBUNG
15.06.X-X, X-X. X-X. XX Dinas/Badan/Kantor ...
5.06.X-X.x-%xx-Kxxux. _ | |Program ...
15, DB X=X K320, XK. XN X XK Kegiatan ...

5.06.x-3.2-X.X~
p o e B 0 P

Sub Kegiatan .. -

Dat ...
5.07 - PENGELOLAAN PERBATASAN
5.07 XX %-X.2-X. XX Dinas/Badan /Kantor ...
15,07 X2 X3 XX XX XX Program ...

5. 07 X=X KR XK KK KX K. 6K Kegiatan ...
RerS E'8'S'S 8
pO7 XX XXX bub Kegiatan -
XXX XXX,
Drat ...

NSUR PENGAWAS

6.01. uNSUR PENGAWAS
6. 4] XX KK XK HK Inspektorat

AT LXK M KRR X Program ...

LIRS 8588 85888 o8 Kegiatan ...

SR TR
Bt

Bub Kegiatan .. .

st .
7 - NSUR KEWILAYAHA
7.01. ECAM NTAN
7.01 %% %% X-%. X% Kecamatan ...
70120 XK M2 KKK Program ...
7. 01, %-X. %=X, KR K0 KX X XK. Ke giatan ...

7.0 XXX
SN X MO XK

ub Kegiatan ...

Dst ...
I7.02. KOTA ADMINSTRASI
02 XX K KX XN Kota ...
7. 02 -2 %X XX XX XX Program ...
7 2. %-K. X=X XK. KX XK. XXX Kegistan ...

LSul':a Kegiatan ...

17.02.%-%.%-% X~
o i b S b

Dst ...




kanuratey ADMINSTRAS]

03 %% KN K= KK

Kabupaten ...

3N XN K=K KKK Program ...
03, -2 X-R. XX 00 XN KK Kegiatan ...

7.03.x-3.%-%.%-
KK KX X ONXKX,

Sub Kegiatan '

Dst ...

URUSAN PEMERINTAHAN 1ihA 1 ThA

1

KESATUAN ganGaa Dan polITIK

F IR TR U TRV 1Y

Kesatnan Bangsa Dan g, o

T TR T T NI FL

Program ...

T Rk NN N N O R chiata_n s
gl Sub Kegiatan -
R N KN X

Dgt ==

URUSAN KEKHUSUSAN

0]

PANIRADYA KAISTIMEWAN

g-ou.y LA TR TR T

Paniradys Kaistimewsan

G133 3o M3 300 XX 3 KX

Program

Kepiztan

9,01 .%-%.X-%.X-

LA LT AT L)

Sub Kegiatan ...

Dist

G (2 SYARIATISLAM ACEH
O (02 w3 Kad X 30 Dhnas-Svariatslam-feceh
L R TR VEY, TR Program
G 0D a3 2 M=K 3O jatap -
S Sulb Kegiatah

Dt

9.03.

AMA (MPY)

D03 X-2. %M. -X.200

Q03 R X KM KK

Bragram

3 XK X-XE-RHGERURXX

Kegistap -

9.03.3-%.%-%.X~
KN N KN W

Sub Kegiatan -

Tiaf oo

LT

SEKRETARIAT MAJELIS ADAT ACEH

G0 - M= KK KX

Sekrefariat Majelis Adat Aceh

9,04, X3, %X X%, NHLKN.

Program

3o MM KaX KW K KXY

eglatan

9.04.X-X.X-X.X~
XKL XUOOL XX,

Sub Kegiatan .-

SEKRETARIAT MAJELIS PERMUSYAWARATAN

Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama {(MPU)

st
(5 SEKRETARIAT BAITUL MAL ACEH
9.05.%-X. X-X XK. KX, Selkretariat Baital pray acar, -
DS Ra¥ K= X=X O XN Program ...
9 A5 XA NNX-RER K AK. [Kegiatan ..,

9.05x-x.%-%.%-
XXX KX XXX XX,

Sub Kegiatan -

Diaf

9.06. SEKRETARIAT g s oy REINTEGRASI 4 nppy
9.06.X-%.X-X.X-X. XX, Sekretarial g 1., Reintegrasi 4 a1,
G OB, =3 3= M=, SO Propram
9.06.%-X.X-X. XXX x5 x.x%. |Kegiatan ...
e Sub Kegiatan .
Dt -
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TABRL 4.4
Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Jenis Belanja

NO URAIAN PLAFCN ANGGARAN
{Rp.}

1 |Belanja Operasi

a. Be lanja Pe gawai

b. Be lanjag Barang dan Jasa

. Belanj Bunga

8l

. Be lania Subsidi

d
e. Belanja Hibah
f. Belanja Bantuan Sosial

2 |Belanjz Modal

a. Be lanja Modal Tanah

b.Be lanja Modal Peralatan dan Mesin

c . Belanja Modal Ge dungdan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan, Jaringdn, dan lrigasi;
e .Belanja Mcdal Aset Teta p Lainnya;

{.Be lanja Modal Aset Tidak Be rwujud,;

3 |Belanja Tidak Terduga
4 |Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasgil

b. Be lanja Bantuan Ke ulangan

TOTAL
TABEL 5.1
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK PEMBIAYAAN
PLAFON ANGGARAI
NO. URATAN SEMENTARA
(Rp.)
PEMBIAYAAN DAERAH

65.1. Penerinmaan Pembj ayaan

6.1.01. |Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggagn

6.1.02. |Pencairan Dana Cadangan

6.1.03. |Hasil Pe nhialan Ke kayaan Daerah yang Dipkahka:

6.1.04. |[Penerimean Pinjaman Daerah

6.1.05. |Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

6.1.06. Ketentuan Peraturan Pe rundang-Undangan
Jumlah Penerimaan Pem biayaan
6.2 . Pengelnaran Pembi ayaan

6.2.01. |Pembentukan Dana Cadangan

6.2.02. |Penyertaan Modal Daerah

£.2.03. |Pem bayaran Cicilan Pokok U tang yang Jatuh Tempo

6.2.04. |Pemberian Pinjaman Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan

e Ketentuan Peraturan Perundang{Jndangan

Jurmnlah Pengeliaran pem biayaan

Pembi ayaan Neto
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C. HUstrast Nota Kesepakatan KUA

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINS] /KABUPATEN /KOTA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KGTA.......

NOMOR....
TANGGAL.

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. NAEITIE i e e
Jabatan Gubernur/Bupatl/Wah Koté...ooovi v
Alamat Kantor O e TR 91 DUUPTIII
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota™..........
2 a. Nama e i
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor @ . e i
L. Nama LU A BN R-TL /7 DN S
Jabetan Wakll Ketua DFRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor . i c s i e s e e e
c. Nama HERTURIA Y P s S o/ S
Jabatan Wakﬂ Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alarnat Kantor | i v e
d. Dst.............
sebagail Pimpinan DPRD bertindak selaky 'dan ‘atas nama Dewan Perwakilan Rakyad
Daerah {DPRD) Provinsi/Kabupaten /Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antare
DPRD dengan Pemerintalh Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebsagai dasar penyusunan
prioritas dan plafon anggaran sementara APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum APBD
yvang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (RAPBD] Tahun Anggaran ..., Kebijakan pendapatan, belanja dan
pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA ... disusun dalam Lampiran yang menjadi satu
kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS} Tahun Anggaran ...,

............. Tanggal,.................
Pimpinan DPRD

Gubernur/Bupati /Walikota. ... Provinsi/kabupaten /Kota......

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Nama Nama
KETUA
Mama

WAKIL KETUA

MNamea
WAKIL KETUA

87



d Iustrasi Nota Kesepakatan PPAS

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.,
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ....

Yang bertanda tangan d: bawah ini:

1. NAIE e
Jabatan Gubernur/Bupat:/WaI: Kota.......
Alamat Kantor e e e
bertindak selaku dan atas nama semerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota™ ... ...

2 oa. Nama 0 L et

Jabatan Kctua DPRD Provinsi/Kabupaten fKota...............
Alamat Kantor oo
b. Nama N P BN .7 \\ 'R R T
Jabatan Wakll Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor @ e mil e
¢, Nama N N B A —LL AN R T P
Jabatan . Wakil Ketua DPRD PrevinsifKabupaten /Kota. ...
Alamat Kantor il et tala i e
sebagei Pimpinan DPRD\ bkertindal seiaku dan atas acama Dewan Perwakilan ..., .
Daerah {(DPRD) Provinsi/Kabupaten /Kota*}......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

u Pl an Seme {PPAS}
P rin o untuk sc nya dija
n n Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) TA

Berdasarkan hal tersebuf di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintaihh Daerab tentang Kebijaken Umum APBD TA ..., para pihak sepakat terhadap
Prioritas dan Plafon Anggaran Semcentara yang meliputi rencana pendapatan dan penerimaan
pembiayvaan daerah TA ..., Prioritas belanja daerah, Plafon Anpgaran Sementara Berdasarkan
Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana pembiayaan daerah TA ...

Secara lengkap Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran ... disusun dalam
Lampiran vang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusuna
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Tahun Anggaran ... .
............. Tanggal,............
Pimpinan DPRD
Provinst/kabupaten/Kota.
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Gubernur/Bupati/Walikota.

MNama Nema
KETUA

Mama
WAKIL KETUA

MNama
WAKIL KETUA
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€ Lustrasl Nota Kesepakatan lanun Jamak

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA. ......

NOMOR
TANGGAL

TENTANG
PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK
(NAMA PEKERJAAN)
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

Yang bertanda tangan d1 bawah ini:
1. Nama e
Jabatan Gubemur,ﬁBupan;Wah Kota..oooovnreennn.
Alamat Kantor NIV B e A ToL. " 7NN DU O
bertindak selakn dan atas nama ‘pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota
selanjutnya d:sebut sebagal PIHAK KESATU,
2 a Nama e e Tae sl vaneeies
Jabatan Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor /a0l b e Ll s
b. Nama e PP SR
Jabatan Wak11 Ketua DPRD Provmsu’Kabupaten /Kota...
Alamat Kantor | e
c. Nama E PP
Jabatan Wak:l Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor e
d. Dstecrnnnn..n.
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakya
Daerah [DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota®)...... . selanjutnya disebut sebagai PIHAK

.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kegiatan Tahur
Jamak di Provinsi/Kabupaten/Kota*} ... Tahun ..., Tahun ... dan {Tahun Seterusnya} yang

BAB I
DASAR HUKUM

Pasal 1
{Berisikan tentang Peraturan Perundang-Undangan atau Dasar Hukum yang melandas
untuk sub kegiatan tahun jamak dimaksud

BAB i1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:

{Berisikan maksud dan tujuan Nota Kesepakatan ini)
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BAB 111
KEGIATAN/SUB KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 3
g / v egiatan/Sub Kegiatan}, yang
e a o gl
a e g);
Pasal 4
11} Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran
ap B erah
"2} ah n sub uk membiayai kegiatan/sub
dimaksud p sal luruhnya b ... {terbilang).
'{3} atan/sub ke seb  mana dima Pasal 3

a. biaya pekerjaan ... dengan perincian per_ tahun sebagai berikut:
1). Tahun ... senilai Rp... (terbilang);
2}. Tahun ... senilai Rp... [terbilang};
3). Dst.

b biaya pekerjaan ... dengan perincian per tahun sebagai berikut:
1}. Tabun ... senilai Rp. .. (terbilang},
2}. Tahun ... senilai Rp... {terbifang];

3). Dst.
c. Dst.
BAB 1V
PELAKSANAAN PEKERJAAN
Pasal 5
Dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
digunakan untuk kegiatan/sub kegiatan dari Tahun .., Tahun .. dan Tahun ..
BAB V
PENGELOLAAN DANA ANGGARAN TAHUN JAMAK
Pasal 6
r(l) Pengelolaan dana anggaran kegiatan/sub kegiatan Tahun Jamak dilaksanakan oleh
Perangkat t sesuai dengan kete turan g- ngan.
'(2} Perangkat aimana dimaksud {1} ai n Dinas ...
Provinsi/Kabupaten/Kota*) .......
BAB VI
PENYESUAIAN HARGA
Pasal 7
F,
A
A2
i3y Dst
BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN
Pasal 8

Pertanggungjawaban dana anggaran kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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BAB Vil
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini sepanjang mengena
pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan PIHA!

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat rangkap 2 {dua} bermaterai cukup, masing-masiny
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota....
Selakuy, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Gubernur/Bupati/Walikota.....

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL XETUA

Nama
WAKIL KETUA
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f.  Tustrasi Berita Acara Kesepakatan Penambahan Kegiatan/Sub Kegiatan

BERITA ACARA KESEPAKATAN
ANTARA
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA......
DENGAN
KETUA DPRD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.

NOMOR
TANGGAL

TENTANG
PENAMBAHAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN BARU
PADA KUA DAN PPAS YANG TIDAK TERDAPAT DALAM RKPD
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama e e
Jabatan Gubernur;‘Bupatz;’Wah Kota........ooooenis
Alamat Kantor i e
bertindak selaku dan atas nama semernntah Provinsi/ Kabupaten,fl{ota
2. Nama o el b
Jabatan Ketua DPRE Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantor ... S i e
bertindak selaku dan ' atas Tnama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [DPRD]
Provinsi/Kabupaten/ Kota. .00 00000

Dengan ini menyatakan bahwa terjadi penambahan kegiatan/sub kegiatan baru pada KUA
dan PPAS TA..... yvang tidak terdapat dalam RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota..... TA..........
yang selanjutnya secara lengkap penambahan kegiatan/sub kegiatan baru dimaksud
disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Berita
Acara Kesepakatan ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, guna menindaklanjuti Pasal 343 ayat {2} dan ayat {3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tashun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencans
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ...,
dibuatlah Berita Acara Kesepakatan ini.

Demikianlah Berita Acara Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD} TA...........

Ketua DPRD

CGubernur /Bupati/Walikota... Provinsi/kabupaten /Kota

Nama Nama
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Ketentuan Umum RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 97 Pemerintah Nomor 12

1.

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait RKA-
SKPD sebagai berikut:

a.

Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA-
SKPD diterbitkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah
rancangan KUA dan rancangan PPAS disepakati.

Surat Edaran Kepala Daerah paling sedikit memuat:

1) prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan suk
kegiatan yang terkait;

2} alokasi plafon.anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan’ sub Lkegiatan SKPD berikut rencana
pendapatan dan penerimaan pembiayaan;

3} batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; dan

4}  dokumen lain sebagail lampiran meliputi KUA, PPAS, kode
rékening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja,
standar satuan harga, RKBMD dan kebijakan penyusunan
APBD.

Rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan yaitu

hubungan anggaran belanja dengan sumber pendanaan

pendapatan dan penerimaan pembiayaannya, antara lain:

1} Dbelanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait layanan retribusi sumber
pendanaannya berasal dari pendapatan retribusi;

2} belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait dana transfer khusus
sumber pendanaannya berasal dari pendapatan transfer
khusus berkenaan;

3) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait sarana dan prasarana
jalan sumber pendanaannya berasal dari pendapatan pajak
kendaraan bermotor/pendapatan bagi hasil berkenaan.

4) belanja yang dianggarkan untuk pelaksanaan program,
kegiatan, dan sub kegiatan terkait penunjang urusan
pemerintah daerah sumber pendanaannya berasal dari

pendapatan dana alokasi umum.
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Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS,
serta mengacu pada Surat Edaran Kepala Daerah tentang
Pedoman Penyusunan RKA-SKPD.

Untuk kesinambungan penyusunan RKA SKPD, kepala SKPD

mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub

kegiatan 2 {dua} tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran

data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

RKA-SKPD, disampaikan kepada PPKD sebagai bahan

penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesual

dengan jadwal dartahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri
tentang pedoman “peayusunan APBD vang ditetapkan setiap
tahun.

RKA-SKPD sebagaimana_ disusun dengan menggunakan

pendekatan:

1}  Kerangka  Pengeluaran Jangka  Menengah  Daerah
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju secara
bertahap disesuaikan dengan kebutuhan. Prakiraan maju
berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program,
kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun
anggaran  berikutnya dari tahun anggaran yang
direncanakan.

2} Penganggaran Terpadu dilakukan dengan memadukan
seluruh  proses perencanaan dan penganggaran di
lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana
kerja dan anggaran.

3) Penganggaran berdasarkan kinerja dengan memperhatikan:
a) Keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang

diharapkan dari sub kegiatan;
b) Hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
¢) Efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan

penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
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1) Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang
akan dicapai dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan meliputi masukan, keluaran, dan hasil;

2) Tolok ukur kinerja merupakan ukuran prestasi kerja yang
akan dicapai dari keadaan semula dengan
mempertimbangkan faktor kualitas, kuantitas, efisiensi, dan
efektivitas pelaksanaan dari setiap program, kegiatan dan
sub kegiatan;

3} Sasaran Kkinerja merupakan hasil yang diharapkan dari
suatu kegiatan atau keluaran yang diharapkan dari suatu
sub kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan
dengan penggunaan | anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur;

4}  Analisis standar-belanjia merupakan penilaian kewajaran
atas beban  Kerja—dan biaya yang digunakan untuk
melaksanakan‘suatusub kegiatan,;

S} Standar/havga satuan meriipakan harga satuan barang dan
jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah
dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional,;

6) RKBMD merupakan dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik daerah untuk periode 1 (satu} tahun yang
paling kurang berisi informasi mengenai kebutuhan
pengadaan BMD dan pemeliharaan BMD; dan

7) Standar Pelayanan Minimal merupakan tolok ukur kinerja
dalam menentukan capaian jenis dan mutu pelayanan dasar
yvang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak
diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan
pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah,
penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja
serta terciptanya kesinambungan RKA-SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan sub
kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
semester pertama tahun anggaran berjalan.

Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan sub

kegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum

diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau
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diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 {satu) tahun

berikutnya dari tahun yang direncanakan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA-

SKPD diatur dalam Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan

Keuangan Daerah yang ditetapkan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Belanja pegawail, belanja barang dan jasa, belanja subsidi,

belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal,

dianggarkan dalam RKA-SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi

pada masing-masing SKPD.

Belanja bunga, belanja tidak terduga dan belanja transfer

dianggarkandalam RKA-SKPD pada SKPKD.

Penerimaan pembiayaan' dan pengeluaran pembiayaan daerah

dianggarkan dalam RKA-SKPD pada:

1)  SKPKD;

2}  SKPD/Unit  SKPD/ terkait yang melaksanakan pola
pengelolaan keuangan BLUD;

Ketentuan Dokumen RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 98 dan Pasal 99 Pemerintah Nomeor 12 tahun

2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait
dokumen RKA-SKPD sebagal berikut:

a.

Proses penyusunan RKA-SKPD mengandung informasi, aliran
data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
RKA-SKPD memuat rencana pendapatan, belanja, dan
pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya.
Rencana pendapatan memuat urusan pemerintahan daerah,
organisasi, akun, kelompok, jenis, objek, rincian ohjek, dan sub
rincian objek pendapatan daerah. Rencana pendapatan diterima
oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta ditetapkan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rencana belanja memuat informasi mengenai:
1}  urusan pemerintahan daerah memuat urusan pemerintahan
daerah yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD.
2} organisasi memuat nama SKPD selaku PA,

3) standar harga satuan,
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4)  RKBMD,

S)  kinerja yang hendak dicapai terdiri dari indikator kinerja,
tolok ukur kinerja, dan sasaran kinerja yang akan dicapai
dari program, kegiatan dan sub kegiatan.

6} Program memuat nama program yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

7) Kegiatan memuat nama kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

8) Sub kegiatan memuat nama sub kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkenaan.

9)  Akun, kelompok belanjasyang masing-masing diuraikan
menurut jenis, objek,; rincian objek belanja, dan sub rincian
objek.

Rencana Pembiayaan memuat kelompok:

1}  Penerimaan,  pembiayaan yang dapat digunakan untuk
menutup defisit CAPBD, yang masing-masing diuraikan
menuriat jenis, ‘ebjek; rincian objek, dan sub rincian objek
penerimaan pembiayaan.

2] Pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk
memanfaatkan surplus APBD, yang masing-masing
diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub

rincian objek pengeluaran pembiayaan.

Ketentuan Lain Terkait RKA SKPD

Mengacu pada Pasal 93 sampai dengan Pasal 100 Pemerintah Nomor

12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan lainnya
terkait RKA-SKPD sebagai berikut:

a.

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS
vang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD.

Dalam hal program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan tahun
terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan,
kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang
direncanakan.

Dalam hal terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
{SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun

oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait.
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d. Dalam hal penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan pola keuangan BLUD, menggunakan kode
rekening APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

a. TAPD menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD.

b.  TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk diotorisasi.

c. Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD dalam
menyusun RKA-SKPD,

d. Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD berdasarkan KUA dan PPAS
serta SE KDH_ tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD
mengikuti ketentuan umum RKA-SKPD dan Ketentuan terkait
Dokumen RKA-SKPD-di atas.

e. Kepala SKPD menyampaikan RKA-SKPD kepada PPKD sebagail
bahan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,

Dokumen Terkait
[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan

yvang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.
[lustrasi dokumen pada tahapan penyusunan RKA-SKPD

disajikan sebagai berikut:
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PROVINSI/KABUPATEN /KOTA ...
RENCANA KERJA ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RKA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN...

URUSAN PEMERINTAHAN C X
BIDANG URUSAN DOXXX
ORGANISASI LXK

Pengguna Anggaran

a. Nama
b. NIP
c. Jabatan

Kode Nama Formulir
RKA-PENDAPATAN SKPD Rinclan-Anggaran Pendapatan SKPD
RKA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
RKA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD

RKA REKAPITULASI *}
Ringkasan APBD
Rekapitulasi Belanja per urusan
Rekapitulasi Belanja per urusan dan program
Rekapitulasi Belanja per urusan, program dan kegiatan
Rekapitulasi Belanja per Jenis Belanja

Disetujul oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Sub Bagian Program
Nama Nama
NIP: ... NIP: ..........
Keterangan:

*) jumlah dan jenis rekapitulasi informasi dalam RKA REKAPITULASI dapat

disesuaikan dan ditambahkan berdasarkan kebutuhan.
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Halaimnar oo

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
. RKA. -
Provinsi/Kabupaten/Kota... SKPD
Tahun Anggaran...
Organisasi DOMKK arerereiiieeieanans
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode Jumlah
Rekening Urajan (Rp)
1 2 3

Pendapatan Daeral

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusgi Daerah

Hasil perigelolaan kekayaan daerah yang
di misahkan

Lain-lain pendapatan asli daerah vang

Pendapatan Trawsfer

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer AntarDaerah

Lain-lain Pendapatan daerah yang sah

Hibah

Dana darurat

Lain-lain pendapatan sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Belanja Daerah

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bunga

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan bangunan

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

Belanja medal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuangan

Surplus/(Defisit)

102



Perubia n Daerah
Penerimaan Pamnbia n
Si1PA
Pencairan dana cad
Hasil penjualan kekayaan dacrah yang
di sahkan
Penerimaan man daerah
Penerimaan kembah pembernan pinjaman
daerah
Penerimaan pembiayvaan lainnyva scsuai
den n ketentuan
Pen ran Pem
Pembeantukan dana cada
rtaan modal daerah
Pembayaran cicilan pokok utang yang
jatuh tempo
Pemberian n an daerah
Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuat
dengan ketentuan-perundang-undangan
Pemb Neto

..... -otanggal......

Kepala SKPD

Nama
NIP
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HAIAMAN o i

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN vormulir
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH RKA-
Provinsi/Kabupaten/Kota ........ PENDAPATAN
_ Tahun Anggaran .... SKPD
Organisasi | X 00 XXX
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rincian Perhitungan ' Jumiah
Kode Rekening Uraian Volume / Tarif/
Koefisien i Harga (Rp)
Jumlah
........ Jgtanggal.........
Kepala SKPD
] L)
[
Nama
NIP: ...
Pembahasan B
Tangeal Lo
Catatan 3,
1.
2.
Dst
aran Pemerintah Daerah:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
L N B =
2 R
Dst
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Urusan Pemerintah.:

Bidaneg Urusan
Program
Kegiatan
Oraanisasi

Linit

Alokasi Tabhun -1
Aloleasi Tahun
Alokasi Tahun +1

[ndikator
Masukan
Keluaran
Hasil

: Ro.

: Rp.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN .
Formulir

RKA-BELANJA

Provinsi/Kabupaten Kota SKPD

Tahun An
Ringian Anggaran Belanja Menurut Program dan Kegiotan

MK M
MR
HORHEX

DMLY

X KX KK
trerbilanet
iterbilang)
{terbilang}

Re.

Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan

Tolak Ukur Keria Target Kinerja

Kelommpok Sasaran Kegiatan

Sub Kegialan

B g

Sumber Pendanaan

Lakasi

Keluaranm Sub Kegia
Waktu Pelaksanaan

Keterangan

Kode Rekening

Sub Kegialan
SBumber Pendanasan
Lilcasi

Keluaran Sub Kegia
Waktu Pelaksanaan :

Keterancan

Kode Rekening

Fembahasan
Tanggal
Catalan

Provinsi sampal kecamatan, Kab/Kota sampal Desa/Kelurahan
{Kuantitas, denpan satuan’disamakan dengan/sub kegiatan)

Mulai..... S AN PE b
Rinmcian Perhitunean r \ah
umila
Uraian iKoelisiensi Harga
Satua PPN iR
/ Volame Nl Satuan thpj
Jumlah Angraran Sub Kegialan
Lt s 4
[Provinsi sampail kecamatan, Kab/ Kotz sampai Desa/Kelurahan)
[(Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan/sub kegiatan)
hMulai...... Sampal
Rincian Perhitunean J lah
. urnla
Uraian Koefisie nsi Satuan Harga PEN (Rp)
/ Volume Satuan P
Jumlah Anecaran Subh Keciatan
oo tanggal.
Kepaja SKPD
MNama
MIP:
Tim Angearan Permnerintah Daerah
Nama NIP Jabalan Tanda Tangan
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RENCANA KERJIA DAN ANGGARAN Formnli
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERALL KK A
Proavins fKabopaten fKota PEMUTAY AAN
Tabin Anpgiran SKi
Crrganisas XN MHY
Rincian Anggarac Pemboayaan Dacrealy
Kode Relosn U riais Juraclah
\ ade Webieang L TEH (Rp)
|
Jumdab Ponerinaan Pemliaynan
|
Jumlah I'engeluaran 'embrayaan
Juen Lith
Slanppat o
Kepala SKPD
i
A
]
Nama
NIP: ...
Pembahesan
Tanggal .
Catatan . B
1.
2. S S S B
Dst
Tim Anggaran Pemerintah Daerakh:
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
1 e i
2
Dst

C. RANCANGAN PERDA APBD
1. Ketentnan Umum

Mengacu pada Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintal

Nomeor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuar

terkait penylapan Raperda tentang APBD sebagai berikut:

a. REKA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD disampaikar
kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

b. Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaiar

antara RKA SKPD dengan:
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1}  KUA dan PPAS;

2) Prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran
sebelumnya;

3) dokumen perencanaan lainnya;

4) capaian Kinerja;

5)  indikator Kinerja;

6) analisis standar belanja;

7) standar harga satuan,

8) perencanaan kebutuhan BMD;

Q) Standar Pelayanan Minimal;

10} proyeksi perkiraan maju untuk tahun anggaran berikutnya;
dan

11} program, kegiatan, dan sub kegiatan antar RKA SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, Kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.

Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen

pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan

oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang APBD vang telah disusun oleh PPKD

disampaikan kepada Kepala Daerah.

Proses penyiapan Raperda tentang APBD mengandung informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang

dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait Dokumen Rancangan Perda APBD

Mengacu Pasal 101 sampai dengan Pasal 103 Pemerintah Nomor 12

tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait

dokumen Raperda tentang APBD sebagal berikut:

a.

Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagail

berikut:

1} ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2}  ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan

pemerintahan daerah dan organisasi;
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)

5]

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikar

berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusar
pemerintahan daerah, organisasi, program besert
hasil, kegiatan beserta keluaran, dan sub kegiatar
beserta keluaran;

bl rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan da:
keterpaduaniurusan pemerintahan daerah dan fungs
dalam‘kerangka pengelolaan keuangan negara;

¢) | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d) | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancanga:
APBLD;

e} Sinkrenisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pad:
RKPD dan FPAS(déngan Rancangan APBD,;

f)  Sinkronisasi Program Prioritas Nasional denga
Program Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informas

pada Perda APBD antara lain:

a} daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b) daftar piutang daerah;

¢) daftar pentyertaan meodal daerah dan investasi daeral
lainnya;

d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan ase
tetap daerah dan aset lain-lain;

e} daftar sub kegiatan tahun jamak (multi Years);

fi  daftar dana cadangan,

g) daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung rancangan Perda tentang APBD terdiri ata

nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabarai
APBD.

Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerj:

berdasarkan sasaran capaian kineria dan indikator kinerj

masing-masing program, kegiatan, dan sub kegiatan.
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Ketentuan Pelaksanaan

a.

PPKD melakukan verifikasi atas RKA-SKPD yang telah disusun
oleh Kepala SKPD.

Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untuk melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen
pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah disempurnakan
oleh kepala SKFPD.

PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang APBD yang telah

disusun kepada Kepala Daerah.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen lampiran, Peraturan Daerah tentang APBD

menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan

vang disgjikan setiap tahun’/dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenail pedcman penyusunan APBD

Ilustrasi dokumen_lampiran Peraturan Daerah tentang APBD

pada tahapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disajikan

sebagai berikut:

a.

ringkasan APBD vyang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

ringkasan APBD  yang diklasifikasi menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi,

rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompck, jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan
berdasarkan kebutuhan informasi (jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau
ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan); dan
Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perda APBD {jumlah dan jenis dokumen rekapitulasi dan
sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau ditambahkan

berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a. llustrasi Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis

pendapatan, belanja, dan pembiayaan

PROVINSI/KABUPATEN/KQOTA .......
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode

Urailan

Jumlah
{Rp}

Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan

Lain-lain PAD yang sah

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Hibab

Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Jumtah Pendapatan

Belanja

Belanja Operasi

Belanja pegawai

Belanja barang dan jasa

Belanja bungs

Belanja subsidi

Belanja hibah

Belanja bantuan sosial

Belanja Modal

Belanja modal tanah

Belanja modal peralatan dan mesin

Belanja modal gedung dan banpunan

Belanja modal jalan, jarinpan, dan ingasi

Belanja modal aset tetap lainnya

Belanja modal aset tidak berwujud

Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga

Belanja Transfer

Belanja bagi hasil

Belanja bantuan keuvangan

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisit]

112



Pembiavaan Daerah
Penerimaan Pembiavaan
S1lPA

Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Penerimaan pniniaman daerah

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Pengeluaran Pembiavaan

Pembentukan dana cadangan

Penvertaan modal daerah

Permmbavyaran cicilan pokek utang-yang jatuh tempo
Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan lainnyasesuai dengan
ketentuan perundane-undangan

Jumiah Pengeluaran Pembiayaan

Pembiavaan Neto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
{SILPA)

Gubernur /Bupati/Walikota

Nama
NIP:
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D. RANCANGAN PERKADA PENJABARAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 106 Pemerintah Nomeor 12 tahun 2019, Peraturar

Menteri ini membuat ketentuan terkait penyiapan Raperda tentan
APBD sebagai berikut:

a.

Berdasarkan persetujuan bersama terhadap rancangan Perd:
tentang APBD, Kepala Daerah menyiapkan rancangan Perkad:
tentang Penjabaran APBD.

Proses penyiapan Raperkada tentang Penjabaran APBI
mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dar

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Terkait/Dokumen Rancangan Perkada Penjabaran APBD

Mengacu Pasal {102" Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, Peratura:

Menteri ini membuat ketentuan terkait dokumen Raperda tentan;

APBD sebagai bertkut:

a.

RancanganPerkadd tentang Penjabaran APBD memuat lampira:

sebagai berikoat!

1}  ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menuru
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rinciai
objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

2) penjabaran APBD menuruf urusan pemerintahan daerah
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincia
objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3} rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBI
yvang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antarn
lain:

a} daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaras
hibah;

b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besara:
bantuan sosial;

¢} daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besara:
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus

d} Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besara)
belanja bagi hasil;

¢) Rincian dana otonomi khusus menurut urusal
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan
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4

sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek
dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

f}  Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

g) Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam
rancangan-Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang perjabaran APBD dengan program prioritas
perbatasan Negara.

Informasi Jlainfiya_yang menunjang kebutuhan informasi

pada Perkada penjabaran APBD.

Penganggaran /pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai penjelasan,

yaitu:

1)

2)

3)

Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai
dasar hukum pendapatan.

Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat
khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan
sumber pendanaan sub kegiatan.

Penganggaran pembiayaan disertal penjelasan mengenai
dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk
kelompok penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran

pembiayaan untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran

APBD menyajikan informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan
kebutuhan yang disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan

perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Nustrasi dokumen lampiran Peraturan Kepala Daerah penjabaran

APBD pada tahapan Penetapan APBD disajikan sebagai berikut:
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ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek,
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompek, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja,
dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi {jumlah dan jenis
dokumen rekapitulasi dan sinkronisasi dapat disesuaikan
dan/atau ditambahkan'berdasarkan informasi yang dibutuhkan);
dan

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada @ penjabaran APBD {jumlah dan jenis dokumen
rekapitulasi__dan~ sinkronisasi dapat disesuaikan dan/atau

ditambahkan berdasarkan informasi yang dibutuhkan).
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a  ringkasan penjabaran APBD vyang diklasifikasi menurut kelompok,

jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek, pendapatan,

belanja, dan pembiayaan;

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK,
JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Kode

4.1

4.1.01
4.1.01.01
4.1.01.01.01

4.1.01.0l.xx

4.1.01.xx

S

1.02
.1.02.01
1.02.01.01

E o N

4.1.02.01.xx¢

4.1.02.xx

4.1.03

4.1.03.01

4,1.03.01.xx

4.1.03.xx

Uraian
Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah

Paiak Daerah

Pajak Kendaraan Bermotor {PKB)

PKB-Maobil Penumpang-Sedan

Rincian Objek selanjutnya Sesuail peraturan perundang-
undangan mengenai . Klasifikasi, = Kodefikasi dan
Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan
Daerah.

Ohjek  selanjutnya. -Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal —Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Retribusi Dacrah

Retribusi Jasa Umum

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenat Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahlkan

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
{Dividen) atas Penyertaan Medal pada BUMN

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikast dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.1.04

Lain-lain PAD Yang Sah

4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1,04.01.01 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.04.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
- Daerah. -
Objek seianjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan '
4.1.04.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
42 Pendapatan Transfer
4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) |
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenaiKlasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pémbangunan dan Keuangan
- Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi; Kedefikasi dan
4.2.01.xx
Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01 |Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Kiasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
- Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.02.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. -
4.3 Lain-iain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan|
4.3.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang.
4.3.0] .5 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

134



4.3.02

Dana Darurat

4.3.02.01 Dana Darurat |
4.3.02.01.01 Dana Darurat o
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.01 xx
Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.50
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4.3.03
Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 |Pendapatan Hibah Dana BOS A
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.3.03.01.%x undangan mengenai < ‘Kiasifikasi, =Kodefikasi dan
R Nomenklatur Perencanaan-Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya/ Sesuai— peraturan perundang-
undangan mengehai” Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.xx
Nomenklatur Perencanaan-Pembangunan dan Kevangan
Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.61.01 Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.01.01.xx
Nomenklafur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.01.x% undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
ST Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
B Daerah,
3.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 |Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
- Daerah.
Objek  selanjutnys  Sesuai peraturan perundang-
S 1.02.xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

|Daerah.
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15.1.03

Belanja Bunga

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

5.1.03.01
Pusat
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.03.01.01 [Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.03.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
QObjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.03 3¢ undangan mengenai Klasifikasi, Kedefikasi dan
S Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
[Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 |Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek ‘selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.04.01 % undangan mengenai = Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek _ selanjuihiya  Sesuai_ peraturan perundang-
S 1.04.3¢ undangan /- mengenaiy  Klasifikasi, Kodefikasi dan
|7 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.05.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 |Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.08.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
___|Daerah,
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.05.%x [undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikast dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
5.1.06.01.01 BeIz.ar{ja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.06.01.5% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuat peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.06.¢
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2 Belanja Medal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
12.2,01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Cbjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. |
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan-Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar \d B
5.2.02.01.01 |Belanja Modal Alat Besar,Darat
Rincian Objek selanjuinya.Sesuai perafuran perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, = Kodefikasi dan
5.2.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan-Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai —peraturan perundang-
5 2 02.xx undangan | mengenai | Klasifikasi, | Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.01 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.03.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
59 03 % undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
A Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.0} Belanja Modal Jalan dan Jembatan
52.04.01.01 |Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.04.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5% 04 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.05

Belanja Medal Aset Tetap Lainnya

5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 |Belanja Medal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Kiasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.05.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.05.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.06 BelanjalModal ...
5.2.06.01 Belanja Modal .
5.2.06.01.01 |Belanja Moda ..
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan” mengenal = Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.06.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacerah. _—
Objek _ selanjuinya  _Sesuai peraturan perundang-
undangan /~mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.06.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil
5.4.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
T Kabupaten/Xota dan Desa
5.4.01.01.01 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
Y Kabupaten/Kota dan Desa
Rincian Objck selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 4.01.01.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikast dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
- Daersh.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5401 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4,02.01 Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.01 Belagja‘ Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.4.02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 4 0250 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
. Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
_|Daerah.
Jumlah Belanja|
. Surplus / (Defisit]
6 Pembiayaan
6.1 Penerimaan.Pembiayaan
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6,.1.01,01.01 |Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.02 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01 Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01 |Pencairan Dana Cadangan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.02.01.1x
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.02.50% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.1.03

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

OIS0 pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN}
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.03.01.01 nada BUMN _
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.03.01 3% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
S Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
(Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.03.xx
Nomenklatur Pereticanaan®Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.04 Penerimaan Pinjaman:Daerah
6.1.04.01 PinjamanDaerah-dari\Pemerintah Pusat
6.1.04 01 01 Pinjaman Dderah® dariPemerintah Pusat Penerusan
o Pinjaman,Dalam Negeri-Jangka Menengah I
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.04.0] 3 undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
S Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1.04.5% undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
R Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.05 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
6.1.05.01 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat
6.1.05.01 01 Penerimaan lKembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.05.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya  Sesual  peraturan perundang
6.1.05.5x undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dai

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangas
Daerah.

I
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Penerimaan Pembiayaan lainnya  sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan

dengan

Penerinaan Kembali Pinjaman BLUD

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.06.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

IDaerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01

Pembentukan Dana Cadangan.

6.2.01.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.xx

Rincian Cbhjek selanjutnya-Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai ~ Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.01.xx

6.2.02
6.2.02.01

Objek  selanjutnya Sesuai’ speraturan “wperundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpgunan dan Keuvangan
Dacrah.

|pe r_lye rtaan Modal Daerah

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara {BUMN}

6.2.02.01.G61

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodeflkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.03

Pembavaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.2.03.01.xx

6.2.03 . xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenat Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.2.04

Pemberian Pinjaman Daerah

6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04 xx

|Daerah.

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

6.2.05

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai
ketentuan peraturan-perundang-undangan

dengan

6.2.05.01

Pinjaman BLUD

5.2.05.01.01

Pinjaman BLUD<Jangka Pendek

6.2.05.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan - mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.,

6.2.05.%%

Objek selanjutnya _Sesuai peraturan perundang-
undangan~ fmengenai oo Klasifikasiyy Kodefikasi  dan
Nomenklatur Perencandan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Pengeluaran pembiayaan

Pembiayaan Neto

6.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
(SILPA}

b. penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompck, jenis, objek, dan rincian

objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

Gubernur /Bupati/Walikot:

142

o
rl .
0]

5
e




uesURpUf]-FUEPUNIZS UBINTEId]

wenuslal uedusp renssg ueiedepuad ure-ure] e ¢
jeIrnureq Bued WHK B
yeqiy ueljedepusd XXXt
yeg Fuek yeloe( ueledepuad urej-ure] pleidp o
Yeizg Jgjuy I9jsuel] Ueledepusd plods S8
185N d YBIULISMIS] Iajsuer] ueledepusd po b $E
I9jsuel] ueredepuad XK
yeg Buex qQyd urel-ureT] XXX P
uesxyesidiq UK b
Buey yeloe(] ueeieda)y ueeoladuad [ISBH
yeise( 1$nqrilsy XXX
yeaise( Heleq XX 'K
yeraed sy uveredepusg XK
ueyedepuzg XK
WN3NH Jvsvd Hvy TN NVIVI DNINAMIA HdOHA

HVAIEVO NVLVdVYANIEd

T NVAVIODONY NNHV.L
NVYVAVIAIWNAL NVA ‘VONVIEE ‘NYLVAYANId SINIL NVA NOJNOTEN ‘NYLVIOAM dNS
‘NVYLVIDEN ‘WVADONd ISYSINYVOAO ‘HYNAVA NVHVLNINAWIL NVSNAN LAANNBN d9dV NVAVIYLNTd
........ VLOMN/NALYdNavi/ISNIAQIL

143



prninmiag epl], 195y [EpON BiuBlag

XX'X'G

eAuure] deja] 19sy [EPON elue[ag XXRG
wedlir uep ‘uesdulrel ‘uerer 1epo eluelag H'G
T Sunposn uep ueunidueg [epo eluelag XXX G
UISIN Uep Ueie(eiad [EPON eluelsg XK G
yeue] [epei eiuelayg XXX G
epol eluersg XK G
[eisog uergueyg eluejsg XXX G
Jedqiy eluelag XXX'G
IprIsqng elue[sg XXG
esung eitrejag XK'G
ese Uep durlieqg eluelsg XK' G
rtemedad sluerag XK G
seladQ eluersyg EKKG
- eluelag XHK'G
IWONNH AVSVAd HYTANAES NVIVIf DNINEHEY 3A0A
.......... uerenyay IOjeNIpul
= XX XXX (U umyeday qng
.......... Ueren|as] 101eyIpuy
WK XK K {1"uererday
.......... [ISeH 107eIpa]
o XX KKK wersold
XN XXX ISesIued1I) Uy
KWK 1sesTuesI0
KKK uesnIf] sueprg
X 1| e eIUIIaIUI{ UBSNIf)

HYJIVd VONVYTIL

144



ugduena)y ueniuey vlueisg XHRG
[1seH 13eg elurlag XK' G
1zsuel] Bluelag XXK'G
T E3Opla), yepll vlue]sg XK' G
ednpia], Mep1], vluesg XHK'G
puinimiog epll 198V Jepoly eluelag HXK'G
vAuure] dejs] 195y [epoN eluelag XEKG
1SedLn uep ‘uedulrel ‘uerep 1epow eluelsg XXX'G
dunpan wep veunNsduUeg 1ePON eluesg XXKG
uIsay UEp uele[elad [epol eluelag RE K G
geue], [(epop eluelag ARG
repony eluelag XXX G
[BIsOg uerjueg elue[og XK G
Yeqry eluelag XX'X'G
pIsqng eluersg XXHG
edung efuejag KRRG
BSEf UEBD Fuereg eluelag WK G
Temesad eluelsg XXX'G
selad( eluelag XX K G
eluelag XK K G
WOANH 9vsvyd HYTWNC NVIVIN ONINAHAY 3d0H
.......... UBIBN[2Y] I01eNIpU]
WH KKK {g " uelessay gqng
urzuenay ueniueg eluelsg XK G
[i1seH 1deg eluelsg XX'X'G
1arsuer] eluesg WX NG
T eEnpis] Xqepll eifuelsg XK' G
ednplal NePLL eluejsg KN KG

145



uBzuenIy UsTiueyg vluBlag XXX G
Isey tdeg eluersyg XE'X'G
Isjsuel] eluelag XHH'G
eEnpIa], Mepll eluesg XX'X'G
wanpis] ¥epl] eluelsg XX'X'G
puituisyg Jepl] 198y [BPO]N elue[ag X'G
evAuure deja] 1asy repopy eluersg HX'X'G
1se3LT vep ‘ueguure! ‘uerer tepop eluerag XXK'G
3unparn uep usunsueqg repo eluereg KKK
UIss|y uep uElereisd repo eluejag XXX'G
yeue] epop elueiag XXX'G
[epPOo Eluelag XXK'G
(elsog uemuey eluejsg XK G
yeqry eluejag KRG
- pIsqng eluereg XXK'G
rvaung evlue(ag XK G
ese Uep Juereg vlue(ag XXXG
EMESI BlUB3g XXX G
IseI13d( elurerag XX G
eluerag XXX'G
WAXMNH ¥VsSvd HYTINNC NVIVAN ONINANIE HTON
.......... ueren[ay lcleyrpuj
KX WK {1 uererdsy qng
.......... weren(ay Ioreyipuj
XX XXK {7z uemerdgay

146



wiovIrem /edng /inulsgnn

WNANH dvVsSYd

HYTWNAr

uBEUENSY UBTGURg BlUEB]Sg
[ISeH @egq eluelag
Isjsuel] Blue[sg

BENPIS] WePL] Bluelsg

BINPIS], HEPLL BlUuelsg

prtunIsg Hepl], 195V [8Po eluejag
BAUUTET dBID], 195V (PO Blueisg
ISEELII Uep "UedUlIe] ‘UBler [epoy Bluelag
FUNP2a0 Wep weurnsueyg [BpPop Blue|ag
WIS UEep UBleTelad (PO Blueleyg
yeEUue] (PO BlUuBlag

[BPOW BlUEB[ag

TeISOS Uurniueyg 2luelag
Ueqry eluersg

prsgng vluejsyg

BEUNG BlUR[og

esSe UEp Jueled Blug[ag
remedod Blueisg

1seIsdO BlUuEag

=3
NVIVAN

XX'HK'G
XXXG
XX NG

WHRG
W R G

WX G
XK G
XK'X'GC
KX G
MH K G
XK G
XX HG

XX HG
KXK' G
XHHG
XK G
WK HKG
KK H'G
KR HG
XK XK'G
DNINGHET 303
uBIBEN[3Y JOIENIPU]
g uererday qng

147



BAB IV
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYAMPAIAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN APBD

1.

Ketentuan Umum

APBD ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah (Perda), yang

dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan Dewar

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Penyusunan APBD dilakukar

dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah {RKPFD

dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dem
tercapainyatujuan bernegara.

Berdasarkan Pagal/104 dan Pasal 105 Pemerintah Nomor 12 tahur

2019, ketentuan ‘umum terkait penyampaian dan pembahasar

Rancangan Perda‘tentang APBD adalah sebagai berikut:

a. Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBLC
disertai penjelasan-dan dokumen pendukung kepada DPRD paling
lambat 60 (enam spuluh) hari sebelum 1 (satu} bulan tahur
anggaran berakhir untuk mempercleh persetujuan bersama antare
kepala daerah dan DPRD.

b. Kepala daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang
APBD sesuai ketentuan, dikenai sanksi administratif sesua
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan olel
kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikar
rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumer
pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturar
perundang-undangan.

d. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pade
RKPD, KUA, dan PPAS.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberap:

ketentuan sebagai berikut:

a. Proses penyampaian dan pembahasan rancangan Perda tentang
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaar
dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

b. Penjelasan dan dekumen pendukung antara lain nota keuangan
RKPD, KUA, dan PPAS.
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Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat
meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam pembahasan yang
disajikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, kepala
daerah  dan/atau DPRD  dapat mengajukan  usulan
penambahan/perubahan kegiatan/sub kegiatan dalam rancangan
Perda tentang APBD yang terdapat/tidak terdapat dalam KUA dan
PPAS untuk disetujui bersama. Penambahan atau perubahan
kegiatan/sub kegiatan dapat dilakukan berdasarkan Kkriteria
keperluan mendesak.

Dalam hal keterlambatan persetujuan APBD karena Kepala Daerah
terlambat menyampaikan'rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD dari jadwal, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota
DPRD.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala Daerah ‘menyampaikan rancangan Perda tentang APBD
beserta penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD.
Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang APBD dengan berpedoman kepada RKPD, KUA, dan
PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan
dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala

Daerah dan pimpinan DPRD.

B. PERSETUJUAN RANCANGAN APBD

1.

a.

Ketentuan Umum

Persetujuan rancangan Perda tentang APBD dicapai setelah melalui
pembahasan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Persetujuan
tersebut diwujudkan melalui penandatanganan dokumen persetujuan
bersama antara Kepala Daerah dan DPRD,

Berdasarkan Pasal 106 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan
umum terkait persefujuan Rancangan Perda tentang APBD adalah

sebagai berikut:

Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan
Perda tentang APBD paling lambat 1 {satu} bulan sebelum

dimulainya tahun anggaran setiap tahun.
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Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

DPRD dan Kepala Daerah yang tidak menyetujui bersama
rancangan Perda tentang APBD dalam 1 (satu} bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setiap tahun, dikenai sanksi
administratif sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Dalam hal keterlambatan penetapan APBD karena Kepala Daerah
terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada
DPRD dari jadwal, sanksi sebagaimana dimaksud tidak dapat
dikenakan kepada anggota DPRD.

Terkait hal tersebut/didatas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai‘berikut:

a.

Persetujuan bersama rancangan Perda tentang APBD tersebut

harus dicapai paling lambat 1 {satu} bulan sebelum dimulainya

tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan

rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.

Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan

bersama dalam waktu 60 {enam puluh) hari sejak disampaikan

rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,

kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD.

Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala daerah

bertugas:

1}  mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Kepala Daerah berhalangan sementara, kepala daerah

mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk:

1) mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD
kepada DPRD; dan

2)  menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD.

Dalam hal Kepala Daerah dan wakil kepala daerah berhalangan

tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

pejabat yang berwenang selaly pejabat/pejabat
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sementara/pelaksana tugas kepala daerah menyampaikan
rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD,
sedangkan penandatanganan persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan oleh pejabat
yvang ditunjuk dan ditetapkan cleh pejabat yang berwenang, selaku
pelaksana tugas/ penjabat/penjabat sementara kepala daerah.

Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tugas
pimpinan DPRD menandatangani persetujuan bersama terhadap

rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dilakukan, Kepala
Daerah menyiapkan rancangan/Perkada tentang penjabaran APBD.

Dokumen persetujuan, bersama, beserta rancangan Perda tentang
APBD.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen persetujuan rancangan APBD menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang

disajikan setiap tahun dalam Kketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

HNustrasi dekumen pada persetujuan rancangan APBD disajikan

sebagai berikut:

a.

b.

Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD
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Nustrasi Susunan Nota Keuangan Rancangan APBD

SUSUNAN NOTA KEUANGAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB |. Pendahuluan
1.1. Umum;
1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Nota Keuangan;
1.3. Landasan hukum Penyusunan Nota Keuangan;
1.4. Sistematika Penulisan Nota Keuangan;

BAB [I. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pendapatan Daerah
2.1. Kondisi Umum Pendapatan Daerah;
2.2. Permasalahan Utama Pendapatan Daerah;
2.3. Estimasi Pendapatan Dagrah;
2.4. Kebjjakan Umum-Penddpatan Daerah;

BAB III. Kondisi dan Kebijakan AnggaranBelanja Daerah
3.1, Kondisi Umum Belanja Daerah;
3.2. Permasalahan Utama Belanja Daerah;
3.3. Kebijakan Umum Belanja Daerah;
3.4, Prioritas dan Plafon Anggaran Belanja Daerah;

BAB IV. Kondisi dan Kebijakan Anggaran Pembiayaan
4.1. Kondisi Umum Pembiayaan;
4.2. Permasalahan Utama Pembiayaan;
4.3. Kebjjakan Umum Pembiayaan;

BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
Memuat penjelasan ruang lingkup target dan sasaran program dan
kegiatan APBD menurut penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah

BAB VI. PENUTUP

Tanggal
Gubernur/Bupati/Waliko

Nama
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a  Iustrasi Nota Persetujuan Bersama atas Rancangan APBD

BERITA ACARA
Nomor:

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN DPRD
PROVINSI/KABUPATEN/KOCTA.......

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD
TAHUN ANGGARAN ...

Pada hari ... tanggal ... bulan ... tahun; kamiyang bertandatangan di bawah ini:
l‘ .

Nama : Gubernur/Bupati/Wali Kota. ...

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah
Provinsi/Bupati/Wali Keta'—- yang<beralamat di ..., selanjutnya disebut
sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kotas, ...
3. Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten [Kofa...............

4,

Nama : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kofa...............

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi/Kabupaten/Xota. ..., selanjutnya disebut sebagal PIHAK
KEDUA

Menyatakan bahwa:

L.

PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah {RAPBD} Tahun Anggaran ... yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA,
dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir
Berita Acara Ini

PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan RAPBD
Tahun Anggaran ... sebagaimana fertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini

. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD

Tahun Anggaran ... selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang
pada cafatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari
kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur...... ntuk
mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani
Berita Acara ini.
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Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangan oleh kedua belah pthak dalam rangkag
2 {dua) untuk dapat diperpunakan sebagaimana mestinya

............. Tanggal,............
Gubernur/Bupati/Walikota Pimpinan DPRD
Provinsi/kabupaten/Kota.
Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA

C. EVALUASI RANCANGAN APBD
1.  Evaluasi Rancangan APBD Provinsi
a. Ketentuan Umum

Evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan

rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD

dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Evaluasi bertujuan untuk

mencapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan

nasional, Kkeserasian antara kepentingan publik dengan

kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD

provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan

yang lebih tinggi dan/atau peraturan daerah lainnya yang

ditetapkan oleh provinsi bersangkutan. Untuk efektivitas

pelaksanaan evaluasi, Menteri dapat mengundang pejabat

pemerintah daerah Provinsi yang terkait.

Mengacu pada Pasal 111, Pasal 115, dan Pasal 1106 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat

ketentuan terkait evaluasi Raperda provinsi tentang APBD dan

Raperkada tentang penjabaran APBD sebagai berikut:

1} Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui
bersama antara kepala daerah dan DPRD dan rancangan
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2)

3)

4)

3)

Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan kepada

Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan

rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi

sebelum ditetapkan oleh gubernur.

Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan Perkada tentang

penjabaran disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS vang

disepakati antara kepala daerah dan DPRD.

Dalam melakukan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan

Perda provinsi tentangAPBD dan rancangan Perkada provinsi

tentang penjabaran/APBD dengan:

a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

b] kepentingan urmam;

¢} RKPD, KUA, dan PPAS; dan

d) RPJIJMD.

Menguji kesesuaian dalam proses evaluasi adalah untuk

menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang

APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub

kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS,

serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang

APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD

dan rancangan Perkada provinsgi tentang penjabaran APBD

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari

hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum

meliputi:

a} terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

b) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

c) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

dj terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau

e) diskriminasi terhadap sukw, agama dan kepercayaan,

ras, antar-gelongan, dan gender.
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8}

10}

11)

12)

13)

Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
Keputusan Menteri disampaikan kepada gubernur paling
lambat 15 {lima belas) hari terhitung sejak rancangan Perda
provinsi tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD diterima.
Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan,
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPIMD, /gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi
tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaranrAPBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan menteri yang
menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan,
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yvang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPIJMD, gubernur bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh} hari terhitung sejak
hasil evaluasi diterima.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.
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14)

15)

18)

17)

18)

19)

20)

21)

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri
paling lambat 3 ({tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagali pimpinan sementara DPRD menandatangani
keputusan pimpinan BPRD. mengenai hasil penyempurnaan.
Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenal hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 {tujuhj
hari sejak diterima-hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah
menetapkan Perda-APBD berdasarkan hasil penyempurnaan.
Perda APBD harus-teriebih dahulu mendapat nomor registrasi
dari Kementerian Dalam Negeri.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang
APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran
APBD memuat informasi, aliran data, penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pelaksanaan

1)

3

Paling lambat 3 ({tiga) hari setelah persetujuan bersama,
Kepala Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi
tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada Menteri.
Menteri melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan.

Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil
evaluasi untuk disampaikan kepada gubernur paling lambat

15 {lima belas} hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi
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S)

6)

tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran

APBD diterima.

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi

sesuai, maka gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi

tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak

sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan

paling lama 7 ({tujuh} hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a} | Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui ‘badan anggaran melakukan penyempurnaan
hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

¢} Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3
{hari) setelah ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan
Perda tentang APBD.

e} Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
{tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri,
kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan
hasil penyempurnaan.

f) Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur

dan DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda

provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di  bidang keuangan untuk melakukan
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penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2 Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota

a.

Ketentuan Umum
Evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten /kota tentang APBD
dan rancangan peraturan bupati/walikcta tentang penjabaran
APBD dilakukan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Evaluasi bertujuan untuk mencapai keserasian antara kebijakan
daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan
publik dengan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh
mana APBD kabupaten/kota | tidak Dbertentangan dengan
kepentingan umum, {peraturan vyang lebih tinggt dan/atau
peraturan daerah lainnya yang ditetapkan oleh kabupaten/kota
bersangkutan. Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi, gubernur
dapat mengundang pejabatpemerintah daerah kabupaten/kota
yang terkait.

Berdasarkan Pasal 112 sampai dengan Pasal 116 Pemerintah

Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum terkait evaluasi Raperda

APBD dan Raperkada tentang evaluasi Raperda APBD dan Perkada

tentang APBD adalah sebagai berikut:

1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah
disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal
persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
untuk dievaluasi sebelum ditetapkan cleh bupati/wali kota.

2] Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai dengan
RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah
dan DPRD.

3) Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD ditembuskan ke Menteri tanpa
disertai lampiran.

4) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota

tentang APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
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o)

9)

berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak

melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan

evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Dalam rangka melaksanakan evaluasi tersebut, Menteri

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan.

Evaluasi dilakukan aintuk menguji kesesuaian rancangan

Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada

tentang penjabaran APBD dengan:

1} [ketentman/peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi,;

2] kepentinganumum;

3)  RKPD, KUA, dan PPAS; dan

4]  RPJMD

Menguji kesesualan dalam proses evaluasi adalah untuk

menilai kesesuaian program dalam rancangan Perda tentang

APBD dengan Perda tentang RPJMD dan menilai

pertimbangan yang digunakan dalam menentukan sub

kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD, KUA dan PPAS,

serta menilai konsistensi antara rancangan Perda tentang

APBD dengan KUA dan PPAS.

Pengujian kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota

tentang APBD dan rancangan Perkada provinsi tentang

penjabaran APBD dengan kepentingan umum dilakukan

untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan

kepentingan umum meliputi:

1} terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

2) terganggunya akses terhadap pelayanan publik;

3) terganggunya ketentraman dan ketertiban umum;

4) terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau

5} diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan,

ras, antar-golongan, dan gender.
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10)
11)

12)

13)

14)

15)

Hasil evaluasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari segjak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD.

Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai
wakil pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat
15 {lima belas} hari \terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kota stentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD diterima.

Dalam hal", gubeéernur  sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasileevaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD) dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-
undangan, Kkepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPIJMD, bupati/wali kota menetapkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan
RPJMD, Dbupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh) hari sejak hasil evaluasi
diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali
kota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
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16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
pernnundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan Kepala Daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD.

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada gubernur
untuk palinglambat '3/ {tiga) hari setelah keputusan tersebut
ditetapkan:

Dalamhal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebapgal /) pimpinan b sementara  DPRD  menandatangani
keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil penyempurnaan.
Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri/gubernur,
kepala daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan.

Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor registrasi
dari Gubernur.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota
tentang penjabaran APBD memuat informasi, aliran data,
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi rancangan
Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

penjabaran APBD diatur dengan Peraturan Menteri.

Ketentuan Pelaksanaan

)y

Paling lambat 3 {hari} setelah persetujuan bersama, Kepala
Daerah mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota

tentang APBD vang telah disetujui bersama antara Kepala
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2)

Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan
evaluasi, berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya
Menteri berkoordinasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan di bidang
keuangan.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan
surat keputusan mengenai hasil rancangan Perda
kabupatenfkota tentang FAPBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD.
Gubernur sebagai-wakil pemerintah pusat menyampaikan
hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan
menteri yang .menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan.
Gubernur sebagal wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD diterima,
Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat  menyatakan  hasil evaluasi  sesuai, maka
bupati/walikota menetapkan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai,
bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan
paling lama 7 {tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi
diterima dengan langkah-langkah sebagai berikut:
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a} Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan
hasil evaluasi.

b}  Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai
hasi] penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

¢} Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 (hari] setelah
ditetapkan.

d} ‘Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan
Perdaitentang APBD.

e} | Dalam-hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7
(tujuh)-hart sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur,
Kepala Daerah menetapkan Perda APBD berdasarkan
hasil penyempurnaan.

f)  Perda APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindakianjuti oleh

bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan

rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi

Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya

Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan

penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. PENETAPAN PERDA APBD DAN PERKADA PENJABARAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran
APBD merupakan tahap akhir dalam proses penetapan APBD setelah

melalui tahapan penyusunan oleh pemerintah daerah, pembahasan
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bersama oleh DPRD dengan pemerintah daerah, persetujuan DPRD

hingga evaluasi.

Penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan

Perkada tentang Penjabaran APBD menjadi Perkada tentang Penjabaran

APBD ditandai dengan penomoran, penandatanganan, dan

pengundangan ke dalam lembaran daerah.

Berdasarkan Pasal 117 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan

umum terkait penetapan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD

adalah sebagai berikut:
a. Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran APBD. yang -telah dievaluasi ditetapkan oleh Kepala
Daerah menjadi Perda temtang APBD dan Perkada tentang
penjabaran APBD,
b. Penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD-dilakukan paling lambat tanggal 31
Desember tahun sebelumnya.
c¢. Kepala Daerah.menyampaikan Perda fentang APBD dan Perkada
tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi Daerah provinsi
dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi Daerah
kabupaten/kota paling lambat 7 {tujuh] hari setelah Perda dan
Perkada ditetapkan.
d. Dalam hal Kepala Daerah berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran
APBD.
Ketentuan Pelaksanaan
a. Kepala Daerah menerima surat keputusan sebagai dasar
penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda dan rancangan
Perkada tentang penjabaran APBD menjadi Raperda yang berupa:
1}  Surat Keputusan Menteri bagi daerah provinsi atau Gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat dalam evaluasi menunjukkan
hasil sesuai.

2)  Surat Keputusan Pimpinan DPRD dalam hal dilakukan
penyempurnaan terhadap hasil evaluasi yang tidak sesuai.

b.  Kepala Daerah harus mendapat nomor registrasi atas Perda APBD
provinsi dari Menteri dan Perda APBD Kabupaten/Kota dari

gubernur,.
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¢ Kepala Daerah beserta Sekretaris Daerah menyusun dan
menandatangani:
1}  penetapan rancangan Perda APBD menjadi Perda; serta
2} penetapan rancangan Perkada APBD menjadi Perkada

d  Kepala daerah menyampaikan perda tentang APBD dan perkada
tentang penjabaran APBD kepada Mendagri bagi daerah provinsi
dan gubernur bagi kabupaten/kota selambat-lambatnya 7 (tujuh)
hari kerja setelah ditetapkan.

e  Kepala Daerah wajib menginformasikan substansi Perda APBD
yang telah dituangkan dalam lembaran daerah kepada

masyarakat.

E. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RANCANGAN PERKADA APBD DALAM HAL
TIDAK TERCAPAI PERSETUJUAN BERSAMA

1.

Ketentuan Umum

Dalam hal tidak tercapai persetujuan bersama antara Kepala Daerah

dan DPRD ‘terhadap rancangan” Perda tentang APBD dalam jangka

waktu yang ditetapkan, maka Kepala Daerah menyusun rancangan

Perkada tentang APBD untuk kemudian dilakukan penetapan setelah

memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi} atau dari

Gubernur  sebagai  wakil pemerintah pusat (bagi Daerah

kabupaten/kota).

Mengacu pada Pasal 107 sampai dengan Pasal 110 Pemerintah Nomor

12 tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait

penyusunan dan persetujuan Rancangan Perkada tentang APBD dalam

hal tidak tercapai persetujuan bersama adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 {enam puluh} hari sejak disampaikan
rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD,
kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD
dengan berpedoman kepada RPIJMD, RKPD dan KUA serta PPAS.

b. Rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka
APBD tahun anggaran sebelumnya.

c.  Angka APBD tahun anggaran sebelumnya merupakan angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun

sebelumnya.
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Dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD maka
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya adalah angka
pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun
sebelumnya.
Rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja
yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
Belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh
pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan
setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti
belanja pegawaij belanja barang dan jasa.
Belanja yang bersifat \wajib yadalah belanja untuk terjaminnya
kelangsungan | pemenuhan  peéendanaan  pelayanan  dasar
masyarakat antara lain péndidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak—ketiga, kewajiban pembayaran pokok
pinjaman, bunga pinjamawyang telah jatuh tempo, dan kewajiban
lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dapat dilampaui apabila
terdapat:
1} kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan
pembebanan pada APBD; dan/atau
2} keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rancangan Perkada ditetapkan menjadi Perkada setelah
memperoleh pengesahan dari Menteri (bagi Daerah provinsi} dan
dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi Daerah
kabupaten /kota).
Untuk memperocleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD
beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 {lima belas)
hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
Apabila dalam batas waktu 30 {tiga puluh) hari Menteri atau
gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan
rancangan Perkada, kepala daerah menetapkan rancangan
Perkada menjadi Perkada.
Dalam hal kepala daerah dan DPRD belum menyetujui bersama

rancangan Perda tentang APBD atau menetapkan rancangan Perda
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tentang APBD menjadi perda tentang APBD setelah dimulainya
tahun anggaran setiap tahun, kepala daerah menetapkan Perkada
mengenai dasar pengeluaran setiap bulan yang paling tinggi
sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
sebelumnya.

Pengeluaran setiap bulan dibatasi hanya untuk mendanai
keperluan mendesak termasuk belanja yang bersifat tetap seperti
belanja pegawali, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari.
Proses penyusunan dan penetapan rancangan Perkada tentang
APBD dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokwmen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

TAPD berkemunikasi dengan Pengguna Anggaran dari masing-
masing SKPD untuk mengumpulkan data tentang belanja wajib
dan belanja meéngikat.

TAPD menyusun-rancangan Perkada tentang APBD.

TAPD menyerahkan rancangan Perkada tentang APBD ke kepala
daerah melalui Sekda untuk diotorisasi.

Kepala Daerah menyerahkan kepada Menteri {bagi Daerah
Provinsi} atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
(bagi Daerah Kabupaten/Kota) untuk mendapatkan pengesahan.
Menteri (bagi Daerah provinsi] atau gubernur sebagal wakil
pemerintah pusat {bagi Daerah kabupaten/kota) mengesahkan

Rancangan Perkada menjadi Perkada.

Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD menyajikan

informasi yang bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang

disajikan setiap tahun dalam ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai pedoman penyusunan APBD.

Hustrasi dokumen Rancangan Perkada tentang APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

a.

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok,
jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek pendapatan,
belanja, dan pembiayaan,;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan

daerah dan organisasi;
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Rincian APED menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,

program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan

pembiayaan;

Rekapitulasi Perkada APBD vyang disajikan berdasarkan

kebutuhan informasi antara lain:

1)

6)

Rekapitulasi belanja dan kesesuajian menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub
kegiatan beserta target dan indikator;

Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan
keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaankeuangan negara;

Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal;

Sinkronisasi program-pada RPIJMD dengan rancangan APBD;
Sinkronisasi programn, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD
dan PPAS dengan rancangan /APBD;

Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program

prioritas daerah;

Infermasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada APBD antara lain:

1}
2)

10}

11}

12)

Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan:

Daftar piutang daerah;

Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya,
Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
daerah dan aset lainnya;

daftar sub kegiatan tahun jamak (mulfi Years);

Daftar dana cadangan daerah;

Daftar pinjaman daerah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran
belanja bagi hasil;

Rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,
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a

13)

14)

15)

kelempok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak DBumi dan
Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas
Bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis,
objek, rincian objek, sub rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan;

Rincian dana tambahan infrastruktur menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub
ringian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan,
Sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/ kabupaten/kota
pada daerah..perbatasan dalam rancangan Perda tentang
APBD dan rdncangan Perkada tentang penjabaran APBD
dengan program priofitas perbatasan negara;

Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut akun, kelompok, jenis, objek,

rincian objek dan sub rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan,;
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RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPCK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ........

Kode Uraian Jumlah (Rp]
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah S
4.1.0] Pajak Daerah
4.1.01.01 Pajak Kendaraan Bermotor {PKB)
4.1.01.01.01  |PKB-Mobil Penumpang-Sedan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai < Klasifikasi, = Kodefikasi dan
4.1.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. -
Objek selanjuinya = Sesuar’ peraturan perundang-
4100 xx undangan mengenai —Klasifikasi,” Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. |
4.1.02 Retribusi Daerah |
4.1.02.01 Retribusi Jasa Umum |
4.1.02.01.01  |Retribusi Pelayanan Kesehatan ',
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang- '
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
4.1.02 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
R Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
| Daerah.
4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
410301 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah
S (Dividen] atas Penvertaan Modal pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.03.01.xx%
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
41,0352 undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

L

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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4.1.04 Lain-lain PAD Yang Sah
4.1.04.01 Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.1.04.01.61 |Hasil Penjualan Tanah
Rincian Objek selanjutnya Sesnai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.04.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.1.04.xx%
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kevangan
Daerah.
4.2 Pendapatan Transfer
4.2.01 Penidapatan Transfer Pemerintah Pusat
4.2.01.01 Dana Perimbangan
4.2.01.01.01 |Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBHj
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenaiKlasifikasi, Kodefikasi dan
4.2.01.01 .xx
Nomenklatur Perencanaan Pémbangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangsy mengenanKiasifikast, Kodefikasi dan
4201 xx
Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah
4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil
4.2.02.01.01  |Pendapatan Bagi Hasil Pajak
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dar
4.2.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dar
4.2.02.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar
Daerah,
4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
4.3.01 Pendapatan Hibah
4.3.01.01 Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
4.3.01.01.01 |Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dar
4.3.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang
4.3.01.xx undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dar

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangar
Daerabh.
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4.3.02.01

.Dana Darurat

4.3.02.01.01 |Dana Darurat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
QObjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.02.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
~ |Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan
4.3.03
Peraturan Perundang-Undangan
4.3.03.01 Lain-lain Pendapatan
4.3.03.01.01 |Pendapatan Hibah Dang BGS
Rincian Objek selanjutnya’Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai ,Klasifikasi, = Kodefikasi dan
4.3.03.01.xx
Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. — /|
Objek  selanjutnya | Sesuai— peraturan perundang-
undangan mengenal— Klasifikasi, Kodefikasi dan
4.3.03.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5 Belanja
5.1 Belanja Operasi
5.1.01 Belanja Pegawai
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
5.1.01.01.01 |Belanja Gaji Pokok ASN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5.1.01.01.%x undangan mengenai Klasifikast, Kodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa
5.1.02.01 Belanja Barang
5.1.02.01.01 |Belanja Bahan Pakai Habis
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
~ |Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
E 1 07.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodehkasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah,
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5.1.03

Belanja Bunga

Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah

5.1.03.01
Pusat -
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5.1.03.01.01 |Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka
Menengah
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.03.0].xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kevangan
Daerah.
5.1.04 Belanja Subsidi
5.1.04.01 |Belanja Subsidi kepada BUMN
5.1.04.01.01 |Belanja Subsidi kepada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan, mengenai | Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.04.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kevangan
Daerah.
Objek ['selanjutnya | (Sesudi peraturan perundang-
5104 xx undangan © mengenai~ Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.1.05 Belanja Hibah
5.1.65.01 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
5.1.05.01.01 |Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
5 1.05.0.x% undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
' Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.05 xx
Nomenklatur Perencanaan Perubangunan dan Keuangan
'iDaerah. -
5.1.06 Belanja Bantuan Sosial
5.1.06.01 Belanja Bantuan Sosial kepada Individu
$1.06.01.0] Bclgrfja Buantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada
Individu
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan  mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.1.06.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah. o
Objek  selanjutnya Sesuai perafuran perundang-
5 1 06.x undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2 ]éelanja Modal
5.2.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01 Belanja Modal Tanah
5.2.01.01.01 |Belanja Modal Tanah Persil
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenail Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.01.01l.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuail peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.01 .xx
Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5.2.02.01 Belanja Modal Alat Besar
5.2.02.01.01 |Belanja Modat Alat Besar Darat
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai —Klasifikast," Kodefikasi dan
5.2.02.01.x%
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya’ Sesuai ( peraturan’ perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.02.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5.2.03.01 Belanja Modal Bangunan Gedung
5.2.03.01.91 |Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.03.00.xx
Nomenklatur Perencanaan Permnbangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.03.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.04 Belanja Modal - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5.2.04.01 Belanja Modal Jalan dan Jembatan
5.2.04.01.01 |Belanja Modal Jalan
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.04.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
5.2 04 xx undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5.2.05.01 Belanja Modal Bahan Perpustakaan
5.2.05.01.01 |Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-:
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.2.05.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek  selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5905 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
T Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.2.06 Belanja Modal ...
5.2.06.01 Belanja Modal /..
5.2.06.01.01 |Belanja Modal «
Rincian Objek selahjiitnya Sesuai peraturan perundang-
59.06.01 % undangan mengenai = Klasifikasi, Xodefikasi dan
o Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek ["selanjutniya | (S¢suai| yperaturan perundang-
5 0 06.x% undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
S Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
5.3 Belanja Tidak Terduga
5.3.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga
5.3.01.01.01 |Belanja Tidak Terduga
5.4 Belanja Transfer
5.4.01 Belanja Bagi Hasil i
540101 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan |
" Kabupaten/Kota dan Desa
54010101 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan
) Kahupaten/Kota dan Desa
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.4.01.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
5.4.01 xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah,
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5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan
5.4.02.01 [Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
5.4.02.01.0) Belapjal Bantuan Keuangan Umum antar Daerah
Provinsi
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Kiasifikasi, Kodefikasi dan
5.4.02.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
Objek  selanjutnya Sesual  peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
5.4.02 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
— Daerah.
- Jumlah Belanja
Surptus / {Defisit}
6 ~ |Pembiayaan
6.1 Penerimaan Pembiayaan o
6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
6.1.01.01 Pelampauan Penerimaan PAD
6.1.01.01.01  |Pelampauan Penerimaan PAD-Pajak Daerah
Rincian Objek selanjutnya Sesual peraturan perundang-
undangan,., mengenai , Klasifikasi, . -Kodefikasi dan
6.1.01.01.xx
Nomenklatur Berencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.01.xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
_6_,1.02 Pencairan Dana Cadangan B
6.1.02.0] Pencairan Dana Cadangan
6.1.02.01.01  |Pencairan Dana Cadangan B
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.02.01 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
o Dacrah.
Objek  selanjuinya Sesvai  peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.02 xx
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
6.1.03 __ :'Hasil Penjualan Kekayaan Daerab yang Dipisahkan
6.1.03.01 Hasili Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
T pada Badan Usaha Milik Negara {(BUMN)
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
6.1.03.01.01 pada BUMN
Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
6.1.03.01.xx
Neomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
6.1 03.xx undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.
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6.1.04

Penerimaan Pinjaman Daerah

6.1.64.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.1.04.01.01

Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat Penerusan
Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah

6.1.04.01 xx

Rincian Cbjek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

65.1.04.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nemenkiatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

6.1.05.01

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
kepada Pemerintaby Pusat

6.1.65.01.01

Penerimaan Kembali  Pemberian Pinjaman Daerah
kepada PemerintahrPusat

6.1.05.01.xx

Rincian Objek seianjuthya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.05.xx

Objek  selanjutnya©«Sesuai  peraturan perundang-
undangan _mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembanpgunan dan Keuangan
Daerah.

6.1.06

Penerimaan Pembiayaan lainnya sesual
ketentuan perafuran perundang-undangan

dengan

6.1.06.01

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD

6.1.06.01.01

Penerimaan Kembali Pinjaman BLUD Jangka Pendek

6.1.06.01.%xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Kevangan
Daerah.

6.1.06.xx

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

6.2

Pengeluaran Pembiayaan

6.2.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.01

Pembentukan Dana Cadangan

6.2.01.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.01.0%xx

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.
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6.2.02

Penyertaan Medal Daerah

6.2.02.01

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik
Negara (BUMN)

6.2.02.01.01

Penyertaan Modal Daerah pada BUMN

6.2.02.01.xx

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.02.xx

Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Dacrah.

6203

Pembayaran cicilan pokok Utang Yang Jatuh Tempo

6.2.03.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat

6.2.03.01.01

Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-
Penerusan Pinjaman Dalam NegericJangka Menengah

5.2.03.01 .xx

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai < Klasifikasi, ' Kedefikasi dan
Nomenklatur PerencanaanPembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.03 xx

Objek  selanjutnya,  Sesuai— peraturan perundang-
undangan mengenail~ Klasifikasi, Kedefikasi dan
Nomenlklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04
6.2.04.01

Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01.01

Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat

6.2.04.01 5%

Rincian Objek selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.04 xx

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenal  Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan

6.2.05.01.01

6.2.05.01.xx

Pinjaman BLUD

|Pinjaman BLUD-Jangka Pendek

Rincian Objek selanjuinya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah.

6.2.05.xx

|Daerah.

Objek  selanjutnya Sesuai peraturan perundang-
undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Jumlah Pengeluaran pembiayaan
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6.3

Pembiayaan Neto
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

{SILPA}

.......... tanggal.........
Gubernur/Bupati/Walikot:

Nama
NIP

~————
DUTA NUSINDO
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F. PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD BAGI PEMDA YANG BELUM
MEMILIKI DPRD

1.

Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 118 Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan

umum terkait penyusunan dan penetapan APBD bagi daerah yang

belum memiliki DPRD adalah sebagai berikut:

a. Dalam hal Daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun

rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk

menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.

b.  Rancangan KUAunemuat:

1
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Kondisi ekonomi makre daerah;

asumsi penyusunan APED;

kebijakan pendapatan daerah,;

kebjjakan belanja-daeral;

kebijakan pembiayaan daerah; dan

strategl pencapaian.memuat langkah-langkah konkret dalam
mencapal target kondisi ekonomi makre daerah, asumsi
penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan

belanja daerah, dan kebijakan pembiayaan daerah.

¢. Rancangan PPAS disusun dengan tahapan:

1)
2}

4)

menentukan skala prioritas pembangunan daerah;
menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
pricritas dan program nasional yang tercantum dalam rencana
kerja pemerintah pusat setiap tahun untuk pemerintah
provinsi;

menentukan prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
untuk masing-masing urusan yang disinkronkan dengan
prioritas dan program nasienal yang tercantum dalam rencana
kerja pemerintah pusat dan prioritas serta program provinsi
yang tercantum dalam rencana kerja pemerintah provinsi
setiap tahun untuk pemerintah kabupaten/kota; dan
menyusun capaian kinerja, sasaran, dan plafon anggaran
sementara untuk masing-masing program, kegiatan, dan sub

kegiatan.
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Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang APBD
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan
Perkada tentang APBD.

Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Perkada tentang
APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan
rancangan Perkada tentang APBD bagi Daerah yang belum
memiliki DPRD.

2 Ketentuan Pelaksanaan

a.
b.

Kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS;
rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepads
Menteri bhagi Daerah grovinsi dan gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat bagi Daerah kabupaten/kota;

Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan
dijadikan pedoman-penyusunan RKA-SKPD;

hasil penyusunan=_RKA-SKPD dijadikan dasar penyusunan
rancangan Perkada-tentang APBD;

rancangan /Perkada «{entang APBD disampaikan kepada Menter:
bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
bagl Daerah kabupaten/kota paling lambat 30 {tiga puluh) haii
terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS
dikonsultasikan kepada Menteri bagi Daerah provinsi dan
gubernur sebagal wakil pemerintah pusat bagi Daerab
kabupaten/kota;

Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkads
oleh kepala daerah setelah memperoleh pengesahan dari Mentern
bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

bagi Daerah kabupaten/kota.

G. PENETAPAN APBD BAGI DAERAH PERSIAPAN

Daerah persiapan dalam Desartada ([Desain Besar Penataan Daerah)

diartikan sebagai bagian wilayah dari sebuah daerah otonom atau gabungan

wilayah dari bagian wilayah daerah otonom yang berdekatan, yang disiapkan

secara khusus untuk menjadi daerah otonom baru, dengan memberikan

kewenangan menjalankan pemerintahan di bawah pembinaan dan tanggung

jawab daerah otonom induknya. Jika dalam kurun waktu tiga tahun tidak

dapat dipenuhi, maka akan digabungkan kembali pada daerah induk.
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Mengacu pada Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penetapan APBD bagi
Daerah persiapan yaitu sebagai berikut:

1. Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah persiapan
ditetapkan dalam APBD daerah induk.

2. Persiapan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah
persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan
rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan memperhatikan pendanaan
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan
masyarakat pada daerah persiapan.

4.  Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan

dikonsultasikan kepada Menteri'Dalam Negeri.

BAB V
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

A. KERANGKA PENGATURAN
Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan
manfaat untuk masyarakat.
Proses pengelclaan keuangan daerah dimulai dari penganggaran yang
ditandai dengan ditetapkannya APBD, pelaksanaan dan penatausahaan
atas APBD, serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
Pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan daerah mencakup proses-
proses sebagai berikut:

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Umum Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Kas Transiteris

Penyiapan DPA-SKPD

Anggaran Kas dan SPD

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pendapatan Daerah

Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah

N U A W N e

Pelaksanaan dan Penatausahaan Pembiayaan Daerah
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Berdasarkan Pasal 120 sampai dengan Pasal 125 Peraturan Pemerintal

Nomor 12 Tahun 2019, kerangka pengaturan dalam pelaksanaan dar

penatausahaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkar
dalam APBD dan dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah yang
dikelola oleh BUD. Dalam hal Penerimaan Daerah dan Pengeluarar
Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangar
tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukar
pencatatan dan pengesahan Penerimaan Daerah dan Pengeluarar
Daerah tersebut.

PA/KPA, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran, dan orang
atau badan yang /menerima atau menguasai uang/kekayaan daeral
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuail dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan.

Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang
berkaitan dengamesupatebukti yang menjadi dasar penerimaan atat
pengeluaransatas ppelaksanaam, APBD bertanggung jawab terhadag
kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan sura
bukti dimaksud. Kebenaran material merupakan kebenaran atas
penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesua
dengan kewenangaﬁ pejabat yang bersangkutan.

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutar
selain dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukar
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerimaan perangkat daerah yang merupakan Penerimaan Daeral
tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecual
ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakiba
pengeluaran atas Beban APBD apabila anggaran untuk membiaya
pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Setiag
pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atal
dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Kepala Daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluarax
atas Beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalaw
APBD.

Untuk pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menetapkan:
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9.

Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
c. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan  surat
pertanggungiawaban;
d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
e. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
f. Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran
pembantu;
g. Bendahara Khusus; dan
h. Pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
Keputusan Kepala -Daérah  tentang penetapan pejabat untuk
pelaksanaan APBD dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran

berkenaan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

1.

Dalam hal Penerimaan [Daerah) sesuai)dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Penerimaan Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan penerimaan dari PA.

Dalam hal Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum
Daerah, pencatatan Pengeluaran Daerah dilaksanakan setelah adanya
pengesahan BUD atas laporan pengeluaran dari PA.

Pengesahan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD,
dilakukan melalui penelitian kelengkapan dokumen laporan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Efektif dimulai tahun 2021, proses pelaksanaan dan penatausahaan
keuangan daerah dapat memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam hal penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD terkendala adanya

perubahan organisasi, mutasi, atau berhalangan maka kepala daerah

menetapkan pejabat untuk pelaksanaan APBD yang dilakukan pada tahun

anggaran berkenaan dapat melaksanakan tugas pengelola keuangan daerah

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
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B. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

1.

Ketentuan Umum

PPKD selaku BUD wajib menyelenggarakan penatausahaan setiap
uang/kekayaan daerah yang diterima dan/atau dalam penguasaannya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal
126 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dalam rangka
pengelolaan uang daerah PPKD selaku BUD membuka Rekening Kas
Umum Daerah (RKUD) pada bank umum yang sehat.

Penatausahaan Kas Umum Daerah dilaksanakan oleh BUD dan pihak
terkait lainnya khususnya Bendahara Penerimaan, Bendahara
Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, «dan Bendahara Khusus Lainnya sesuai
dengan Ketentuane peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan
penatausahaan iniwmeliputi:

Pembukaan RKUD

PembukaanRekening Operasional

Pembukaan Rekening SKPD

Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek

Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

™o a0 oop

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah
Ketentuan Pelaksanaan
Mengacu pada Pasal 127 sampai dengan Pasal 129 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat
ketentuan pelaksanaan terkait penatausahaan Kas Umum Daerah
adalah sebagai berikut:
a. Pembukaan RKUD
Kepala Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah menunjuk
bank umum yang schat sebagail penampung RKUD. Bank umum
yang sehat adalah bank umum di Indonesia yang aman/sehat
sesuai  ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
menunjuk bank yang akan digunakan untuk menylmpan Kas
Umum Daerah, Kepala Daerah juga harus mempertimbangkan
hal-hal sebagai berikut:
1} Reputasi Bank
Bank yang dipilih harus memiliki rekam jejak yang baik.
Misalnya, bank tidak pernah terlibat kasus penipuan nasabzah
atau kasus-kasus lain yang merugikan nasabah.

2} Pelayanan Bank
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Bank yang dipilih juga harus memiliki pelayanan yang baik
dan memadai. Terlebih lagi di masa sekarang dibutuhkan
kecepatan dan ketepatan dalam melakukan transaksi. Khusus
untuk Pemerintah Daerah, bank juga harus dapat melakukan
pelayanan-pelayanan khusus seperti pemotongan dan
penyetoran pajak, dan lain-lain.
3) Manfaat
Memberikan  manfaat ekonomi, sosial, peningkatan
pendapatan daerahh dan/atau peningkatan kesejahteraan
dan/atau pelayanan masyarakat.
Penunjukkan Bank Umuwm sebagal penampung RKUD
ditindaklanjuti denganPerjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD
selaku BUD dengan pejabat bank umum yang bersangkutan. PKS
paling sedikit memuat:
1} jenis pelayanan-yang diterima;
2} mekanisme pengeluaran dan penyaluran dana;
3} pelimpahan penerimaan dan salde rekening;
4) penerimaan bunga/jasa giro/bagi hasil;
5) pembayaran imbalan atas jasa pelayanan;
6) sanksi atas pelayanan yang tidak sesuai dengan perjanjian;
7) kewajiban menyampaikan laporan; dan
8) tata cara penyelesaian perselisihan.
Bendahara Umum Daerah kemudian membuka Rekening Kas
Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk cleh Kepala
Daerah.
Pemerintah Daerah berhak mempercleh bunga dan/atau jasa
giro/imbalan hasil lainnya vang sejenis atas dana yang disimpan
pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro
yvang berlaku. Bunga dan/atau jasa gire/imbalan hasil lainnya
yvang sejenis yang diperoleh Pemerintah Daerah merupakan Lain-
lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sedangkan biaya
sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank
didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang
bersangkutan. Biaya tersebut dibebankan pada belanja daerah.
Pembukaan Rekening Operasional
Bendahara Umum Daerah dapat membuka rekening penerimaan

dan rekening pengeluaran untuk mendukung kelancaran
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pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah

pada Bank yang sama dengan Bank penampung RKUD yang

ditunjuk oleh Kepala Daerah.

1} BUD dapat membuka beberapa rekening operasional
penerimaan sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

2} BUD membuka rekening operasional pengeluaran.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening penerimaan daerah pada Bank dimaksud
setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

Pemindahbukuan, dana dari rekening penerimaan dan/atau

rekening pengeluaran pada Bank Umum ke Rekening Kas Umum

Daerah atau _sebaliknya, dilakukan atas perintah Bendahara

Umum Daerah’ Perintah pemindahbukuan oleh Bendahara Umum

Daerah dimaksud-difuangkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS)

antara BUD dengan pejabat penanggungjawab pada Bank yang

terkait.

Selanjutnya, ketentuan pelaksanaan terkait rekening operasional

penerimaan adalah sebagai berikut:

1} Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk
menerima setoran langsung penerimaan daerah yang tidak
melalui bendahara penerimaan dan/atau menerima setoran
pendapatan yang dilakukan oleh bendahara penerimaan.

2) Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagai
rekening bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus
disetor ke Rekening Kas Umum Daerah sekurang-kurangnya
sekali sehari pada akhir hari kerja sesuai dengan yang
ditetapkan dalam PKS antara Bendahara Umum Daerah
dengan Bank Umum bersangkutan.

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening pengeluaran operasional

adalah sebagai berikut:

1} Rekening operasional pengeluaran dicperasikan sebagai
rekening yang digunakan untuk membiayai kegiatan
pemerintah daerah sesuai rencana pengeluaran.

2} Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan untuk
pelaksanaan belanja yang dibayarkan secara langsung kepada
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pihak ketiga melalui mekanisme LS dan juga untuk pemberian

UP, penggantian Uang Persediaan {GU} kepada bendahara

pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara

pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu.

Pembukaan Rekening SKPD

Ketentuan pelaksanaan terkait rekening SKPD adalah sebagai

kerikut;

1) Untuk mendekatkan pelayanan pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran kas pada tingkat SKPD, BUD membuka rekening
bank atas nama Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD pada
bank yang sama dengan RKUD sesuai dengan kebutuhan
untuk mempermudah mekanisme penerimaan pendapatan
daerah dan belanja daerah.

a) BUD dapatmembuka beberapa rekening penerimaan SKPD
seswal 1 dengan~ pkebutuhan untuk  mempermudah
mekanisme penerimaan pendapatan daerah.

b} BUD membuka rekening pengeluaran SKPD untuk
mempermudah mekanisme pelaksanaan belanja daerah.

Dalam hal penyaluran penerimaan daerah mensyaratkan ke

rekening Bank Umum tertentu, Bendahara Umum Daerah dapat

membuka rekening Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank dimaksud setelah

mendapat persetujuan Kepala Daerah.

2) Rekening penerimaan SKPD digunakan untuk menampung
penerimaan daerah yang menjadi kewenangan SKPD
bersangkutan. Pada akhir hari kerja, saldo yang ada di
rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh bendahara
penerimaan. Rekening penerimaan SKPD dibuka atas nama
bendahara penerimaan SKPD.

3} Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan
uang yang akan digunakan sebagai belanja-belanja SKPD,
sepertt uang persediaan dan tambahan uang persediaan yang
dikelola oleh bendahara pengeluaran SKPD. Rekening
pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran
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SKPD atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.
Penempatan Kas dalam Investasi Jangka Pendek
Dalam pengelolaan kas, uang daerah yang belum digunakan dapat
dioptimalkan dan dialckasikan untuk investasi jangka pendek.
Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera
diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka pengelolaan
kas dengan risiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12
{dua belas} bulan. Termasuk dalam investasi jangka pendek
adalah deposito berjangka waktu 3 {tiga) bulan sampai dengan 12
{dua belas}) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis,
pembelian Surat Utang Negara {SUN) jangka pendek dan Sertifikat
Bank Indonésia/ (SBlj
Seperti dinyatakan di atas bahwa investasi jangka pendek bisa
dilakukan metalui tiga cara yaitu melalui Deposito, Surat Utang
Negara dan Sertifikat Bank Indonesia.
1) Deposito
Deposito adalah-sejenis)jasa tabungan yang biasa ditawarkan
oleh bank kepada masyarakat. Deposito juga memiliki
persyaratan tertentu salah satunya memiliki jangka waktu
tertentu dimana uang di dalamnya tidak boleh ditarik nasabah.
Sementara itu, imbal jasa dari deposito adalah bunga deposito
yang biasanya lebih tinggi dari tabungan biasa. Pemerintah
Daerah melakukan penempatan kas daerah dalam bentuk
deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penempatan RKUD
yvang menjadi Bank Persepsi atau Bank Pemnbangunan Daerah.
Dalam rangka menjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapat ditarik sebagian atau
seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah oleh BUD setiap
saat diperlukan.
2} Surat Utang Negara
Surat Utang Negara {SUN) adalah surat berharga yang berupa
surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan
pokoknya oleh negara RI sesuai masa berlakunya. SUN
digunakan oleh pemerintah pusat antara lain untuk
membiayai defisit APBN serta menutup kekurangan kas jangka

pendek dalam satu tahun anggaran,



3)

4)

Surat Utang Negara terdiri atas:

a} Surat Perbendaharaan Negara

b} Surat Perbendaharaan Negara berjangka waktu sampai
dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara
diskonto.

Cbligasi Negara

Obligasi Negara berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas)

bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga

secara diskonto.

Jadi SUN yang bisa dipilih dalam melakukan investasi jangka

pendek adalah SUN dalam bentuk Surat Perbendaharaan

Negara karena berjangka waktu dibawah 12 bulan. Tata cara

investasi dalam bentuk SUN mengikuti peraturan perundang-

undangan tentang SUN.

Sertifikat Bank Indonesia

Sertifikat Bank Indeonesia {SBI) adalah surat berharga yang

dikeluarkan olehy BankplIndonesia sebagai pengakuan utang

berjangka waktu pendek 1 {satu) sampai dengan 3 {tiga} bulan

dengan sistem diskonto/bunga. Tingkat suku bunga yang

berlaku pada setiap penjualan SBI ditentukan oleh mekanisme

pasar berdasarkan sistem lelang.

Proses penempatan kas dalam investasi jangka pendek dilakukan

melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1}

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi jangka pendek

~ sepanjang tidak mengganggu likuiditas Keuangan Daerah,

2]

3)

tugas daerah, dan kualitas pelayanan publik.

Sebelum mengalokasikan kas umum daerah ke dalam investasi
jangka pendek, BUD harus meyakini dulu bahwa dana yang
digunakan adalah dana vang benar-benar belum akan
digunakan dalam waktu dekat (idle cash}.

BUD menyiapkan rencana penempatan dana pada investasi
jangka pendek kepada Kepala Daerah. Rencana ini mencakup
jumlah dana yang akan diinvestasikan dan pilihan investasi
beserta alasan dan hasil analisa pemilihan investasi.
Berdasarkan rencana penempatan dana yang diajukan BUD
atas rencana investasi jangka pendek, Kepala Daerah

menetapkan jenis investasi jangka pendek yang dipilih dengan



menerbitkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

5} Berdasarkan SK Kepala Daerah tersebut BUD menerbitkan
Surat  Perintah  Pemindahbukuan (SP2} BUD yang
memerintahkan pemindahan dana dari kas umum daerah
kedalam investasi yang dipilih.

6} Investasi jangka pendek harus disetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambat per 31 Desember.

Penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua

penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dari RKUD. Proses

penatausahaan oleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran dataj serta penggunaan dan penyajian dokumen
yvang dilakikan secara elektronik.

Bagian 1: Penerimaan RKUD

1) BerdasarkanNota kredit atau Bukti Penerimaan Lain yang sah,
BUD mencatat.pada Buku Kas Umum pada sisi penerimaan
pada kolom-tanggal dan kolom nomor bukti.

2} BUD/mengidentifikasi jenis dan kode rekening pendapatan.

3} BUD mencatat nilai transaksi pada kolom jumlah pada Buku
Kas Umum.

Bagian 2: Pengeluaran RKUD

1} Kuasa BUD menerbitkan dokumen 8SP2D atas setiap
pengeluaran uang dari RKUD. Penerbitan SP2D didasarkan
pada dokumen surat perintah membayar yang diterbitkan oleh
PA/KPA.

2} Setiap pengeluaran dari RKUD, BUD mencatat pada Buku Kas
Umum pada sisi kolom pengeluaran, kolom tanggal dan kolom
rnomor bukti.

Pelaporan oleh Bendahara Umum Daerah

1} Proses pelaporan coleh Bendahara Umum Daerah memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2} Bendahara Umum Daerah membuat laporan atas kas umum
daerah yang berada dalam pengelolaannya. Bendahara Umum
Daerah menyampaikan laporan tersebut kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dokumen-dokumen yang
dihasilkan oleh penatausahaan dan bukti-bukti transaksi pada
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kas umum daerah akan dijadikan dasar dalam membual
laporan BUD.

Laporan Bendahara Umum Daerah disusun dalam bentuk:

a) Laporan Posisi Kas Harian (LPKH}; dan

b) Rekonsiliasi Bank atas posisi kas harian.

Laporan tersebut dibuat setiap hari dan diserahkan setiap har:
kerja pertama setiap minggunya kepada Kepala Daerah atau
dapat diserahkan sesual kebutuhan.

Di samping laporan-laporan di atas, Bendahara Umum Daerah
membuat Register SP2D yang telah diterbitkan. Register SP2C
secara otomatis diperoleh dari sistem aplikasi pengelclaan

keuangan daerah yang terintegrasi.

Dokumen Terkait

Ilu

sebagai

strasi dokumen penatausahaan kas umum daerah antara lair

berikut:

a. Buku Kas Umum BUD

PEMERINTAH PROVINS/KABUPATEN/KOTA .......

LU BEN DAHARA UMUM DAERAH

TAHUN ANGGARAN ..o eeeee

BUKU KAS UMUM
Pedode: oo oo

No. | Tanggal

No. Bukti Uralan Penerimaan |Pengeluaran saldo

Dislspican oleh,
BUDMussa BUD

e
-
(]

Hama
MNP s
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b. Laporan Posisi Kas Harian

i | PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
oo LAPORAN POSISI KAS HARIAN
Tahun Anggaran.......

Hari e
Tanggal ! conavanes
Periode S i
No. G St e Uraian Penerimaan | Pengeluaran

SP2D | pSTS | Lain-lain

Jumlah
Perubahan Posisi Kas hori ini |
Posisi Kas (H-1)
Posisi Kas (H)
Rekapitulasi Posisi Kas di BUD:
SaldoBank1 :Rp
SaldoBank2 :Rp Disiapkan oleh,
dst. :Rp BUD/Kuasa BUD
Totabaldo Kas*: Rp -
i
Nama
1] —

*Fotal Saido Kes harys soma  dengarPosisi Kas {H)
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c. Rekonsiliasi Bank

15 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....

CENENTE REKONSILIASI BANK

DAERAHL 8 Tahun Anggaran.......

Periode i

1. Saldo Kas Umum Dagrah menurut Buku
2. Saldo Kas Umum Daerah menurut Bank

Selisih
Keterangan Selisih
A. Penerimaan yang telah dicatat oleh Buku,
belum dicatat oleh Bank
a. STS No..... Rp..a..
b. Bukti lain yang sah RO. oo ssserins

B. Pengeluaran vang telah dicatatoleh Buku,
belum dicatat oleh Bank

a. SP2D No... RP .o eeeenees s
b. Bukfi Lain yang sah < —— .
¢ Dt

€. Penerimaan yang telah dicatat oleh Bark,
belunt dicatat ol eh Buku
& Nota KreditNo.....
b. Pendapatan Bunga
. Pendapatan lasa Giro
d. Bukti kain yang sah

o. Dst..... Rp
R [hisanstiisscissvimini'

D. Pengeluaran yang tefah dicatat oleh Bank,

belum dicatat sleh Buku

a. Nota Debit No..... Rpiiaiisisvss

b. Biaya Administrasi Bank ;{4 et

¢. Bukti Laln yang sah BB ssisismivsspimsins

d. Dst..... Rp ey Pk

R apupiissnes

Bendahara Umum Daerah

s
Nama
NIP: Giivenne

C. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS
1. Ketentuan Umum
Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
yang diterima (bersifat transit) untuk disetorkan pada rekening pihak
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ketiga vang telah ditentukan.

Beberapa ketentuan umum terkait penatausahaan kas transitoris adalah

sebagai berikut:

a. Jenis-jenis kas transitoris, antara lain:

1)

2]

4)

Pajak Pusat wyang dipungut oleh bendahara pengeluaran,
bendahara pengeluaran pembantu dan/atau bendahara khusus
lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari setiap
transaksi pemerintah daerah dengan pihak ketiga seperti PPh
Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23 dan/atau PPN,

Potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Kepala Daerah, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat
Desa dany Pegawai Lainnya, simpanan peserta Tapera, PPh Pasal
21, Taspen, turan jaminan kesehatan, iuran jaminan kecelakaan
kerja dan jaminan kematian,;

Uang jaminan_dan/atau Titipan Uang Muka yang diberikan oleh
pihak ketiga-képada pemerintah daerah dalam melakukan suatu
pekeriaan yang memiliki risiko kegagalan dalam pelaksanaannya
ataujaminan lainnya sesual ketentuan peraturan perundang-
undangan. Sebagai contoh uang jaminan dimaksud antara lain
uang jaminan pekerjaan, uang jaminan pemeliharaan, uang
jaminan bongkar reklame, dan jaminan lainnya; sehingga apabila
ada kegagalan dalam pekerjaan atau penyebab lain yang
mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan maka uang
jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal ini
pemerintah daerah.

Jenis kas transitoris lainnya sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.

b. Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi

belanja daerah dan/atau pendapatan daerah sehingga dasar

pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari

dokumen kelengkapan transaksi.

c. Penerimaan kas transitoris diperlakukan sebagai hutang pada akun

perhitungan fihak ketiga (PFK). Pengeluaran kas transitoris dilakukan

sebagai pembayaran hutang pada akun perhitungan fihak ketiga

(PFK). Transaksi ini tidak mempengaruhi SILPA sehingga tidak

dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran namun informasinya

disajikan dalam neraca sebagai utang PFK dan di laporan arus kas di
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bagian aktivitas transitoris sesuaj dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

d. Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak
boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka
waktu tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga,

¢. Terkait kas transitoris berupa jaminan, terdapat beberapa ketentuan
sebagali berikut:

1} Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakui
uang jaminan sebagai Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang 8ah.

2) Pendapatan daerah/ yang hersumber dari uang jaminan pihak
ketiga yang tidakomelaksanakan kewajibannya sesuai kontrak,
digunakan untuk niendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban
pihak ketiga tersebut-dalam mencapai target kinerja sub kegiatan
SKPD yang ditetapkans

f. Pelaksanzan pengelolaan ;- erimaankas transitoris dan pengeluaran
kas transiteris dilaksanakan cleh BUD, Bendahara Pengeluaran
dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantu.

g. Proses penatausahaan kas transitoris memuat infermasi, aliran dats,
serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengelolaan Kas Transitoris di Bendahara Pengeluaran/BPP

1} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sesual peraturan
perundang-undangan sebagai wajib pungut pajak sesuai
peraturan perundang-undangan, wajib memungut pajak atas
pembayaran belanja melalui UP/GU/TU/LS.

2} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu/Bendahara Khusus Lainnya sebagai wajib pungut
pajak sesuai peraturan perundang-undangan wajib menyetorkan
seluruh penerimaan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas
Negara.

3} Atas pemungutan dan penyetoran pajak tersebut, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu/Bendahara

Khusus Lainnya sebagai wajib pungut pajak sesuai peraturan
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perundang-undangan melakukan pencatatan pada buku terkait.

b. Pengelolaan Kas Transitoris di Kuasa BUD

1} Kas Transitoris yang melekat pada transaksi

Penyetoran kas transitoris atas potongan pajak dan potongan-

potongan lainnya dari belanja yang menggunakan mekanisme LS

dilakukan langsung oleh bank.

2] Pada saat pemindahbukuan belanja kepada rekening pihak ketiga

atau rekening penerima lainnya, bank juga melakukan

pemindahbukuan kas transitoris dari RKUD ke rekening tujuan

yang telah ditentukan.

3) Jaminan

Bagian 1! Pengembualian Uang Jaminan

a)

b

Uang Jaminan- disetorkan oleh pihak ketiga yaitu penyedia
barang/jasa ke rekening RKUD.

Uang Jjaminan<_wajib dikembalikan kepada penyedia
barang/jasa—setelah menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada pemerintah daerah.

Pencairan uang jaminan dilakukan dengan Surat Perintah
BUD yang berisi:

{1) Perintah Pencairan Uang;

{(2) besaran Uang Jaminan yang akan dicairkan;

(3} pihak penerima dan nomor rekening yang dituju;

{4) dilampiri oleh Surat Keterangan yang menyatakan bahwa

penyedia barang/jasa sudah menyelesaikan kewajibannya

Bagian 2: Uang Jaminan yang tidak dikembalikan

a)

Dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewsajibannya
sesuai kontrak, uang jaminan tidak dikembalikan kepada
pihak ketiga.
Pemerintah Daerah mendanai kewajiban pihak ketiga dengan
menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam
program, Kkegiatan, dan sub kegiatan SKPD yang
bersangkutan.
PPKI> melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang sah atas uang jaminan tersebut yang
sebelumnya tercatat sebagai hutang pihak ketiga.
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D. PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SKPD (DPA-SKPD)
1. Ketentuan Umum

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPA-SKPID adalah dokumen yang memuat rencana

pendapatan, rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci
sampal sub rincian objek disertai rencana realisasinya yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

Penyusunan DPA-SKPD memuat infoermasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik,

2. Ketentuan Pelaksanaan

Mengacu pada Pasal 132 dan Pasal 133 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, penyusunan /DPA-SKPD diatur sebagai berikut:

Bagian 1: Pemberitahuan Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

a. Setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD, PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala
SKPD untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
Surat pemberitahuan: disampaikan kepada Kepala SKPD paling
lambat 3 (tiga) hari setelah Peraturan Kepala Daerah tentang
penjabaran APBD ditetapkan.

b. Surat pemberitahuan dimaksud sekurang-kurangnya memuat hal-
hal yvang perlu diperhatikan oleh setiap kepala SKPD dalam
menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

1} Pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh PA;

2} Rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleh SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan,;

4) Rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5) Rencana penarikan dana setiap SKPD;

6} Batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat 6 {enam)} hari kerja sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD;

7} Batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD.

Bagian 2: Penyusunan Rancangan DPA-SKPD

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan Kepala Daerah dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD
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yang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah

surat pemberitahuan diterima.

Rancangan DPA-SKPD mencakup:

a. Rancangan Ringkasan DPA-SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun ringkasan DPA-SKPD
yang datanya bersumber dari akumulasi jumlah pendapatan menurut
akun, kelompok dan jenis yang diisi dalam DPA-Pendapatan SKPD,
akumulasi jumlah belanja menurut akun, kelompok, dan jenis belanja
yang diisi dalam DPA-Belanja SKPD dan akumulasi jumlah
penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan yang diisi dalam DPA
Pembiayaan.

b. Rancangan DPA-Pendapatan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Pendapatan SKPD
dalam tahun “anggdran yangddirencanakan yang dirinci menurut
kelompek, jenis,objekjerincian objek dan sub rincian objek
pendapatan)

¢. Rancangan DPA-Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Belanja SKPD dalam
tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah Belanja
menurut kelompok dan jenis belanja dari setiap program, kegiatan
dan sub kegiatan SKPD yang dikutip dari setiap DPA-Rincian Belanja
SKPD.

d. Rancangan DPA-Rincian Belanja SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA-Rincian Belanja
SKPD dalam tahun anggaran yang direncanakan, yang memuat
jumlah Belanja menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub
rincian objek dari setiap program, kegiatan dan sub kegiatan SKPD.

e. Rancangan DPA-Pembiayaan SKPD
Formulir yang digunakan untuk menyusun DPA penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan SKPD dalam tahun
anggaran yang direncanakan, yang memuat jumlah penerimaan
Pembiayaan dan pengeluaran Pembiayaan menurut kelompok, jenis,
objek, rincian objek dan sub rincian objek penerimaan Pembiayaan

dan pengeluaran Pembiayaan.
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Bagian 3: Penyampaian Rancangan DPA-SKPD dan Verifikasi DPA-SKPD

a. Setelah menerima rancangan DPA-SKPD, PPKD menyampaikan
rancangan DPA-SKPD kepada TAPD untuk dilakukan verifikasi.

b. TAPD melakukan verifikasi atas rancangan DPA-SKPD paling lambat
6 {enam) hari sejak diterimanya Rancangan DPA-SKPD. Verifikasi
rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan instrumen verifikasi
antara lain:

1} standar harga satuan yang ditetapkan Kepala Daerah dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

2} analisis standar belanja;

3] Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD);

4) standar teknis sesuaisdengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atan

5) Petunjuk teknisuntuk dana transfer pusat dan/atau dana otonomi

khusus.
¢. Berdasarkan-hasil verifikasi TAPD atas'rancangan DPA-SKPD, SKPD
melakukan penyempurnaan dan menyampaikan hasil

penyempurnaan kepada TAPD.
Bagian 4: Persetujuan dan Pengesahan DPA-SKPD
PPKD melakukan pengesahan DPA-SKPD atas rancangan DPA-SKPD

yang telah mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen DPA SKPD antara lain sebagai berikut:
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3.1 Format Persetujuan Rekapitulasi DPA-SKPD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN / KOTA.

PERSETUJUAN REKAPITULAS!
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

{DPA-SKPD)

TAHUN ANGGARAN

Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas seluruh
dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah:

a. Nama e

b. NIP P

c. Jabatan

menyetujui untuk dilakukan pengesahan atas dokumen pelaksanaan anggaran

satuan kerja perangkat daerah Pemerintalh Provinsi/Kabupaten/Kota ....... sebagai
dasar pelaksanaan anggaran daerah Tahun Anggaran .......

Kode Nama Formulir
DPA-SKPD Ringkasan DPA SKPD
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKFD

Demikian disampaikan dan dipergunakan sebagairmana mestinya.

....... , Tanggal..
Disetujui oleh, Disahkan cieh,
Sekretaris Daerah PPKD

218



3.2 Format DPA-SKPD

LOGO
PEMERINTAH
DAERAH

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA...
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN XERJA PERANGKAT DAERAH
{DPA-SKPD)
TAHUN ANGGARAN
URUSAN PEMERINTAHAN DX
BIDANG URUSAN TR
ORGANISASI CKLKKLXX

Pengguna Anggaran

a. Nama
b. NIP
¢. Jabatan
Kode Nama Formulir
DPA-PENDAPATAN SKPD Rincian Anggaran Pendapatan SKPD
DPA-BELANJA SKPD Rincian Anggaran Belanja SKPD
DPA-PEMBIAYAAN SKPD Rincian Anggaran Pembiayaan Daerah SKPD
Disahkan oleh, . , Tanggal......
PPKD Pengguna Anggaran
Nama Nama
NIP: ... NIP:
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3.3 Ringkasan DPA-SKPD

Halaman ............
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH .

. Formulir
Provinsi/Kabupaten/Kota *)........
DPA/SKPD
Tahun Anggaran.....

Organisasi PR KHER e

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja dan

Kode Jumlah
Urai
Rekening ratan (Rp)
1 2 el
Pendapatan
Belanja
Surplus/{Defisit}
Penerimaan Pembiayaan
Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto
Rencana Realisasi Rencana Penarikan
Penerimaan per Bulan *} Dana per Bulan *y | ......... ,tanggal.........

Januari Rp.cocvivinnns Januari R disi Pengguna Anggaran
Februari RpP. ceivvnnis Februari RD G
Maret Rp. s Maret RD.ceveveiinnnn. %
April B poiinviaises April | S < R — o
Mei Rp. coveseeasss Mei Rp. sesiisansms
Juni Rp..ooovnnnnnn Juni S Nama
Juli RPissesramsrms Juli R WP wisviwaca
Agustus Rp. oo Agustus Rp.sssaina
September R, sweawvisiie September B D e irnp smmens Mengesahkan,
Oktober Rp.uiiianin, Oktober R cviiiriennns PPRD
November Rpiaiiaisaenss November o T —
Desember RD.ivieinnnn. Desember RDicsisposnnavis E’E
“
Jumlah Rp.oooenen. Jumlah Rp. voisimusiins ]
Nama
NIP: ..vvvenesn
Tim Anggaran Pemerintah Daeral:
No. Nama NIP Jabatan | Tanda Tangar
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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J.4 Format LDPA-Pendapatan SKPD

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA-

Provinsi/Kabupaten/Kota...... PEN?Q;’STAN
Tahun Anggaran......
| Organisasi X XK KKK vesinesmyiass i
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Satuan Kerija Perangkat Daerah
Kode . Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Uraian Volume Satuan i’ari:mnarg {Rp)
Jumlah

Rencana Realisasi Pendapatan per Bulan®}

Januari Bitiosivamapavise  treeeers JSfanggal.........

Februari R isisaissisvsisiiinms Pengguna Anggaran

Maret o i

April RO i

Mei RPuveeiieiiiieiiiinennd Nama_

Juni RD.rvveveeeeeerreerens, NIP: ...

Juli R Dussusiasrecsiiseisess

Agustus R Dusiasmavs soisisevissis Mengesahkan,

September R isisss i PPKD

Oktober T o

November R rereereeeeseeseeenns

Desember R ieeiiiiiieiiieninnns Nama

Jumlah RO, vvvivvirnrenressinies NIP: ..........
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*} Sesuai periodisasi SPD
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3.5 Format DPA-Belanja SKPD

Halaman.........
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH Formulir
Provinsi /Kabupaten /Kota ... DPA-BELANJA
Tahun Anggaran.... .. SKPD
Organisasi X0, XXX
Rekapitulasi Dokumen Pelaksanasn Belanja Berdasarkan Program, Ke giatan dan Sub Kegiatan
Kode Jumlah
lanu n
] o - . .
§ g § ‘g ‘3 ,g ‘E e Lt Tahun-1 | Belanjo | 8clanja F:f,!dmu Belanja umlal Tabhun+ 1
c 22| m|ld Operasi | Modnl e Transfer [T
= CR=a ] Terduga
I 2 a4 5 B 7 L] 9 1t 11 12 13 14
Urusan ...
Bidang Urusan ...
Program
Kegiatan ...
Sub Kegialan ...
dst ...
Kegiatan ...
Sub Kegiatan_....
dst ...
Belanja Penunjang Wrgsan
dst ...
Urusan ...
Bidang Urusen 58
Program ... . _
Keglatan .. .
Sub'Kegjatan .. <
dst ...
Kegiatan ...
dst ..
N Belanja Penuniang Urusan
dst ...
Urusan ...
Bidang Urusan ..,
Program ...
Kegiatan ...
Sub Kepgiatan ...
dsi ..
Kegiatan ...
dst ...
Belania Penunjang Urusan
dst ..
dst ...
dst ...
Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Bulan')
Junuari Rb e engwhemaganill eeveseees tanggal
Februari
Maret Disetujul oleh, Helapkar oleh,
April Pengguna Anggaren PPKD
Mei u
Juni E%'?‘ A
Juli & g
Agustus
B ptember
Qkiober ama Nama_
Movember NIPL isransity NIPZ ciivernssn
Dese mber
Jumlah

*} Besuai dengan periodisasi SPD
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3.0 Format DPA-Kincian Beianja SKPL

Halaman.....coiee

voRruMeN FELAASANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGHAT DAERAH

Formulir DPA-

Provinsi/ Kabupaten/Xota........
Tahun Anggaran......

RINCIAN
BELANJA SKPL

rusan Pemerintahan

Bidang Urusen

Program

Kegiatan

Organisasi

Unit

Alokasi Tahun -1 ¢ Rp. (terbilang)

Alokasi Tahun ¢ Rp. (terbilang)

Alokasi Tahun +1 ¢ Rp. (terbilang)

indilcator dan Talak Ukur Kinerja Kegiatan

Indikator Tolak Lour Kerja

Target Kinerja

Masukan

Keluaran

Hasil

Kelompok Sasaran Kegiatan:

Sub Kegiatan DMLXXLER

Sumber Pendanaan e

: {Provinsi sampat Hecamatan, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelurahan)

Lokasi
Keluaran Sub Kegiatan  : (Kuantitas, dengan satuan disamakan dengan /sub kegiatan)
Waktu Pelaksanaan s Mulai. .. Sampal,.......
Keterangan 3
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening Uraian Koefisien/
PPN )33
Vol Satuan Harga {Rp)
Jumnlah Anggaran Sub Kegiatan
Sub Kegiatan HLOHM.MX

Sumber Pendanaan

Lokasi

Weluaran Sub Kegiatan

Walkitu Pelaksanaan Mulai...... Sampai........
Keterangan
Kode Rincian Perhitungan Jumlah
Rekening . LG BT Satuan Harga PPN (Rp
Vohimes

Jumlah Anggaran Sub Kegiatan

Rencana Penarilean Dang per Bulan®)

Janwar 00 0 | BD.csiecessesgrestasasee | L JSganggel....oo
Februari Pzpgguna Anggaran
Maret n
April Eﬁ
Mei Nama_
Juni MNPy
Juli
Agustus Mengesahkan,
September PPKD
Oktober .
MNovember
Desember Mama
Jumlah NIP: ..o
Tirn Anggaran Pemerintah Daerah!
No., Nama NIP Jabatan Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan pericdisasi SPD
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3.7 Format DPA-Pembiayaan SKPD

Halaman

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir DPA-
PEMBIAYAAN

Provinsi/Kabupaten/Kota
Tahun Anggaran

SKPD

........

......

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Pengeluaran Pembiayaan
Satuan Keria Perangkat Daerah

Organisasi PONLRRNK miaiGdsssaeiaaai
Kode Uraian Jumlah
Rekening {Rp}
Jumlah Penerimaan Pembiayaan
Jumlah Pengeluaran Pembiavaan
_ o Jumlah
Rencana Realisasi Pendapatanper
Bulan*}
Januari RDvovspomomnnssssssnsonannig | 0 seesasies ,ztanggal.........
Februari R, jsrivtaitidtosant et Pengguna Anggaran
Maret RD. e |
April RD. s smenns v ws sowivisssianns %ﬁj
Mei | s N T Nama
Juni R D s sy NIP: ‘Gziainim
Juli RD. . ovveerreinieeinesiinne,
Agustus R ovveniiiiineiiiniannnn. Mengesahkan,
September R Diansssiiinaansssuisesiin PPKD
Cktober R o ussvommanissis s 3
November RP. oo -
Desember Rp.isiiiasimmsngs Namag
Jumlah|Rp.seousessissisvasisssis NIP: susangea
Tim Anggaran Pemerintah Daerah:
No. Nama NIP Jabatan |[Tanda Tangan
1
2
dst

*) Sesuai dengan periodisasi SPD
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E. PHENYLAPAN ANGUGARAN KAS PEMERKINTAH DAKRAH

1. Ketentuan Umum

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari

penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan

dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap

periode.

Berdasarkan Pasal 134 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

menegaskan bahwa penyusunan anggaran kas dilakukan sebagai
berikut:

a.

PPKD selaku BUD menyusun Anggaran Kas Pemerintah Daerah
untuk mengatur, ketersediaan dana dalam mendanai pengeluaran
sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA
SKPD.

. Anggaran Kkas pemerintah daerah Dberisi perkiraan realisasi

penerimaan daerah danrencana pengeluaran daerah setiap bulannya
yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi anggaran
kas SKPD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a,

Penyusunan perkiraan arus kas masuk pada anggaran Kkas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana penerimaan sub
rincian objek pendapatan dan rencana penerimaan pembiayaan
untuk setiap bulannya berdasarkan waktu estimasi realisasi
penerimaan kas dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD.
Hasil perhitungan rencana penerimaan per sub rincian objek
pendapatan dan penerimaan pembiayaan, dicatat ke dalam dokumen
anggaran kas masuk yang memuat jumlah anggaran pendapatan dan
penerimaan pembiayaan selama satu tahun dan rencana penerimaan
setiap bulan.
Penyusunan perkiraan arus kas keluar pada anggaran Xkas
pemerintah daerah, dihitung berdasarkan rencana belanja per sub
rincian objek setiap bulannya berdasarkan waktu pelaksanaan sub
kegiatan dalam DPA-SKPD dan anggaran kas SKPD serta mekanisme
pembayaran atas belanja sub kegiatan serta rencana pengeluaran
pembiayaan untuk setiap bulannya berdasarkan anggaran
pengeluaran yang telah ditetapkan.
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2.

Hasil perhitungan rencana pengeluaran per sub rincian objek belanja
dan pengeluaran pembiayaan dicatat ke dalarmn dokumen anggaran
kas keluar yang memuat jumlah anggaran belanja dan pengeluaran
pembiayaan selama satu tahun dan rencana pengeluaran setiap
bulan.

Anggaran kas yang telah disahkan oleh PPKD digunakan sebagai
dasar penyusunan SPD.

Penyusunan anggaran kas memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala SKPD menyusun anggaran kas SKPD berdasarkan DPA-SKPD

dan jadwal pelaksanaan Kegiatannya.

Kepala SKPD menyampaikan anggaran kas SKPD kepada Kuasa BUD

paling lambat 3 (tiga) hari sejak DPA-SKPD disahkan.

Kuasa BUD melakukan verifikasi atas anggaran kas SKPD paling lama

2 {dua) hari sejak diterimanya Anggaran Kas dari SKPD.

Kuasa BUD dalam melakukan verifikasi Anggaran Kas SKPD dengan

menggunakan instrumen verifikasi antara lain:

1} sinkronisasi perkiraan Penerimaan dalam DPA-SKPD;

2) sinkronisasi jadwal pelaksanaan dan alokasi rencana penarikan
dana dalam DPA-SKPD.

Kuasa BUD berdasarkan Anggaran Kas SKPD yang telah diverifikasi,

menyusun rancangan anggaran kas pemerintah daerah.

Kuasa BUD menyampaikan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah kepada PPKD selaku BUD.

PPKD selaku BUD mengesahkan rancangan anggaran kas pemerintah

daerah yang disampaikan Kuasa BUD paling lambat 1 {(satu} hari

sejak dokumen rancangan anggaran kas pemerintah daerah diterima.
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3. Dokumen Terkait

Tustrasi dokumen anggaran kas antara lain sebagai berikut

3.1 Format Anggaran Kas Pemerintah Daerah

FRONSEABPATEN/ROIA ...
AXGEARAN EAS
TAHIN ANGSARKM,__

ewyga s Tramntes L

| Foiah &z s g et stk gttt . |

Nohasi Brrriy i ot e Berbip

N

#

(Bw B radir by

L F—

okt bodat

kL
L] —

Balan ¥ ink T

nloas W4 rider

f ke 1ol

rdn Cigfhy e Poleh

i1

Jwiah okl B ata din Feopdiarar Pendii7300 (i pete

durish Nghasl Sy dan Pargeinrae Perdingan P o

52t (Jund b il nd s g aruocta ik pregied 211 6000EM
Warfs dontwghia tin Peasbianga e pu Triwden)

..
Disiogkan dhe,
ARMA B0

|
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3.2 Format Anggaran Kas SKPD

FROVNSIABUPATER B A r o
b A
ANGOARAN XA5 SUPD
TARUR RHGOARAR.... .

it Pesd proan fiidaeas Peoess
ool a2 s ol

s Loz B Fn datyr g Mened e j]
ey gan P Thmln

Leapun Resarie Redtns anfite Jomgaloaun
LAl ]

e 00550 Ljiaun

(andh Rancasc Beianiz dinf o Pengelia

o o bl 1 | A ) T ¢
e b Mo Bl ot e B Rergehan s -
Perubiapan B Fiwlan
(rgagian gieh,
Krgale 20D
B,
| -

F. SURAT PENYEDIAAN DANA (SPDj}
1. Ketentuan Umum

Surat Penyediaan Dana (SPD) adalah dckumen yang menyatakar
tersedianya dana sebagai dasar penerbitan Surat Permintaar
Pembayaran {SPP) atas pelaksanaan APBD.
Berdasarkan Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 201¢
menegaskan bahwa dalam rangka manajemen, PPKD menerbitkan SPC
dengan mempertimbangkan:
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah;

b. Ketersediaan dana di Kas Umum Daerah; dan

228




C.

Penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercantum
dalam DPA SKPD.

SPD dimaksud disiapkan oleh Kuasa BUD dan disampaikan kepada

PPKD untuk ditandatangani.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagal berikut:

a.

SPD sebagai dasar permintaan pembayaran sesual kebutuhan SKPD

atau unit SKPD setiap periodik.

. Untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, PPKD selaku
BUD dapat melakukan /perubahan SPD atau dokumen yang
dipersamakan yang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada

DPA-SKPD yang menyelenggarakan fungsi SKPKD.

. PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila terdapat

kondisi sebagai berikut;

1} Ketersediaan rdana pada~RKUDy yang tidak sesuai perkiraan
penerimaan dalam anggaran kas; atau

2) Perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibat keadaan
darurat termasuk keperluan mendesak.

3} Perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran

berikutnya.

. Penyusunan dan penerbitan SPD memuat informasi, aliran data, serta

penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektrenik.

. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kuasa BUD menyiapkan rancangan SPD berdasarkan anggaran kas

pemerintah daerah.

. Kuasa BUD menyampaikan rancangan SPD kepada PPKD selaku BUD

untuk disahkan.
Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah disahkan kepada Kepala
SKPD.

. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen SPD sebagai berikut:

3.1 Format SPD
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH
TENTANG
SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANIA DALRAH
TAHUN ANGGARAN

PPKD SELAKU BUD

Menimbang : bahwa untik melaksanakan anggaren belanjasub kegiatan tahun anggaran ... be ndasarkan
DPA SKPD/Perubahan DPA-SKPD dan anggaran kasyangtelah ditetapkan, perdu disiapkan

o ndanaan dengan menprhitkan Sueat Panve diaan Dana (SPDY
Mengingat : 1 Peraturen Daerah........ .. tentang penetapan APBD/RPAPBD ProvinsifKabupaten/

Kota......Tahun Angparan._...........
2. Peratutan KepalaDaerah Nomor ... ... Tahuh......... tentang Penjabaran APBD
Provinsi/Kabupatendkota-...  TaBunAnggaan. ...
3. DPA-SKPB{Perubahan DPA-SKPD®) Provinsi/Kabupaten/Kata... ... Tahun .}
L S

MEMUTUSKAN:
Berdasadkan Peraturan Daetah ProvinsifKabupate nfKofa ..., Tengeal ... Bulan.._....
Tahun.......tentang Anggaran Pe Ndepaten-danBe lafja Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota Tabun An ggaran
wrem s Menie tapkanyme nye diakan kredit anggaran sebagai berikut:
1 Dasar PenyediaanbDang:

DPA-SKPD/Perubahan DRA SKPD : S —
2 Bitunjukan kepada SKPD St o o o et SRS 4 P o ke
3 Kepala SKPD i s o e e s s i
4 Jumlah Penyediaan Dana R o g S g
[TIBIIANG. . oeneeemceese s sttt trcsses e )
5 Untuk Kebutuhan F2TT1F ¥, UPUURIE 31 s AU

& lkhtisar Penyediaan Dana:
a. Jumiah DanaDPA-SKPDY Perubahan  RPe. v coim e s siome sossae siesrn ves ssorss i

DPA-SKPD (Verbliang e i s s s }

b. Akumulasi SPD Sebelumnya R s e e e e e s mermes it e seren e
(TeraNG. ..o )

€. SisaDanavyang belum diSPC-kan TR ure wameme e camone e e ot s a0 mratms s
FTREBMBAG..........o.....coo s st s, )

g Jumlah Danayang di $PD-Kan S8at iR (R cer s om e oo saime e scsoss sne siusss o
(TEMBHGAG......... oo sevram 4

¢, Sikalumlab Dana DPA R o i s B
SKPD/Perubahan OPA-SKPOvang (Terbilong )

belum di $PD-kan
¥etentuan-ketentuan lain

Ditetapkandi:..............
PadaTanggal..............

PPKD SELAXU BUE

kil
o5
Tembysoe disamy olkan kepodo:
3. spektw Nama

L\ | ——
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3.2 Lampiran Surat Penyediaan Dana

Lampiran: Surat Pe nyediaan Dana (SPD)

Nomor SPD
Tanggal
SKPD
Periode

Tahun Anggaran
Nomor dan Fanggal OPA-
SKeD/Perutiatan DPA-SKPD

Jumla
Jumiah Penyediaan dan@  RpPuwecerenne
(terbilang......... )
Ditetapkan dituwmmmen
Pada Tanggal e
PPKD SELAKU BUD
u
R
]
Nama
NIP: v eees

G. PENERIMAAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN
1. Ketentuan Umum

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam pericde fahun anggaran
berkenaan., Untuk melakukan pengakuan atas pendapatan daerah
dimaksud diperlukan pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan
daerah.

Pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah dimaksud meliputi

penatausahaan penetapan, penerimaan pendapatan dari pihak ketiga,
231



penyetoran pendapatan ke RKUD, pengendalian melalui buku-buku
bendahara penerimaan, pertanggungjawaban bendahara

penerimaan/bendahara penerimaan pembantu.

Semua tahapan penatausahaan pendapatan tersebut memuat informasi,

aliran data, dan penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 120, Pasal 137, Pasal 138, dan Pasal 140 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa penatausahaan pendapatan
pada tahap penetapan, penerimaan pendapatan, hingga penyetoran

pendapatan, adalah sebagai berikut:

a. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD dan

penyetorannya melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

b. Dalam hal Benerimaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan'’ tidak dilakukan melalni RKUD, BUD

melakukan pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

c. Bendahara Penerimmaan /wajib menyetor seluruh penerimaannya ke
Rekening Kas Umum Daerah paling lambat dalam waktu 1 {satu) hari.
Dalam™ “hal "kondisi” ‘geografis “Daerah sulit dijangkau dengan
komunikasi, transportasi, dan Kketerbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran penerimaan
dapat melebihi 1 (satu] hari yang diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah.

d. Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

atas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik.

e. Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/atau
nontunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat
tanda setoran (STS]. Penyetoran dianggap sah setelah Kuasa BUD

menerima nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

f. Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat
berharga yang dalam penguasaannya:

1} lebih dari 1 {satu) hari, kecuali dalam hal kondisi geografis daerah
sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif
lainnya, penyetoran penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang

diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, dan/atau

2) atas nama pribadi.
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Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah dalam APBD diklasifikasikan menurut akun,
kelompok, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.
Pendapatan daerah berdasarkan kelompok meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD], Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah
yang Sah. Berdasarkan sifat dan prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daerah, dapat dibedakan:

1} Pendapatan yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala
Daerah; dan/atau
2} Pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (tanpa ada
penetapan).
b. Berdasarkan  sifat " .dan) prosedur pemungutan/pembayaran

pendapatan daeral, penatausahaan pendapatan daerah
dilaksanakan sebagai.berikut:

1} Penatausahaan pendapatan yang dipungut setelah penetapan oleh
Kepala Daerah, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuat
dengan jenis pendapatan yang diatur dalam peraturan perundang-

undangan.

2) Penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanpa ada penetapan} didasarkan pada dokumen/bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan yang diatur dalam

peraturan perundang-undangan.

3} Penatausahaan = pendapatan  daerah, didasarkan pada

dekumen /bukti meliputi:

a) Surat Ketetapan Pajak Daerah [SKP-D);

b) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKR-D};

¢) Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD);

d) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD};

e) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKB});

f) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan
[SKPDKBT};

g) Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar {SKPDLB};

h) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP);
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i} Surat Tanda Setoran (STS);

j) Nota Kredit dari Bank;

k) Surat Perjanjian;

I} Dockumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan;

m)} Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

n) Bukti lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundangan-undangan.

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu dalam
melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan

secara tunai-dan non tunai, dengan cara:

a) Penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan
dengan peneérbitan surat tanda setoran {STS) atau bukti lain
yangsah.(Daftar STS yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
didokumeniasikan dalam Register STS.

b} ‘Penyetoran' penerimaan’ pendapatan secara non tunai
dibuktikan dengan bukti notifikasi/nota kredit/media
elektronik lainnya.

Penyetoran penerimaan pendapatan daerah dari Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah

setelah Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media

elektronik lainnya.

. Ruang lingkup jenis pendapatan yang dikelola oleh Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu disesuaikan dengan

wewenang Bendahara Penerimaan dan tugas/fungsi SKPD dan
SKPKD, sebagai berikut:

Jenis Pendapatan Bendahara Penerimaan

Pajak Dacrah Bendahara Penerimaan di SKPD yang

memiliki  tugas dan wewenang

pengelolaan pajak

Retribusi Daerah Bendahara Penerimaan di SKPD vang

memiliki  tugas dan wewenang

pengelolaan retribusi

Hasil Pengelolaan Kekayaan Bendahara Penerimaan SKPD yang
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Daerah yang Dipisahkan melaksanakan fungsi BUD, kecuali:

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah !-Hal-hal terkait pajak dan retribusi
yang Sah tetap dikeloia oleh Bendahara

Penerimaan di SKPD terkait

Transfer Pemerintah Pusat

2. Pendapatan BLUD dikelola oleh

Transfer Pemerintah Daerah BLUD terkait
Hibah 3. Pendapatan Hibah Dana BOCS,
Dana Darurat Dana kapitasi dan pendapatan

lainnya yang dikelola oleh Bendahara

Lain-lain  Pendapatan Sesual

Khusus.

dengan Ketentuan Perundang-

undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penetapan danPenagihan

Bagian ! - Penelapan Pendapatan

1)

2}

3)

4)

Dalam rangka pemungutan pendapatan daerah, Kepala Daerah
atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan dokumen

penetapan pendapatan daerah.

Penetapan pendapatan dapat berupa:

a} Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-D};

b} Burat Ketetapan Retribusi Daerah {SKR-D};

¢) Surat Pemberitahuan Pajak Daerah {SPPD);

d) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDXB);

e} Dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar {SKPDKBJ} adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang

masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pendapatan disampaikan kepada wajib
pajak/wajib retribusi sebagai dasar pembayaran dan kepada

bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu sebagai
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dasar penagihan.

5} Penagihan pendapatan daerah dapat dilakukan oleh petugas
pemungut yang ditunjuk oleh PA/KPA.

6} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dan verifikasi atas penerimaan pendapatan
berdasarkan dokumen penetapan.

Bagian 2 - Penagihan

Penagihan atas pendapatan daerah dilakukan dengan cara manual,

surat elektronik, notifikasi sistem secara digital dan/atau media

elektronik lainnya. Adapun langkah-langkah penagihan piutang

sebagai berikut:

1} Petugas)pemungut berdasarkan dokumen penetapan pendapatan

dan surat tagihanmelakukan penagihan ke pihak ketiga.

2) Penagihan kepada pihak ketiga dilakukan sesuai dengan jadwal
yang tercantum-dalam dokumen penetapan pendapatan.

3} Pihak ketiga adalah wajib pajak, wajib retribusi, dan pihak-pihak
yang 'melakukan®™ pembayaran pendapatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pemerintah

Daerah.

4} Proses penagihan secara manual dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut menyampaikan dokumen penetapan
pendapatan dan surat tagih kepada pihak ketiga;

b} Dokumen penetapan pendapatan yang disampaikan kepada
pihak ketiga dibuktikan dengan tanda terima yang
ditandatangani oleh pihak ketiga;

c] Petugas pemungut menyampaikan tanda ierima dokumen

kepada Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan
Pembantu dan PPK-SKPD.

5) Proses penagihan melalui surat elektronik dilakukan dengan cara:

a) Petugas pemungut mengirim surat elektronik penagihan
pendapatan kepada pihak ketiga;

b) Petugas pemungut memberitahukan kepada PPK-SKPD dan
Bendahara Penerimaan atas pengiriman surat elektronik

penagihan pendapatan.

6} Proses penagihan melalui sistem digital dilakukan secara otomatis
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sesuai dengan jadwal dengan mengirimkan notifikasi atau media
lain secara elektronik kepada pihak ketiga yang memiliki

kewajiban untuk membayar pendapatan daerah.

b. Tahap Penerimaan Pendapatan

1} Penerimaan pendapatan melalui Bendahara

2)

4]

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara tunai,

dilakukan sebagai berikut:

a} Berdasarkan dokumen penetapan pendapatan dan/atau surat
tagih, pihak Lketiga menyetorkan kewajibannya kepada

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu.

b} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah
uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan pada

dekumen penetapan.

¢} Atas penerifmaan pendapatan tersebut, Bendahara
Penerimaan /Bendahara. Penerimaan Pembantu menerbitkan
Tanda Buktl Penerimaan dan menyerahkan kepada pihak

ketiga.

Penerimaan pendapatan melalui rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai,

dilakukan sebagai berikut:

a} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan atas penerimaan

pendapatan.

b) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
melakukan validasi bukti penerimaan sebagai berikut:

{1} Meneliti nota kredit/notifikasi perbankan;

(2} Melakukan verifikasi untuk mengetahui kesesuaian antara
jumlah uang yang diterima dengan jumlah yang telah
ditetapkan pada dokumen penetapan.

Penerimaan daerah melalui rekening Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu secara non tunai

dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

Bendahara  Penerimaan/Bendahara  Penerimaan  Pembantu
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memberikan tanda bukti penerimaan kepada pihak ketiga yang

telah melakukan pembayaran.

5} Penerimaan pendapatan ke RKUD secara non tunai, dilakukan

dengan cara:

a] Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
menerima nota kredit/notifikasi perbankan dari RKUD atas

penerimaan pendapatan SKPD; dan

b} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan validasi sebagai berikut.

6) Mencermati nota kredit atau notifikasi perbankan atas penerimaan

pendapatan yangditerima langsung RKUD.

7} Dalam | thal _ penerimaan  pemberitahuan/notifikasi  tidak
diinformasikan .secara otomatis, maka Bendahara Penerimaan
wajib meminta’bukti transaksi atas penerimaan pendapatan yang

diterima langsung RKUD;

8) Melakukan. verifikasi, untuk menguji kesesuaian antara jumlah

uang yang diterima dengan jumlah yang telah ditetapkan.

9} Penerimaan pendapatan daerah ke RKUD secara non tunai
dianggap sah setelah Bendahara Penerimaan/Bendahara

Penerimaan Pembantu melakukan validasi.

a] Penerimaan pendapatan secara non tunai dapat dilakukan
melalui transfer dari rekening pihak ketiga dan/atau melalui
kanal pembayaran secara online yang disediakan oleh penyedia
jasa pembayaran {PJP} dari lembaga keuangan bank dan non
bank.

b} Pembayaran secara online berupa mekanisme Electronic
Transaction Process (ETP} antara lain: agen banking,
mobile/phone banking, car banking, Anjungan Tunai Mandiri
{ATM), internet banking, QRIS/Barcode, tapping, Electronic Data
Capture (EDC), Cash Management System (CMS)] dan transaksi
berbasis elektronik lainnya.

¢) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan pendapatan,
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu

melakukan rekonsiliasi secara periodik dengan Bank.

c. Tahap Penyetoran Pendapatan
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1) Dalam hal pendapatan diterima secara tunai, Bendahara
Penerimaan/ Bendahara  Penerimaan  Pembantu  wajib
menyetorkan penerimaan tunai tersebut ke RKUD paling lambat
dalam waktu 1 hari, kecuali kondisi geografis daerah sulit
dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya yang diatur
dalam Peraturan Kepala Daerah.

2} Dalam hal penerimaan pendapatan masuk melalui rekening
Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu wajib
memindahbukukan /| penerimaan pendapatan dimaksud ke
rekening RKUD paling lambat dalam waktu 1 {satu} hari.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen penerimaan dan penyetoran pendapatan antara

lain sebagai berikut:
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No. STS T—
Tanggal A
Bank N——
No. Rekening N s
Peneimaan tanggal M.
Harap di terima uang Sebesar Rp...a.oasa TR NG e e e e )
Dengan Rindian Penerimaan sehagai Berikut:
R R e ) (7 AL f———— T T
No.| KodeRekening | Uraian Jumiah
JUMLAH
Menge tahui, Disiapkan ole h,
Pengzuna Anggaran/ Kuasa Pengguna Bendahara Penerimaan/ Bendahara
Anggaran Penedmaan Pembantu
¥ i
a %
ol o]
Nama Nama
| SO NS
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3.2 Register 515

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ..o

F21 L4 ) N—
TAHUN ANGGARAN oo
i REGISTER STS
PEI‘iO@: srrrm s :
3 o T ! W WA ] o N TSt [ vl [
Mol No:STS. | Tanggal | KodeRekeing. |\ U | dumish | Sabo | Ker
Disetujui oleh, Disiapkanoleh,
Penggura Anggaran/ Kuasa Bendahara Penerimaan/
Pengzuna Anggaran Bendahara Penerimean
i U
R A
o £l
Nama Nama
NIP: [ Nlpﬁ [

H. PEMBUKUAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum
Dalam penatausahaan pendapatan daerah, Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu harus melakukan
pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah yang
menjadi kewenangannya.
Berdasarkan Pasal 139 ayat {1) Peraturan Pemerintah 12 tahun 2019,

menyatakan bahwa Bendahara Penerimaan pada SKPD wajib
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menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan
penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa
ketentuan sebagai berikut:
a. Pengendalian atas penerimaan dan penyetoran pendapatan daerah
menggunakan buku-buku sebagai berikut:
1) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
2) Register STS
3} Buku Kas Umum
4} Buku Pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank
b. Dalam melakukan pembukiian tersebut, bendahara penerimaan
menggunakan | /dokumen-dokumen  tertentu  sebagai dasar
pencatatan, antaraslaimn:
1} Tanda Bukti Penerimaan
2} Surat Tanda Setoran
3) Nota Kredit Bank
4) Bukti transaksi yang.sah yang.dipersamakan dengan dokumen di
atas
c. Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 {tiga} prosedur,
antara lain:
1) Pembukuan atas pendapatan yang diterima secara tunai
2) Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan
3} Pembukuan atas pendapatan yang diterima melalui Kas Umum
Daerah
d. Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penerimaan Pembantu memuat informasi, aliran data, serta
penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pembukuan atas Penerimaan Tunali
1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan pendapatan secara tunai berdasarkan
Tanda Bukti Penerimaan pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi

penerimaan sesuai dengan kode rekening pendapatan.
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2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara tunai ke RKUD pada
Buku Kas Umum {BKU]) di sisi pengeluaran.

3) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elekironik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

b. Pembukuan atas Penerimaan di Rekening Bendahara secara Non

Tunai

1} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di rekening Bendahara
Penerimaan/Bendahara Penérimaan Pembantu secara non tunai
berdasarkan bukti_“penerimaan (nota kredit atau notifikasi
perbankan lainnya} yang:sudah divalidasi pada Buku Kas Umum
(BKU) di sisi  penerimaan  sesuai dengan kode rekening
pendapatan.

2} Bendaharap pPenerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penyetoran pendapatan secara non tunai
{pemindahbukuan) ke RKUD pada Buku Kas Umum (BKU) di sisi
pengeluaran

3} Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

c. Pembukuan atas Penerimaan di RKUD

1) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat penerimaan di RKUD berdasarkan bukti penerimaan
{nota Kkredit atau notifikasi perbankan lainnya) yang sudah
divalidasi pada Buku Kas Umum {BKU]} di sisi penerimaan dan di
sisi pengeluaran sesuai dengan kode rekening pendapatan.

2) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
mencatat baik secara elektronik maupun manual pada buku
register STS dan disahkan oleh PA/KPA setiap bulan.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen pembukuan bendahara penerimaan antara lain

sebagai berikut:

3.1 Buku Kas Umum
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TARUN ANGGARAN. uurvinn
BUKU KAS UMUNM
Pofiodes v i
Kode :
Mo. | Tanggal | No. Bukti Uralzn Penerimaan | Pengeluaran Saldo
Rekening

SaldoKas di Bendhara Penarimzan/Bendahara Penstimaan B embaty

tedin dann

2Turdl A dve i e

B, Bany Bp
Cleatujui oleh,
Pengguna Angzaran/
Kuasa Pengguna
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3.2 Buku Pembantu Kas Tunai

I SKPD s,
TAHUN ANGGARAN. ...

PEMERINTAH PROVINSS/KABUPATEN/KOTA ...

BUKU PEM BANTU KAS TUNAI
53 41101 LT —

T\
y - ]
\
Disetujui ofeh, éé
Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguina

SKPD.
TAHUN ANGGARAN...c.,

@DUTA NUSINDO

BUKU PEMBANTU BANK
Periofe: v

Dislapkan oleh,
Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

Tl T gt o~

et ehon

D_lsem]uiule_l_’i,
Pengguna Anggaran [
Kussa Pengeuna

Disiapkan aleh,
Berndahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan

3!
]

Nama
NS covsermer




LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu harus menyampaikan

Laporan  Pertanggungjawaban. Bendahara  Pencrimaan  SKPD

bertanggung jawab secara administratif kepada PA dan secara fungsional

kepada BUD.

Penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (2} dan ayat (3) Peraturan Pemerintah 12

Tahun 2019, laporan pertanggungjawaban Bendahara

Penerimaarn/Bendahara Penerimaan Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjiawaban penerimaan kepada PA melalui PPK SKPD paling
lambat tanggal-10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Penerimaan wajib menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling
lambat tanggal 5 bulan kerikutnya.

b. Bendahara Penerimaan SKPD wajib mempertanggungjawabkan
pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya secara
administratif kepada Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD paling
lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.

¢. Laporan pertanggungjawaban (LPJ} Bendahara Penerimaan
merupakan penggabungan dengan LPJ Bendahara Penerimaan
Pembantu dan memuat informasi tentang rekapitulasi penerimaan,
penyetoran dan saldo kas yang ada di Bendahara. LPJ tersebut
dilampiri dengan:

1) BKU
) Laporan Penerimaan dan Penyetoran
3} Register STS
} Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah
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5) Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

d. Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan
Pertanggungjawaban Fungsicnal yang merupakan hasil konsolidasi
dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan
Pembantu kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan
dari PA paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Verifikasi LPJ Bendahara Penerimaan dilakukan oleh PPK-SKPD
sebagail bagian dari pengendalian atas penerimaan dan penyetoran
pendapatan daerah. Verifikasi tersebut meliputi:

1) Meneliti transaksi  penerimaan  beserta  tanda  bukt
penerimaannya yang terdekumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

2) Meneliti transaksi‘penyetoran beserta tanda bukti penyetorannya
yang terdokumentasikan dalam buku atau laporan terkait

3} Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap proses
penerimaan pendapatan dan penyetorannya.

f. Berdasarkan | hasil verifikasi | tersebut, PPK-SKPD menyampaikan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Kkepada
Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bagian 1 - Bendahara Penerimaan Pembantu
1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan

penutupan BKU.

2) Bendahara  Penerimaan Pembantu menyusun  Laporan
Penerimaan dan Penyetoran.

3} Bendahara Penerimaan Pembantu menyiapkan register 8TS dan
bukti-bukti penerimaan yang sah dan lengkap.

4} Bendahara Penerimaan Pembantu menyampaikan BKU, Laporan
Penerimaan dan Penyetoran, dilampiri dengan Register STS dan
bukti penerimaan yang sah dan lengkap kepada Bendahara
Penerimaan SKPD, paling lJambat tanggal 5 bulan berikutnya

Bagian 2 - Bendahara Penerimaan

1) Setiap akhir bulan, Bendahara Penerimaan melakukan
penutupan BKU.

2) Bendahara Penerimaan menyusun Laporan Penerimaan dan

Penyetoran.
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3)

6}

Bendahara Penerimaan menylapkan register S3TS dan bukti-bukti
penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah.

Bendahara Penerimaan menerima pertanggungjawaban yang
dibuat oleh Bendahara Penerimaan Pembantu paling lambat
tanggal 5 bulan berikutnya.

Bendahara Penerimaan melaltukan verifikasi, evaluasi dan
analisis kebenaran pertanggungjawaban yang disampaikan oleh
Bendahara Penerimaan Pembantu.

Bendahara Penerimaan menggunakan data pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu yang telah diverifikasi dalam
proses pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
Penerimaan” yang . merupakan gabungan dengan Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pembantu.

b. Tahap Penyampaian LPJ Administratif

1)

Bendahara Penerimaan menyampaikan Laporan
Pertanggungiawaban Bendahara Penerimaan kepada Pengguna
Anggaran. LPJ tersebut dilampiri dengan:

a) BKU

b} Laporan Penerimaan dan Penyetoran

c¢) Register STS

d} Bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah

e} Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas LPJ Bendahara Penerimaan

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a} Meneliti transaksi penerimaan beserta tanda bukti
penerimaannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

b} Meneliti transaksi penyetoran beserta tanda  bukti
penyetorannya yang terdokumentasikan dalam buku atau
laporan terkait

¢} Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap

proses penerimaan pendapatan dan penyeterannya

3] Jika PPK-SKPD menemuikan  ketidaksesuaian dan/atau

4)

ketidaklengkapan, maka PPK-SKPD meminta perbaikan kepada

Bendahara Penerimaan.

Setelah LPJ Bendahara Penerimaan dinyatakan sesuai dan

lengkap dalam proses verifikasi, maka PPK-SKPD akan
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menyatakan tanggung jawab verifikasi dan menyampaikan LPJ

Bendahara Penerimaan kepada Pengguna Anggaran.

5} Pengguna Anggaran melakukan proses otorisasi terhadap LPJ

Bendahara Penerimaan yang telah diverifikasi.

¢. Tahap Penyampaian LPJ Fungsional

1} Bendahara Penerimaan setelah menerima notifikasi persetujuan

{approval], menyampaikan

Laporan

Bendahara Penerimaan kepada PPKD selaku BUD

Pertanggungjawaban

2} PPKD selaku BUD melakukan proses verifikasi dan rekonsilisasi

penerimaan.

3. Dekumen Terkait

Hustrasi dokumen” _laporan

3.1 LPJ Bendahara Penerimaan

penerimaan antara lain sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN

BENDAHARA PENERIMAAN/BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU

RP: covrenrirnnns

.............

SKPD

PERIODE

A. Penerimaan
1. Tunai melaiul bendahara penerimaan.
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3.2 Laporan Penerimaan dan Penyetoran

. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
O  SKPDL._.
CAFRAN TAHUN ANGGARAN .cvusiase

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN
[ TS

|
2
3
4
5
6 I ps 7 N
? 1 ‘
8 A\ \—-[/4
:
10
11
12
13
14
15
16
Jumlah Penerimaan:
Tunai. Rp
Non Tunai rak SKPD +Rp
RKUD iRp
OTAL tRp
Jumlah Penyetoran:
Tunai Rp
Transfer :Rp
ToTAL tRp
Saldo Kas di Bend Penedmaznt
)Iuml: Rp
Bank : Rp
Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Penggunz Anggaran/ Kuzsa Pengguna Bendahara Penerimaan/
Anggaran Bendzhar Penerimaan
B :
A A
o o
Nama Mama
1] NI i

2580




J. REKONSILIASI PENERIMAAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawabnya, PPKD selaku BUD

melakukan  verifikasi, evaluasi, dan analisis atas Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dalam rangka rekonsiliasi

penerimaan.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun

2019, dinyatakan bahwa PPKD melakukan verifikasi, evaluasi, dan

analisis atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dalam rangka

rekonsiliasi penerimaan.

Terkait hal tersebiat di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas
laporan pertanggungjawaban fungsional meliputi:

1} kesesuaian perhitungan atas laporan pertanggungjawaban
penerimaan

2} evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan

3} analisis capaian realisasi penerimaan

b. Dalam rangka verifikasi dan analisis laporan pertanggungjawaban,
PPKD selaku BUD melakukan rekonsiliasi penerimaan secara periedik
yang dituangkan dalam berita acara hasil rekonsiliasi.

c. Verifikasi dan rekonsiliasi yang dilakukan oleh PPKD selaku BUD
memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Setelah menerima LPJ Bendahara Penerimaan, PPKD selaku BUD

memverifikasi, mengevaluasi, dan menganalisis dengan langkah-langkah

sesuai ketentuan, yaitu:

a. Meneliti LPJ, melihat kesesuaian perhitungan atas LPJ dengan mutasi
RKUD

b. Jika PPKD selaku BUD menemukan ketidaksesualan dan/atau
ketidaklengkapan, maka PPKD selaku BUD meminta perbaikan
kepada Bendahara Penerimaan SKPD.

c. Setelah melakukan verifikasi, PPKD selaku BUD melakukan
rekonsiliasi penerimaan dengan mengidentifikasi transaksi-transaksi
pendapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak tercatat oleh buku

Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu
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d. PPKD selakui BUD menyiapkan laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.
e. PPKD selaku BUD membuat analisis deskriptif terkait capaian realisasi

penerimaan.

3. Dokumen Terkait

Ilustrasi dokumen rekonsiliasi penerimaan antara lain sebagai
berikut:

Rekonsiliasi Penerimaan
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tercatatoleh bukd Bendahars Pensrimaan/Bendahara Penerimaan

Pembantu
ke Rp.
A Rp.
¢.Dst Rp.
Total Rp.
C.  Emor/Kesalahan Pencatatan Penerimaan
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K. PENATAUSAHAAN PEMBAYARAN ATAS KELEBIHAN PENDAPATAN

1.

Ketentuan Umum

Dalam hal terdapat kelebihan penerimaan pajak daerah dan atau restitusi
daerah, Pemerintah Daerah menetapkan Surat Ketetapan Lebih Bayar
{SKLB) sebagai dasar pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan
daerah.

Berdasarkan Pasal 140 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
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ketentuan untuk pengembalian kelebihan penerimaan adalah sebagai
berikut:

a.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya dilakukan dengan membebankan pada rekening
penerimaan yvang bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi dalam tahun yang sama dilakukan dengan
membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan.
Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatnya tidak
berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya dilakukan dengan

membebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Terkait hal tersebut di atas; Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Pengembalian atas kelebthan penerimaan daerah yang sifatnya
berulang dan terjadi®pada tahun yang sama maupun tahun
sebelumnya; dengan kriteria sébagai berikut:

1) penerimaan daerah berkenaan dianggarkan rutin setiap tahun; dan
2) objek penerimaan daerah yang sama.

Informasi kelebihan atas penerimaan daerah dapat berupa:

1} Surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran;
} rekomendasi APIP;

3} rekomendasi BPK-RI;

4} putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak

o)

ada upaya hukum lainnya; dan/atau

5} Informasi lainnya yang dipersamakan sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

Berdasarkan surat pengajuan dari pihak ketiga atas kelebihan

pembayaran, PA sesuai dengan kewenangannya melakukan proses

verifikasi dan validasi, yang dimaksudkan untuk:

1) memastikan keabsahan bukti yang dijadikan dasar pengajuan.

2) memastikan unsur penyebab pengajuan pengembalian.

Unsur penyebab pengajuan pengembalian dapat dikarenakan:

1} kesalahan yang dikarenakan kesalahan penulisan; atau

2} adanya keberatan yang oleh pihak ketiga atas surat penetapan
yvang sudah disampaikan.

Berdasarkan informasi kelebihan atas penerimaan daerah serta hasil

253



verifikasi yang dilakukan SKPD terkait, diterbitkan SKLB sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

f. Setiap pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan harus
didasarkan pada Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB],
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB} atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah.

g. Pengguna Anggaran berdasarkan dekumen SKPDLB, SKRDLB atau
dokumen lainnya yang dipersamakan untuk pendapatan selain pajak
daerah dan retribusi daerah menerbitkan surat permchonan
pembayaran pengembalian kelebihan penerimaan pajak
daerah/retribusi daerah kepada BUD.

h. Berdasarkan surat/ permohonan pembayaran kelebihan penerimaan
pajak daerah/retribusi daerah dari PA, BUD menerbitkan Surat
Perintah ' Pembayaran | (SP2} untuk pengembalian kelebihan
penerimaan pajak daerah/retribusi daerah.

i. Penatausahaan pembayaran atas kelebihan penerimaan pendapatan
memuat informasi;—aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Tahap Penerbitan SKLB
1) Bendahara Penerimaan menerima informasi kelebihan atas

penerimaan pendapatan daerah.

2} Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi terhadap informasi
atau permohonan pengembalian kelebthan penerimaan pendapatan
daerah.

3) Setelah terverifikasi, Bendahara Penerimaan menyiapkan SKLB.

4) PPKD mengesahkan dan menerbitkan SKLB.

b. Tahap Pengajuan LS pengembalian atas kelebihan penerimaan
pendapatan daerah
Bagian 1 - Penyesuaian Pendapatan
Berdasarkan pengajuan SKLB untuk pengembalian atas kelebihan
Penerimaan Daerah:

1) yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun sebelumnya

2} yang sifatnya tidak berulang yvang terjadi dalam tahun yang sama

Bendahara Penerimaan SKPD/SKPKD melakukan koreksi pada

rekening penerimaan yang bersangkutan.

Bagian 2 - Belanja Tidak Terduga
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Berdasarkan pengajuan SKLB, Bendahara Pengeluaran SKPD/SKPKD

akan memproses pengajuan LS pengembalian atas kelebihan

pendapatan daerah dan membebankannya pada rekening belanja
tidak terduga.
c. Tahap Penyesuaian Pencatatan

1} Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama,
Bendahara Penerimaan SKPD melakukan penyesuaian pencatatan
terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
dimaksud melalui koreksi kesalahan pencatatan penerimaan
daerah.

2) Berdasarkan SP2 pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah
yang sifatnya tidak berulang dan terjadi pada sebelumnya,
Bendahara = Pengeluaran @ SKPKD melakukan penyesuaian
pencatatan terhadap pengembalian atas kelebihan penerimaan
daerah dimaksud yang dibebankan pada BTT.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA

1.

Ketentuan Umum

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai

pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran

berkenaan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening

Kas Umum Daerah, yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang mana

merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Belanja

daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi kewenangan previnsi atau kabupaten/kota yang

ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan belanja memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 141, Pasal 150, dan Pasal 151 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, pelaksanaan belanja diatur sebagai berikut:

a. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang dipercleh oleh pihak yang menagih.

b. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

c. Pengeluaran kas tersebut di atas tidak termasuk pengeluaran
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keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  pembantu
melaksanakan pembayaran setelah:

1) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran yang diterbitkan ecleh
PA/KPA beserta bukti transaksinya;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

3} menguji ketersediaan dana yang bersangkutan

e. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu wajib
menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persyaratan
tidak dipenuhi.

f. Bendahara & Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
bertanggung jawab ‘'secara pribadi atas pembayaran yang
dilaksanakannya.

g. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai
wajibspungut, Pajakp Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya wajib
menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke Rekening Kas Umum Negara.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit
SKPD.

b. Dalam proses belanja  menggunakan UP, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan
pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar terlebih dahulu kepada PPTK.

¢. Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa
atau melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih
dahulu mendapat persetujuan PA/KPA yang dituangkan dalam Nota
Pencairan Dana {NPD) yang diajukan oleh PPTK.

d. Pemberian uang panjar berdasarkan NPD dilakukan secara non tunai
melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK.
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e. Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,
PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu melalul
transfer ke  rekening Bendahara  Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Jika uang panjar lebih kecil dari realisasi
pembayaran belanja, Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu membayar kekurangannya kepada PPTK
melalui transfer ke rekening PPTK.

f. PPTK bertanggung jawab secara formal dan materil atas penggunaan
uang panjar yang diterima dari Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu,

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pelaksanaan Belanja'Menggunakan Uang Panjar
1} Pengajuan Uang Panjar

a} PPTK menghitung kebutuhan nang panjar ya g berdasarkan
rencang pelaksafiaan sub kegiatan dan DPA SKPD.

b} PPTK menyiapkan NPD|

¢} PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk
mendapatkan persetujuan.

d) PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan
menyampaikannya kepada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,

e} Berdasarkan NPD yang telah mendapat persetujuan PA/KPA,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mencairkan uang panjar sebesar yang tercantum secara non
tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening
PPTK.

2} Pelaksanaan Belanja

a} Setelah menerima uang panj r tersebut, PPTK melakukan
belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang dikelolanya.
Pada saat pelaksanaan belanja, PPTK diwgjibkan untuk
mendapatkan bukti belanja yang sah sebagal syarat
keabsahan belanja secara materiil,

b) Dalam hal sampai dengan batas yang telah ditentukan atau
pelaksanaan sub kegiatan telah selesai, PPTK menyusun
rekapitulasi belanja yang meng nakan uang panjar dilampiri
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dengan bukti-bukti yang sah, untuk selanjutnya diserahkan
kepada Bendahara Pengeluaran untuk diverifikasi dan sebagai
bahan pertanggungjawaban belanja.

¢) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kekurangan pembayaran atas uang panjar yang diberikan,
Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran kekurangan
pembayaran  tersebut secara non  tunai  melalui
pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran ke
rekening PPTK.

d) Berdasarkan hasil verifikasi atas rekapitulasi belanja terdapat
kelebihan uang panjar, PPTK melakukan pengembalian
kelebiban /uang< panjar secara nen tunai  melalui
pemindahbukuan dari rekening PPTK ke rekening Bendahara

Pengeluaran.

b. Pelaksanaan Belanja TanpaUang Panjar

1)

5}

6)

7)

PPTK melakukan belanja sebagai pelaksanaan sub kegiatan yang

dikelolanya dam untuk itu melakukan transaksi dengan pihak

penyedia barang/jasa.

Atas belanja yang dilakukan, PPTK diwajibkan untuk

mendapatkan bukti belanja yang sah sebagai syarat keabsahan

belanja secara materiil.

Berdasarkan bukti-bukti belanja yang sah, PPTK menyiapkan

NPD.

PPTK menyampaikan NPD kepada PA/KPA untuk mendapatkan

persetujuan.

PA/KPA memberikan persetujuan terhadap NPD dan

menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu.

Pada saat bersamaan, PPTK menyerahkan rekapitulasi belanja

disertai dengan bukti-bukti yang sah kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu  untuk

diverifikasi.

Berdasarkan NPD, Rekapitulasi Belanja, dan bukti-bukti yang

sah, Bendahara Pengeluéran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

melakukan proses pembayaran langsung secara tunai/non tunai

Pembayaran secara non tunai  dilakukan melalui

pemindahbukuan dari rekening Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening

pihak penyedia barang/jasa.

c. Verifikasi Belanja oleh Bendahara Pengeluaran

1} Bendahara pengeluaran/bendahara

pengeluaran pembantu

melakukan verifikasi belanja dengan langkah sebagai berikut:

a}] Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja

terkait tidak melebihi sisa anggaran.

b} Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan.

¢l Meneliti keabsahan bukti belanja termasuk bukti/pernyataan

atas pengatatan/pendaftaran BMD.

d} Menguji kebemaran perhitungan tagihan yang tercantum

dalam bukti transaksi,

2) Apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses verifikasi,

Bendahara Pengeluaran akan meminta PPTK untuk melakukan

perbaikan atau penyempurnaan.

3} Proses verifikasi ini menjadi dasar dalam proses penyusunan LPJ

Penggunaan UP.
3. Dokumen Terkait

llustrasi dokumen pelaksanaan dan penatausahaan belanja antara

lain sebagai berikut:

Nota Pencairan

Dana

Jenis NPD 0 Pa

Program
Kegiatan
Sub Kegiatan
No. DPA. e
Tahun Anggaran :

Rindan Belanja:

DAERAH NO: hiresesin

LOGO SKPDucoussssesens
PEMERINTAH NOTA PENCAIRAN DANA (NPD)
v TEANERAE i

njar O Tanpa Panjar

PPTK R ———

Iumiah

setujui ojeh,

2]
a
=

Nama
NIP: e

Pengguna Anggaman/Kugsa ’
Pengpuna Anggaran

289
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Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan

&

A

(=]
Nama.
NP ... niea




M. PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Penetapan besaran Uang Persediaan {selanjutnya disebut UP} merupakan

kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing yang ditetapkan dalam

keputusan Kepala Daerah berdasarkan perhitungan besaran UP yang
dilakukan coleh BUD.

Beberapa ketentuan umum terkait penetapan besaran UP untuk setiap

SKPD adalah sebagai berikut:

a. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak
menggunakan mekanisme LS. Dengan demikian, penghitungan
besaran UP didahului dengan metakukan perhitungan besaran
anggaran belanja yang akan menggunakan LS.

b. Besaran UP dapat juga dihitung berdasarkan proporsi tertentu dari
keseluruhan anggaran belanja yang ditetapkan pada DPA-SKPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Perhitungan besaran UP dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Alternatif 1.:Membuagitotal belanjaUPdengan frekuensi pengajuan LPJ UP

a. Menentukan besaran rencana belanja dengan LS, yang merupakan
penjumlahan antara besaran LS dari belanja operasi, belanja modal,
belanja tak terduga, dan belanja transfer.

b. Menentukan keseluruhan rencana belanja yang akan menggunakan
UP, dengan cara melakukan pengurangan total belanja berdasarkan
DPA SKPD dengan jumlah besaran helanja LS yang sudah dihitung.

¢. Melakukan proyeksi frekuensi berapa kali bendahara melakukan LPJ
UP dalam setahun berdasarkan justifikasi dan/atau pengalaman
tahun-tahun sebelumnya.

d. Menentukan besaran UP dengan rumus:

Rencana pemmbayaran belanja menggunakan uang persediaan
Proyeksi frekuensi pengajuan LPf UP dalam setahun

Besaran UP=
Alternatif 2: Batas maksimal nilai UP ditentukan berdasarkan pagu
anggaran SKPD
a. Menetapkan batas maksimal nilai UP berdasarkan pagu anggaran yang

dimiliki SKPD sebagaimana digambarkan dalam contoh di bawah ini

{angka hanya sebagai ilustrasi:

1} maksimal Rp.50.000.000 untuk Pagu DPA SKPD sampai dengan
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Rp.o00.0GU.000,

2} maksimal Rp.75.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.500.000.000 sampai dengan Rp.1.000.000.000.

3) maksimal Rp.100.000.000 untuk Pagu DPA SKPD diatas
Rp.1.000.000.000.

N. PROSES PELIMPAHAN UANG PERSEDIAAN
1. Ketentuan Umum

Pelimpahan Uang Persediaan {untuk selanjutnya disingkat Pelimpahan

UP) adalah alckasi UP yang ada di Bendahara Pengeluaran untuk

Bendahara Pengeluaran Pembantu. Pelimpahan UP ini bertujuan untuk

memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD, khususnya yang

dikelola cleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pelimpahan UP digunakan—untuk membiayai belanja-belanja yang

dilakukan oleh BendaharaPengeluaran Pembantu di luar LS maupun TU.

Proses pelimpahan UPTini‘muncul karena adanya ketentuan yang

mengatur bahwa Bendahara Péngeluaran Pembantu hanya berwenang

untuk mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan

SPP-TU.

Beberapa ketentuan umum terkait proses Pelimpahan UP adalah sebagai

berikut:

a. Proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari Pengguna Anggaran (PA).

b. Atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan sub kegiatan pada unit
SKPD, yang dilakukan secara non tunai melalui pemindahbukuan dari
rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahara Pengeluaran
Pembantu.

c. Persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan UP kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran.

d. Besarnya jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitungkan
besarnya kegiatan yang dikelola oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

serta waktu pelaksanaan kegiatan.
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e. Atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencatatan pada buku-
buku terkait.

f. Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP yang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran.

g. Pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telah selesai
dilaksanakan dan apabila terdapat sisa uang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Ketentuan pelaksanaan Pelimpahan UP adalah sebagai berikut;

a. Pengguna Anggaran‘menetapkan besaran pelimpahan UP berdasarkan
usulan dari Bendahara Pengeluaran.

b. Bendaharay, Pengeluaran «Pembantu mengajukan permohonan
pelimpahan UP kepada Pengguna Anggaran melalui Kuasa Pengguna
Anggarar.

¢. Berdasarkan ‘besaran pelimpahan UP yang ditetapkan oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran melimpahkan UP ke rekening
Bendahara Pengeluaran Pembantu.

d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
melakukan pencatatan pelimpahan UP tersebut pada buku-buku
terkait.

Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat mengajukan permintaan

pelimpahan UP berikutnya kepada Bendahara Pengeluaran sebesar

pelimpahan UP yang terpakal disertai bukti-bukti transaksi.

O. PERMINTAAN PEMBAYARAN
1. Ketentuan Umum
Permintaan Pembayaran dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai proses awal
pembayaran oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Terkait sekaligus
sebagai proses pembebanan rekening Belanja. Proses permintaan
pembayaran memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Berdasarkan Pasal 142 sampai dengan Pasal 146 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019, permintaan pembayaran diatur sebagai berikut:
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. Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPX
SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD.
. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran SKPD
dan lokasi, disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui
PPK Unit SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain yang
dipersamakan dengan SPD.
. Pengajuan SPP kepada KPA berdasarkan pertimbangan besaran
anggaran Kegiatan SKPD, disampaikan Bendahara Pengeluaran
pembantu melalui PPK SKPD berdasarkan SPD atau dokumen lain
yang dipersamakan dengan SPD.
. SPP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran terdiri atas SPP UP,
SPP GU, SPP TU, dan/SPP.LS. Sedangkan SPP yang dapat diajukan
olehh Bendahara Pengeluaran Pembantu terdiri atas SPP TU dan SPF
LS.
. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP UP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rarngka pengisian UP. Pengajuan SPP
UP diajukan dengan melampirkan keputusan Kepala Daerah tentang
besaran UP.
Penerbitan dan penggjuan dokumen SPP GU dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP. Pengajuan SPP
GU dilampiri dengan dokumen asli pertanggungjawaban penggunaan
UP.
. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran UP dan GU ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Daerah.
. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan SPP TU untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat
mendesak dan tidak dapat menggunakan SPP LS dan/atau SPP
UP/GU.
Batas jumlah pengajuan SPP TU harus mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Dalam
hal sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 {satu) bulan, sisa TU disetor
ke Rekening Kas Umum Daerah. Pengajuan SPP TU dilampiri dengan
daftar rincian rencana penggunaan dana.
Ketentuan batas waktu penyetoran sisa TU dikecualikan untuk:
1) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 {satu} bulan; dan/atau
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2} Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah

ditetapkan sebelumnya akibat peristiwa di luar kendali PA/KPA.
k. Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan oleh Bendahara

Pengeluaran untuk pembayaran:

1} gaji dan tunjangan;

2} kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan

3) kepada pihak ketiga lainnya sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l. Pengajuan dokumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa dapat juga dilakukan cleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya
kepada KPA.

m. Pengajuan dekumen SPP LS untuk pembayaran pengadaan barang
dan jasa oleh .Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
pembantw, dilakukan paling lambat 3 {tiga) hari sejak diterimanya
tagihan dari pihak ketiga/melalui PPTK.

n. Pengajuan SPP LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang
ditetapkan © sesuai” “dengan” ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam rangka kelancaran pelaksanaan sub kegiatan, SKPD diberikan
UP yvang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD.

b. Besaran UP untuk masing-masing SKPD ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah tentang besaran UP, yang ditetapkan satu
kali dalam satu tahun pada awal tahun anggaran, berdasarkan
pertimbangan:

1) ketersediaan kas di RKUD;

2} rencana pembayaran belanja dengan menggunakan mekanisme
LS;

3} besaran anggaran SKPD.

¢. Pengajuan SPP UP mengacu pada Keputusan Kepala Daerah tentang
besaran UP dan disertai dengan pernyataan pengguna anggaran
bahwa wuang persediaan akan digunakan sesuai dengan
peruntukannya.

d. Besaran GU dihitung berdasarkan belanja-belanja yang telah

diverifikasi oleh bendahara pengeluaran dan tidak melebihi besaran
264



UP. Pengajuan SPP-GU terdiri atas:

1} Ringkasan SPP-GU;

2} Rincian belanja yang diajukan penggantiannya sampai dengan
sub rincian ¢bjek; dan

3} Laporan pertanggungjawaban (LPJ} penggunaan UP.

Besaran TU dihitung berdasarkan pengajuan PPTK atau pihak terkait

lainnya vang telah diverifikasi oleh bendahara

pengeluaran/bendahara  pengeluaran  pembantu.  Pengajuan

permintaan pembayaran TU ini didokumentasikan dalam SPP TU

yang terdiri atas:

1} Ringkasan SPP-TU;

2} Rincian belanja yang digjukan TU-nya sampai dengan sub
rincian objek.

Belanja LS adalah belanja yang dananya ditransfer langsung dari

RKUD ke rekening pihalk-ketiga. Meskipun demikian, pembayaran

gaji dan tunjangantdikategorikan sebagai belanja LS dengan

pertimbangan-transfer danany4 [dilakukan langsung dari RKUD ke

penerima {tanpa melalui rekening bendahara pengeluaran/

bendahara pengeluaran pembantu}.

SPP-LS kepada pihak ketiga lainnya digunakan untuk pembayaran

antara lain:

1} hibah berupa uang;

2} bantuan sosial berupa uang;

3} bantuan keuangan;

4} subsidi;

5} bagi hasil;

6} belanja tidak terduga untuk pengembalian kelebihan penerimaan
yvang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya;

7} pembayaran kewajiban pemda atas putusan pengadilan, dan
rekomendasi APIP dan/atau rekomendasi BPK.

Pengajuan SPP-LS harus disertai dengan berbagai kelengkapan

sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS ini

didokumentasikan dalam SPP-LS yang terdiri atas:

1) Ringkasan SPP-LS;

2) Rincian belanja yang diajukan pembayarannya sampai dengan

sub rincian objek.
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i. Pihak ketiga berkewajiban untuk menyampaikan kode e-billing untuk

pembayaran atau penyetoran pajak secara elektronik kepada PPTK,

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pengajuan Permintaan Pembayaran UP

1) Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP sesuai dengan

besaran UP yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala Daerah;

2} Bendahara Pengeluaran mengajukan permintaan pembayaran

UP tersebut kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

b. Pengajuan Permintaan Pembayaran GU

1}

2)

3)

Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran dalam rangka mengganti UP.

Bendahara Pengelvaran mengajukan SPP-GU kepada PA melalui

PPK-SKPD dilarmpiri Surat Pengesahan Laporan

Pertanggungjawaban UP,

Besaran SPP-Gl adalalysebesar UP yang dipertanggungjawabkan

oleh Bendahara Pengeluaran.

SPP-GU. diajukan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit

o0% (lima puluh ‘persen} afau batasan tertentu sesuai dengan

kebijakan daerah masing-masing.

Berdasarkan bukti-bukti transaksi belanja penggunaan UP yang

disampaikan cleh PPTK, Bendahara Pengeluaran menyiapkan:

a) LPJ Penggunaan UP disertai dengan bukti-bukti transaksi yang
lengkap dan sah, termasuk dokumen perpajakan terkait.

b} Pengajuan Permintaan GU yang didokumentasikan dalam SPP-
GU.

¢. Pengajuan Permintaan Pembayaran TU

1}

Pengajuan Permintaan Belanja TU:

a] PPTK menyusun rencana kebutuhan belanja yang akan
didanai TU, berdasarkan rencana sub kegiatan dan DPA-SKPD,
untuk memastikan bahwa kebutuhan dana tersebut
memenuhi persyaratan pengajuan permintaan belanja TU,
yvaitu:

(1) Kegiatan yang bersifat mendesak;
{2} Tidak dapat menggunakan SPP-LS dan/atau SPP-UR/GU.

b) PPTK menyiapkan rincian rencana penggunaan dana TU
scbagal syarat pengajuan permintaan belanja TU yang

didokumentasikan dalam Daftar Rincian Rencana Belanja TU.
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PPTK kemudian menvampaikan Daftar Rincian Rencana
Belanja TU tersebut kepada PA untuk mendapatkan
persetujuan.

¢) Setelah memberikan persetujuan, PA memberikan Daftar
Rincian Rencana Belanja TU kepada PPKD.

d} PPKD memberikan persetujuan Daftar Rencana Rincian
Belanja TU dengan memperhatikan batas jumlah pengajuan
permintaan belanja TU yang ditetapkan dengan Peraturan
Kepala Daerah.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran TU
a) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menerima Daftar Rincian Rencana Belanja TU sebagai dasar
pengajuan permintaan pembayaran TU.
b) Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
meneliti rencana belanja TU dengan langkah sebagai berikut:
(1} Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
terkait fidak melebihi sisa anggaran;

{2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk
belanja terkait telah disediakan,;

{3) Meneliti perhitungan pengajuan TU dan/atau dokumen
yang mendasarinya;

¢} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan permintaan TU yang didokumentasikan dalam
SPP-TU;

d} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran TU tersebut
kepada PA/KPA melalui PPK-SKPD.

d. Pengajuan Permintaan Pembayaran LS
1) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Gaji dan Tunjangan

a) PPTK menyiapkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan
sebagai dokumen pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji
dan Tunjangan.

b) Rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dilengkapi:

(1} Daftar perubahan data pegawai yang ditandatangani oleh
pejabat sesuai kewenangan;
(2) Salinan dokumen pendukung perubahan data pegawai

yang telah dilegalisasi cleh pejabat yang berwenang
267



c}

meliputi:

{a} gaji induk;

{(b) gaji susulan;

{c} kekurangan gaji;

(d} gaji terusan;

{e) SK CPNS;

{fi SKPNS;

{(g) SK kenaikan pangkat;

(h} SK jabatan;

{i) kenaikan gaji berkala;

{j) surat pernyataan pelantikan;

ikh surat pernyataan melaksanakan tugas;

(I} daftarkeluarga (KP4);

{m) fotokopi.surat nikah;

{n) fotokopi akte kelahiran;

(o} surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP
gajl;

{p) surat keterangan masih sekolah/kuliah;

{g) surat pindah; dan

(r} surat kematian;

Kelengkapan dokumen di atas disesuaikan dengar

peruntukannya.

Berdasarkan rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan dar

dokumen pendukung, Bendahara Pengeluaran memverifikas:

rencana belanja gaji dan tunjangan dengan langkah antarz
lain:

{1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanjs
gaji dan tunjangan yang akan diajukan tidak melebihi sisz
anggaran,

(2) Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dans
untuk belanja gaji dan tunjangan yang akan diajukan telak
disediakan;

(3} Meneliti validitas perhitungan dokumen daftar gaji.

Berdasarkan  hasil verifikasi, Bendahara Pengeluarar

menyiapkan pengajuan permintaan pembayaran LS Gaji dar

Tunjangan yang didokumentasikan dalam SPP-LS Gaji dar

Tunjangan. Pengajuan tersebut disampaikan kepada PA
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melalui PPK-SKPD.

2) Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Pengadaan Barang dan

Jasa

a} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Pengadaan Barang dan Jasa dengan mengacu

kepada berita acara dan dokumen pengadaan. Dokumen

pengadaan yang dimaksud antara lain:

{1)
{2)
{3)
{4)
{9)
{6)
{7
{8)
)

{10}

(11)

dokumen kontrak;

berita acara pemeriksaan;

berita acara kemajuan pekerjaan;

berita acara penyelesaian pekerjaan;

berita acara serah terima barang dan jasa;

berita acara pembayararn;

surat jaminan bank;

surat referensi/keterangan bank;

jaminan pembayaran dari bank yang sama dengan bank
RKUD;

surat pernyataan kesanggupan dari pihak lain/rekanan
untuk menyelesaikan pekerjaan seratus persen sampai
dengan berakhir masa kontrak;

dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-
kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya

bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri.

Kelengkapan dokumen pengadaan di atas disesuaikan dengan

kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat pengadaan barang dan

jasa yang dilakukan.

b} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memverifikasi rencana belanja pengadaan barang dan jasa

dengan langkah antara lain:

(1)

Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk belanja pengadaan barang dan jasa yang akan
diajukan telah disediakan;

Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja
pengadaan barang dan jasa yang akan diajukan tidak
melebihi sisa anggaran;

Meneliti kelengkapan dan validitas perhitungan atas

tagihan pihak ketiga, Berita Acara Serah Terima {BAST),
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3)

c)

dan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menyiapkan
pengajuan permintaan pembayaran LS Pengadaan Barang dan
Jasa yang didokumentasikan dalam SPP-LS Pengadaan Barang
dan Jasa.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS
Pengadaan Barang dan Jasa tersebut kepada PA/KPA melalui
PPK-SKPD/PPK-unit SKPD.

Pengajuan Permintaan Pembayaran LS Kepada Pihak Ketiga

Lainnya

a)

Bendahara s Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

menyiapkan LS Kepada Pihak Ketiga Lainnya dengan mengacu

kepada Keputusan Kepala Daerah dan dokumen pendukung
lainnya.

Besaran Pengajuan LS kepada pihak ketiga lainnya sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dihitung

berdasarkan keputusan kepala daerah dan/atau dokumen
pendukung lainnya yang telah diverifikasi oleh bendahara
pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

memuverifikasi rencana pembayaran kepada pihak Kketiga

lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dengan langkah antara lain:

(1) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa
pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan tidak melebihi sisa anggaran,;

{2} Meneliti dokumen SPD terkait untuk memastikan dana
untuk pembayaran kepada Pihak Ketiga lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
akan diajukan telah disediakan,;

{3). Meneliti  kelengkapan dan validitas perhitungan
berdasarkan keputusan Kepala Daerah dan/atau

dokumen pendukung lainnya.
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d} Berdasarkan hasil verifikasi, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan
Permintaan LS kepada Pihak Ketiga lainnya yang
didckumentasikan dalam SPP-LS kepada Pihak Ketiga lainnya.

e} Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
mengajukan persetujuan permintaan pembayaran LS pihak
ketiga lainnya tersebut kepada PA/KPA melalui PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen permintaan pembayaran antara lain sebagai berikut:
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a. SPP-UP

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™ ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
IOTHOLE © virneriarereransessississrnssnessnnes
Uang Persediaan
SPP-UP
1.Nama SKPD
2.Nama Pengpuna Anggaran

3. Nama Bendahara Pengeluaran

4. NPWP Bendahara Pengeluaran

5. Nama Bank

6. Nomor Rekening Bank

7. Untuk Keperiuan

8, Dasar Pengeluaran

VISPD ... Nomor: ... tanggal

Sebesar Rp .
[ TErBING wurimvpgpssersssgrsressssppasessstprssassypianamiin i
No Uralaa
—
1 |SPD
Tanggal @ oo T W HOImOr: i, [Rp
Tanggal | e, NOMOP! s Rp.
DSt 2 sounsnerserersepsesnssssiis DSt viisasiisiaviistoviaisiose Rp.

I |SP2D Sebelumnya

[Tangeal $ wesssmasasoserrrsses

Nomor: v [Rp

Tanggal | e

Nomor: .o [Ro

BEE vvsseiosspnmsisnonasns) JRP.

Pada SPP ini ditetapkan |

ampiran-lampiran yang diperlukan sebagaimana tertera pads daftar kelengkapan dokumen SPP in. .

Salinan 3 Untuk ¥uasa BUD

......... tanggal.........
Bendabara Pengeluaran

{tanda tangan}

{nama lengkarp}
NIP.

Lembar Asli; Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD

Salinan 2 : Untyk Bendahara Pengeluaran
Salinar 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengelyaran
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN {SPE-UP|
Nomor
Tahun Anggaran

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
1 X300 KR XK
2 X300X00XHLIO0 XXX
3 dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4 XX00XHK X0
§ X000 XX
D XXX INKKK
T RILXKXN XX XKK
§ dst
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3
G X0LXLXR KX XY

10. dst
TOTAL.
Terbilang : #4 rupioh #4
Mengetahui/Menyetujui: {Tempat, Tanggal}
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
NIP
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b. SPP-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP}

NOmOr e

Gantl Uang Persedionn

SPP-GU
LNama SKPD L] g
2. Nama Pengguna Anggaran
3.Nama Bendahara Pengeluaran A P
4, NPWP Bendahara Pengeluaran Ul e R Ve
5. Nama Bank
6. Nomor Rekening Bank
7.Untuk Keperluan = | e 0 il e
8. Dasar Pengeluaran 2] 51 0 I Nomor: ... tanggal oo
Sebesar: Rpr Ghaiadgeiiniinngs
ITerBilang coovovver e
Ne Urai an
I T
I [

I |SPD

Tanggal @i, % NORIUE | v R,

Tanggal g Mormor: ... Rp.

Dst Dst: ceesivenaing, aiiaai Rp.
11 |SP2D Sebelumnya

Tanggal @ o, Motor: Rp,

Tanggal @ .. Nomor: .o R

Dist 35 sisiemmmmenniniesiessss T S Rp.

Pada SPP in ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiukan sebagaimana teriera pada daltar kelengkapan doltumen SPP ini.

Bendahara Pengeluaran
(tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/BPK-SKPD

Sallnan 1 : Untuk Kuasa BUD

Sallnan 2 ; Untuk Bendahara Pengeluaran
Salinan 3 : Untuk Arsip Bandahara Pengeluaran
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA% ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN {SPP-GU}
NOMOT § vovecveriiiiriiviriinnes

Tahun Anggaran : ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No

Kode Rekening

Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

o X XEXEIOLEXLXRK

.............................

XX XE LT

.............................

3. st

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

XK LK X0

X 0KH LK

LR e 400

-----------------------------

X 00 00 O0 XKL XX

wl-aglon|en |~

dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

XKLL KRR

10.

dst

Terbi

ang : ## .o, TUDIGH B Y

Mengetahui/Menyetujui:
Pengguna Anggaran

Nama Lengkap|

{Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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c. SPP-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN {SPP)

NOMOr & vvviiiiiieeneeans PUS———

Tambahan Usng Persediaan

SPP-TU

1. Nama SKPD/Unit Kerja

2. Kode dan Mama Sub Kegiatan

3. Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4. Nama PPTK

S. Namsz Bendahara Pepgeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

& NPWP Bendahara Prageluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

7. Nama Bank

8. Womor Rekecing Bank

9 Uniuk Keperluan

10, Dusar Pengeluaran PD
cbesar: Rp el
([ Terbilong . .. G s e
No Urafan
= I
I I
1 |SPD
Tanggal @ e (ETT 1] s PRSPPI Fp.
[Tanggal OROE 1evieiimnenrscnrrnnrnrees Rp.
Pat Dst Rp.
Il |SP2D Schelumnya
Tunggul = il NOmor: ..o vevcvevciniienns [Rp.
TanRel § oimesiianiniiiiian. NOmOK;, v RD.
3t 3 s DY e Sl i Rp.

Pada SPF ini ditetapkan larapiran-larpiran yangdiperlukan sebagaimana lertera pada daflar kelengkapan dukumen SPP ini

Pejabat Pelakeana Teknls Keglatan

jtanda tangan}

{rama lengitap)
NIP.

Lembar Asii: Untuk Pengguna Anggaran/PP-SKPD
Sallnaa 1 : Untuk Kuasa BUD

Sizliman t : Untuk Bendshara PengeluaranfPPTE
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara Penaeluaran/PPTK

Bendahars Pengelusren/Bendahar:

Pengeluaran Pembantu

{tanda tangan)

fnama lengkap)
NIP,
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN {SPP-TU)
(1111, g ———
Tahun Anggaran & ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

IR S 4 80848941

Zo RO Lt

3. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2

PGB8 0 o5« SENEEN R W TSLU PN e

o [ RC0E 000 XX

X000 XX

4
5
Bl ]R30 30X XX XXX
(i
8

. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

O, IR0t L

10. [dst
1471, ) P—
Terbilang : #% ... rupiah # 4
Mengetahui/Menyetujui: {Tempat, Tanggal)
Benda
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengelu;:z:{a ::u hara Pengeluaran
(Nama Lengkap) (Nama Lengkap)
NIParsirisii NI P
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d. SPP-LS (Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor : .......

Langsung Gajt dan Tunjangen

SPP-LE

1.Nama SKPD/Unit Kerja

2 Kode dun Nama Sub Kegiatan

3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengpuna Anggaran

4. Nama PPTK

S.Mama Bendshara Pongeluoran

6NPWP Bendahara Pengeluaran

7.Mema Bank

& Nomor Rekening Bank

9. Uniuk Keperiuan

10.Dasar Pengeluaran

SPRvsianis MNomar: ...

Sebesar: Rp
{Ter B <iia sl iesisatainaisrenisrepiniiessissssesiitia]

Urainn

1 |SPD

TANEEA) | oo

Nomor e e | 154

Tanggal @ .o

BORIOT voreeireir et e Rp.

D5 1} arispinsareseasiaiaes

Datiiiieiiniiivinmnsiniin Rp.

i1 |§P2D Sebelumnys

Tangpal | s,

Nomer: Gl [3=3

B EHTION . tvveieiamnnrmineiaernnan Rp.

Dst st Rp.

Pelabut Pelaksana Teknls Keglatan

ftanda tangan)

[name lengkap)
M1P,

tembar Asll : Untuk Pengguna Anggaran/PPX-SKPG
Sallman L - Lntyk Kuasa BUD

Saliman 2 : Untuk Bendahara Pengelvaran/PPTK
Sailnan 3 : Untuk Arsip Bendahara Pengeluaran/PPTK

Bendehara Pengeluaran

{tanda tangan

Inarna lengkap)
MNP,
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA*|

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG {SPP-LS) GAJI DAN TUNJANGAN
NOMOT & e

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

Tahun Anggaran : ...........

No

Kode Rekening

Uraiar

Nilai Rupiah

Nam

a Kegiatan /Sub Kegiatan 1

1.

XCL R NRICLERX

2.

XL 200 XK XK

3.

dst

Nam

a Kegiatan/Sub Kegiatan 2

4.

K XKOL KKK O

. |xotxao o

R KR X0

ok 0000

]
6.
7
8

|dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9.

X300, 300,300 00 X%

st

10.

Terbilang : #4 ovvvvnininn upiah ¢ 4

Mengetahui/Menyetujui:

Pengguna Anggaran

{Nama Lengkap)

{Tempat, Tanggal)

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap)
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e. SPP-LS Barang dan Jasa

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN {SPP]

NOMOr v

Langsung Barangdap Jesa

SPP-LS

1.Nama SKPD/Unit Kerja

2.Kode dan Nama Sub Kegiatan

3.Nara Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4, Nama PPTK

5.Mama Bendahara Penigeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu

6. NPWP Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

7.Hama Bank

8.Nomor Rekening Bank

9, Untuk Keperivan

10.Dasar Pengeluaran SPD L Nomor: ..., tanggal
Sebesar: Rp
{TErBIIANG «ovveeiisirceniieesiienir o
Ne Uralan
T T
1 )
I |SPD
Tanggal & vvviinniain LB R NOTIOT! iiiiiiiniicineciinnens [RPL
Tanegal ™ il (U EeT 7o) RN Hp.
[r31 B R S p.
11 |SP2D Sebelumnys
Tangga] S AT vary s s—— OO S sssivssines fyiieys iosasganss Rp,
anggal Momor: o Rp.
(D51 5 erasenspriersprueacsrvpans D51 st e Rp.

Pejabat Pelakaana Teknis Kegiatan

{tanda tanganj

{nama lengkap)
NIP.

Lembar Asli: Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKPD
Salletan L Untuk Kirasa BUD

Salinan 2 ; Untuk Bendahara Pengeluaran/PRTi
Salinan 3 : Untuk Arsip Bendahara PengeluarandPFTE

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluara
Pembsantu

{tanda tangan)

{nama lengitap)
NIP.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTAY) ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG (SPP-LS] BARANG DAN JASA
NOMOT & ..oviveiievericinenne
Tahun Anggaran @ ............

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilaj Rupiah

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1

. [ s

R0 KRR KR

3. dst

Nama Kegiatan/SubKegiatan 2

4, [ xR0

5, | X.300300 00 XK. X000

6, |R.300XK. XK. 300 KKK

..............................

7| RO XXX KR

8. |dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9, |KIOLKX. NI

............................

10, [dst
Terbilang : #4 ..o, TUpIQh ¥4
Mengetahui/Menyetujui: {Tempat, Tanggal)
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Pembanty
[Nama Lengkap Nama Lengkap)
] [V Se—————
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f. SPP-LS Pihak Ketiga Lainnya

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA"

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Nomor:.......

Leangsung Pihak Hetiga Lainnya

SPP-LE

1L.Nama SKPD/Unit Kerja

2. Kode dan Nama Sub Kegiatan

3.Nama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

4. Nama PPTK

5.Mama Bendahara Pengeluaran

6.NPWP Bendzhara Fengeluaran

7.Mama Bank

8.Nomor Rekening Bank

Q. Untuk Keperluan

10.Dasar Pengeluaran

SPD e, NOMOE: Luiiiiiiiieiinin tanggal ...

[Sebesar Rp
(Terbilang ..o VRS NN R R EEAAR

No

Uralan

Mormar: - Rp.

L E=T o] R N

DS Gisiiasinaeisiaiiilieiniiana Rp.

11 [SP2D Sebelumnya

Tanggal & o aiinaiainiiindig

(LYY 1700 PP Rp.

Tanggal °

Nomar ‘ Rp.

D] IR O RN PR e e

Pada SPP ini ditetapkan lampiran-lampiran yang diperiukan sebagaimana tertera pada daftar kelengkapan dokumen SPP ini

Pejebat Pelaknana Teknis Hegigtan

{tanda tangan)

{nama lengkap)
NIP.

Lembar Asi : Untuk Pengguna Anggaran/PPK-SKRD
Salinan 1 : Untuk Kuasa BUD

Salinan 2 : Untuk Bendahara Pengeluaran/PPTK
Salinan3 . Untuk Arsip Bendahara PengelsaranfPRTK

Bendahara Pergelunrar

[tanda tangan)

{nama lengkap)
NiP.
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥} ......
SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG {SPP-LS) Pihak Ketiga Lainnya
NOMOT & tovvevecerninineennn,
Tahun Anggaran : ..........

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No Kode Rekening Uraian Nilai Rupiah
Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 1
[ X00KX XX 00K

9 RXRXKOLXR IO
3 st

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 2
4 XXLIKIKXK.KXK

5 XJO0LXKXKXK.I0%

6 XJOLRKXKXK.XXK

7 XXUXXX00XK XXX

g dst

Nama Kegiatan/Sub Kegiatan 3

9 XJOUXK.XKXK. )00

1o dst
TOTAL
Terbilang : #4 rupigh #4
Mengetahui /Menyetujui: {Tempat, Tanggal)
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

NiP NIP

283



P. PERINTAH MEMBAYAR
1. Ketentuan Umum

Perintah membayar adalah kewenangan yang dimiliki Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk belanja yang telah
dianggarkan dalam DPA SKPD. Perintah membayar didahului dengan
proses verifikasi belanja oleh PPK SKPD yang sekaligus menandai
pengakuan belanja tersebut. Proses perintah membayar memuat
informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 147 dan Pasal 148 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, perintah membayar diatur sebagai berikut:

a. Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA mengajukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD«dengan menerbitkan SPM-UP.

b. Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan penggantian UP
vang telahidigunakan-kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-
GU.

c. Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan TU
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.,

d. Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu, PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD melakukan verifikasi atas:

1) kebenaran materiil surat bukti mengenai hak pihak penagih

2) kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan/sehubungan
dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa

3} ketersediaan dana yvang bersangkutan

e. Berdasarkan hasil verifikasi, PA/KPA memerintahkan pembayaran
atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.

f. Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, PA/KPA tidak
menerbitkan SPM-LS.

g. PA/KPA mengembalikan dokumen SPP-LS dalam hal hasil verifikasi
tidak memenuhi syarat, paling lambat 1 {satu) hari terhitung sejak
diterimanya SPP.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan pengajuan permintaan pembayaran dari Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
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b. Perintah pembayaran diajukan oleh Pengguna Anggaran kepada
Kuasa BUD dan didokumentasikan dalam SPM yang disiapkan oleh
PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD setelah sebelumnya melakukan verifikast
kelengkapan dan keabsahan pengajuan pembayaran

¢. Jenis SPM terdiri atas:

1) SPM-UP

2) SPM-GU

3) SPM-TU

4) SPM-LS Gaji dan Tunjangan

5] SPM-LS Pengadaan Barang dan Jasa
6) SPM-LS Pihak ketiga lainnya

d. PPK-Unit SKPD berwenang melakukan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan hanya untuk pengajuan permintaan pembayaran LS
dan/atau TU dari Bendahara Pengeluaran Pembantu.

e. PA/KPA dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran
berkenaan setelahtaliiin‘@anggaran berakhir.

f. Dalam hal PAJKPA berhalangan sementara, yvang bersangkutan dapat
menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SPM
berdasarkan Surat Tugas PA/KPA.

g. Dalam hal PA/KPA berhalangan tetap, penunjukkan pejabat yang
diberi wewenang untuk menandatangani SPM ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah.

h. PPK-SKPD/PPK Unit SKPD dalam penerbitan setiap SPM, melakukan
pencatatan pada register SPM.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Perintah Membayar UP

1} Berdasarkan SPP-UP yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran,
PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan cara meneliti kesesuaian
besaran UP dengan SK Kepala Daerah.

2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, PPK-SKPD
menyiapkan rancangan Perintah Membayar UP yang
didokumentasikan dalam draft SPM-UP untuk ditandatangani
oleh Pengguna Anggaran.

3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-UP paling lama 2 (dua)
hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a} Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan
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b} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD.

b. Perintah Membayar GU

1)

2]

3

4)

PPK-SKPD melakukan verifikasi atas SPP-GU dan LPJ Penggunaan

UP beserta bukti-bukti transaksinya yang diterima dari Bendahara

Pengeluaran dengan langkah berikut:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b} Menelitl dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

c} Meneliti kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti transaksi
dan dokumen perpajakan terkait.

d} Meneliti Kesesuaiann jumlah perhitungan pengajuan GU,
LPJ Penggumaan UP, dan bukti-bukti transaksinya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau  ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan

dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran paling

lambat 1 {satu) hari sejak diterimanya SPP-GU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK SKPD

menyiapkan  pengajuan  Perintah Membayar GU  yang

didokumentasikan dalam draft SPM-GU untuk ditandatangani

oleh Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran menandatangani dan menerbitkan SPM-GU

paling lama 2 {dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap

dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD,

dengan dilengkapi:

a} Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA; dan

b} Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri checklist

kelengkapan dokumen,

¢. Perintah Membayar TU

1)

Berdasarkan pengajuan SPP-TU oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang disertai
dengan Daftar Rincian Rencana Belanja TU, PPK-SKPD/PPK-Unit
SKPD melakukan verifikasi dengan langkah sebagai berikut:
a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;
b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;
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2)

¢) Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan pengajuan
permintaan Perintah Membayar TU.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1

{satu) hari sejak diterimanya SPP-TU.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-

SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar

TU yang didokumentasikan dalam draft SPM-TU untuk

ditandatangani oleh Pengguna/Anggaran.

PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-TU paling lama 2

{dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah

untuk kemudiandisampaikan kepada Kuasa BUD, dengan

dilengkapt:

a) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

b) Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang

dilampiri checklist kelengkapan dokumen.

d. Perintah Membayar LS

1)

2)

Berdasarkan pengajuan SPP-LS oleh Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu yang dilengkapi

dengan dokumen-dokumen pendukungnya, PPK-SKPD/PPK-Unit

SKPD melakukan verifikasi dengan langkah berupa:

a) Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran;

b) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;

¢) Meneliti  kelengkapan dokumen sesuai dengan  jenis
pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di
sistem.

d} Meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung.

e} Meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan
dokumen pendukungnya.

Apabila didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan

dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD meminta

perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
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Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu paling lambat 1
(satu) hari sejak diterimanya SPP-LS.

3) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-
SKPD/PPK-Unit SKPD menyiapkan pengajuan Perintah Membayar
LS yang didockumentasikan dalam draft SPM-LS untuk
ditandatangani oleh PA/KPA

4} PA/KPA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS paling lama 2
(dua) hari sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk
kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

a} Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan
b} Surat Pernyataan-Verifikasi PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD yang
dilampiri checkliist kelengkapan dokumen.

5) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan ETP yang
dicetak dan dikiritn secara gnline dalam bentuk file kepada Kuasa
BUD.

3. Dokumen Terkait

[lustrasi dokumen perintah membayar antara lain sebagai berikut:
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.1 SBPEM-UY

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA#
SURAT PERINTAH MEMBAYAR

Supaya menerbitkan $P20 Kepada:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Uang Persediaan {UP}
Tahun Anggasan: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :

Uraian
No. .
(No. Rekenxr_tg_]

Jumiah

Keterangar

Jumlah|  Rp. o

Informasi : {Tidak mengurangt jumlah pembayaran SPM)

SKPD
Bendahara /pikak lain Urai
S '1"}3 we No. | . Jumlah Keterangar
No. Rekening Bank (No. Rekening)
Nama Bank
NPWP Jumlah{Rp. coin-
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Keglatan §PM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN RILAI Jumlah Yang Diminta .
Jumlah Potongan <
Jumah R v Jumlah Yang Dibayarkan  |Rp..
Uang Sejumlab: (o)
Jumlah $PP Yanp Diminta: RP oo
......... tanggal .
jterbilang) Pengguns Anpgatan
{tanda tangan|
nama lenglkap)
Nomor dan Tanggal SPP Nip.

8PM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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3.2 SPM-GU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Ganti Uang {GU)
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:

SKPD

Bendahara/pthak lain

Nama Bank
NPWP

Dasar Pembayaran

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

No. Rekening Bank . W SN |

Uraian
(No. Rekening)

Fo. Jumlah

Keterangan

Jumlah]  Rp. e

Informast : (Tidak mengurangi jumiah pembayaran SPM)

VUreian
No. Jumlah
(No. Rekening)

Heterangan

Jumlah|Rp. «on

Uniuk Keperiuan :

Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta Risanmamsmige
Jumlah Potongan R smsnsniiisy
Jumah L T— - Jumiah Yang Dibayarkan  [RD. ooy
Uang Sejumlah: (oo
Jumlah SPP Yang Diminta: 4 T
oo tanggal oL
(terbilang) Pengguna Anggaran
|tenda tangan)
[nama lengkap
Nomor dan Tanggal SPP NiP,

SPHini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepalo SKPD
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3.3 8PM-TU

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA¥)

SURAT PERINTAK MEMBAYAR
Tambah Uang (TU}
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan - potongan :

Supaya menerbitkan SP2D Kepada:

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Uraian
(No, Rekening)

No.

Jumlah

Heterangan

Jumlah

Rp e

Informasi : [Tidak mengurangt jumlah pembayaran SPH)

SKPD
Bendahara/phak lain @ Uraian
) No. Jumlak Heterangan
No. Rekening Bank (No. Rekening)
Nama Bank
NPWP Jumlah(Rp. ooy
Dasar Pembayaran
Untuk Keperivan !
Pembebanan Pada Hegiatan SPM Yang Dibayarkan
HODE KEGIATAN URAIAN NILAI Jumlah Yang Diminta L3 s
Jumlah Potongan |14 s
Jumah Rp. oo Jumlah Yang Dibayarkan  [Rp. v
Uang Sejurmlah: ..o Vi)
Jumlah SPP Yang Diminta: 4 R
e e tanggal Lo
{terbilang) Pengguns Anggeran/Kuasa Pengguns Anggaran
{tanda tangan)
nama lengkap
Nomor dan Tanggal SPF NIP.

SPMini sah apabile telah ditandatangant don distempel oleh Kepda SKPD
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3.4 SPM-LS
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA%|

SURAT PERINTAH MEMBAYAR
Langsung (LS}
Tahun Anggaran: No. SPM:
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH Potongan ~ potongan :
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA Uraian
No. Jumlah  [Keterangan
(No, Rekening)
Supaya menerbitkan SP2D Kepada:
Jumlah|  Rp. i
ST Informast : {Tidek mengurangi umiah pembayaran SPH)
Bendahara/pihak lain Urafan
) No. Jumiah Keterangan
No. Rekenmg Bank . S {NG. RekeninL
Nama Bank
Dasar Pembayaran
Untuk Keperluan :
Pembebanan Pada Kegiatan SPM Yang Dibayarkan
KODE KEGIATAN URAIAN NiLAI Jumlah Yang Diminta S ——
Jumlah Potongan i N—
Jumah RD. e - Jumlah Yang Dibayarkan  [Rp oo
Uang Sejumiah; [, )
Jumlah SPP Yang Diminta: Rp. iy
v ewe s tanggal oL
(terbilang) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
{tanda tangan
[nama lengkap|
Nomor dan Tanggal SPP NIP.

SPH ini sah gpabiln teloh ditandnalangani dan distempel oleh Kepala SKPD
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Q. PERINTAH PENCAIRAN DANA

1.

Ketentuan Umum

Perintah pencairan dana dibuat cleh Kuasa BUD untuk mengeluarkan

sejumlah uang dari RKUD berdasarkan SPM yang diterima dari

PA/KPA. Perintah pencairan dana tersebut ditujukan kepada bank

gperasional mitra kerjanya untuk mencairkan dana di RKUD dengan

tujuan pembayaran kepada pihak-pihak terkait sesuai jenis SPM dan

SPP yang diajukan. Proses perintah pencairan dana memuat informasi,

aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan

secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,

pengaturan perintah pencairan/dana adalah sebagai berikut:

a. Kuasa BUD menerbitkan 8$8P2D berdasarkan SPM yang diterima dari
PA/KPA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

¢. Dalam rangka penerbitan®'SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa
Surat Pernvataan Tanggung Jawab PA/KPA;

2) menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3) menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan

4) memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran
Daerah.

d. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
1) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA,

dan/atau
2) pengeluaran tersebut melampaui pagu.

e. Kuasa BUD mengembalikan dckumen SPM dalam hal SP2D tidak
diterbitkan paling lambat 1 {satu} hari terhitung sejak diterimanya
SPM.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Perintah Pencairan Dana disampaikan kepada Bank dengan memuat
informasi tentang:

1} Baki Rekening yang akan dicairkan
2} Jumilah total dana RKUD yang dicairkan

3} Tujuan pembayaran dari jumiah total tersebut yang terinci
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menjadi:
(a) pihak penerima non-pihak ketiga atau pihak ketiga penyedia
barang/jasa
{b) potongan vyang bersifat transitoris, diperlakukan sesuai
ketentuan pada BAB V.C
b. Dalam hal telah dilakukan integrasi sistem antara Kuasa BUD dengan
Bank, harus dipastikan informasi yang dipersyaratkan dalam Perintah
Pencairan Dana tersampaikan antara kedua belah pihak dengan tetap
memperhatikan keamanan digital pada sistem masing-masing.
2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Berdasarkan pengajuan SPM oleh PA/KPA yang disertai Surat
Pernyataan  Verifikasi |PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD dan Surat
Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA, Kuasa BUD melakukan
verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
1) Meneliti dekumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi’sisa anggaran;
2) Meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah disediakan;
3) Meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan pengajuan SPM;
4} Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang
tercantum dalam perintah pembayaran.
b. Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA dan/ atau KPA
apabila:
1} tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
PA/KPA;
2) tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unit
SKPD yang dilampiri checklist kelengkapan dokumen,; dan
3) belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak
tersedia.
¢. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam
proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM
paling lambat 1 (satu} hari terhitung sejak diterimanya SPM.
d. Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam

5P2D.
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3. vokumen lerkait
[lustrasi dokumen perintah pencairan dana antara lain sebaga
berikut:

3.1 SP2D-UP
FORMAT SP2D - UP

PROVINSI/HKABUPATEN/KOTA™ ...... BURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (BP2XL
Nomor ! ...
Nomor SPiM : Crart o BUD/ Kuasa BUD
NPWE
Tanggal

Frahun Anggerar
Nema SKPD

Bank PerngiriIi | oo i i eee e canna e e i e e e
Hendaklah mencairkan / memindahbukulen dari ba ki Rekenmg NoOmoer --« oo oo
Uang sebesar Rp ... ... ... fterbilang | o han b a0

Kepada 3 werrerrerress s B S EERAD: - B

NPWE ' B T T L

Mo, Rekening Banlk H B Arp——
Bank Pensrima :

Keperiven Untuok

Pegu Anggaran LORp. A T e
SJUMLAH
NO KODE HEGIATAN/BUB KEGIATAN URAIAN (Rp}
1
2
3
Jumlah
Potongnn-potongan:
N Urslan (No. Rekening) dumink Ket
Q. rHRian . exenin aterey gt
€ R 4
1.
2.
Jumlsh
Informask: fidak mengurangl umtah pemboyaran SP2D)
Jumiah
Ma-. Uraian (No. Rekaning) Haterangsn
iRp!
X4
2.
3.
4,
Jumnlah
BPID vang Dibayearken
Jumiah yang Dminta Rp -ooee o
Jumlah Potongan R il s ciiasisiinis iiaiy=
Jumlish veang Dibayarken RY .o .-
ang S@ejummleh:
Lembar 1 Bank ¥Yang Ditunjuk P 1:5 1T - - | IR
Lembar 2 : Pengguna Anggaran/Huees Panggune Anggeran Huana Bendahare Umum Daarah

Lernbar 3 - Arsip Kusee BUD
Lembar 4 Pilink Panerime
[tanda tangan]

[nama lenglap)
NiP.

285



3.2 5P2D-GU

FORMAT SP2D - GU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA™ ... SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA {SP2D)
NOImOT | oo
Momor SPM ! Cxari - RBUD/ Kuaneas BUT?
PWp
Tanggal

'l‘&lumﬂnggamn
Nama SKPD

Bank Pengirim : (... 18036080000 000 TR N S R R O £ 0F B arE voan
Hendaklah mencairkan / memindahbukukan dari balki Rekening Noemor ... ... .
Uangse besar Rp ... ... ... (terbilang @ .............)

Ke pada H
NPWP :
No.Rekening Benk

Bank Penerima
Keperluan Untuk

Pagu Anggaran

JUMLAH
NO HODE KEGIATAN/BUS HEGIATAN URAIAN (Rp)
1
2
3
Ju mlah
Pa tongan-potongan:
Jumlah
Mo . Uralzn {No. Rekening} Keterangen
(Rp)
1 %
2.
3
Ju mlah
Informaai: (ttdak mengurengijumian Pembayarans P,
Jumlah
No. Uraien {No. Rekening) Keterangan
(Rgp)
1
ol
&
4
Ju miah
BP2D yang Dibayarian
Jutlah yang Diminta
furnlaubk Potongan
umlinh yeng Dibayarkan

Uang Sejumlah:

Eambar | Rank Yang Ditunfuk coeee e tmOggal

Lember 2 Penggune Anggaran/HKuassn Pengguna Anggeran Kuose Bendahara Umum Doeerah
Lemnbar 3 : Arelp Huass AUD
Ltmbar 4 : Pihak Penerima

{tanda tangan)

nama lenglkap)
N1g,

296



3.3 Brep-iy
FORMAT SP2D - TU

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA [(SP2D

Nomor - ...

Nomor BFM [Dan

i i N PW e
EBNEER

5 Tahun Anggaran

Nama SKPD

RUL fKuesa BUT

Bank Pengirien © ...

Usng sebesar Rp . .o fterbilang @ oo o oo

Hendaklah menceirkan / memindahbubaikan deri baki Rekening Namor .-

Kepada A
NPWE :
Mo, Rekenling Bank
Bank Penerima

Keperluen Untuk : PRRUPOTIUTII N B RS/

Pagu Anggaran b

NO HODE KEGIATAN f8UB KEGIATAN URALAN

JUMLAH
{Rp]

1

Jumlah

Potongan-potongen:

Jumlah

Na. Uraian (No. Rekening!
iRp)

Koterangan

Jumlah

informani: tidak mengurang fumiah pembayamn SP20D)}

Jumleh

No. Uratan {No, Rakaning)
{Rp}

Kotorangan

LN A3 [T I

Jumlah

SP2D yang Dibayarian

Jumlah yang Diminta B lainiaiiaiaissieinny®

Jumlah Patongan RE cccocesioni T

Jumiash yang Dibayarken |3 T -

Uesng Seojumlah:

Lemnbar 1 Bank Yeang DHtunjuk

Lember 2 : Peaggune Anggeran/Huase Penggune Anggeran
Lember 3 : Ar®p Huasa BUD

Lembar 4 Plhek Ponorima

cee oo, tEnpgal Lo

HKusaa Bendahara Umum Desrah

{tande tangan}

nama lengl

NIP.
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3.4 SP2D-L8

FORMAT SP2D - LS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA" ...

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (8P2D)]

AT L e

MNomor SPM :
Tanpgal

Nema SKPD

Dari
NPWP
Tahun Anggaran

: BUD/Kuasa BUD

Bank Pengirim 1 ..o

Uang sebesar Rp ... ... ... fterbilang © ........

Hendaklah mencairkan / memindahbulkukean deri baki Rekening Nomor

...... )

e pada

NPWP [
Mo, Rekkening Bank -
Bank Penerima
F(eperluan Untuk

Pagu Anggaran

JUMLAH
NO HODE KEGIATAN/GBURB KEGIATAN URATAN (Rp)
1
2
3
Jumiah
Potongan-potongan:
Jumlah
Ha., Uralan {No. Rekenlng} Heterangen
{Rgp}
1.
2.
3.
Jumlah
Informeesi: {tidak mengurang! jumlah pemboyaran SP2D)
Jumiah
No. Uralan [No. Rekening) Heterangon
[Fep]
1
e
-3
4.
Jumiah

SP2D yang Dibayarkan

Humlah yang Diminta

l[Jumlah Potongan

Jumluh yang Dibayerkan

Uang Sojumlah:

mbar 1 Bank Yang Ditunjulk
rabar 2
Lembar 3 @ Aralp Kusea BUD

Lembar 4 Pthak Penerima

c Pengguna Anggeran/Kussa Penggune Anggaran

. Coey tanpgal oL
Kuasa Bendahara Umum Dacral
Itanda tangan)

{nome lenplea )
NIP.
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K. PEMBUKUAN BENDAHARA PENGELUARAN

1. Ketentuan Umum

Dalam penatausahaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran/

Bendahara Pengeluaran Pembantu harus melakukan pengendalian atas

pelaksanaan belanja yang menjadi kewenangannya.

Pembukuan yang dilakukan cleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu memuat informasi, aliran data, serta penggunaan

dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan belanja daerah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu menggunakan buku-

buku sebagai berikut:

a.

=3

T S S

Buku Kas Umum

Buku Pembantu Bank
Buku Pembantu Kas Turnai
Buku Pembantu Pajak

Buku Pembantu Panjar

Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja

Pencatatan buku-buku di atas bersumber pada data, antara lain:

a.
b.
C.
d.

€.

Bukti transaksi yang sah dan lengkap
SPP UP/GU/TU/LS

SPM UP/GU/TU/LS

SP2D

Dokumen pendukung lainnya sesuai peraturan perundang-undangan

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Pembukuan atas berbagai transaksi dilakukan dengan ketentuan

sebagal berikut:

1)

Penerimaan Uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
membukukan penerimaan UP/GU/TU berdasarkan SP2D-
UP/SP2D-GU/SP2D-TU, dengan melakukan pencatatan pada
Buku Kas Umurm di sisi penerimaan dan pada Buku Kas Pembantu
Bank dI sisi penerimaan sesuai dengan jumlah yang tertera pada
SP2D-UP/SP2D-GU /SP2D-TU.

Pelimpahan Uang Persediaan

Pelimpahan sebagian UP kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu dicatat pada BKU di sisi pengeluaran, serta pada Buku
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4)

6}

Pembantu Bank di sisi pengeluaran sesuai dengan jumlah UP yang

dilimpahkan.

Pergeseran Uang Persediaan

Dalam hal Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembantu melakukan pergeseran UP/GU/TU yang terdapat di

bank ke kas tunai, dilakukan pencatatan pada BKU sisi

pengeluaran dan penerimaan, pada Buku Pembantu Bank di sisi
pengeluaran, dan pada Buku Pembantu Kas Tunai di sisi
penerimaan sesuai dengan jumlah UP/GU/TU yang digeser.

Pembayaran belanja oleh Bendahara

Atas pembayaran yang dilakukan Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu berdasarkan

bukti-bukti belanja yang disampaikan PPTK secara tunai/non

tunai, dilakukan' pembukuan dengan mencatat pada BKU di sisi
pengeluaran, pada’Buku Pembantu Kas Tunai/Buku Pembantu

Bank di sisi pengeluaran, dan pada Pembantu Sub Rincian Objek

Belanja pada kolomn UP/GU/TU sejumlah nilai belanja bruto.

Pemberian Uang Panjar

Berdasarkan Nota Pencairan Dana PA/KPA, serta bukti

pengeluaran  uang/bukti lainnya yang sah, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran Pembantu  mencatat

pemberian uang panjar sebesar uang yang diberikan kepada PPTK

di BKU pada sisi pengeluaran, pada Buku Pembantu Bank pada

sisi pengeluaran dan Buku Pembantu Panjar di sisi pengeluaran.

Pertanggungjawaban Uang Panjar

Berdasarkan pertanggungjawaban yang diberikan PPTK atas

penggunaan uang panjar, Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu mencatat di BKU pada sisi pengeluaran dan

di buku pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada sisi

pengeiuaran.

a} Dalam hal terdapat pengembalian kelebihan uang panjar dari
PPTK, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembaniu mencatat di Buku Pembantu Bank atau Buku
Pembantu Kas Tunai pada sisi penerimaan sebesar yang
dikembalikan.

b} Dalam hal terdapat kekurangan uang panjar, Bendahara

Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu membayar
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kekurangannya kepada PPTK, dan selanjutnya mencatat di
Buku Pembantu Bank atau Buku Pembantu Kas Tunai pada sisi
pengeluaran sebesar yang dibayarkan.
7) Belanja melalui LS
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
melaksanakan pembukuan pembayaran belanja melalui LS dengan
melakukan pencatatan pada BKU di sisi penerimaan dan sisi
pengeluaran pada tanggal yang sama, dan mencatat pada Buku
Pembantu Sub Rincian Objek Belanja pada kolom belanja LS
sebesar jumlah belanja bruto,
8) Pemungutan dan Penyetoran Pajak
a} Pada saat @ pemugutan/pemotongan pajak, Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat
pada BKU di sisi penerimaan, dan pada Buku Pembantu Pajak
di sisi penerimaans
b) Pada saat penyetoran/ ke Rekening Kas Negara, Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu mencatat pada
BKU di sisi pengeluaran, dan Buku Pembantu Pajak di sisi
pengeluaran.

b. Buku Kas Umum Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu wajib ditutup pada setiap akhir bulan dengan
ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan PA/KPA. Penutupan BKU dilampiri Berita Acara
Pemeriksaan Kas.

3. Dokumen Terkait
[lustrasi dekumen pembukuan bendahara pengeluaran antara lain
sebagai berikut:

3.1 Register SPP-SPM-SP2D
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| PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
HPDupnn | |
TAHUN ANGGARAN..c.

REGBTER SPP/SPM/SP2D
Pml AR IR e

DUTA NUSINDO

Bendahara Penerimaan/
Bendahara Penerimaan
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3.2 BKU

Perlode: .uii

J4smrS [

WV

st snssienserd B NHRINRQ

RPN
terdiri dari:

a. Tunai NRP s TR —
b. Bank 11 1

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ Kirasa Bendahara Pengeluaran/
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran

3!
w "
Nama
NIP: e e

303




3.3 Buku Pembantu Bank

PEMERINTAH PROVINSHKABUP ATEN/KOTA .......
SKPD..covinens
DAGETAH TAHUN ANGGARAN ...ovemes e

BUKU PEMBANTU BANK
Penode: v mem i

A
_ 7N B
Disetuls oleh, (\eeply Disiapkan oleh, |
Pengaiha Angpaman/ “\=" Bendahara Pengeluaran/ |
Kuass f'engguns A éé Bendahara Pengeluaran

o & |
ZDUTANUSINDO .=

3.4 Buku Pembantu Kas

V200l PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

SPEMERINTAM - 3.0 ¢ NN
DAERAH TAHUN ANGGARAN...........

BUKU PEMBANTU KAS TUNAI
Periodes ...

sy e

Disetujui oleh, Disiapkan oleh,

Pengguna Anggaran/ Benadahara Pe ngeliaran/
Kuasa Pengguna Bendahan P engeluamn
8]
Nama Napgw
NIP: s NP e sseae s
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3.5 Buku Pembantu Pajak

SKPD . viioinse
TAHUN ANGGARAN....cccviee

BUKU PEMBANTU PAJAK

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATENKOTA -......

Periode: . iiviiia
(I

Disetujul oleh, c!:ﬂaa Distapkan oleh,
Pengguna Anggaran/ D\ A4 Bendahars Pengeluaran/

Kuasa Pengguna éé Bendahara Pengelvaran

] 7
B aE
S PDUTA NUSINDO yiam.

3.6 Buku Pembantu Panjar

LOGO

i PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA .......
(370 ) —

PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN.......c....

DAERAH

BUKU PEMBANTU PANIAR

Diserulit oleh,
Pengguna Anggaren/ Kuass
Pengguna Abggaran

i

Hama.
NP v

Disiapkan olah,

Bandahara Pengetuaran/ Bendahara
Pengeluaran Pembantu
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3.7 Buku Pembantu per Sub Rincian Objek

| PEMERINTAH PROWNSIfMBUPATEWKOTA ..... =
SKPD.Lwiian

Kode Rekening

Nama Rekening L ERERRA A
Tumdah Anggaran (DPA) s RP s
Hurniabh Angparan {DPPR) ] ;7 - S

| BUKU PEMBANTL SUB RINCIAN OBYEK BELAN 1A

Pert QR I e i iras
‘ No. | Tanggal | No. BKU Uraian Bealanja s Belanja TU 32;325 Saldo
-
|
|
Disetului oleh, Disiapkan ofeh,
Pengzuna Angaran/ Bendahara Fengeluaran/
Kussa Pengguna Bendahars Pengelugon
e &
R
| B &
| Nams N
| 1 S—— MNP wn

5. PENYAMPAIAN LAPCRAN  PERTANGGUNGJAWABAN  BENDAHARA
PENGELUARAN
1. Ketentuan Umum

Sebagai baglan dari tugas dan tanggung jawabnya, Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu harus menyampaikan

Laporan Pertanggungjawaban {LPJ). Penyusunan dan penyampaian LPJ

Bendahara memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan

penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Berdasarkan Pasal 153 Peraturan Permerintah Nomor 12 Tahun 2019,

laporan  pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembantu diatur sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran secara administratif wajib
mempertanggungjawabkan penggunaan UP/GU/TU/LS kepada PA
melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

b. Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu pada

SKPD  wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas
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pengelolaan uang yang menjadi tanggung Jjawabnya dengan
menyampaikan LPJ pengeluaran kepada PPKD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya.

¢. Ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan LPJ pengeluaran
dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban
ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah.

d. Penyampaian pertanggungjawaban Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu secara fungsional
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan
pertanggungjawaban pengeluaran oleh PA/KPA.

e. Untuk tertib LPJpada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
pengeluaran dana bulan Desember disampaikan paling lambat tanggal
31 Desember.

Terkait hal tersebut di atas; Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan pertanggungjawaban
atas pengelolaan yang terdapat dalam kewenangannya.

b. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, meliputi:

1) LPJ Penggunaan UP

a}) LPJ penggunaan UP dilakukan Bendahara Pengeluaran pada
setiap pengajuan GU.

b) LPJ penggunaan UP disampaikan kepada PA melalui PPK-SKPD
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

c) LPJ Penggunaan UP dijadikan sebagai lampiran pengajuan SPP-
GU.

d) Pada akhir tahun LPJ Penggunaan UP disampaikan secara
khusus ({tidak menjadi lampiran pengajuan GU), sekaligus
sebagai laporan sisa dana UP yang tidak diperlukan lagi.
Penyampaian LPJ ini diikuti dengan penyetoran sisa dana UP ke
RKUD.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a} Pertanggungjawaban penggunaan TU dilakukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU
yang dikelolanya telah habis/selesai digunakan untuk mendanai
suatu sub kepgiatan atau telah sampai pada waktu yang

ditentukan sejak TU diterima.
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b} Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada
PA/KPA melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢) PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh PA/KPA.

3} Pertanggungjawaban Administratif

a} Pertanggungjawaban administratif disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal
10 bulan berikutnya;

b) Pertanggungjawaban  administratif  berupa LPJ  yang
menggambarkan jumlah anggaran, realisasi dan sisa pagu
anggaran _secara. kumulatif dan/atan per kegiatan vyang
dilampiri:

{1) BKU;
{2) Laporan penttupan kas {(BKU); dan
{3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu

¢} Pada bulan —terakhir tahun anggaran, LPJ administratif
disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari dan wajib
melampirkan bukti setoran sisa UP.

4} Pertanggungjawaban Fungsional

a} Pertanggungjawaban fungsicnal disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya.

b) Pertanggungjawaban fungsional berupa LPJ yvang merupakan
konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantuy,
dilampiri:

{1) Laporan penutupan kas; dan
(2) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

¢} Pertanggungjawaban fungsional disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat
persetujuan PA,

d) Pada bulan terakhir tahun anggaran, pertanggungjawaban
fungsional disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari
dan wajib melampirkan bukti setoran sisa UP

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Pertanggungjawaban Penggunaan UP

1} Pada setiap pengajuan GU, Bendahara Pengeluaran menyiapkan
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LPJ penggunaan UP.

2} Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan UP disampaikan kepada
Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD sebagai lampiran pengajuan
SPP GU dengan dilampiri bukti-bukti yang lengkap dan sah,

b. Pertanggungjawaban Penggunaan TU

1} Bendahara Pengeluaran menyusun LPJ Penggunaan TU setelah TU
yang dikelolanya telah habis digunakan untuk mendanai suatu sub
kegiatan dan/atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

2} Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Penggunaan TU
kepada PA melalui PPK-SKPD dengan dilampiri bukti-bukti belanja
yang lengkap dan sah.

3} PPK-8SKPD melakukan:werifikasi terhadap LPJ penggunaan TU
sebelum ditandatangani oleh PA dengan langkah-langkah sebagai
berikut:

a. Meneliti dokumentSPD untuk memastikan dana untuk belanja
terkait telah/disediakan!

b. Meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait
tidak melebihi sisa anggaran.

¢. Meneliti keabsahan bukti belanja.

¢. Pertanggungjawaban Administratif

1} Penyusunan LPJ

a. Setiap akhir bulan, Bendahara Pengeluaran Pembantu
menyiapkan LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk
disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.

b. Bendahara Pengeluaran akan menyiapkan LPJ Bendahara serta
melakukan konsolidasi dengan LPJ Bendahara Pembantu. LPJ
Bendahara memberikan gambaran jumlah anggaran, realisasi,
dan sisa pagu anggaran secara kumulatif dan/atau per kegiatan
yang dilampiri:

(1) BKU;
(2) Laporan Penutupan Kas;
{3) LPJ Bendahara Pengeluaran Pembantu.

2} Penyampaian LPJ Administratif
a. Bendahara Pengeluaran menyampaikan LPJ Bendahara kepada

PA melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 bulan

berikutnya.
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b. PPK-S8KPD melakukan verifikasi terhadap LPJ administratif

dengan langkah-langkah sebagai berikut:

{1} Meneliti transaksi belanja beserta tanda bukti belanja yang
terdckumentasikan dalam buku atau laporan terkait

{2} Meneliti penerimaan SP2D yang terdokumentasikan dalam
buku atau laporan terkait

(3} Melakukan analisis kesesuaian dan kepatuhan terhadap
proses belanja dan pengeluaran kas

2) Apabila dalam proses verifikasi, PPK SKPD menemukan
ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan, maka PPK SKPD
meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara
Pengeluaran.

3} Dalam hal proseswverifikasi dinyatakan sah dan lengkap, maka PPK
SKPD akan pengajuan penandatanganan dan persetujuan LPJ
Bendahara secara administratif kepada Pengguna Anggaran.

4} Pengguna Anggaran-menandatangani LPJ Bendahara yang sudah
diverifikasi sebagai bentuk persetujuan.

d. Pertanggungjawaban Fungsional

1) Setelah LPJ Bendahara Pengeluaran ditandatangani oleh Pengguna
Anggaran, Bendahara Pengeluaran menyampaikan
pertanggungjawaban fungsional kepada PPKD selaku Kuasa BUD
untuk ditandatangani, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

2) PPKD selaku kuasa BUD melakukan proses verifikasi dan
menandatangani LPJ Bendahara Pengeluaran sebagai bentuk
persetujuan.

e. Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu, meliputi:
1} Pertanggungjawaban penggunaan Limpahan UP

a. Pertanggungjawaban penggunaan UP dilakukan Bendahara
Pengeluaran pada setiap pengajuan penggantian limpahan UP.

b. Pertanggungjawaban penggunaan limpahan UP disampaikan
kepada KPA melalui PPK-Unit SKPD berupa LPJ limpahan UP
yang dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢. LPJ-limpahan UP disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran
sebagai dasar penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran.

2) Pertanggungjawaban penggunaan TU

a. Pertanggungjawaban penggunaan TU  dilakukan oleh

Bendahara Pengeluaran Pembantu setelah TU yang dikelolanya
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telah habis/selesai digunakan untuk mendanal suatu sub
kegiatan atau telah sampai pada waktu yang ditentukan sejak
TU diterima.

b. Pertanggungjawaban penggunaan TU disampaikan kepada KPA
melalui PPK-SKPD/PPK-Unit SKPD berupa LPJ-TU yang
dilampiri bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah.

¢. PK-SKPD/PPK-Unit SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
penggunaan TU sebelum ditandatangani oleh KPA.

3) LPJ

a. Bendahara Pengeluaran Pembantu menyampaikan LPJ kepada
Bendahara Pengeluaran <paling lambat tanggal 5 bulan
berikutnya, dilampiri:

{1) BKU; dan
{2) Laporan penutupan kas.
b. PPK-SKPD/PPK-Unit"SKPD melakukan verifikasi terhadap LPJ
sebelum ditandatangani KPA untuk mendapatkan persetujuan.
3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen  penyampaian laporan  pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran antara lain sebagai berikut:
3.1 LPJ-UP
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

R0V SKPD.......
EVLELI Tahun Anggaran.....

Lo

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN UANG g ERSEDIAAN
m:ﬂ.l““.

Besaran UP berdasarian SK KDH:

Uang Persediaan (UP) Awal Periode ! ...
Penggunan Uang Persediaan (UP)  : womseneen
Uang Persediaan (UP) AKRIr PEHIOGE : wummimane

Urusan 2 it
Bidang Urusan ! coveenane
Program ¥ ikl
Kegiatan iR
Sub Kegiatan H

Urusan -
Bidang Urusan ! wcocvmsmesenn
Prozram R
Kegiatan - ——

Bendahara Pengeluaran

Nama
MR s
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3.2 LPJ-TU

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN
Perioder ..

Program
Sub Kegiatan T
Tanggal SPDTY  trvenene

_ Kode Rekening Jumlah
TOTAL
Tombahan Uang Persediaan (TU)
Sisa Tambahan Uang Persediaan (TU)
Menyetujui, Disiapkan oleh,
Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran
A P
[ o
Nama Nama
NIP: covccinns ] |
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Laporan Penutupan Kas

Tahun Anggaran.....--
LAFORAN PENUTUPAN KAS
Bulani........
Kepada Yih;,
Di Tempat

Dengan memperhatikan \feraturan  Gubemur/Bupati/Walikota............
MG .o TANUN.L..cZMeagenai | Sistem dan Proseduyr Pengelolaan
Keuangan Daerah, beesama ini kami sampaikan laporan Penutupan Kas
Bulanan yang terdapat di fentahara Pengeluaran SKPD........... adalah
sejumiah Kp....... .a.dengarn periftan sebagai berikut:

Al Saldo'awal'bulantanggal Rp.

A2 jumiah Penerimaan Rp.

A3 Jumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Saldo Akhir bulan tanggal........terdiri dari saldo di kas tunaj sebesar
17+ S dan saldo 4i bank sebesar RPaeveee e

8. Kasdi Bendahara Pengeluaran Pembantu

Al Saldo awal bulan tanggal Rp.

A2 lumlah Penerimaan Rp.

A3 jumalah Pengeluaran Rp.

A4 Saldo akhir bulan tanggal Rp.

Salde Akhic butan tanggal...... terdiri dari saldo di kas tunai sebesar
RP.icvrsniiiinnee. AN saldo di bank sebesar Rpo

C. Rekapitulasi Posisi Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1 Saido Xas Tunai Rp.
€2 Saldo Bank Rn.
(.3 Saldo Totat Rp.
Bendahara Pengeluaran
B
i
]
Nama
MiP:




3.4

SPJ Administratif

LAPORAN PERTANGGUNGIAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

(SP] ADMINISTRATIF)
[

al
N

JUMLAR

Penerimaan

- Potongan Pajak

a, PPN

b. PPh 21

PP

d. PPh 23

- Lain-lain

Jumlah Penerimazn

Pengeluaran |

-5P) (LS+UR/GU/TU)

- Penyetoran Pajak

3, PEN

b, PPh 21

CPPh22

d.PPh 23

- lain-lain

lumlah Pengeluara

=

Saldo Kas

Menyetujui,
Pengguna Anggaran

Nama
NIF: sisaari

Disiapkan al_éh,
Bendahara Pengeluaran

Nama.

—_—

1] —
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3.5 SPJ Fungsional

cal] PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA. ...
PEMERTNTAH K5 2. I
| Tahan ANGEATaN...w

LAPORAN pE RTANGG| NGIAWABAN ¢ NDAHARA PENGELUARAN
{SPJ 4 NGSIONAL)
Bulaniua.

JUMLAH i

Penerimain: A\ L4
8P2D,
- Potongan Pajak
#. PPN
b. BPH 21
. PPR.
d. PPh
-Lain:ian
Jumiah Penerimaan
Pengeluaran I
-SPJ (LS=UR/GU/TU)
- Penyetoran Pajak
a PeN
b. PPh 21
t PP 22
d. PPh 23
-Lain-iam
Jumlah Pengeluaran

Raldo Kas

Menyatujui, Disiaphkan aleh,
Fengguna Anggamn Bendahara Pengeluaran

Nama
R s
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T. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA YANG MELAMPAUI
TAHUN ANGGARAN

1. Ketentuan Umum

a. Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan

yvang melampaui tahun anggaran dapat terjadi akibat:

1) keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah

diselesaikan 100% pada tahun berkenaan;

2) perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan  perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang danjasa;

3) keadaan di luar kendali Pemerintah Daerah dan/atau penyedia
barang dan Jasa termasuk keadaan kahar (force majeure} sesuai

peraturan perundang-undangan

4} kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan
pengadilan yang bersifat tetap.

b. Pelaksanaan pembayaran atas keterlambatan pembayaran terhadap
pekerjaan yang telah diselesaikan 100% pada tahun berkenaan,

pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1} melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2} pembayaran atas kewsajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, Kkegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening
berkenaan.

3} mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD
sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

¢. Pelaksanaan pembayaran atas perpanjangan waktu pelaksanaan
pekerjaan sesual ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, pemerintah daerah

melakukan tahapan sebagai berikut:
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1) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

2) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaarn.

3) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar

pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas keadaan di lar kendali
Pemerintah Daerah dan/atau _penyedia barang dan jasa termasuk
keadaan kahar, A{force ~majeure) sesuai peraturan perundang-

undangan, pemerintah daerah melakukan tahapan sebagai berikut:

1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan
penyelesaian pekerjgan ;pada tahun anggaran yang berkenaan
untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi
bukan | karena | kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau

pengguna barang dan jasa;

2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai

peraturan perundang-undangan;

3) melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

4} pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, kegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.

5) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Pelaksanaan pembayaran atas kewajiban lainnya pemerintah daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain
hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap, pemerintah daerah

melakukan tahapan sebagai berikut:

1} Kepala SKPD meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah

daerah sebagai dasar penganggaran dalam APBD;
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2} melakukan perubahan perkada tentang penjabaran APBD dan
diberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk selanjutnya
ditampung dalam perda perubahan APBD;

3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, Kkegiatan, dan sub kegiatan serta kode rekening

berkenaan.

4) mengesahkan DPA SKPD atau Perubahan DPA SKPD dan SPD

sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.

Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran berkenaan
yvang melampaui tahun anggaran, harus dilakukan reviu terlebih
dahulu oleh APIP sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Hasil reviu APIP. menjadi-salah satu dasar pemerintah daerah untuk
menganggarkan dalam. perubahan perkada tentang penjabaran
APRD;

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melampaui

tahun anggaran diatur dalam peraturan kepala daerah.

U. BELANJA WAJIB DAN MENGIKAT

1. Ketentuan Umum

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja yang harus dikeluarkan dalam

rangka pemenuhan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat

mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan

harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup

untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan,

Berdasarkan Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019

beberapa ketentuan umum terkait pelaksanaan anggaran untuk belanja

yang bersifat wajib dan mengikat adalah:

&.

Dalam hal Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan
bersama dalam waktu 60 {enam puluh) hari sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ocleh Kepala Daerah
kepada DPRD, Kepala Daerah menyusun rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun

anggaran sebelumnya.
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b. Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sebagaimana
dimaksud di atas diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat
dan belanja yang bersifat wajib.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Dalam hal terdapat belanja yang sifatnya wajib dan mengikat sebelum
DPA-SKPD disahkan, maka BUD dapat membuat SPD-nya tanpa
menunggu DPA disahkan setelah diterbitkan peraturan kepala
daerah tentang belanja wajib dan mengikat.

b. Tidak tertutup kemungkinan jika pericde SPD untuk masing-masing
SKPD dalam satu daerah berbeda-beda. Misalnya Dinas Pendidikan
Kabupaten A, SPD'diberikan tiap bulan karena kebutuhan dana yang
sangat besar @sedangkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten A

penerbitan SBD diberikan per triwulan.

c. Pembayaran atas beban AFPBD dapat dilakukan berdasarkan SPD,
atau DPA-SKPD; ‘atau‘dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

2. Ketentuan Pelaksanaan
Ketentuan pelaksanaan anggaran untuk belanja yang sifatnya wajib dan
mengikat dapat dibagi menjadi 2 {dua) yaitu:
a. Dalam hal keterlambatan penetapan APBD; dan

b. Dalam hal dekumen belum siap.

V. SUB KEGIATAN YANG BERSIFAT TAHUN JAMAK

Sub Kegiatan Tahun Jamak adalah sub kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 {satu) tahun anggaran yang

pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jamak.

Mengacu pada Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan terkait sub kegiatan yang bersifat

tahun jamak sebagat berikut:

a. Dalam melaksanakan sub kegiatan yang bersifat tahun jamak
(multiyears), harus ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Daerah

b. Penganggaran Kegiatan Tahun Jamak berdasarkan atas persetujuan

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

c. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD ditandatangani

bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS.
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d. Peraturan Daerah {Persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan

DPRD]} tahun jamak sekurang-kurangnya memuat:
1} nama sub kegiatan;
2] jangka waktu pelaksanaan sub kegiatan;
3) jumlah anggaran; dan
4) alckasi anggaran per tahun.
e. Sub Kegiatan tahun jamak dengan kriteria meliputi:

1} Pekerjaan Konstruksi atas pelaksanaan Sub Kegiatan yang secara
teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan satu output
yvang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan;

atau

2) Pekerjaan atas pelaksanaan sub kegiatan yang menurut sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran seperti
penanaman benih /bibit, penighijauan, pelayanan perintis laut/udara,
makanan dan obat di-rumah sakit, layanan pembangunan sampah
dan pengadaan jasa cleaning service.

3} Jangka waktu pelaksanaan tahun jamak tidak melampaui masa
jabatan Kepala Daerah.

4} Dalam hal pelaksanaan tahun jamak, masa jabatan Kepala Daerah
berakhir sebelum akhir tahun anggaran, sub kegiatan tahun jamak

dimaksud dapat diselesaikan sampai berakhirnya tahun anggaran.

W. PENATAUSAHAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 154

sampai dengan Pasal 156 pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan

penerimaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

a. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaraan
Pemhiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

b. Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

¢. Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.
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. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya digunakan dalam

tahun anggaran berjalan untuk:

1} menutupi defisit anggaran;

2) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

3} membayar bunga dan pokck Utang dan/atau obligasi daerah yang

melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
4) melunasi kewajiban bunga dan pokek Utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya

kebijakan Pemerintah;

6) mendanai pregram, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia

anggarannya; dan/atau

7} mendanai subl . kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas

akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan

sesuai peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan setelah jumlah Dana Cadangan yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan

yang bersangkutan mencukupi.

. Pemindahbukuan paling tinggi sejumlah pagu Dana Cadangan yang akan
digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran berkenaan
sesuai dengan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang

pembentukan Dana Cadangan.

. Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum
Daerah dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh Kuasa
BUD atas persetujuan PPKD.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan

melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas

Penerimaan dan Pengeluaran {BKPP) pada sisi penerimaan sedangkan
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pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran {BKPP) pada sisi pengeluaran.

. Terhadap penerimaan dan pengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran {BKPP} pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan
Pengeluaran {BKPP) pada sisi pengeluaran

. Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan atas pemindahbukuan

dari rekening Dana Cadangan ke RKUD menggunakan Buku Kas

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan (BKPP}.

. Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
melalui RKUD.

. Pembukuan pemberian pinjaman dan penerimaan kas atas Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah menggunakan Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD
untuk pemberianypinjamany pada sisi-pengeluaran dan penerimaan kas
atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah pada sisi

penerimaan.

. Pinjaman Daerah merupakan semua transaksi yang mengakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai
uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk

membayar kembali, yang bersumber dari:
1} pemerintah pusat;

2} pemerintah daerah lain;

3) lembaga keuangan bank;

4} lembaga keuangan bukan bank; dan
5} masyarakat,

. Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari pemerintah

pusat dilaksanakan melalui:

1} pembayaran langsung;

2} rekening khusus;

3} pemindahbukuan ke RKUD;
4} letter of credif; dan

5} pembiayaan pendahuluan.
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h. Pembukuan penerimaan kas atas Pinjaman Daerah menggunakan Buku

Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa
BUD pada sisi penerimaan.

Tata cara pelaksanaan Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala
Daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

. Penatausahaan Penerimaan Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elektronik.

. PENATAUSAHAAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Berdasarkan Pasal 154, Pasal 157, dan Pasal 158 Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019;-pengaturan Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pengeluaran Pembiayaan-Daerah adalah sebagai berikut:

a.

Pelaksamaan "dan " penatausahaan” penerimaan dan pengeluaraan
Pembiayaan Daerah dilakukan oleh kepala SKPKD.

Penerimaan dan pengeluaraan Pembiayaan Dacrah dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam
tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan.

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke
rekening Dana Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas
persetujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD
berkewajiban untuk:

1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh
kepala SKPKD;
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2} menguji kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3} menguji ketersediaan dana yang bersangkutan; dan

4} menclak pencairan dang, apabila perintah pembayaran aftas

pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang

ditetapkan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur beberapa

ketentuan sebagai berikut:

a.

Terhadap penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan, Kuasa BUD akan
melakukan pencatatan atas penerimaan pembiayaan pada Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP} pada sisi penerimaan sedangkan
pengeluaran pembiayaanc dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran (BKPP} pada. sisi-pengeluaran.

Terhadap penerimaan danpengeluaran yang telah mendapat pengesahan
BUD, Kuasa BUD mencatat. penerimaan pembiayaan di Buku Kas
Penerimaan dan Pengeluaran (BKPP).pada sisi penerimaaan, sedangkan
pengeluaran pembiayaan dicatat di Buku Kas Penerimaan dan

Pengeluaran {BKPP) pada sisi pengeluaran.

Melunasi kewajiban bunga dan pokok utang untuk penyediaan anggaran
pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari denda dan/atau
sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening
tersendiri untuk Dana Cadangan pada Bank Umum yang ditetapkan
Kepala Daerah dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka pendek

lainnya yang berisiko rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan atas pemanfaaatan Dana
Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencatat Bunga Dana
Cadangan sebagai Lain-lain PAD Yang Sah.

Bunga Dana Cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan
Pemerintah Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam mencapai
indikator capaian sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan satu sub
kegiatan berdasarkan indikator dan target capaian sasaran yang telah

ditetapkan.

Penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik
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negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya ditetapkan dengan

peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Penyertaan medal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk
investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak

kepemilikan.

Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah
merupakan pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula
merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang
dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada
badan usaha mibhk negara, hadan usaha milik daerah, atau badan
hukum lainnya yang dimiliki negara.

. Pemindahbukuan’ atas penyertaan modal daerah dalam bentuk uang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara lain:
1} Peraturan Daerah'tentang penyertaan modal; dan
2) Bukti transfer atas penyertaan medal dari RKUD.

Pembukuan atas—pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas
penyertaan. modal  daerah menggunakan Buku Penerimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil
bersih setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

. Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan daerah yang

dipisahkan antara lain:

1) Peraturan Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan;

2} Bukti hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;

3} Nota kredit atas pemindahbukuan ke RKUD.

. Pembukuan atas Pemindahbukuan hasil penjualan kekayaan daerah

vang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku

Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.
. Pemberian Pinjaman Daerah dapat dilakukan apabila APBD diperkirakan
surplus.

. Pengalokasian anggaran untuk Pemberian Pinjaman Daerah dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam
326



Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada perjanjian

pemberian pinjaman/pemberian utang.

. Tata cara Pemberian Pinjaman Daerah dan Penerimaan Kembali

Pemberian Pinjaman Daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokock utang yang jatuh
tempo dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan mengacu pada

perjanjian utang/cbligasi daerah.

. Pembayaran pokeck utang yang jatuh tempe dilakukan pembebanan

melalui RKUD.

. Pembukuan pengeluaran kas atas pembayaran pokok utang yang jatuh

tempo menggunakan / Buku | Kas Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluaran.

. Tata cara pembayaran pokok utang yang jatuh tempo diatur dalam

Peraturan Kepala Da¢rah.dengan mengacu pada ketentuan peraturan

perundang-undangan.

. Sistemm dan Prosedur Penatausahaan ' Penerimaan dan Pengeluaran

Pembiayaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

. Penatausahaan Pengeluaran Pembiayaan memuat informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara

elekironik.

BAB Vi

LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA APBD DAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. LAPORAN REALISAS] SEMESTER ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PERTAMA APBD

1.

Ketentuan Umum

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD mengungkapkan laporan
kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ikhtisar
sumber, alckasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi serta
ketaatannya terhadap APBD selama periode Januari-Juni tahun
anggaran berkenaan.

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD menggambarkan

perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam periode
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Januari-dJuni pada tahun anggaran berkenaan serta menyajikan unsur-

unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;

b. Belanja;

c. Transfer;

d. Surplus/Defisit-LRA;

e. Pembiayaan; dan

f.  Sisalebih/kurang pembiayaan anggaran.

Berdasarkan Pasal 160 Pemerintah Nomeoer 12 Tahun 2019, ketentuan
umum dalam laporan realisasi sémester pertama APBD adalah sebagai
berikut:

a. Pemerintah Daefah menyusun laporan realisasi semester pertama

APBD dan prognosisuntuk 6 {enam) bulan berikutnya.

b. Laporan disampaikan-kepada DPRD paling lambat pada akhir

bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
Ketentuan Pelaksanaan
Bagian 1: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD pada SKPD

a. Berdasarkan laporan pertanggungiawaban penerimaan bulanan
dari bendahara penerimaan dan laporan pertanggungjawaban
pengeluaran dari bendahara pengeluaran, PPX SKPD menyiapkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

dengan cara:

1} Menggabungkan nilai realisasi penerimaan dan pengeluaran
dalam laporan pertanggungjawaban penerimaan bulanan dan
laporan pertanggungjawaban pengeluaran bulanan per
rekening dan jenis penerimaan belanja dari bulan Januari s.d.

Juni.

2) Jumlah realisasi penerimaan dan pengeluaran per jenis
belanja hasil penggabungan tersebut dimasukkan ke dalam
format laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

SKPD pada kolom realisasi semester pertama.

3) Mengisi kolom sisa anggaran dengan selisih antara anggaran

dan penerimaan.
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4) Mengisi kolom prognosis dengan sisa anggaran ditambah

dengan nilai rencana perubahan anggaran.

PPK SKPD menyerahkan laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis SKPD kepada Kepala SKPD selaku PA untuk

ditandatangani.

Kepala SKPD selaku PA melakukan verifikasi untuk meneliti
ketepatan, kelengkapan dan kevalidan perhitungan dalam
penyajian data dan informasi yang tercantum pada laporan realisasi
semester pertama APBD dan prognosi SKPD yang diserahkan oleh
PPK SKPD.

Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan sesuai, Kepala SKPD selaku
PA menandatanganidaporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis SKPD.

Kepala SKPD selaku PA menyampaikan laporan realisasi semester
pertama APBD dan prognosis SKPD yang telah ditandatangant
kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 hari setelah semester

pertama berakhir.

Bagian 2: Laporan Realisasi Semester Pertama APBD Pemerintah Daerah

a.

Berdasarkan laporan realisasi semester pertama APBD dan
prognosis yang diajukan oleh Kepala SKPD selaku PA, BUD
melakukan verifikasi dengan langkah-langkah meneliti kesesuaian
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD

dengan:
1} pencatatan dan penyetoran penerimaan; dan

2} pencatatan serta pencairan dana untuk belanja SKPD yang
ada di BUD.

Dalam hal verifikasi dinyatakan telah sesuai, BUD menggabungkan
laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis SKPD
menjadi laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis

Pemerintah Daerah paling lambat minggu kedua bulan Juli.

Draf laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
Pemerintah Daerah hasil penggabungan tersebut disampaikan
kepada Seckretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan

Keuangan Daerah untuk mendapatkan persetujuan.
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Setelah disetujui, draf tersebut difinalkan kemudian disampaikan
kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani paling lambat minggu
ketiga bulan Juli,

Kepala Daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis Pemerintah Daerah kepada DPRD paling
lambat akhir bulan Juli.

B. PRASYARAT PERUBAHAN APBD

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait perubahan
APBD sebagai berikut:

1. Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan
APBD.

2. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a.

b.

perkembangan_yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,;

keadaan yang menyebabkamrharus dilakukan pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar

kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;

keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya

harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
keadaan darurat; dan/at

keadaan luar biasa.

C. PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait

perubahan KUA dan perubahan PPAS sebagai berikut:

a.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa

terjadinya:

1}  pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan
daerah;

2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;

dan/atau
330



3} perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta
perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.

Dalam rancangan perubahan KUA disertai penjelasan mengenai

perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
Dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan:

1} program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat diusuikan
untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan
mempertimbangkan sisa _waktu pelaksanaan APBD tahun

anggaran berjalan;

2} capaian sasarait Kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
vang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi
KUA tidak tercapai; dan

3) capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan
yang harus ditingkatkan|dalam perubahan APBD apabila

melampaui asumsi KUA.

2 Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan

tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD,

1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran

yang terdapat dalam perubahan RKPD.
2} TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS

menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
bheserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang

bersumber dari perubahan RKPD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan

rancangan peritbahan PPAS kepada DPRD.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan

perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
Kepala Daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama

berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS.
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Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan
DPRD.

D. PERGESERAN ANGGARAN

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan

terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

a.

Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit
organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan
antar kelompok;,antar jenis, antar objek, antar rincian objek

dan/atau sub rincian objek.
Pergeseran anggaran terdiri atas:

1} " pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD;

dan

2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan
APBD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:

1}  pergeseran antar organisasi;

2} pergeseran antar unit organisasi;

3} pergeseran antar program;

4)  pergeseran antar kegiatan,

S} pergeseran antar sub kegiatan;

6} pergeseran antar kelompok;

7} pergeseran antar jenis.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD

yaitu:

1)  Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini
dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.

2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama.

Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
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3} Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang

sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.

4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek

dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa
melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu.
Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut

ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD
yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan

realisasi anggaran.

Semua pergeseran dapat’ dilaksanakan berdasarkan perubahan
DPA-SKPD

Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD
melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada
pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi
mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat

nasional atau daerah.

Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda
perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah

perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan
DPA-SKPD.

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD
mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.

Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran
diatur dalam Perkada sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Ketentuan Pelaksanaan
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Pihak terkait SKPD mengusulkan pergeseran anggaran
berdasarkan situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan/sub
kegiatan

Atas usulan tersebut:

1} TAPD mengidentifikasi perubahan perda APBD yang

diperlukan jika pergeseran anggaran merubah perda APBD;

2} Sekda/PPKD/Pengguna Anggaran memberikan persetujuan
jika pergeseran anggaran tidak merubah perda APBD.

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan
perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan pergeseran
anggaran, Perubahamn DPA SKPD tersebut disetujui oleh Sekda dan
disahkan oleh PPKD.

E. PENGGUNAAN SILPA TAHUN-SEBELUMNYA

Mengacu pada Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri Dalam Negeri inl membuat ketentuan terkait penggunaan

SILPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBD sebagai berikut:

a. Keadaan yang menyebabkan SILPA tahun anggaran sebelumnya harus

digunakan dalam tahun anggaran berjalan dapat berupa:

1}
2}

3)

7)

menutupi defisit anggaran,

mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia
anggarannya;

membayar bunga dan pokok Utang dan/atau obligasi daerah yang
melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD;
melunasi kewajiban bunga dan pokok Utang;

mendanai kenaikan gaji dan tunjangan Pegawai ASN akibat adanya
kebijakan Pemerintah;

mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

mendanai sub kegiatan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas

akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan.
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b. Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya untuk pendanaan
pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam
Perubahan DPA-SKPD dan/atau RKA-SKPD.

c. Mendanail kewajiban pemerintah daerah merupakan kewajiban kepada

pihak lain yang terkait dengan:
1} pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya; atau

2) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum

tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya.

d. Pekerjaan yang telah selesai merupakan pekerjaan yang telah ada berita
acara serah terima pekerjaan dan telah terbit SPM namun belum

dilakukan pembayaran,

e. Penganggaran atas pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
Tahun Anggaran berikutnya sesuai kode rekening berkenaan dan

dianggarkan pada SKPD berkenaan.

f. Penganggaran atas akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap (inkracht} dan sudah tidak ada upaya hukum
lainnya harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD
tahun anggaran berikutnya sesuai kode rekening belanja berkenaan

dan dianggarkan pada SKPD berkenaan.

g. Tata cara penganggaran penggunaan SILPA tahun anggaran
sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada
tentang penjabaran APBD tahun anggaran berikutnya untuk
selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD tahun
anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran
bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun

anggaran berikutnya.

F. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Mengacu pada Pasal 166 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,
Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pendanaan

keadaan darurat sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum
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a. Pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum

tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD.

b. Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD
atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan
APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan
realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perkada

perubahan penjabaran APBD.
Ketentuan Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan pénggunaan belanja tidak terduga untuk
mendanai keadaan darurat, | keperluan mendesak dan memenuhi
kebutuhan lainnya/sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak
memedomani pengaturan-dalam belanja tidak terduga sebagaimana
tercantum dalam BAB.IILL.D4.

Dokumen-Terkait

llustrasi dokumen pendanaan keadaan darurat antara lain

sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...

No. Jenis Kebutuhan Satuan Perkiraan kebutuhan Dana (Rp)

LA s W R

Total

Tempat, tanggal

KEPALA SKPD

NAMA
NIP
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REKAPITULAS] PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA

No SKPD Rencana kebutuhan Jumlah {Rp}

gl bl Sl g bn

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP.

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
PROVINS!/KABUPATEN/KOTA ...

SKPD

Realisasi | Penyerapan | Capaian Output

No Uraian Anggaran (Rp} (Rp) (%) Volume | Satuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
KEPALA SKPD

NAMA
NIP

337




No

L s B

REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Persentase
SKPD Pengpunaan Jumlah (Rp} Realisasi (Rp) Selisih (Rp) Realisasi
(%)

Tempat, ....ocoovrenne

BENDAHARA UMUM DAERAH

NAMA
NIP

G. PENDANAAN KEADAAN-LUAR-BIASA

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 167 dan Pasal 168 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan

terkait pendanaan keadaan luar biasa sebagai berikut:

a.

Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 {satu} kali dalam 1 {satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

Keadaan luar hiasa merupakan keadaan yang menyebabkan
estimasi penerimaan dan/atau pengelnaran dalam APBD
mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% {lima

puluh persen).

Ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa
diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami kenaikan lebih dari 50% {lima
puluh persen) dapat dilakukan penambahan sub kegiatan baru
dan/atau peningkatan capaian sasaran kKinerja program, kegiatan

dan sub kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan.

Ketentuan Pelaksanaan
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a. Penambahan sub kegiatan baru diformulasikan terlebih dahulu
dalam RKA-SKPD.

b Penjadwalan ulang dan/atau peningkatan capaian target kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan difermulasikan terlebih dahulu
dalam perubahan DPA-SKPD.

¢ RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD digunakan sebagai dasar

penyusunan rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

d Dalam hal keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam APBD mengalami penurunan lebih dari 50%
{lima puluh persen} dapat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capdian sasaran kinerja program, kegiatan dan sub

kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenaan.

e Penjadwalan ulangdanj/atau pengurangan capaian sasaran Kinerja
program, kegiatan dan-sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu
dalam perubahan DPA<SKPD.

f Perubahan ' DRA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan

rancangan Perda tentang perubahan kedua APBD.

H. PENYUSUNAN PERUBAHAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 169 sampai dengan Pasal 176 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat
ketentuan terkait penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah sebagai berikut:
a. Penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS;

1) Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama
bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan untuk
dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan
DPRD.

2} Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan ke dalam nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota Lkesepakatan

perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala
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8}

daerah dengan pimpinan DPRD dalam wakiu bersamaan
paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun

anggaran berkenaan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
kepala daerah bersama DPRD menjadi pedoman bagi

perangkat daerah dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Tata cara pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dilakukan sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Daiam hal kepala daerah berhalangan tetap, wakil kepala
daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD, menandatangani
kesepakatan . terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan’ ‘peruhahan PPAS serta menandatangani nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan
perubahan PPAS.

Dalam hal kepala.daerah berhalangan sementara, kepala
daerah 'mendelegasikan kepada wakil kepala daerah untuk
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada NPRD, menandatangani kesepakatan
terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS serta menandatangani nota kesepakatan

perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan
tetap atau sementara, pejabat pengganti kepala daerah
menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan
perubahan PPAS kepada DPRD, sedangkan penandatanganan
kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS serta penandatanganan nota
kesepakatan perubahan KUA dan nota Lkesepakatan
perubahan PPAS dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, selaku pelaksana

tugas/penjabat/penjabat sementara kepala daerah.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap ataun sementara
dalam wakiu yvang bersamasan, pelaksana tugas pimpinan

DPRD menandatangani kesepakatan terhadap rancangan
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perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS serta
menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan nota

kesepakaian perubahan PPAS.

penyusunan perubahan RKA SKPD;

1

2

3)

4)

S)

Perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati
Kepala Daerah Bersama DPRD menjadi pedeman perangkat
daerah dalam menyusunan RKA SKPD.

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS, kepala
daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPD sebagai acuan kepala
SKPD dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Surat edaran kepala daerah paling sedikit memuat:

a) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan
danmsub Kegiatan yang terkait;

b}  Alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program,
kegiatan dan sub kegiatan SKPD;

¢) batas waktu penyampaian perubahan RKA-SKPD dan
Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan

d} dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA,
perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-
SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar
belanja, standar satuan harga, RKBMD dan pedoman
penyusunan APBD,

Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan

RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling

lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan.

Perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada

perangkat daerah disertai dengan:

a) program, kegiatan dan sub kegiatan baru;

b)  kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah;

¢) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan
DPA-SKPD kepada PPKD; dan/atau

d) dokumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan
DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar harga

satuan dan RKBMD serta dekumen lain yang dibutuhkan.
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8)

Penyampaian dilakukan paling lambat minggu ketiga bulan
Agustus tahun anggaran berkenaan.

Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta pedoman
penyusunan perubahan RKA-SKPD

Perubahan RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai
bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD
sesual dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam
Peraturan Menteri tentang pedoman penyusunan APBD yang
ditetapkan setiap tahun.,

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan RKA-SKPD berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan RKA-SKPD
pada perubahan APBD.

RKA-SKPD yang mermuat program, kegiatan dan sub kegiatan baru

yang akan dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun
oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk

diverifikasi.

Verifikasi dilakukan oleh TAPD untuk menelaah kesesuaian antara
perubahan RKA-SKPD dengan:

1

[*]

)
J
3}

7)
8)
9}

perubahan KUA dan perubahan PPAS;
prakiraan maju yang telah disetujui;
dokumen perencanaan lainnya,
capaian Kinerja;

indikator Kinerja;

analisis standar belanja;

standar harga satuan;

standar kebutuhan BMD;

RKBMD;

10) Standar Pelayanan Minimal; dan

11) program, kegiatan dan sub kegiatan antar RKA-SKPD.
Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala

SKPD melakukan penyempurnaan.
Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat

pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan

dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang

telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

Rancangan Perda tentang Perubahan APBD memuat lampiran

sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

5}

ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut

kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

ringkasan Perubahan APBD vang diklasifikasi menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan

daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun,

kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
rekapitulasi dan sinkronisasi Perda Perubahan APBD yang
disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain:

a) rekapitulasi-perubahan belanja dan kesesuaian menurut
urusan opemerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan) dan sub/kegiatan beserta target dan indikator;

b) rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;

¢} rekapitulasi perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;

d} sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan
Perubahan APBD;

e} sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

f}  sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program
Prioritas Daerah.

Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada

Perda Perubahan APBD antara lain:

a} daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

b} daftar piutang daerah;

¢} daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah
lainnya;

d} daftar perkirgan penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah dan aset lain-lain;

e} daftar sub keglatan tahun jamak {multi Years);

f} daftar dana cadangan;
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g) daftar pinjaman daerah.

Dokumen pendukung terdiri atas nota keuangan dan rancangan

Perkada tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD memuat

lampiran sebagai berikut:

1)

2)

ringkasan perubahan penjabaran APBD yang diklasifikasi

menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub

rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
perubahan penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, program, Kkegiatan, sub kegiatan,
kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian
objek pendapatan;belanja, dan pembiayaan;

rekapitulasi dan sinkronisasi perkada perubahan penjabaran

APBD yang disajiltan berdasarkan kebutuhan informasi antara

lain:

a) daftar‘mama’ penerima, alamat penerima, dan hesaran
hibah;

b} daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial;

¢) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;

d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
belanja bagi hasil;

e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan
sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan;

f) rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan
Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok,
jenis, objek, dan rincian objek, dan sub rincian objek
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

g) sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi/
kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam

rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
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rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD
dengan program prioritas perbatasan Negara.

4} Informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada
Perkada perubahan penjabaran APBD.

k. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD disertai
penjelasan.

1. Penganggaran pendapatan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum pendapatan,

m. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum,
lokasi sub kegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau
sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan sub
kegiatan.

n. Penganggaran' pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar
hukum, sumber ~penerimaan pembiayaan untuk kelompok
penerimaan; pembiayaam; ~dany tujwan pengeluaran pembiayaan
untuk kelompok pengeluaran pembiayaan.

c. Rancangan Perda tentang perubahan APBD yang telah disusun oleh
PPKD disampaikan kepada kepala daerah.

p. penyusunan perubahan DPA SKPD, meliputi:

1) DPA-SKPD yang dapat diubah berupa peningkatan atau
pengurangan capaian sasaran kinerja program, kegiatan dan
sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

2) Peningkatan atau pengurangan capaian sasaran kinerja
program, kegiatan dan sub kegiatan diformulasikan dalam
perubahan DPA-SKPD.

3} Perubahan DPA-SKPD memuat capaian sasaran kinerja,
kelompok, jenis, cbjek, rincian objek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan baik sebelum dilakukan perubahan maupun
setelah perubahan.

2  Ketentuan Pelaksanaan

Bagian I: Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS

a. Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan

rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD

dengan langkah sebagai berikut:
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1) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA
menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran
yang terdapat dalam perubahan RKPD;

2) TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS
menggunakan data dan informasi terkait program prioritas
beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang
bersumber dari perubahan RKPD.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan, KUA dan raneangan perubahan PPAS. Pembahasan
tersebut mengacut pada muatan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

Kepala Daecrah dan DPRD melakukan kesepakatan bersama
berdasarkan hasil-pembahasan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS.

Kesepakatan terhadap rancangan rancangan perubahan KUA dan
rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang
ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan
DPRD.

Bagian II: penyusunan perubahan RKA SKPD;

a,

Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah
disepakati bersama Kepala Daerah dan pimpinan DPRD, TAPD
menyusun rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.

TAPD menyerahkan rancangan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD ke Kepala Daerah untuk
diotorisasi.

Kepala Daerah menerbitkan Surat Edaran tentang Pedoman
Penyusunan Perubahan RKA-SKPD sebagai acuan Kepala SKPD
dalam menyusun perubahan RKA-SKPD.

Kepala SKPD menyusun perubahan RKA-SKPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PPAS serta SE KDH tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan RKA-SKPD.
346



€.

Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPD kepada PPKD
sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang perubahan
APBD.

Bagian III: penyusunan perubahan APBD

a.

Kepala SKPD menyampaikan perubahan RKA-SKPID yang akan
dianggarkan dalam perubahan APBD yang telah disusun oleh
SKPD kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.

PPKD melakukan verifikasi atas perubahan RKA-SKPD yang telah
disusun oleh Kepala SKPD.

Jika terdapat ketidaksesuaian, TAPD meminta Kepala SKPD
untuk melakukan penyempurnaan.

PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan
dokumen pendukungiberdasarkan perubahan RKA SKPD yang
telah disempurnakan oleh kepala SKPD.

PPKD menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
kepada Kepala Daerah

Bagian [V: penyusunan perubahan DPASKPD;
Kepala SKPD melakukan perubahan DPA SKPD mencakup perubahan

berupa peningkatan atau pengurangan capalan sasaran kinerja

program, kegiatan dan sub kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Dokumen Terkait

llustrasi dokumen perubahan APBD menyajikan informasi yang

bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan yang disajikan setiap tahun

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman

penyusunan APBD.

a.
b.

[t T 1) O, o

0=

Tlustrasi dokumen perubahan APBD disajikan sebagai berikut:
Perubahan KUA
Perubahan PPAS
Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Susunan Nota Keuangan Perubahan APBD
Perubahan DPA-SKPD
Rancangan peraturan daerah fentang perubahan APBD beserta
lampiran
Rancangan Perda tentang perubahan APBD
Rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD beserta
lampiran
Rancangan Perkada fentang perubahan penjabaran APBD
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1.

111

VI

a. Perubzahan KUA

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (PERUBAHAN KUA)

TAHUN ANGGARAN ...

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA}
1.2. Tyjuan penyusunan Perubahan KUA
1.3. Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA

KERANGKA EXONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah

2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

3.1. Asumsi dasar yang digufiakan dalam Perubahan APBN
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan
4.2, Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah {PAD),
Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kehijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
3.2. Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

VI1. STRATEGI PENCAPAIAN

Pada bab ini memuat langkah konkret dalam mencapai target.

vIiI PENUTUP

Pada bab ini juga dapat berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan
Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Xebijakan Umum APBD
Demikianlah Perubahan Kebjjakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi

pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBL
Tahun Anggaran berkenaan.

............. Tanggal,..............
Pimpinan DPRD Gubernur/Bupati /Walikota
Nama Nama
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I
1.

V.

V1.

b, Perubahan PPAS

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ({PPAS)
TAHUN ANGGARAN ....

PENDAHULUAN
RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH
PERUBAHAN PRIORITAS BELANJA DAERAH

PERUBAHAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

PENUTUP

Demikianlah Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS] APBD TA
... dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun
Rancangan Perubahan APBD TA ... Pada Bab ini juga berisikan kesepakatan-
kesepakatan lain antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap Perubahan PPAS

............. Tanggal,.....ccccoerrens
Pimpinan DPRD Gubernur /Bupati/Walikota...
Nama Nama
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TABEL 2.1

TARGET PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN ...

KODE

JENIS PENDAPATAN DAERAH

SEBELUM
PERUBAHA
!

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH
/
BERKURANG

DASAR
HUKUM

PENDAPATAN DAERAH

4.1,

PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.1.01.

Pajak Daerah

4.1.02.

Retribusi Daerah

4.1.03.

Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan

4.1.04.

Lain-Lain PAD Yane Sah

4.2

PENDAPATAN TRANSFER

4.2.01.

Pendawatan Transfer

4.2.02.

Pendamatan Transfer Antar

4.3.

LAIN-LAIN PENDAPATAN
DAERAH YANG SAH

4.3.01.

Pendamatan Hibah

4.3.02.

Dana Darurat

4.3.03.

Lain-Lain Pendapatan Sestai
dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

TABEL 3.1

PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER SKPD

No.

Urusan/SKPD

Plafon Anggaran

Sebelum
Perubahan

Setelah
Perubahan

Bertambah/ Berkurang

Ket

2 3 4

b

b

Urusan/
Dinas/Badan/K
1. lantor
mengalami
perubahan

yang

2. Dst ...
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TABEL 3.2

Rincian Perubahan Plafon Anggaran Sementara SKPD per Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2021

Urusan DORUXX
Organisasi: X-300LYX-XX. X-XX.XX ...
PLAFCN ANCGGARAN
PROGRAM/ SEBELUM SETELAH BERTAMBAH
KODE KEGIATAN/ SUB | SASARAN | TARGET PERUBAHAN | PERUBAMAN | BERKU !
KEGIATAN i A BRAHE
{R»} Re {Rm | %
1 2 3 4 5 & 7 3
X.XK.XX Program ...
XXXXN.X.3X | Kemiatan ...
XAOLKR. XXX [ Sub Kegiatan ...
X KLXK.X 00X | Sub Kesiatan ...
XXk x |Dst ...
X xxx  |Dst ...
KR RX Dst ...
TABEL 3.3

Perubahan Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawali, Belanja Barang dan
Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan,
Belanja Tidak Terduga

TahunAnggaran ...,

NO.

URAIAN

PERUBAHAN

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

SEBELUM
PERUBAHAN

SETELAH
PERUBAHAN

BERTAMBAH/
BERKURANG

{Rp}

(Rp}

(Rp) %

Belanja Pegawai

Belanja Barang dan Jasa

Belanja Bunga

Belanja Subsidi

Belania Hibah

Belania Bantuan Sosial

=1 |Oh (U (G b =

Belanija Modal

a. Belanja Modal Tanah

b. Belanja Modal Peralatan
dan Mesin

c. Belanja Modal Gedung
dan Bangunan

d. Belanja Modal Jalan,
Jaringan, dan Irigasi;

e. Belanja Modal Aset Tetap
Lainnya;

f. Belanja Modal Aset Tidak
Berwujud;

Belanija Tidak Terduga

Belanja Bagi Hasil

Belanja Bantuan Keuangan

TOTAL
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN /KOTA.......

NOMOR
TANGGAL

TENTANG
PERUBAHAN KEBLJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN ...
Yang bertanda tangan di bawah ini:
1. Nama
Jabatan : Gubernue /Bupati /Wali Kota

Alamat Kantor
bertindak selaku dan atag nama pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota™..........

2 a. Nama

Jabatan : Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota..............
Alamat Kantor : .......

b. Nama S
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota..........
Alamat Kantor :............

€. Nama D
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota.......
Alamat Kantor :

d. Dst............
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi/Kabupaten/Kota*)......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD} diperlukan Perubahan Kebijakan Umum
APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk
selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubshan prioritas dan plafon
anggaran sementara APBD TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan kebijakan
umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun
Anggaran ..., perubahan terhadap Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan
daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Pricritas dan Plafon
Anggaran Sementara dan Perubahan APBD TA ....
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Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ... disusun dalam Lampiran
yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demilianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Pricritas dan Plafon Angearan Sementara {PPAS) Tahun Angsaran ....

: : Pimpinan DPRD
be Bupati/Walikcta..... o
Gubernur /Bupati/Walikota Provinsi/kabupaten/Kota......

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nams
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA
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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA......
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.......

NOMOR
TANGGAL

TENTANG
PERUBAHAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
TAHUN ANGGARAN ...

Yang bertanda tangan di bawah-ini:
I. Nama o olanAon
Jabatan Gubernur/ Bupati/Wali Kota.
Alamat Kantor
bertindak selaku dan atas nama semerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota "
2 a. Nama B o P O
Jabatan Ke tua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota...............
Alamat Kantoryn mee s
b. Nama - Al
Jabatan Wakll Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota
Alamat Kantor :.........
C. Nama PRI
Jabatan Wakll Ketua DPRD Provinsi/Kabupaten /Kota..............

Alamat Kantor :
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah {DPRD] Provinsi/Kabupaten/Kota*}......

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah {PAPBD} perlu disusun Perubahan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS) vang disepakati bersama antara DPRD dengan
Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan
Rancangan Perubahan Angsaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) TA ...

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan
Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD TA ..., para pihak
sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi
rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah TA ..., Perubahan
Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan
Pemerintahan Dan Program/Kegiatan, dan rencana perubahan sembiayaan daerah TA

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran
.. disusun dalam Lammiran vang menjadi satu kesatuan yang tidak tersisahkan
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Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan
Perubahan Angsaran Pendamatan dan Belanja Daerah {APBD] Tahun Ansggaran ... .

. . Pimpinan DPRD
Gubernur /Bupati/Walikota..... Provinsi/kabupaten Kota.

Selaku, Selaku,
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

Nama Nama
KETUA

Nama
WAKIL KETUA

Nama
WAKIL KETUA
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PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......
RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASIKAN MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAY AAN

TAHUN ANGGARAN ...
Jumlah Bertambah/Berkurang
. (Rp)
Kode Uraian
Sebeium Setelah Sebelum Setelah
Perubahan |Perubahan | Perubahan Perubahan
1 2 3 4 5 6

4 Pendampatan

4.1 |Pendamatan Asli Daerah

4,1.1|Pajak Daerah

4,1.2|Retribusi Daerah

41.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan
" |Daerah yane diwisahkan

4.1.4|Lain-lain PAD vang sah

4.2 |Pendamatan Transfer

491 Pendapatan Transfer
""" |Pemerintah Pusat

Pendapatan TransferiAntar

4.2,
2.2 Daerah

Lain-lain Pendapatan.Daerah
4.3
Yane Sah

4.3.1|Pendapatan Hibah

4.3.2|Dana Darurat

Lain-lain Pendapatan Sesuai
4.3.3|dengan Ketentuan Peraturan
Perundane-Undansan

Jumlah Pendamsatan

5 Belanja

5.1 |Belanja Owerasi
5.1.1|Belanja wegawai
5.1.2(Belanja barang dan jasa

5.1.3|Belania bunea

5.1.4|Belanja subsidi

5.1.5|Belanja hibah

5.1.6|Belanja bantuan sosial

5.2 |Belanja Modal

5,2.1|Belania madal tanah

599 Belanja modal peralatan dan
" |lmesin

Belanja modal gedung dan

5.2.3
bangunan

Belanja modal jalan,

S5.2.4| . gt
jaringan, dan irigasi

Belanja modsal aset tetap

5.2.5| .
lainnya

Belanja modal aset tidak

5-2.6 berwujud
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5.3 |Belanja Tidak Terduga

5.3.1|Belanja tidak terduga

5.4 |Belanja Transfer

5.4.1|Belanja bagi hasil

5.4.2|Belanja bantuan keuvangan

Jumlah Belanja

Surplus /(Defisit)

6 Pembiayaan Daerah
6.1 |Penerimaan Pembiayaan
6.1.1|SilPA

6.1.2|Pencairan dana cadangan

Hasil penjualan kekayaan

e daerah yang dipisahkan

6.1 4|Penerimaan pinjaman daerah

Penerimaan kembali

6.1.3 pemberian pinjaman daerah

Penerimaan pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

6.1.6

Jumlah Penerimaan
Pembiayaan

6.2 |Pengeluaran Pembiayaan

6.2.1|Pembentukan dana cadangan

6.2.2|Penyertaan modal daerah

Pembayaran cicilan pokok

6.2.3 utang vang jatuh tempo

6.2.4|Pemberian pinjaman daerah

Pengeluaran pembiayaan
lainnya sesuai dengan
ketentuan perundang-
undangan

6.2.5

Jumlah Pengeluaran
Pemnbiayaan

Pembiayaan Neto

Sisa lebih pembiayaan
anggaran tahun berkenaan
{SILPA)

R JStanggal.........
Gubernur /Bupati /Walikota
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PENETAPAN PERUBAHAN APBD

1. Ketentuan Umum

Berdasarkan Pasal 177 dan Pasal 178 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan umum terkait penetapan perubahan APBD

adalah sebagai berikut:

a.

Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang
perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen
pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan
bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun
anggaran berkenaan.

Proses pengajuan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dapat mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan
penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik.
Pembahasan " rancangan Perda tentang perubahan APBD
dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah
menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD
beserta < penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS.

Dalam pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD,
DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai kebutuhan dalam
pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan
DPRD.

Persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD

ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang
perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung
kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka mempercleh

persetujuan bersama.
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Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Perda tentang perubahan APBD dengan berpedoman kepada
perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.

Hasil pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD
dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh

Kepala Daerah dan pimpinan DPRD.

J. PERSETUJUAN RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD

1.

Ketentuarn Umum

Berdasarkan Pasal 179 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

ketentuan umum terkait persetujuan rancangan Peraturan Daerah

tentang PerubahanARPBD@dalah sebagai berikut:

a.

Pengambilan keéputisan mengenai rancangan Perda tentang
perubahan APBDudilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelurn tahun anggaran berkenaan
berakhir.

Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang
perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang
telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan
setelah  ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Ketentuan Pelaksanaan

a.

Kepala Daerah dan DPRD melakukan persetujuan Bersama
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Perda tentang
perubahan APBD.

Kepala Daerah menetapkan Perda tentang perubahan APBD setelah
ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD tahun sebelumnya.

Jika persetujuan bersama dalam pembahasan rancangan Perda
tentang perubahan APBD tidak tercapai sampai batas waktu yang
ditentukan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah

dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan

368



K. EVALUASI RANCANGAN PERDA PERUBAHAN APBD DAN RANCANGAN
PERKADA PENJABARAN PERUBAHAN APBD

1. Evaluasi Rancangan Perda Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada

Penjabaran Perubahan APBD Provinsi

a. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 180, Pasal 183, dan Pasal 184 Peraturan

Pemerintah Nomer 12 Tahun 2019, peraturan Menteri ini membuat

evaluasi Raperda provinsi tentang perubahan APBD dan Raperkada

tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1)

3)

4)

Rancangan Perda provinsi tentang perubahan APBD vang telah
disetujui bersama--antara’ kepala daerah dan DPRD dan
rancangan Perkada “tentang penjabaran perubahan APBD
disampaikan kepada Menteri paling lambat 3 {tiga) hari terhitung
sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD-untuks dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
gubernur.
Rancangan | Perda 'provinsi .tentang perubahan APBD dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD disertai
dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS
vang disepakati antara kepala daerah dan DPRD.
Dalam melakukan evaluasi Menteri berkoordinasi dengan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan.
Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
provinsi tentang penjabaran perubahan APBD dengan:
a) ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
b) kepentingan umum;
¢) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS; dan
dj RPJMD.
Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program
dalam rancangan Perda tentang APBD dengan Perda tentang
RPIJMD dan menilai pertimbangan yang digunakan dalam
menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang ada dalam RKPD,
KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi antara rancangan Perda
tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
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6} Pengujian kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD

dan rancangan Perkada provinsi tentang penjabaran APBD

dengan kepentingan umum dilakukan untuk menghindari hal-hal

yang bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

a)
b}
<)
d)

&)

g

terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;

diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender;

Hasil evaluasiditetapkan dengan keputusan Menteri;
Keputusan:-Menteri disampaikan kepada gubernur paling
lambat 1S:{lima belas} hari terhitung sejak rancangan Perda
provingi teritang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang pénjabaran perubahan APBD diterima,

Dalam hall Menteri,| setelah bherkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan
Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur menetapkan
rancangan tersebut menjadi Perda dan Perkada sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam hal Menteri, setelah berkoordinasi dengan Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan, menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada
tentang penjabaran perubahan APBD tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,
kepentingan umum, perubahan RKPD, perubahan KUA dan
Perubahan PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD
melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari

terhitung sejak hasil evaluasi diterima;
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)

I

m)

ql

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur
dan DPRD dan gubernur menetapkan rancangan Perda
provinsi tentang perubahan APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
menjadi Perkada, Menteri mengusulkan kepada menteri yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan
untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah
melaluiy, TAPD. bersama dengan DPRD melalui badan
anggaran,

Hasil = penyempurnaan = ditetapkan dengan keputusan
pimpinan DPRD;

Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang perubahanAPBD;

Keputugan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya;

Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri
untuk perubahan APBD provinsi paling lambat 3 {tiga) hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan;

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam  waktu yang bersamaan, yang
melaksanakan tugas sebagal pimpinan sementara DPRD
menandatangani keputusan pimpinan DPRD;

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan
sampai dengan 7 (tujuh] hari sejak diterima hasil evaluasi
dari Menteri, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan
APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi;

Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat
nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri; dan/atau
Proses evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD dan rancangan peraturan gubernur
tentang penjabaran perubahan APBD dapat memuat
informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen

yang dilakukan secara elektronik.
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b. Ketentuan Pelaksanaan

1)

4}

5)

Paling lambat 3 (hari} setelah persetujuan bersama, Kepala
Daerah mengirimkan rancangan Perda provinsi tentang
perubahan APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran perubahan APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada
Menteri.

Menferi melakukan evaluasi dengan berkoordinasi dengan

Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

keuangan.

Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi

untuk disampaikan Kepada gubernur paling lambat 15 {lima

belas} hari terhitung 'sejak rancangan Perda provinsi tentang
perubahan 'APBD 'dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
perubahan APBD diterima.

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi sesuai,

maka gubermir-menetapkan rancangan Perda provinsi tentang

perubahan APBD menjadi-Perda dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD menjadi Perkada sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal keputusan Menteri menyatakan hasil evaluasi tidak

sesuai, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan

paling lama 7 (tujuh} hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima
dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a} Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui
badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil evaluasi.

b) Pimpinan DPRD menetapkan surat keputusan mengenai hasil
penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada sidang
paripurna berikutnya.

¢) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai hasil
penyempurnaan kepada Menteri paling lambat 3 {hari) setelah
ditetapkan.

d} Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepala Daerah melakukan penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

e} Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil

penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 {tujuh)
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6)

7)

hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri, kepala daerah
menetapkan Perda perubahan APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan,
Perda perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nemor
registrasi dari Kementerian Dalam Negeri.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan
DPRD, dan gubernur menetapkan rancangan Perda provinsi
tentang perubahan APBD menjadi Perda dan rancangan Perkada
tentang penjabaran APBD menjadi Perkada, Menteri
mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan
dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Evaluasi Rancangan Perda-Perubahan APBD Dan Rancangan Perkada
Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota

a,

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 181 sampal dengan Pasal 184 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri ini membuat

evaluasi Raperda kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan

Raperkada tentang penjabaran perubahan APBD sebagai berikut:

1)

2)

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
vang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD disampaikan kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat paling lambat 3 {tiga) hari sejak
tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang
perubahan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
bupati/walikota.

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
disertai dengan perubahan RKPD, perubahan KUA, dan
perubahan PPAS yang disepakati antara kepala daerah dan
DPRD.

Surat pengantar untuk menyampaikan rancangan Perda
kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang Penjabaran perubahan APBD ditembuskan ke

Menteri tanpa disertai lampiran.
373



6)

7}

Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak
melaksanakan evaluasi Menteri mengambil alih pelaksanaan
evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Dalam rangka melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi
dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidangkeuangan.
Evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan
Perda | kabupaten/kota tentang perubahan APBD dan
rancangan —Perkada tentang penjabaran perubahan APBD
dengan:
a) | ketentuan | peraturan’ perundang-undangan yang lebih
tinggi;
b} kepentingan umum,;
¢) perubahan RKPD, perubahan KUA, dan Perubahan PPAS;
dan
d}  RPJMD.
Menguji kesesuaian adalah untuk menilai kesesuaian program
dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD dengan
Perda tentang RPJMD dan menilai pertimbangan yang
digunakan dalam menentukan sub kegiatan-sub kegiatan yang
ada dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta menilai konsistensi
antara rancangan Perda tentang APBD dengan KUA dan PPAS.
Pengujian kesesualan rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada provinsi
tentang penjabaran perubahan APBD dengan kepentingan
umum dilakukan untuk menghindari hal-hal yang
bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:
a) terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
b} terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
¢) terganggunya ketenteraman dan ketertiban umurm;
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10)
11)

12)

13)

14}

18)

d} terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat; dan/atau
e} diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras,
antar-golongan, dan gender.
Hasil evailuasi ditetapkan dengan keputusan gubernur.
Gubernur sebagal wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan
APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan
APBD kepada Menteri paling lambat 3 (tiga] hari sejak
ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi
rancangan Perda kabupaten/keta tentang perubahan APBD
dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan AFPBD.
Keputusan gubernur disampaikan oleh gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15
{(lima belas}~—hari | terhitung sejak rancangan Perda
kabupaten/kotad tentang perubahan APBD dan rancangan
Perkada tentang penjabaran perubahan APBD diterima.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubshan APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS,
dan RPJMD, bupati/walikota menetapkan rancangan tersebut
menjadi Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang
penjabaran perubahan APBD tidak sesuail dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum, perubahan RKPD, perubahan KUA, perubahan PPAS,
dan RPJMD, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh) hari sejak hasil evaluasi
diterima.
Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oieh
bupati/walilkota dan DPRD dan bupati/walilkota menetapkan
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16)

17}

18)

19)

20}

21)

22)

23}

24}

rancangan Perda kabupaten/kota tentang Perubahan APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
Perubahan APBD menjadi Perkada, gubernur mengusulkan
kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada
menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotengan
Dana Transfer Umum sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah
melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
Hasil penyempurnaan ditetapkan dengan keputusan pimpinan
DPRD:

Keputusan-pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda
tentang perubahan APBD.

Keputusan pimpinan DPRD dilaporkan pada sidang paripurna
berikutnya.

Keputusan —pimpinan  DPRD kepada gubernur untuk
perubahan APBD kabupaten/kota paling lambat 3 {tiga} hari
setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas
sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani
keputusan pimpinan DPRD.

Dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai
dengan 7 (tujuh} hari sejak diterima hasil evaluasi dari
gubernur, kepala daerah menetapkan Perda Perubahan APBD
berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi.

Perda Perubahan APBD harus terlebih dahulu mendapat nomeor
registrasi dari Gubernur.

Proses evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota
tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan
bupati/walikota tentang penjabaran perubahan APBD dapat
memuat informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian

dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Ketentuan Pelaksanaan

1}

Paling lambat 3 (hari) seteleh persetujuan bersama, Kepala

Daeralh mengirimkan rancangan Perda kabupaten/kota
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2)

4)

3)

7)

tentang APBD yang telah disetujui bersama antara Kepala
Daerah dan DPRD beserta rancangan Perkada tentang
Penjabaran APBD, RKPD, KUA, dan PPAS kepada gubernur
sebagai wakil pemerintah pusat
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi,
berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri
berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan.
Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil rancangan Perda kabupaten/kota
tentang JAPBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran
APBD.
Gubernur sebagaiwakil pemerintah pusat menyampaikan hasil
evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan
Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan /paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya
keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan.
Gubernur sebagal wakil pemerintah pusat menyampaikan
keputusan mengenai hasil evaluasi kepada bupati/walikota
paling lambat 15 (lima belas} hari terhitung sejak rancangan
Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada
tentang Penjabaran APBD diterima.
Dalam hal keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat
menyatakan hasil evaluasi sesuai, maka bupati/walikota
menetapkan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD
menjadi Perda dan rancangan Perkada tentang penjabaran
APBD menjadi Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam hal surat keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah
pusat menyatakan hasil evaluasi tidak sesuai, bupati/walikota
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7
{tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima dengan
langkah-langkah sebagai berikut: -
a} Kepala Daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD
melalui badan anggaran melakukan penyempurnaan hasil

evaluasi.
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b} Pimpinan DPRD menetapkan surat Keputusan mengenai
hasil penyempurnaan untuk kemudian dilaporkan pada
sidang paripurna berikutnya.

¢} Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan mengenai
hasil penyempurnaan kepada Gubernur sebagai wakil
pemerintah pusat paling lambat 3 {hari} setelah
ditetapkan.

d) Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan, Kepaia Daerah melakukan penetapan
Perda tentang APBD.

e} Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai hasil
penyempurnaan tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh)
hari sejak diterima hasil evaluasi dari Gubernur, Kepala
Daerah/ menetapkan Perda APBD berdasarkan hasil
penyempurnaan

fi  Perda™APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor
registrasi dari Gubernur.

8) Dalam " hal'v hasil 'evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh
bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota menetapkan
rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan
rancangan Perkada tentang penjabaran APBD menjadi
Perkada, Gubernur mengusulkan kepada Menteri, sclanjutnya
Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIl
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

A. Akuntansi Pemerintah Daerah
1. Ketentuan Umum
Akuntansi Pemerintah Daerah didesain sebagai sebuah sistem
yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan mengakomodasi
arsitektur Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibangun oleh Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pilar utama pengembangan
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akuntansi pemerintah daerah terletak pada perumusan kebijakan
akuntansi dan pengembangan sistem akuntansi.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip,
dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk
memenuhi kebutuhan pengguna laperan keuangan dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas. Kebijakan akuntansi tersebut
disusun oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat
SAPD, adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak
analisis transaksi sampai-dengan pelaporan keuangan di lingkungan
organisasi pemerintahantdaerah. SAPD tersebut ditetapkan dalam
Peraturan KepalarDaerah isebagairbagian vang tidak terpisahkan dari
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pernerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal
185 sampai dengan Pasal 188, akuntansi pemerintah daerah diatur
sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

2} SAPD

3} Bagan Akun Standar {BAS} untuk Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan.

c. Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

1} Kebijakan akuntansi pelaperan keuangan memuat penjelasan
atas unsur-unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai
panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

2j Kebhijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan,
pengukuran, penilaian, dan/atau pengungkapan transaksi atan
peristiwa sesuai dengan SAP atas:

a) pemilihan metode akuntansi atas kebijakan akuntansi dalam
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SAP
b} pengaturan yang lebih rinci atas kebijakan akuntansi dalam
SAP

d. SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam
melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke
dalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan
keuangan. SAPD meliputi sistem akuntansi SKPKD dan sistem
akuntansi SKPD.

e. Penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi:

1} Laporan Realisasi Anggaran

2} Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih

3} Neraca

4) Laporan Operasicnal

5} Laporan Arus:Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7} Catatan atas baperan Keuangan

Terkait 'hal/ tersebut din atas; Peraturan Menteri ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a. Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi
dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah seluruh SKPD dan
SKPKD, sedangkan entitas pelaporan adalah Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.

b. Proses Akuntansi Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran
data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan secara
elektronik.

c. Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik
spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai
panduan proses penyusunan laperan keuangan mulai dari entitas
akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

d. SAPD pada entitas akuntansi dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur identifikasi transaksi, teknik pencatatan, pengakuan dan
pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA,
belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian
dan koreksi, serta penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
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e. SAPD pada entitas pelaporan dilaksanakan dalam rangkaian
prosedur pencatatan jurnal penyesuaian konsolidasi, kertas kerja
konsolidasi, dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL,
Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Dalam rangka mencapai tujuan pengendalian dana, pemerintah
daerah dapat menerapkan akuntansi dana yang menggunakan
pendekatan  pemisahan kelompok dana menurut tujuan
penggunaannya. Pemisahan kelompok dana tersebut membagi dana
menjadi dana umum dan-dana menurut tujuan tertentu. Penerapan
akuntansi dana dilaksanakan secara bertahap yang diatur dengan
Peraturan Menteri.

g. Bagan Akun Standar (BAS) meérupakan pedoman bagi pemerintah
daerah dalam melakukan—kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur laporan keuangan secara lengkap. BAS digunakan dalam
pencatatantransaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku
besar, pengikhtisaran pada neraca saldc, dan penysjian pada laporan
keuangan.

h. Struktur BAS yang digunakan mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan

1}  Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa
peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan
kebijakan akuntansi laporan keuangan pemerintah daerah.
Sebagai rujukan utama adalah Lampiran | Peraturan Pemerintah
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, khususnya:
a} PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan
b} PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran
c) PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas
d} PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
e) PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian
f} PSAP 12 tentang Laporan Operasional

gl IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaperan keuangan.
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2)

Berdasarkan rujukan dan referensi tersebut, Tim Penyusun
melakukan pemahaman dan analisa untuk proses penyesuaian
dan harmonisasi sesual kendisi dan kebutuhan pelaporan
keuangan di pemerintah daerah.

Tim Penyusun mencantumkan hasil proses penyesuaian dan
harmonisasi tersebut ke dalam pernyataan-pernyataan pada

kebijakan akuntansi pelaperan keuangan.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun

1)

3)

Tim Penyusun mengumpulkan rujukan atau referensi berupa

peraturan perundangan dan literatur lain yang terkait dengan

kebijakan akuntansi akun. Sebagai rujukan utama adalah

Lampiran I'Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:

a}] PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

b} PSAP 06/tentang Akuntansi Investasi

¢} PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

d)} PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan

€] "PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

fi PSAP 10 tentang Xoreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi
yvang Tidak Dilanjutkan

g} 1PSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun

Tim Penyusun bersama-sama dengan SKPD terkait melakukan

penelaahan atas rujukan atau referensi di atas untuk:
a): Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pemilihan
) metode yang khusus atas pengakuan atau pengukurannya.
b} Mengidentifikasi akun-akun yang memerlukan pengaturan
yang lebih rinci atas kebijakan pengakuan dan
pengukurannya.

¢} Mengidentifikasi hal-hal yang belum diatur di dalam SAP
namun dibutuhkan dalam kebijakan akuntansi pemerintah
daerah

Dalam menyusun hal-hal yang belum diatur di dalam SAP, perlu

memperhatikan:

a} PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah
terkait.

b) Definisi serta kriteria pengakuan dan kriteria pengukuran
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4)

atas aset, kewajiban, pendapatan-LO, beban, pendapatan-
LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan
yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptua! Standar
Akuntansi Pemerintahan dan PSAP.
Tim Penyusun mencantumkan hasil pemilihan metede,
pengaturan lebih rinci, dan pengaturan hal-hal yang belum

diatur tersebut ke dalam dokumen kebijakan akuntansi.

Penyusunan SAPD

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Tim Penyusun SAPD melakukan pemahaman atas proses bisnis
pada pemerintah daerah khususnya terkait sikius pengelelaan
keuangan daerah.

Berdasarkan siklus tersebut, Tim  Penyusun SAPD
mengidentifikasi’ prosedur-prosedur akuntansi apa saja yang
harus dibuat,

Tim Penyusun SAPD. menentukan pihak-pihak terkait pada
masing-masing ‘prosedur akuntansi. Masing-masing pihak
memiliki ‘peran| tersendiri ‘agar prosedur dapat menghasilkan
output yang diinginkan

Tim Penyusun SAPD menentukan data atau dokumen yang
mengalir pada tiap prosedur akuntansi. Data atau dokumen
tersebut akan menjadi sumber pencatatan jurnal.

Tim Penyusun SAPD menentukan jurnal standar pada tiap
prosedur berdasarkan SAP dan kebijakan akuntansi terkait.
Tim Penyusun SAPD menyusun langkah teknis. Langkah teknis
merupakan alur pelaksanaan sistem akuntansi yang
menjelaskan pihak-pihak yang melaksanakan sistemn akuntansi,
data atau dokumen apa saja yvang diperlukan, dan bagaimana
pihak-pihak tersebut memperlakukan data-data terkait. Selain
itu, diberikan ilustrasi atau format pencatatan dalam bentuk
penjurnalan akuntansi pada setiap bagan alur atau transaksi
yang membutuhkan pencatatan.

Penyusunan SAPD ini memperhatikan bahwa Proses Akuntansi
Pemerintah Daerah mengandung informasi, aliran data, dan

penggunaan dokumen yang dilakukan secara elektronik.

Pelaksanaan SAPD di Entitas Akuntansi

Bagian 1 - Pencatatan Transaksi

1)

PPK-SKPD mencatat akuntansi anggaran berdasarkan data
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anggaran yang bersumber dari Peraturan Daerah tentang APBD,
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, dan DPA-
SKPD.

2) PPK-SKPD mencatat akuntansi pendapatan-LRA dan
pendapatan-LO berdasarkan data yang dihasilkan dari proses
pelaksanaan pendapatan.

3} PPK-SKPD mencatat akuntansi belanja dan beban berdasarkan
data yang dihasilkan dari proses pelaksanaan belanja.

4} PPK-SKPD mencatat akuntansi pembiayaan berdasarkan data
yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pembiayaan.

5) PPK-SKPD mencatat akuntansi aset, hutang, dan ekuitas
berdasatkat: [ datad yang dihasilkan dari pelaksanaan
pendapatan,belanja, dan pembiayaan yang mempengaruhi aset,
hutang, dan.ekuitas terkait.

Bagian 2 = Klasifikasitransaksi

1}  PPK-SKPD~ _melakukan Kklasifikasi atas transaksi yang
sebelumnya _telah _dicatat. Dalam proses ini, PPK-SKPD
memindahkan "data transaksi ke buku besar berdasarkan
klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai ketentuan
peraturan perundangan yang berlaku.

2)  PPK-SKPD menghitung salde di setiap buku besar berdasarkan
klasifikasi yang dilakukan.

Pencatatan ini dapat dilakukan secara elektronik dan merupakan

integrasi dengan proses transaksi di setiap siklus pengelolaan

keuangan daerah. Pencatatan ini didokumentasikan dalam buku

Jurnal yang juga ditampilkan secara elektronik.

e Pelaksanaan SAPD di Entitas Pelaporan

1)  Fungsi Akuntansi Entitas Pelaperan mengidentifikasi jurnal
penyesuaian yang dibutuhkan, seperti jurnal eliminasi dan/atau
jurnal penyesuaian lainnya vang dibutuhkan.

2} Fungsi Akuntansi Entitas Pelaporan menyiapkan kertas kerja
kerja konsolidasi sebagai proses awal penyusunan Laporan

Keuangan Konsolidasi.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dokumen akuntansi pemerintah daerah antara lain sebagat

berikut:
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a. Buku Jurnal

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ......,

BUKU JURNAL
SKPD & ccernenicesesen _
Tanggal N:ur:tT Kode Rekening Nama Rekening Debit Kredit
|
|
b. Buku Besar
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....
BUKU BESAR
SKPD
KODE REKENING
NAMA REKENING
PAGU APED” ! s V
Tanggal Uraian Ref Dehit Kredit Saldo

*) : Untuk akun-akun komponen LRA
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c. Kertas Kerja Konsolidasi

. Neraca Saldo | NeracaSalde | MeracaSaldo | NeracaSalde .. .| NeracaSaldo
Kode Jurnat eliminasi
b Hing Nama Rekening SKPDA SKPD B SKPD dst SKPKD Pemda

D It D K 0 K D K D K D K

B. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasa

189 sampai dengan Pasal 193, pelaporan keuangan pemerintah daerak

diatur sebagai herikut:

a. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daeral
oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsclidasi atas laporar
keuangan SKPD selaku entitas akuntansi.

b. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPC
selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi:

1) laporan realisasi anggaran,

2} neraca;

3] laporan operasional,

4) laporan perubaghan ekuitas; dan
5} catatan atas laporan keuangan.

c. Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalu
PPKD paling lambat 2 (duaj bulan setelah tahun anggaran berakhi:
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan olek
kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk
disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuh
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pertanggunglawaban pelaksanaan APBL.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

1} Laporan Realisasi Anggaran

2} Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

3) Neraca

4) Laporan Operasional

5) Laporan Arus Kas

6) Laporan Perubahan Ekuitas

7} Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui Sekretaris Daerah paling lambat 3 {tiga) bulan setelah
tahun anggaran berakhir| seésuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat
Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan-sebelum disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Kenangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan
Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 ({tiga) bulan setelah tahun
anggaran berakhir.

Pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
diselesaikan selambat-lambatnya 2 {dua} bulan setelah menerima
laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.

Dalam hal Badan Pemeriksa Keuangan belum menyampaikan
laporan hasil pemeriksaan paling lambat 2 {dua) bulan setelah
menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah, rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
diajukan kepada DPRD.

Kepala Daerah memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian
terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas
laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi Kkewsajiban penyampaian informasi
keuangan daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan keuangan
SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
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m. Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi

keuangan daerah, PPKD menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanan dan semesteran untuk disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang keuangan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur

beberapa ketentuan sebagai berikut:

a.

Laporan keuangan Entitas Akuntansi, baik SKPD maupun SKPKD
dilampiri dengan Surat Pernyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya telahsdiselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian
intern yang memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai
dengan peraturan.pérundang-undangan.
Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Salde Anggaran Lebih
disusun dan disajikan-cleh Bendahara Umum Daerah sebagai bagian
dari Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.
Laporan” Arus Kas ‘dan Laporan” Perubahan Saldo Anggaran Lebih
dilampiri dengan surat pernyataan BUD yang menyatakan
pengelolaan kas yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai, standar akuntansi pemerintahan, dan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk bulanan berupa
Laporan Realisasi Anggaran.
Laporan Keuangan pemerintah daerah untuk semesteran berupa
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasicnal, Laporan
Perubahan Ekuitas, dan Neraca.
Proses penyusunan Laporan Keuangan mengandung informasi,
aliran data, penggunaan, dan penyajian dokumen yang dilakukan
secara elektronik.
Ketentuan Pelaksanaan
a. Penyusunan Laporan Keuangan Entitas Akuntansi

1} Setiap akhir pericde akuntansi yang ditentukan atau

berdasarkan kebutuhan penyajian informasi, PPK-SKPD
menyusun:

a) Neraca Salde
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4)

S)

b} Jurnal penyesuaian akhir periode

¢) Neraca Saldo setelah penyesuaian

d) Jurnal penutupan

PPK-SKPD dapat menggunakan Kertas Kerja yvang terdiri atas
kolom-kolom untuk penyajian neraca saldo, jurnal penyesuaian
akhir periocde, neraca saldo setelah penyesuaian, jurnal penutup
dan laporan keuangan terkait.

Berdasarkan Neraca Saldc setelah Penyesuaian, PPK-SKPD
nmenyusun:

a} Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

b) Laporan Operasional (LO}

c) Neraca

d) Laporan Perubahan Ekuitas {LPE).

Berdasarkan LRA, LG, Neraca, dan LPE yang telah dibuat, PPK-
SKPD menyusuh-Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
PPK-SKPD menyerahkan Laporan Keuangan yang telah disusun
kepada Pengguna Anggaran.

Pengguna Anggaran membuat Surat Pernyataan Kepala SKPD
yvang menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesual dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan Keuangan SKPD
beserta Surat Pernyataan kepada Kepala Daerah. Pada saat
yang bersamaan, Laporan Keuangan SKPD diserahkan kepada
PPKD untuk proses konsolidasi Laporan Keunangan Pemerintah

Daerah.

. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bagian 1 - Penyiapan Kertas Kerja Konsclidasi

1)

2)

Fungsi Akuntansi di Entitas Pelaporan {selanjutnya disebut

Fungsi Akuntansi) menyiapkan kertas kerja {worksheet) dengan

lajur sesuai banyaknya SKPD dan SKPKD sebagai alat untuk

menyusun Neraca Saldo Gabungan SKPD dan SKPKD.

Fungsi Akuntansi memindahkan data pada Neraca Saldo SKPD

dan Neraca Saldo SKPKD ke dalam kertas kerja konsolidasi.
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3) Fungsi Akuntansi membuat jurnal penyesuaian konsolidasi
berupa jurnal eliminasi untuk menghapus akun transitoris
yaitu RK PPKD dan RK SKPD. Jurnal eliminasi tersebut
merupakan catatan dalam kertas kerja konsolidasi dan tidak
mempengaruhi pencatatan di entitas akuntansi.

4) Fungsi Akuntansi mengisi Neraca Salde Pemerintah Daerah
{konsolidasi) berdasarkan Neraca Saldo SKPD dan Neraca Saldo
SKPKD serta jurnal eliminasi.

Bagian 2 -~ Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

1} Berdasarkan Neraca Saldo setelah Penyesuaian, Fungsi
Akuntansi menyusun:

a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA} Konsolidasi
b} Laporan QOperasional {LO} Konsolidasi

¢) Neraca Konsolidasi

di Laporan Perubahan Ekuitas {LPE}

e} Laporan Perubahan SAL

f} l"Laporan Arus.Kas

2} Fungsi Akuntansi membuat Catatan atas Laporan Keuangan
sesual dengan sistemafika dan penjelasan di Kebijakan
Akuntansi dan/atau Standar Akuntansi Pemerintah.

3) PPKD menyerahkan Laperan Keuangan Pemerintah Daerah
yang telah disusun kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Daerah.

4} Kepala Daerah membuat Surat Pernyataan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
jawabnya  telah  diselenggarakan  berdasarkan  sistem
pengendalian intern yang memadai, standar akuntansi
pemerintahan, dan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

5) Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Dokumen Terkait
llustrasi dockumen pelaporan keuangan pemerintah daerah
antara lain sebagai berikut:

a. Neraca Saldo
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .......

NERACA SALDO per Tanggal ..........
SKPD
Kode Rekening Nama Rekening Suiniah
Debit Kredit
b. Laporan Keuangan SKPD-di Provinsi
PEMERIMTAH PROVINSI .o iev e
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
{Dalem Auploh)
Ueaian Anggaran Reallsesi % Renallsast
PENDAPATAN

PENDAPATAN A5LIDAERAH
Pendapatan Pajek Daerah™
ek ben Bonilas Daeith

Pondhprlaa il Pesge ol Kekaygaoan Dacel yiang Dipisahkan

Lain - lain PATY yang sih

Juraleh Pendapatan Asll Dearah
KUMLAH PENDAPATAN (7}
BELANIA
BELANJA OPERASI

Belanje Pegowai

Belanja Barang dan lass
Jurnfuh Pefanje Operast

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanzh
Befanja Modal Perafatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belanla Modal 2alan, lvigasi, dan Jariagan
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Befanfa Modal Aset Lalnays
lumleh Belanjs Modal
JIMLAH BELANJA

SURPLUS/DEFISIT
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PEMERINTAH PROVINSI
SKPD

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian

PENDAPATAN ASL! DAERAH
Pendapalan Pajak Daerah’
Pendapatan Retiibusi Dagiali
Jumizh Pendapatan Asli Daeral
JUMLAR PENDAPATAN

BEBAN OPERASI
Beban Pegawai
BebanBarang dan Jasa
Jumigh Beban Operasi

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
Behan Peayusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan faringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Behan Penyusutan Aset Lainnya
Beban Avnortisasi Aset Tak Berwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
JUMLAH BEBAN

TLO
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUP ATEN/KOTA

SKPD
NERATZA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 2040
am
Uraian 2041 2040

ASET
ASET LANCAR
Kas dap Serara Kas
Kas di Bendahara Penpreluaran
Kas di Bendahara Pencrimnan
Fiutang Pajak™
Piutang Reuibusi
Piutang Lainmy
Pemyisihat: Piulang
Beban Libayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

lanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Banpunim

Jalan, frigasi, dan Jatingan

AsetrTelap | aintya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumdasi Detyustlin
Jurmiah Aset Tetap

ASET LAINNYA
Tagihan Janpka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gantd Rugi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
AsetLain - lain
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwajud
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET
KEWANBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga {(PFK}
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumiah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAIBAN
EKUITAS
EKUITAS
surplus/Deflsit-LO
Ekultas Untuk Dikonsolldasikan
JUMLAH KEWANIBAN DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERICDE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uralan 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasai:
Sisa LehihfKurang Pembiayaan Anggaran [SiLPA/SIKPA)

Koreksi Nilai Persediaan

Selisiby Revaluasi Aset Tetap

Lain - fain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH-PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ivvesssene
SKPD
CATATAN-ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN ¥YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan keuangan SKPD
1.2 Landasan hukurn penyusunan laporan keuangan SKPD
1.3 Sistematika perulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
BAB Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kineria keuangan pemerintah daarah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target vang telah ditetapkan

BAB Il Penjelasan pos-pos laporan kevangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerinizh
daersh
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pendapatan - LQ
3.1.4 Beban
3.1.5 Aset
3.1.6 Kewajiban
3.1.7 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pererintah daerah
BABIV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
BABV
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c. Laporan Keuangan SKPKD di Provinsi

PEMERINTAH PROVINST,
SKPKD
LAPQORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X3 dan 2040

{ Dalarn 4l

Urafats anggaran  tealisdd k4

PENEAPATAN
PENDADATAN ASLIDAERAH
Penddagzd an Papak Daerals
Penchapa an ketobus Daeah
Penchipat n Hacil Peng el olaan Eekaynan Daesabogne Tnpeeabkan
Lain  lain PAD yang 53h
Jumnkslt Pendapdtan Adi Dsersh

PENDAPATAN TRANSFER
PTHDAPATAN TRARSITR PFMIRINTAN PIKA Y- DANA PTRIMEAN (AN
Dana Bagi fsal
Dana Alckasi Ururn
Dana Alokasi Khusus - Fisik
Dana Alokasi Bhusus - Fon Hisik
Jumbsl Pendapatan Tronder Dana Perimbaegin

PENDAPATAN TRANSFLR PEMERIN TAH PURAT - IAINK YA
Dana Inserdtf Caeroh
Drana Otonomi Khusus
Liana Keistuneaaan
Mana Dety
Jumizh Pendapatan Tronder Pemermiah Pusst - Llainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuan Keuang an
Jumiah Pendapatan fransder Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LATN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pencapatan Dana Danrat
Pendapatan Lainnys
Jumish Lain - Bin Pendapatan Baerah yang Sab
JUMLAH PENDARATAN

BELANIA OPERAS)
Bedanja Pegavrai
Belanja Barang dan J3s3
Belanja Bunga
Belanja Subsict
Betanja Hihah
Belanja Bantuan Social
Jumizh Belanja Operas

BELANJA MODAL
Befanja vodal Tansh
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanla Moda! Gedung dan Bangunan
Betan)a Madal Jalan, Ingas), dan Jartigan
Selanja Moda! Aset Tetap Lainnya
Belanjs Mads! Ased Lainnya

Jumizh Belanja Modal

BELANJA TAK TERDUGA

Belznja Tak Terduga
Jumiah Belanja Tak Terduga
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BELANIA TRANSFER
Bedcuiy 122 L dl g de Veawnobu b ha Peneintohon Ebupotend ke o e
Fed s Baiton sy Kb ot cantean Doamt oy B wdngd
Cedanijor Bt Koo gan Laeral 17-inct b Eabupaieof Kot
- sijor Pttty K poni Dot aht P wind aalent Kool o0y kepuiden D2 a
Bt branedon Lt Gl avand Klw Destived Koo Kabaatenf Gt
Jumlak Belanjs Transter
JUMLAH BELANIA

SURPLUS/DEFISIT

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Henpguraan MLHA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan Daersh yang Cipisahkan
Penennwan Finjanan Dasraly - Beeintah Fusa
Penenmazn Finjaman Daerah - PerveiintGh Dagish Lain
Fenerdmaan Hnjaman Doerah - Lenbga Keuangan Bank
Benenmaen Hnjaman Daerah - Leriyags Kelizngan Bulan Bank
Penenmaan Hnjaman Dasrah - Masysrkat (Obligasialzerh)
Peneriniaan Kembali Perberian Pinjaman Daeiah
Penerimaan Pendiayaan Lainnya

Jumlah Panerimaan Pemblayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Panbhenwkan DenaCadargan
Penyertaan Modal Femerintah Daerah
Perrbayaran PFinjaman daii Pererintzh Pusat
Pervbayaran Pinjaman dan Pemaintzh Dasrah Lain
Perbayaran Pinjaman dar Lembaga Keusgan Bank
Perrbayaran Pinjaman dari Lembepa Keuangan Bukan Bark
Perrbayaran Pinjaman dar Masyarakat (Obligasi Daerahl
Perrbeiian Pinjaman Dzerah
Pergeluaran Perbiayean Lainmya
luralah Pengelyaran Pamblayaan
PEMBIAYAAN NETTO
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ML RINTATE PIMAIANST e
SEIVKLE
LARGRAN OPERASIONAL
HIN DI LATRIN YA G I3 RAKTILE SAMDAT I NOAN FEDEST MR 20K T dan AN

iraian MR ANE0

PENDADATAN
PENDAPATAN ASLI BAFRAH
tencdapran Lok el
Frenclapalon Rty Leraah
Pendlapatan Das] bengelolaan Rekayaan baeeadogane Dipabiban
tan lan AL yne i
mmlzh Pendapatan Adi Daerah

PINDAPATAN [TANST IR
PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT - DANA PERIMBAN GAN
Dana Bagi Has
Drana alokas Lara
Tranis Alokasi Klosns - Fizak
Dand Alokasi Ehasus - Mon Fisik
Jumlah Peadapatan Trander Dana Perimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PIBAT - LAINNYA
Dana Insentif Daeiah
Drana Chonomi Khusw:
Dana Kerstimewaan
Dana Oesa
Jumtah Pendapatan Trander emerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Bantuay Kenangan
Jumtah Pendapatan Transfer Antat Daerah
Tatal Pendapatan Iranses

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Penclapatsn Hizh
Pendapatan Dans Oamirat
Ferdapatan Lainnya
Jumtah Lain - lin Pendapatan Daerah yang Sah
LIV LAH PENDAPA TAN

BEBAN OPERAS!
Beban Pegawai
Beban Borang danlaca
Belyan Bunga
Reban Subsid
Beban Hibzh
Beban Bantuan 5 osial
lumtah Beban Operasi

BEBAN PEN YUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusutar Peralatan dan Mesin
Beban Penyusutsn Gedung dan Bangunan
8eban Penyusutan 131an, lgas), danlanrgan
Seban Penyusutan Aset TetapLainnya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Arnortisas] Aset Tak Berwu|ud
fumlah Beban Penyusutan dan Amortlsasi

BEBAN TRANSFER
Beban agl Hasll
Behan Bantyan Keuangan
jumlgh Beban Transfer
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HEGAN TAK TERDUGA

Behan Tak Tejdua
lumlah Behan Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DART OPERASH

SURPLUS HON CPERASIONAL
Surplus Panjualan/PeriukararyPelepasan Aset Mon Lancar
Sumius Penyelesaian Kewaijiban Jangka Panjang
Surpdus dart Kegratan Non Operasional Lainea
Jurlah Surplus Nen Operasionat

DEFISIT NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan/Perika anfPelepasan Aset Mon Lancar
Defisit Peryelesaian Kewajiban Jangka Panjang
Defisit dari Kegfatan Non Ope asional Lainnya
Jumiah Defisit Non Operasional
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT- DARI KEGIATAN NGN QPERASIONAL

SURPLUS/OERSIT SEBELLAV POS LUAR BIASA

PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jumlah Pendapatan Luar Blass

BEBAN LUAR BIASA
Beban LuarBiasa
Jumlah Seban Luar Blasa
POS LUAR BIASA

398



PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPKD
MNERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X 0
Dalam Rupizh,
Uraian 20X1 2040
ASET
ASET LANCAR

Kas dan Setara Kas

Kas di Kas [daerah

Kas i Berdahara Pengelwnan

Kas di Bendahinia Ponenmaan

Kas Lainnya

Selara Kas
Investast lnangtka Pendek
Piuatang Pajak
Piutang Retribust
Piutang Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang Dipisahkan
Piutang Lain lain PAD yang Sah
Piutang Transfer Pemerintah-Pusat
Piurang Transler Antal Daelah
Piutang Lainnya
Peryisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Aset Untuk Dikonsolicasikan

Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANIANG
Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
Investasi dalam Obligasi
Invesiasi dalam Proyek Pembangunan
Dana Bergutir
Jumlah investasi Non Pgrmanen
lrwestasi Permanen
Perweriaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investasi Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigas!, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Peryusutan
Jumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Cana Cadangati
Jumilah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

Lagihan langka Panjang
[ agihan Penjualan Angsuan
Linhigan Ganti Rugt

Kemitraan dengan Pibak Ketign

Asel 1ak Berwujud

Asctiain fain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwnjud

Akumulasi Penyusutan Aset Jainnya
Jumiah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan PihakKetiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman fangka Pendek

Bagian Lancar Utang Jangka-Panjang

Pendapatan Dilevima Dimuka

Utang Belanja

Utang langka Pendek | ainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAIIBAN IANGKA PANJANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank
Hang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepata Masyarakat (Obligasi)
Premium (Diskenlo} Obligasi
Jumiah Kewajiban langha Panjang
JUNMILAH KEWAIIBAN

EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
JUMLAH EKUITAS
JUMLAH EKUITA!
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/HOTA ..oovnecirereemrresnreer
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DERNGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

ah
Uraian 20X1 20X0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Darpak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ...
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DEMGAN 31 GESEMBER 2041

PENDAHULUAN
BAB | Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusuanan laporan kevangan SKPKD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporan kevangan SKPKD
BAB II Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja kevangan pemerintah daersh
2.2 Harnbatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB Il Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemarintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan - LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kewajiban
3.1.8 Ekuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewsjiban vang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas skuntansifentitas pelaporan vang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPKD
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d. Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi

PEMERINTAHPROVINSI ...
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20%1 dan 20

{iralam
Hraian

PENDAPATAN ASLIOAERNAH
bendapatan Pajak Laersh
Fongbiged-m Rolnboea Moesd
kendlapatan Hasil vengelolasn kekayyan Daerah vang tywsaliban
Lain - lain PAD yang s3h
Jumiah Pendapatan Adi Daerah

DERDARMATAN THANSFFR
PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN
Dana Lagy Hazl
Diaria Alokasi Urinam
Liana Alokast Ehwsus - hisik
Crana Alokazi Bhsus - Moo Fisik
sumbah Pendapatan Transler Bang Perimbangan

PENDAPATAM THRANSFER PEMERENTAH PUSAT- LAINNYA
Doty I eatdil Traaerah
Diana Dtonoi 2hisus
Daiia Eey tnewasn
Erana Desa
tumiah Pendapatan TranderPemerintaliPusst «Iainnya

PENDAPATAN THANSFER AN TAR DAERAH
Bapirbnan Kewsndan
fumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAI YANGSAH
Pendaprtan Hibob
Penchapatan Canag Danurst
Pendapatan Lamnya
Jumlah Lafn - lain Pendapatan Daerah yany Sah
JUMLAH PERDAPAIAN

BELANJA OPERASI
Belanja Pagawa
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bunga
Belanja Subsich
8elanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Jumizh Betanja Operas!

BELANIA MODAL
Belanja Madsl Tangh
Belanja Modal Perslatan dan hesin
Belan|a Modal Gedung dan Bangunan
Belanja Modal Jzlan, Ingasi, den Jaringan
Balan)a Modal As et Tetap Lainnye
8elan)a Modal As et Lalnnys

Jumizh Belanja Modal

BELANIA TAK YERDUGA

Belanja Tk Terduga
Jumbh Belinfa Tak Terduga
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BELANIA TRANSFER
Vbl s P Dl B, Dl bspien bt Fstnmrindcd v Kbt eofke i ehan Dy
Bdanin Bantean Kayandon snkar Dagrab 1vsvingt
Retetiifir Resnbitents K od T aly P e b Kedpatanf¥eda
Bl Ponbte it Kengatgeds Veawaly Foiinga st Bebigsdond Koz bop el Dy
Beobantbin Dranmalion Lo Clong i Ko Feaanst Bopad Kubwgiatenf Kol
Jumiah Belanja Transter
JUMLAH BELANIA

SURPLUS/OEFISIT

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Parggunaan SLFA
vencairan Liana Cadangan
Hersdl Pannjuied e Kebiayarni Cigraiahi g Dl ikisn
Pererimaan Finjaman Cacvah Mameringah Mugat
Penerimaan Pinjaman Gasrah - Pemerintah Gazrghlain
Penerirnazn Finjamesn Gasrah - Lembaga Keuangan Baitk
Penerirmaan Finjaman Gasrah - Lembaga ¥eusng an BukanBank
Penerimaan Finjanan Dasrah - Masyarakat (Dbligas Dasren)
Pererimaan Kembali Prbenan Finjzman Jaerah
Pererirmaan Permbiayaan Lainiwa

lumiah Penarimaan Pembiayasn

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadang an
Peryertaan iviodal Pernerintah Daerah
Pembayaran Hojaman dani Perverinkah Pusat
Pembayaran Fnjaman dar Permerintah Daerah Lain
Perrbeyaran Finjaman dari Lemhaga Kevangan Bank
Pervbayaran Bnjaran dari Lerrbaga Keuang an Bukan Bank
Parmbayaran Fnfaman dari Masyarakat (Obligasi Dazrah}
Pemberian Pinjaman Daarsh
Pergeluaran Pembiayaan Laimya
Jumlah Pengeluzran Pambl yian
PEMBIAYAAN NETTO

Slea
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IFMERINTAH PROVINST ool e e
IAFORAN OI'FRASIONAL
UNTHR JAHUN YARG REHARRIH SAMIPAL DENGAN 3T DFSEMBER 20X dan 2071
(Datam wupiah)

tUraian 20%1 8¥n ol Y
Penurunan
KEGIATAN OPLRASIONAL
PEMUDAPA AN
PLHOBAPATAN ASLI DALRAIL

renilapatan Fajal baecsh
Pentapatan Fetribusi Daerah
Ferplapatan Hazi) Pengedolaan Vek asaan Dagaloyarg Oipisalkan
Lain - lam P& g sah
Jumlah Pemdiapatan Asli Daecah

PENDAPATAN TRANSI ER
PENDAVATAN [ANSTIR MLMURINTAL PUSAT - DANA PERIMDANECAN
Dara Bagy Ll
Cramia 2bobac e
Crana Slakasn Fluasus - Fisib
[ianey Aokaz) Khosws - Blan Figik

Jumbh Pendapatan Transfer Danie-Perimbangan

PENDAPATAN TRAMSFER PEMERINIAH PUSAT—LAINNYA
Oana Inserbif Daciah

Dana Qlongs Khusiss

Daria Kelstimewaan

Dara Dasa

Jurnlarh Pendapakan Liansler Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSHFR ANTAR DAERAKH
Bantuan Keuangan

Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah

Total Pendapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendlapatan Hibah
Pendapatan Gana Darurat
Pendapatan Lannya

Jumbh Lain - kain Pendapatan Daerah yang $ab

JUMLAH PENDAPATAN

BERAN

BEBAN QPERASI
Behani Pegawai
Beban Barang dan Jass
Behan Bunga
Behan Subsicl
Behan Hiheh
8ebar Bantuan Sosial

Jumbah Beban Operast

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTIASI
Beban Penyusutan Feralatan dan Mesin
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, Ingasi, dan Jarngan
Beban PenyLsutan set Tetag Lalnys
Baban Penpusutan ~set Lainnys
Behan Amortisasi Azet Tak Barwujud

Jumb b Bebap Penyusutan dan Amortisasi
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BEBAN THANSFEH
Beban Bagi Hasl
Bl flonsbiresin [Cnraanmyznn
Jurnla® Baban Transfar

BERAN TAK YTERDUGA
Bubsan Toh Teidug o
Jumlak Boban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DARI QOPERAST

SURPLUS NON QPERASIONAL

wurplus Penjualan/PertdamnfPalepmsan Aset Non Lanca’

Surplus Penyelesalan Kewaliban Jargla Fanfang
<ol o dan Keagiamn Moo Opamsional D ainmgsa
tumish Surplus Nen Cperasional

DERSIT NOW OPERASION AL
Defisit Penjual an/ P ukaran/Pele pasan Aok Non Lancar
Dfisit Ferwelesaian Kewaiiban Jangia Panjarg
Dwfisit dan Kegistan Nen Qperasiona) Lainnys
Jurnish Defisit Nen Oparadaonal

JUML AH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON

OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

PENDAFAT AN LUAR BIASA
Penczpatan Luar Biasa
Jumlah Pendupatan Luar Blass

BEBAN LUAR BIASA
Baban war Biasa
Jurnlak Beban Luar Blaw
POS LJAR BlASA
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BEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA et
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian 2003 2040
ASET
ASET LANCAR
oy Jadi Selara Fas
kas d kas Lasrah
Voeood Beralalewa Tetgehnan
¥as oh Bordlatara Pereimaan
Fan ch B0
Vay Cana BOS
Kas Dara KapLas pada TRTR
tas Lamaiya
setara Fas
vestas) Jangka Fendek,
Prutat g Pujak
Pratang Retnbuosi
Piutang Hacil Pergelslaan Kekavaanliaerat vang Dipisahkar
Piutang Lain-lain P20 vang Sah
Fiutarg Trarsfer Pemenntah Puzak
Piutang Tratsfer Antar Daerah
Piutang Lainnya
Peryisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Naon Perrnanen
Irvestasi kepads BUMN
lwestasi kepada BURNMD
Investasi dalam Obligasi
Investasi dalar Frovek Pernhangunan
Dara Bergulir
Jumlah Investas! Non Permanen
Investas Permanen
Peryertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi - Pemberizn Pinjaman Oaerah
Jumlsh Investasi Permanen
Jumlah Invastast Jangks Panjang

ASET TETAP

Tarah

Peralatan dan Megin

3edung dan Bangunar

Jalan, Irngasi, dan Janrgan

Aset Tetap Lalnnya

Konstruksi dalarm Pengerjaan

Akumulas) Penyusuian
lumlah Aset Tetap
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DANA CADANGAN
Dan Cadangire
Jumiah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
lagihan laneka Panjang
Lagilan Penjuatan Augsuran
luntutan Ganti Rugi
Kendtraan dengan Pilak Ketigs
fsel lak Beiwuijud
Asetlain fain
Akunulast Amorlisasi Asel Lidak Berwujud
Akumulasi Penyusutan Aset ) ainnya

Jumlah Aset Lainnya
JUMLAH ASET

KEWAIBAN JANGKA PENDEK

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman langka Pendek

Bagian Lancar Utang langka Parjang

Pendapatan Ditesima Dimuka

Litang Belanja

thang Jangka Pendek Lainnya
Iumlah Kewajiban Jangka Pendek

KEWAJIBAN JANGKA PANIANG
Utang kepada Pemerintah Pusat
titang kepada tembaga Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
ttang kepada Masyarakat (Obligasi}
Premium {Diskonto) Obligasi
Jumlah Kewajiban Jangha Panjang
JUMLAH KEWAJBAN

EKUITAS
JUMLAH EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian 20%1

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SIKPA)
Koreksi Nilai Persediaan
Selisih Revaluasi Aset Tetap
Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .oovrviverrrinmionn
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian 20X1

Saldo Anggaran | ebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SIKPA}

Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-lain

Saldo Anggaran Lebih Akhir

408

lam
20X0

fam Ru
20%0

ah



PEMERINTAH PROVINS! i cnnsenrnninn
LAFORAM ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 ODAM 2040
METQDE LANGSUNG
alam R
Uraian 20K 1 20X0
ARUS KAS DAR! AKTIFITAS OPERASI
ARUS MASUK KAS
Poaperiian Pajah Db
reamnnn Retnbus Cneraby
Pevietitigan Hawl Pengel ooy Kebayaan Duetabh yang Gipisahilon
Conraioman [ain lain CAD yang <ah
Pevienitrian ana Begi Heil
Cepeamann Pann Alokas Hmuom
Penerimaan Dana Alokasi Khosus - Fisik
Penen maan Kana Alokss Khosus - NenFisile
Penedmaan Dana Ins2nti f Daerah
Penenmaan Nana Otonoen Khusus
Penanmaan Dana Keistimewaan
Penerimaan Dana Desa
Penarimaan Bantuan Keuang an
Panerimaan Hibah
Penerimaan Cana Darurat
Penenmaan darl Pendapatan Lainnhya
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pegawai
Peimbayaran Barang cdan Jasa
Permbayaran Burga
Pernbayaran Subsidi
Permbayaran Belanja Hibah
Pembayaran Belanja Bantuan Scsial
Pernbayaran Tak Terduga
Pambayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota
Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi
Permbayaran Balanja Bantuan Keuarngan ke Kabupaten/Kots
Pembayaran Betanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Pemmbayaran Belania Transfer Dana Qtonami Khusus ke Kabupaten/<ota
Sumlah Arus Kduar Kas
Arurs Kas Bersth darl AktIfitas Operas!

MASUK KAS
Pencairan Dana Cadangan
Penjugalan atas Tanah
Penjuzal an atas Perd atan dan Mesin
Penjualan atas Sedung den Bangunan
Penjual an atas Jalan, lgasi, dan Jaringan
Penjual an Aset Tetap Lainnya
Penjual an Aset Lainnya
Hasil Penjualan Kekayaan Lain yang Dipisahkan
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen

Juml k Arus Masuk Kus
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ARUS KELUAR KAS
Pembendukan i iy
Peroleran 1anah
Perolelsm Pesalatan dan Mesin
Petolehan Gedung dan Bangunan
Perolehin Lalan, igasi, dan laingan
Perolehan Asel Telap i ainnyo
Perolehan Aset Lainnya
Penyertaan Modal Pemerintah Dacrah
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen
Jumdah Arus Keluasr Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Investasi

ARUS KAS DARI AKTIFITAS PENDANAAN

ARUS MASUK KAS
Penertmaan Pinjaman Daerati - Pemerintah Pusat
Penerimaan Pinjaman Daerah - Pemerintalt Daerah Lain
Penerimaan Pinjaman Daerah - Leibaga Keuangan Bank
Penerimaan Pinjaman Daeloh - Eernbaga Keuangan Bukan Bank
Penerimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat (Qbligasi Daerah}
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjasnan-aerah
lumlah Arus Masul Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran PinjamanidarisPemerintaivPusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman datl Lembaga Keuanygan Bank
Pembayaran Finjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
Pembayaran Pinjaman ki Masyarakat {Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arys Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Pendanaan

ARUS KAS DARI AKTIFITAS TRANSITORIS
ARUS MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga {PFK)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga {PFK}
Jumlah Arus Keluar Kas
Arug Kas Berslh darl Aktifitas Transitorls

Kenalkan/Penurunan Kas
Salde Awal Kas
Saldo Akhir Kas
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN fKOTA .............
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
BAB I Peudabuluan
1.1 Maksud dan juan penyusunan laporsn ketangan pemerintah daerah
12 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan penmerintah daerah
13 Sistematika penulisan catatan atas lapoan keuangan pemerintah daerah
BAB Il tkonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APED
21 tkonomi makro
2.2 Kebijakan keuangan
2.3 Indikator pencapaian tarpet kinerja APBD
BAB Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuanganpemerintah dseizh
3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinarja keuangan pemerintah daeiah
3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapzian taiget yang telah ditetapkan
BAB IV Kebijakan akuntansi
4.1 Entitas akuntansi/ entitas pelaporan keuzngan daeizh
42 Basis akuntansi yang-mendasari-penyusunan la poran keuangan pemerintat
daerah
43 Basis pengukuran yang mendasart penyuisunan lsporan keuangan pemerintah
daerah
44 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP
pemerintzh daerah

BABY Penjelasan pos-pos faporan keuangan pemerintah daerah
5.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah
daerzh
5.1.1 Pendzpatan - LRA
5.1.2 Belanja
5.1.3 Pembiayaan
5.1.4 Pendapatan - LO
5.1.5 Beban
5.1.6 Aset
5.1.7 Kewajiban
5.1.8 Ekuitas Dana
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akwal atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB VI Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daeizh
BAR VIl Penutup
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e. Laporan Keuangan SKPD di Kabupaten/Kota

PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA ..o

SHPD

LAPORAMN REALISAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANIA DAERAH
LINTUE TAHUN YANG BERAKIIT SAMPAL DENGAN 31 DESEMBER 20X 1 dan 2040

Uraian

PEMDAPATAMN
PEMDAPATAN ASLI DAERAH
Pt apaian Pagale Preaeealr
Pendapatan Rettiisi I3aoah

Lain  (ain AL yang sab
jumiah Pendapatan Asll Daersh
JUMLAH PENDAPATAN
BELANIA
BELANIA OPERASE
Belani Pegmwai
Betanja Barang dan Jasa
Jumiah Belanfa Operast

BELANIA MODAL
Belanja Mudat Tanah
lielanja tacitat Peralalan dan Mesin
Belanja toidal Uodung dan Rangunan
Belania Modal Jakm, Irigast, danaiingan
Belanja Modal Asct Tetap Lainnya
Belunja Motal Aset Lainnya
Jumiah Belanja Modal
JUMLAH BELANIA

SURPLUS/DEFISIT

febapatan Hool Pengelobaan Eeloayson Do ol yang Dol

{Datam Rupinh}

___Anggaran ‘ Rea lisasi % Realivas

PEMERINTAH KABUPATENSKOTA ccvnrsninieresmnsassiniens

SKPD

LAPORAN DPERASION AL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAT DENGAM 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

(Dalam Rupiah)
Uratan 2041 20xg | Kenataan/ |,
 Peautunan |

KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
Petklapatan Paiak Daeral?
Pendapatan Retribusi Daemh
Jimlah Pendapatan Asll Daerah
JUMLAH PENDAPATAN
BEBAN
BEBAN OPERASI
Behan Pegawai
Bebhan Barang dan Jasa
Jumlah Bebin Operasi

BESAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Penyusalan Peialatan dan Mexin
Behan Penyusitan Gedung dan Bangunan
Beban Penywsidan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
Beban Penyusutan Aset Lainmys
Beban Amorlisast Aset Tak Benwujud
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisast
JUMLAH BEBAN

SURPLUS/OEFISIT LG
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KUTA

SKPD
MERACA
PER 31 DESEMBER 20X 1 dan 2040
Dalam Ru 1z
Uraian 20%1 20X0

ASET LANCAR
Kas darn Seluri Kas
Kus di Bendahura Pengeluarun
Kas di Bendahara Penerimaan
Piatang Pajak™
Piutang Retribasi
Prutang [ ainnya
Penyisihan Piulang
Beban Dibayinr Dimuka
Persedigan
Jumlah Aset Lancar

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, liigasi, dandaringan

Aset Telap Laintwa

Konstruksi dalam Pengerjaan

Akumulasi Penyusutan
Jumlzh Aset Tetap

ASET LAINNYA

Tagihan Jangka Panjang
Tagihan Penjualan Angsuran
Tuntutan Gang Rugi

Kemitraan dengan Pithak Ketiga

Aset Tak Berwgjud

Asetlain - [ain

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwaujud

Akumulasi Penwyusutan Aset Lainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWAJBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga {PFi}
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Belanja
Utang Jangka Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
JUMLAH KEWAIJIBAN

EKUITAS

surplus/Deflslt-LO

Ekultas Untuk Dikonselidasikan
JUMLAH
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPD
LAPCRAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERICDE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Uraian Z0X1

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SIKPA)

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAHPROVINSI/KABUPATEN/KOTA v
SKPD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB 1 Pendahuluan
1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
12 Landasan hukum penyusunan laporan kevangan SKPD
1.3 Sistematika penulisan catatan atas Japoran keuangsn SKPD
BAB il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan $SKPD

Dalam
20X0

2.1 ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keusngan pemerintah daerah
22 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkar

BAB 1l Penjelasan pos-pos laporan kevangan pemerintah daerah

3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah

daerah

3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanjs

3.1.3 Pendapatan - LO
3,1.4 Beban

3.1.5 Aset

3.1.6 Kewajiban

3.1.7 Ekuitas Dana

3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan
penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan

basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan SKPD
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f. Laporan Keuangan SKPKD di Kabupaten/Kota

11 3G B R T AT BAEURATT BFROTA e
SEPRD
LAPGRAN REALISAS ANGGARAN PENDATATAN ODAN BELANMIA DAERAH
URTLIE TATTUN ARG B HAKTIR SAMAL DT BCARTT ISR | ATRTD dan 2400

{Dalain
Uraian 1an itealisasi W Healis s
PENMDAPATAN

PENDAPATAM ASLIDAERAH

Feridapatan Pajak Lagralh

Perdlapatan fetnis | Dacrah

Peavlapala Hasil Pergeblaan el ayasn Ganalyyacg Dipisubban

Lairk - Jain €20 yanz sah

Jumbb Pendapatan Asll Dasran

PENDAPATAN TRANSFER
PENDAPATANM YTRANSFER PEMERINT &H PUSAT - DANA PERIMBPAN GAN
Oarsa Bagi Hasil
Dara dlokasi Ut
Dara slokas Krasws - Rsik
Dana Alokag) Khusus - Mon Pisik
umbh pendapatan Transfer DanaPerimbangan

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINT At PUSAT - LAINNYA
Bana losahf Daerab
Dana Otonoeni Khusus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
jumdah Pendapatan Transler Pemerintab Pusat - Lalnnys

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH
Fendapatan Bagi Hasil
Eantuan Keuangan
Jumbah Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Pendapatan Trander

LAIN - LAIN PENDAPAT AN DAERAH YANG SAH
Fendapatan Hibah
Fendapatan Dana Darurat
Pandapatan Lainnya
Juntlab Lain - lale Pendapatan Daerah yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANFA DPERASI
Belan)a Pegawal
Belarijz Barang dan Jasa
Belanjs Burga
Belanja Subsich
Belan)a Hibsh
Belanjs Banuan Sosial
Jumtiah Selanfa Operast

BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Belana Modal Jatan, Irigasl, dan Janngan
Belanja Modl Sset Tetap Lalnnya
Belanja Modal Aset Lainnya

Jumkh 8slanjs Modal
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BELANIN TAK TERDUGA
Pedomifon Ly el
Jumlah Belanja Talk Terduya

BELANIA TRANSFER
Bl a1 FeAle by Kot mng st 1 cat et | eetogly Kol i bonyf Kool
Coolonior Torstg s Ko ean K it enfBe by B T T vy d

Ll Banteron Keirng av Uacraly 11w atou Kabupateonf ot haepaila
Jumlsh Belanfa Transter
JUMLAH BELANIA

SURPLYS/DERSIT
PEMBIAYAAN
FENERIMAAN PEMBIAYASN

Perpgunian YURA
Fengairan Lana Ladargan
Hasil Penjualan Kekayaan Caerah yang Dipisahkan
Canarimazn Mnfaman Docih | Pemenintah Muzat
Penerterazn Hinjaman Uaerat - Pemierintah, bagrahLain
Penerimazn Pinjaman Oaerab - Lebaga Keuang 2n Bank
Penenimaan Binjaman Daerah - Lembzga Kewangan, Bukan Bank
Penerimaan Rinjanian Caerab : Masyarakat (Obligast Dagrah)
Panaiimaan Kembali Permberian Pinjaman Daerah
Penerimagn Peimbiayaan Lannya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Pemenntah Caerah
Fembayaran Finjaman dari Pemeriniah Pusat
Pembayaran Mnjaman dan Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dan Lembags Keuangan Bank
Parnbayaran Pinjaman dari Lembaga Kevangan Bukan Bank
Permbayaran Finjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Parahetian Pinjaman Daerah
Pengeluaran Permbiayaan Lainnya
jumlah Pengeluaran Pambiaysan
PEMBIAYAAN NETTO

Slss Lebmh
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PLNDAPATAN ASTIDALRAL
Penskapalan Pagk [riende
Penchapatan Retribun Dagrah
penglapatan Haol Pergelol aan kekayaan Lizerah yang Lip sakidan
Lain - Latn PAL yang sali
Jumlahk Pendapatan Asti Dasrah

PENDARATAN TRANSFER
PENDAPATAN TRANSFER PEMERIN TAH PUSAT: DANA PERIMEAN GAN
Cara Bag) Hasi)
Darva Alokasi Uraurn
Dana Alokasi Khisus - Fisi
Dara Algkasi Khusus - Nen Fisik
Jumlzh Pendapatan Transfer Dana Perimbangar

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT=TAINN YA
Dana Insentif Daerah
Dana Ctoncmi Khuzus
Dana Keistimewaan
Dana Desa
Jymiah Pendapatan Trander Pemerintah Pusat - Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAH
Pandapatan Bagi Hasil
Bantisan Kevangan
Jumtah Pendapatan Trnder Antar Daerih
Total Pendapatan Transer

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANGSAH
Pendapatan Hilzah
Penclapatan Dana Danprat
Pendapstan Lainny3
Jumtah Lain - lain Pendapatan Daerah yang Seh
JUMLAH PENDAPATAN

BERAR

BEBAN QPERASI
Beban Pegawal
Beban Baang dan Jass
Behan Bunga
Bebsn Subsidh
Beban Hibsh
Beban Bantuan Sosial
Jumiah Beban Operast

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISAS!
Seban Penyusutan Peralatan dan Mesin
8eban Penyusutan Getung dan Bangunan
Beban Penyusutan Jalan, lrigasi, dan laringan
Beban Panyusutan Aset Tetap Lainnya
Bekan Penyusutan Aset Lalnnys
8eban Amorisas! Aset Tak Berwujud
Jumiah Beban Penyusutan dan Amort Isasi
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BEBAN TRANSFER
Exlran Epi Hordl
Bl Danfizn Keuang an

lumlak Beban Transfer

BEBAN TAK TERDUGA
Belian 1k Jenduga
Jumlah Beban Tak Terduga
JUMLAH BEBAN

SURPLUS{DEFSIT DART OPERASI

SURPLUS NON OPERASIONAL
Sumlus PenjualanPariukaran/Palepasan Aser o Lancar
wplus Penyelesaian Kewaijiban Jang ka Panjang
Surplus dari Kegiaan Non Operasional Lainnys
Jumlsh Surplus Non Operasional

DEFISIT NON OPERASIONAL
Ciefisit fenjualan/Pertularan/Pelepasan Aset NEf Lancar
Dizfisit Panyelesaian Kewsjiban Jangka Panjang
Dietisit dar Kegiaran NEROBemEsEnal Lainnya
Jumlgh Defist Nen Operasional
JUMILAH SURPLUS/DEFISIT DAR) KEGIATAN NON OPERASION AL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Bissa
lumigh Pendapatan Luar Blass

BEBAN LUAR BIASA
Baban Luar Biasa
Jumlai Baban Luar Biasa
POS LUAR BIASA
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PEMERINTAH PROVINSI/K ABUPATEN/KOTA
SKPKE
NERACA
PER 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian 20%1 20X ¢
A5ET LANCAR
Bove elinrn Bolans Koes
Kas di Kas Da=rah
Kaz o Bevdolia o Pecgzeluanan

Kas di Bendabhara Penerimaan
Kors Ludtongsy
Setara Kas
Irvestati langle Pencdel
Fiutang Fajalk
Piutang Retribusi
Fiutang Hasil Pengelolaan KekayaanDasrah yang Dipisahkan
Fiutang Lain-lain PAD yang Sal
Fiutang Transfer Pemerinizli Pusat
Fiutang Transfer Antar Dasrah
Fiutang Lairnya
Penyisihan Piutarg
Beban Oibayar Dimuka
Persedliaan
Aset Untuk Dikonsclidasikan
Jumlah Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Non Permanen
Investasi kepada BUMN
Investasi kepada BUMD
investasi dalarn Ohlig asi
investasi dalarn Proyek Permbangunan
Dana Bergulir
Jumlzh Investasi Non Permanen
Imvestasi Perrnanen
Penyeriaan Maodal Pemnerintah Daerah
Investasi - Pernberian Pinjarnan Daerah
Jumlah [nvestasi Permanen
Jumlah Investas! Jangka PanJang

ASET TETAP

Tamah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
lalan, Irigasi, dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi dalam Pengerjaan
Akurmulasi Penyusuian

Juml h Aset Tatap
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DANA CADANGAN
Drama € adangn
lumlah Dana Cadangan

ASET LAINNYA

[apihan fangks Panjang
lagihan Penjualan Angsutan
untulan Ganti Rug)

Kemiliaat dengdan Piluak Keliga

Asel Tuk Beiwojud

Aset Lain fain

Aumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Alumulasi Penyissitan Aset ) ainnya
Jumlah Aset Lainnya

JUMLAH ASET

KEWANBAN JANGKA PENDEK

tiang Perhitungan PihakKetiga [PFK}

Utang Bunga

Utang Pinjaman langka Pendek

Bagian Lancar Utang Janpka-Panjang

Pendapatan Diterima (Hmuka

Hang Belanja

Utang langka Pendek Laihnya
Jumlah Kewajiban Jangha Pendek

KEWAIBAN JANGKA PANJANG
Ltang kepada Pemerintah Pusat
ttang kepada Lemhaga Keuangan Bank
Utang kepada tembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat (Chbligasi)
Premium {Diskonto} Obligasi
Jumtah Kewajiban Jangka Panjang
JUMLAH KEWANBAN

EKUITAS
EKUITAS
Surplus/Defisit-LO
JUMLAH EXKUITAS
JURMLAH DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
SKPKD
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

lam
Uralan 2001 20%0

Ekuitas Awal
Surplus /Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran [SiLPA/SiKPA}

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain - [ain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .............
SKPKD
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1

PENDAHULUAN
BAB | Pendahuluan
11 Maksud dan tujuan penyusunan laporen keuangan SKPXD
1.2 Landasan hukum penyusunan laporan kevangan SKPKD
13 Sistematika penulisan catatan atas laporen keuangan SKPKD
BAB Il Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPKD
2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja kevangan pemerintah daarah
2.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
BAB 11l Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah
3.1 Rincian dari penjelasan dari masing-masing pos-pos pelaporan kevangan pemerintah
daerah
3.1.1 Pendapatan - LRA
3.1.2 Belanja
3.1.3 Pembiayaan
3.1.4 Pendapatan- LO
3.1.5 Beban
3.1.6 Aset
3.1.7 Kews]iban
3.1.8 Fkuitas Dana
3.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan
pensrapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsillasinya dangan
penarapan basis kas, untuk entitas akuntansifentitas pelaporan yang menggunakan
basis akrual pada pemerintah daerah
BAB IV Penjelasan atas Informasi-informasl nonkeuangan SKPKD
BABV Penuiup
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g. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

[F A RN TAH KARURALENSKOTA e
TAPORAN BEA AN ANGLARAN PENDAPATAN BAN HETANIA BAFRAH
UNTUK TAITUN YANG BERAKUTR SAMBA DENGAN 11 BISCMBIR 20X1 dan 28%0

Uraizn Anggatan  Reglivasi %, Tealivesi

BENDAP AL AN AN T DAFRAH
Praakarlat Pigab Laioh
Ferd apakan Hetrdas bhasrak
Pendapatan Hasil Pengeldai Febayaan Daerzh yang Cipsakdan
Laan - Lair [80 yareg 23l
Jumtzh Pendapatan Asli Daerah

PENDAPAT At TRANSFER
PENDAPAEAN THARNSFER PEMERINIAN PUSAL - DANA PEEIMUANGAN
Cana Bagy Hanl
Coara sl a1 Unte
Dang Algkaci Kwsus - Dl
[rana slokasi Ehusus - Mon Pl
lumizh Pendapatan Transfer Dana Pefimbangan

PENDAPATAN THANSFER PEMERINT AH PUSATL-LAINNYA
Cana Insephif Daerah
Cana Btonom Klaisws
Cana Feistimewaan
Dana Desx
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - lainnyz

PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAK
Pendapatan Bagi Hazil
Bantuan Keuangan
Jumtsh Pendapatan Transfer Antar Daerah
Total Peadapatan Transler

LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
Pendapatan Hibah
Pendapatan 03na Oangat
Pendapatan Lainrya
fumiak Lain - [ain Pendapatan Daerk yang Sah
JUMLAH PENDAPATAN

BELANJA QPERAS
Belanja Pegawal
Belanja Bararg dan Jasa
Balanja Bungs
Belanja Subsidi
aelsra Hibah
Delanja Bantuan Sosial
lumiah Belanja Operast

BELANJA MODAL
Belaria Modal Tangh
Belan)s Modal Peralztan dan iesin
Belanja Mottal Gedung dan Bangunan
Belanja ddodal Jalan, Ingasi, dan Jaringan
Bdlanja odal Aset Tetap Lainnya
8elanja Modal Aset Lzinnya

Jumizh Belan|a Madal
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BELANJA TAK TERDUGA
Celyafis Tals Tonehugo
Iumlak 8elanja Tak Terduga

BELANIA TRANSFER
Delania Bantuan Ksuangan antar Dazrah Kahupatenf¥ota
Qalanja Bantuan Kauangan Kabupatan/¥ota ke Daerah Frovin
Cefanga Bantuan K-uanpan Oasrah Mroving atgu KabupatenfKata kpd Oesa
Jumlah Belanjs Transfer
JUMLAH BELANIA

SURPLUS/DEFISIT

PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Parggunaan SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjuatan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Panenimaan Finjaman Daerah - Pemerinizh Fusat
Fenerimaan Finjaman Dazrah - Pemenintzh Dasvah Lain
Pererimaan Finjaman Daerah - Lembaga Keuangan Bank
Penerimaan Finjaman Caerah - Lembag 3 Keuang an-Bukan-Bank
Penerimaan Finjaman Daerah - Masyarakan[Obligasi Daerah)
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Oaerali
Penerimaan Penhiayaan Laikny

hinmlah Penarimaan Pembiaysan

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Perrbentukan Dans Cadangan
Penyeran Modal Paimerintah Daerah
Perrbayaran Pinjaman dar Pererintah Pusat
Perrbayaran Pinjanian daii Pemerintah Daerah Lain
Perbayaran Pinjaman dari Lembaga Keuargan Bank
Pervbayaran Minjaman dad Lembaga Keuangan Bukan Bank
Perbayaran Finjaman dar Masyarakat [Obligasi Daerah)
Permberian Pinjaman Caersh
Pergeluaran Pembiayaan Lainnya
Jumlah Pengaluaren Pambisysan
PEMBIAYAAN NETTO

Lebih
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I'UMLEIN AN KABUBFATLNROLA e
LATOHAN GPLIASTONAL

[N TUK TAHUN YAN G BERAKHIH SAMI'AL DENGAN 31 DESEMBER 2041 Jon &30

Urdidn

KLGATAN OPLIASIONAL
PENDARALAN
PENDAPATAN A6LEDAERAR
Pendapatan Pajak Daecsh
Pendapatan Retnbus Ozersh
Peaiepratan Has rergetolaam Kekayaan Lacadogne | piedkan
V- latn PRU Yage <ah
Tumtah Bendapat an Addi Dareah

PENDAPATAN TRAMSFER
FENOADPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT UANA PERIMBANGAN
Lana Hago Haz]
Lvsng Algkasi Urivsfn
Dranea &l ok aci Khusus - Fisik
Dana Alakasi Khusus - Nou Fisik
lunttah Pendapatan Trander Dana Perimbargsn

PENDAPATAN TRANSFER PEMERINYAH PUSAT LAINN YA
Cans insentif Ozerah
Daia Otonon Khysys
Dratvs Kelstimewaah
DanaDesa
Jumfah Pendapatan Trand er Pemerintah Pust- Lainnya

PENDAPATAN TRANSFER AN TAR DAERAN
Pendapatan Bagl Hasd
Bantuan Keyangan
Jurmtah Pendapatan Transer Antar Baerah
Tatal Penrapatan Transfer

LAIN - LAIN PENDABATAN DAERAH YANGSAH
Pendapatan Hibah
fentdzpatan Dana Danirat
Pendapatan Lainnya
Jumilah Lain - lin Pendapatan Daerah yang Sab
JUMLAH PENDAPATAN
LHEBAN
BEBAN UFERAS!
Behan Pegswal
Beban Barang dan lasa
Befysn Bungs
Bebsan Subsid
aeban Hil:ah
Beban Bantuan Sosal
Jumiah Beban Operad

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTSASI
Bebyan Penyus utan Peralatan dan Masin
Behn Panyysutan Gedung dan Bangunan
Beben Penyusutan 13lan, ingas), dsn Jarngan
Beban Panyusutan Aset Tetap Laltinya
Beban Penyusutan Aset Lainnya
Beban Amoitisasl Aset Tek Berwujud
Jumlah Beban Penyusstan dan Amortised

BEBAN TRANSFER
Beban Bagl Hasil
Beban Bantuan Kevangan
lumtak Beban Transfar
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BEBAN TAK TERDUGA
Bebao TakTewduga
Jumlah Beban Tak Terduga
JUMEAH BEBAN

SURPLUS/DEFISIT DAR! CPERASI

SURPLUS NON OPERASIONAL
Swiplus Penjualan/PenukaranfPelepasan Asel Non Lancar
Surplus Penyelasaign Kewajiban langka Panjang
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainiya
Jamleh SurplusNon Operasional

DERSIT NON OPERASIONAL
Defisit PenjualanfPeriukaran/Pelepasan Aset Non Lancar
Defisit Penyelesaian Kewajiban Iangka Panjang
Defisit dari Kegiatan Non Gpesasional Lainnya
Jumiah Defidt on Qperastonal
JUMUAH SURBLUS/DEFSIT DAR] KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUSOEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA

PENDAPATAN LUAR BIASA
Pendapatan Luar Biasa
Jurnish Pendapstan Luer Binsa

BERAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Juminh Bebar Luer Biasa
BOS LUAR BIASA
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN FKCTA .o
NERACA
FER 31 DESEMBER 20)(1 dan 2040
a
Uraian 20K1 2060
ET
ASET LANCAR

Favs oty e lura

iy ol b Dt abi

Eos i Benddahara Penacluaran

Fies dh Bendadioss Pernerinniem

fies o BLUL

Fas Gonn BG5S

¥as Dano Kopitas poda FETP

tas | ainiya

sebara Kas
irveslasi lareha Pendek
Piutang Pajak
Piutarg Retribusi
Phutang Hasil Pengel faact Kek ayvaareDagrsh vang Dipisahkar
Fiutang Lair-lair PAD vang Sab
Fiutang Trarzfer Pernerintaby Pusar
Fiotang Transfer Antar Daerah
Fiutang Lainnya
Penyisilan Fiutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaar

Jumlak Aset Lancar

INVESTASI JANGKA PANJANG
Irvestast on Fermanen
Irsvestasi kepacla BUR
Irvestasi kepada BUNMI
Irvestast dalarm Obhgas
Irvestas: dalam Proyek Pembanguran
Dana Bergulir
Jumleh Investas] Non Fermanen
Investasi Permanen
Penvertan todal Pemenntah Daerah
Irvestst - Pembertan Pirjarnar Daerah
Jumlah Investasi Permanen
Jumlah Investast Jangka Panjang

ASET TETAP

Tanah

Feralatan dan Mesin

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

Konstruksl dalam Penger|aan

Akurrulas) Penyusutan
Jumlgh Asst Tatap
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DANA CADANGAN
Drana Cadangan
Jumiah Dana Cadangan

ASET LAINNYA
Lagihan banigka Paitjong
Togiln Penjuadar Angsimine
Tuntutao Gauli Bogi
Kemitraan dengan Pihak Ketiga
Aset Tak Berwujud
Aset Lain - lzin
Akumulasi Amontisasi Aset lidak Berwujud
Akuimielasi Penyusutan Aset Lainnya
Jumilah Aset Lainnya
JURALAH ASET

KEWAIBAN JIANGKA PENDEK

Utang Periitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Bunga

Utang Pinjaman Jangka Pendek

Bagian Lancar Ltang Jangka Panjang

Pendapatan Diterima Bimuka

Utang Belanja

Utang Jangla Pendek Lainnya
Jumlah Kewajiben Jangke Pendek

KEWAJIBAN IANGKA PANJANG
Utang kepada Pemeriniah Pusat
Utang kepada Lembags Keuangan Bank
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
Utang kepada Masyarakat {Obligasi)
Premium (Dis konto) Obligasi
Jumleh Kewajiban Iangha Panfang
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

JUMLAH EKUITAS
DAN EKUITAS
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PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

Urafan 20X1

Ekuitas Awal
Sumplus/Defisit LO
Dampak Kumulatif Perubzhan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)

Koreksi Nilai Persediaan

Selisih Revaluasi Aset Tetap

Lain - lain
Ekuitas Akhir

PEMERINTAH PROVINSI/KABURATEN/KOTA
LAPORAN PERUBAHAN SALDD ANGGARAN LEBIH
PER31 DESEMBER 20X1 dan 20X0

Uraian 20X1

Saldo Anggaran Lebih Awal
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Subtotal
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran {SiLPA/SIKPA)

Subtotal
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
Lain-iain

Salde Anggaran Lebih Akhlr
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PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ..oy e e
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
METODE LANGSUNG

Uraian 2061 2040

ARUS MASUK KAS
Fergvirmaan Fajak Daszral
Popuetineseas B it Lo
Merwirnaan Hasd Pergelolaan Celayaan Dasrah yang Thiprsakdin
Peretimaan Lain - lain P20 varg sah
Pergrimaan Dana Bag Hawul
Perenmaarn Daca Aol aa U
Penzrimaan Dana Aok as K b
Pererimaan Darna Alolac Khasus - B Hsik
Fenerimaan Dama lrcenhl Daerah
Panzrirnaan Dana Otaesin Khoss
Pereriraaan Dana | eis ivessaan
Pareviimaan Gara Uess
Perrimaan Baz Hazil dani Prosing
Ferenmaan Banbuar Keuarngan
Peneinmaan Hibah
Pernerimaan Dana Oanarat
Peranmaan dan Pendapatan Lamriya
Jumlah Arus Masuk Kas
S KELUAR KAS
Permbayaran Pegawai
Pernbayaran Barang dan Jasa
Pembayaran Bunga
Pembyayaran Subsidl
Pembayaran Belanja Hibah
Perbayaran Belanjz Bantuan Sozial
Pembayaran Tak Terduga
Pembayaran Belanja Banluan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Xota
Permbayaran Belan)a Bantuan Keuangan ke Daerah Proving
Peirhayeran Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa
Jumish Aras Keluar Kas
Arus Kas Bersth dori Aktifitas Operas

RUS MASUK KAS
Percalran Dana Cadangan
Penjualan atas Tanah
Perjuatan atas Peralatan dan Besin
Penjualan atas Gedung dan Bangunan
Penjualan atas Jalan, 1rigasl, dan Jaringan
Perjualan Aset Tetap Lalnnya
Penjualan Aset Lainivya
Hasll Penjualan Kekayaan Lain yang Diplsabkan
Pengrimaan Penjualan Investasi Non Perrpanen

Jumileh Arus Masuk Kas
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KELUAR KAS
Pembentukan Dama Cadanpan
Perolehan Tanah
Perolehan Peralatan dan Mesin
Perolehan Gedung dan Banguran
Perolehan Jalan, higasi, dan karingan
Pergleban Aset | etap Latbnya
Perolehan Aset Loinnya
Penyertaan Modal Pemerintah Daeiah
Pengeluaran Perhelian lwvestasi Non Permanen
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersth dari Aktifitas (nvestasi

ARUS MASUK KAS
Penerimaan Pinjaman Daeragh - Pemerintah Pusat
Pencrimaan Pinjuman Daelah - Pemeiintah Daerah Lain
Penetimaan Pinjaman Daerah - Lembaga Kevangan Bank
Pencrimaan Pinjaman: Daerah - Lembaga Kevangan Bukan Bank
Penarimaan Pinjaman Daerah - Masyarakat {Obligasi Daerah)
Penerimaan KembaliPemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pembayaran Pinjaman dari Pemetintah Pusat
Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank
Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bark
Pembayaran Pinjaman dari Masyarakat (Obligasi Daerah)
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Arus Keluar Kas
ArusKas Bersth dari Aktifitas Pendanaan

MASUK KAS
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga {PFX)
Jumlah Arus Masuk Kas
ARUS KELUAR KAS
Pengeluaran Perhitungan Fhak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Keluar Kas
Arus Kas Bersih dari Aktifitas Transitoris

Kenaikan/Penurunan Kas
$aldo Awal Kas
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BAB Vil
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BAB VI

PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. PENYUSUNAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

1.

Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 194 dan 197 Peraturan Pemerintah Nomoer 12 Tahun

2019, peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait penyusunan dan

pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagai berikut:

a.

Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban _pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri laporan keuangan yvang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD
paling lambat 6 (enam} bulan setelah tahun anggaran berakhir.

. Selain melampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh

Badan Pemeriksa KelUangan, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban-Pelaksanaan APBD dilampiri Laporan Evaluasi
Efisiensi dan/ Efektivitas Pelaksanaan APBD. Pedoman penyusunan
Laporan Evaluasi Efisiensi dan Efektivitas Pelaksanaan APBD akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri.

. Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada dibahas Kepala
Daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.

. Persetujuan bersama rancangan Peraturan Daerah dilakukan paling

lambat 7 {tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

. Atas dasar persetujuan bersama, Kepala Daerah menyiapkan

rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam waktu 1 {satu) bulan sejak diterimanya rancangan
Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
dari Kepala Daerah, DPRD tidak mengambil keputusan bersama
dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Kepala Daerah menjyusun
dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Menteri bagi Daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat bagi Daerah kabupaten/kota.

432



h. Untuk memperoleh pengesahan, rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta lampirannya
disampaikan paling lambat 7 {tujuh) hari terhitung sejak DPRD tidak
mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap
rancangan  Peraturan Daerah tentang  pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Penyampaian dan pembahasan bersama rancangan Peraturan Daergh
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

1} Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD  beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat
6 {enram) bulan setelahtahun anggaran berakhir.

2) Kepala Daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
Peraturan Daerah. tentang @ pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

3) Hasil pembahasan--rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawahan pelaksanaan APBD dituangkan dalam
persetujuan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dan
pimpinan DPRD.

4) Kepala Daerah menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
berdasarkan hasil pembahasan rancangan Peraturan Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

b. Penyusunan dan Penetapan rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD saat tidak tercapai
persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk mempercleh Pengesahan atas Rancangan Peraturan Kepala

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dari Menteri

bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat

bagi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan pengaturan sebagai
berikut:

1) Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD beserta
penjelasan dan dokumen pendukung kepada Menteri {bagi Daerah
provinsi} atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (bagi
Daerah kabupaten/kota} paling lambat 7 {tujuh} hari sejak DPRD
tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

2} Menteri (bagi Daerah provinsi) atau gubernur sebagai wakil
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pemerintalh pusat {(bagi Daerah kabupaten/kota] mengesahkan
rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

3) Kepala Daerah menetapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah
menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD.

B. EVALUAS! RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD PROVINSI
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini_membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan

Daerah provinsi tentang<Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan

RaPeraturan KepalacDaerah tentang penjabaran Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBD adalah 'sebagal berikut:

a. Rancangan'Peraturan-Daerali provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang-telah disetujui bersama DPRD dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada Menteri
paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
gubernur.

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian
dengan Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah
provinsi tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi
tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau temuan laporan hasil
pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

c. Hasil evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada gubernur paling
lambat 15 {lima belas} hari terhitung sejak rancangan Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
diterima.

d. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan
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Peraturan Daerah provinsi tentang APBD, Peraturan Daerah provinsi
tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan telah menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur
menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi menjadi Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
menjadi Peraturan Kepala Daerah provinsi.

e. Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Peraturan
Daerah provinsi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD  bertentangan dengan
Peraturan Daerah provinsictentang APBD, Peraturan Daerah provinsi
tentang perubahan APBD; Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran APBD, | Peraturan Kepala Daerah provinsi tentang
penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, gubernur
bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 {tujuh} hart
terhitung sejak hasil evaiuasi diterima.

f. Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD,
dan gubernur menetapkan rancangan Peraturan Daerah provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan
Daerah provinsi dan rancangan Peraturan Kepala Daerah provinsi
tentang penjabaran pertanggungiawaban pelaksanaan APBD menjadi
Peraturan Kepala Daerah provinsi, Menteri mengusulkan kepada
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana
Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi
ranPeraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan Menteri.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat memuat
informasi aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang
dilakukan secara elektrenik.

2. Ketentuan Pelaksanaan
a. Paling lambat 3 {hari) setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
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Kepala Daerah mengirimkan rancangan Peraturan Daerah Provinsi
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungawaban
pelaksanaan APBD kepada Menteri untuk dievaluasi.

b. Menteri melakukan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Daerah
Provinsi tentang pertanggpungjawaban pelaksanaan APBD serta
rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang  penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

c. Menteri mengeluarkan surat keputusan mengenai hasil evaluasi untuk
disampaikan kepada gubernur.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, gubernur menetapkan
rancangan  Peraturan—Daerah Provinsi menjadi Peraturan Daerah
provinsi dan jrancangan Peraturan Kepala Daerah Provinsi menjadi
Peraturan Kepala Daerah Provinsi.

C. EVALUASI RANCANGAN-PERATURAN DAERAH PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD DAN RAPERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD
KABUPATEN/KOTA
1. Ketentuan Umum

Mengacu pada Pasal 196 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019,

Peraturan Menteri ini membuat ketentuan terkait evaluasi RaPeraturan

Daerah Kabupaten /Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD adalah sebagai berikut:

a. Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama
DPRD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota
tentang penjabaran pertanggungjawaban  pelaksanaan APBD
disampaikan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat paling
lambat 3 (tiga} hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh
Bupati/Walikota.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk menguji kesesuaian
dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan
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Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD,
dan/atau temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan. 3

. Hasil evaluasi disampaikan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat kepada bupati/walikota paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak  diterimanya rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan, Peraturan Daerah Lkabupaten/kota tentang
pertanggungiawaban ‘pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban ‘pelaksanaan APBD sudah sesual dengan
Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan telah
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati/walikota menetapkan rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan
rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota menjadi
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota.

. Dalam hal gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil
evaluasi rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan
Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan
Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak
menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa
Keuangan, bupati/walikota bersama DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 {tujuh} hari terhitung sejak hasil
evaluasi diterima.

Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota
dan DPRD dan bupati/weali kota menetapkan rancangan Peraturan
Daerah kabupaten/ kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan
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APBD menjadi Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan
Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Kepala
Daerah kabupaten/kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri,
selanjutnya  Menteri  mengusulkan kepada  menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk
melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara evaluasi rancangan Peraturan
Daerah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan evaluasi
rancangan  Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur dengan Keputusan
Menteri.

h. Proses penyampaian rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/kota
tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan
Peraturan Kepala: ‘Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD-serta penyampaian hasil keputusan evaluasi dapat
memuat informasigaliran data, penggunaan dan penyajian dokumen
yang dilakukan secara elektronik.

2. Ketentuan Pelaksanaan

a. Paling lambat 3 (tiga} hari setelah persetujuan Bersama dengan DPRD,
bupati/walikota  mengirimkan rancangan Peraturan Daerah
kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
serta rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Gubernur selaku
wakil Pemerintah Pusat untuk dievaluasi.

b. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melakukan evaluasi
terhadap rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD.

c. Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat mengeluarkan surat
keputusan mengenai hasil evaluasi untuk disampaikan kepada
bupati/walikota.

d. Setelah hasil evaluasi dinyatakan sudah sesuai dan temuan laporan
hasil pemeriksaan BPK sudah ditindaklanjuti, bupati/walikota
menetapkan rancagan Peraturan Daerah kabupaten/kota menjadi
Peraturan Daerah kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Kepala
Daerah  kabupaten/kota menjadi Peraturan Kepala Daerah
kabupaten/kota.
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BAB IX
KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Berdasarkan Pasal 198 dan Pasal 199 Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelclaan kekayaan daerah dan utang
daerah adalah sebagai berikut:

1. Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja, dan
kekayaan daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

2. Pemerintah Daerah mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Piutang Daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu,
diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Penyelesaian Piutang Daerah.yang mengakibatkan masalah perdata dapat
dilakukan melalui perdamaiarn; kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara
penyelesaiannya sesual dengan-ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Piutang Daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari
pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
mengatur mengenai pénghapusan |piutang negara dan Daerah, kecuali
mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan.

¢. Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam rangka memperoleh
manfaat ekonomi, sosial, danf atau manfaat lainnya.

7. Pengeloclaan BMD meliputi rangkaian Kegiatan pengelolaan BMD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

8. Kepala Daerah dapat melakukan pengelolaan Utang sesuai dengan
ketentuan peraturan perLindang-undangan.

8. Kepala Daerah dapat melakukan pinjaman sesuai dengan ketentuan
peraturan perulndang-undangan.

10. Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang
daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan daerah dan utang daerah.

BAB X
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Berdasarkan Pasal 205, 206, 207, 208, 209, dan Pasal 210 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan Badan
Layanan Umjum Daerah adalah sebagai berikut:
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10,

11.

12,

Pemerintah Daerah dapat membentuk BLUD dalam rangka meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kepala
Daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam Perkada yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD.
Pejabat pengelola BLUD bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
fleksibilitas BLUD dalam pemberian Kegiatan pelayanan umum terutama
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.
Pelayanan kepada masyarakat meliputi: a. penyediaan barang dan/atau
jasa layanan umum; b. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan
ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau c. pengelolaan
wilayah/kawasan) tertentu-untuk tujuan meningkatkan perekonomian
masyarakat atau layanan umum,
BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.
BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola
untuk menyelenggarakan—Kegiatan BLUD yang bersangkutan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BLUD menyusun.rencana bisnis dan anggaran.
Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis
BLUD ditakukan cleh kepala SKPD yang bertanggungjawab atas Urusan
Pemerintahan yang bersangkutan.
Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai
belanja BLUD yang bersangkutan.
Pendapatan BLUD meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas
peningkatan kualitas pelayanan BLUD sesuai kebutuhan.
Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD
disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana
kerja dan anggaran, APBD serta laporan keuangan dan Kinerja Pemerintah
Daerah.

Pedoman teknis mengenai pengelolaan BLUD dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

pengelolaan BLUD.

BAR XI
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Berdasarkan Pasal 212 dan Pasal 213 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019, ketentuan umum terkait pengelolaan penyelesaian kerugian
daerah adalah sebagai berikut:
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1. Setiap kerugian Keuangan Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang wajib segera diselesatkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Setiap bendahara, Pegawai ASN bukan bendahara, atau pejabat lain yang
karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik
langsung atau tidak langsung merugikan Daerah wajib mengganti kerugian
dimaksud.

3. Ketentuan mengenai penyelesaian kerugian daerah berlaku secara mutatis
mutandis terhadap penggantian kerugian.

4. Tata cara penggantian kerugian daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pedoman teknis mengenai_pengelolaan kerugian keuangan daerah
dilaksanakan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

mengatur mengenai pengelolaat kerugian keuangan daerah.

BAB XII
INFORMASI"'KEUANGAN DAERAH

A. PENYAJIAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Pasal 214 dan 215 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penyajian Informasi Keuangan
Daerah adalah sebagai berikut:
1. Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi keuangan daerah dan
diumumkan kepada masyarakat
2. Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi
penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laperan keuangan.
3. Informasi keuangan daerah digunakan untuk:
a. membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan
laporan Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan Keuangan
Daerah;
c¢c. membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;
menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah;
mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

™o oo

mendukung penyelenggaraan sistem infermasi keuangan daerah; dan
g. melakukan evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Informasi keuangan daerah harus mudah diakses coleh masyarakat dan
wajib disampaikan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang keuangan.
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5. Kepala Daerah yang tidak mengumumkan informasi keuangan daerah
dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selanjutnya melaksanakan ketentuan Pasal 222 Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Penerapan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah, sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerapan sistem
pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerapan SPBE .dalam Pengelclaan Keuangan Daerah menuntut
perubahan paradigma.dari yang sebelumnya berorientasi alur dokumen
menjadi aliran data/dan informasi secara elektronik. Hal ini berimplikasi
pada hal-hal sebagai berikut:

a. Otorisasi yarig sah-pada setiap tahapan dapat dilakukan secara
elektronik dengan prasyarat adanya otentifikasi yang andal pada
setiap pejabat pengelola keuangan sebagai pengguna yang unik.

b. Informasi, yang sebelumnya disampaikan melalui dokumen, dapat
disampaikan secara elektronik melalui tampilan {user interface)
dalam sistem yang memadai.

c. Integrasi antar sistem yang memungkinkan transfer data dan
informasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Penerapan SPBE dalam Pengelolaan Keuangan Daerah harus disertai hal-
hal sebagai berikut:

a. Pengembangan kapasitas berupa kompetensi digital dan budaya
digital di semua lapisan pengelola keuangan daerah.

b. Pengembangan proses bisnis berbasis elektronik sebagai acuan
penyusunan petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah,
pengembangan sistem informasi, audit, pengawasan, dan evaluasi.

B. KONSOLIDASI] STATISTIK LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
1. Ketentuan Umum
Berdasarkan Pasal 215 ayat (2} dan ayat {3} Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019, ketentuan umum terkait Konsolidasi Statistik Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:
a. Dalam rangka menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah,

Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi laporan keuangan
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Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah provinsi.

b. Laporan konsolidasi disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan

Menteri yang ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2. Ketentuan Pelaksanaan

Terkait hal tersebut di atas, Peraturan Menteri ini mengatur ketentuan

pelaksanaan sebagal berikut:

a. Pemerintah Daerah melakukan Penyusunan Laporan Statistik

Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan Bagan Akun Standar

(BAS} Statistik Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas:

1)
2

Laporan Operasional {Statement of Operations);

Laporan Arus Ekonomi lainnya ({Statement of Other Economic
Flows};

Neraca (Balance Sheet);

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas; dan

Indikator Fiskal dalam Kerangka Statistik Keuangan Pemerintah
Daerah.

b. Pemerintah Daerah Provinsi melakukan konsolidasi statistik laporan

keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di lingkup Daerah

Provinsi.

¢. Kementerian Dalam Negeri melakukan konsolidasi statistik atas

laporan konsolidasi statistik Pemerintah Daerah Provinsi.

BaB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan ditujukan untuk menciptakan sistem Pengelolaan

Keuangan Daerah vang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan

tetap mentaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau

sistemn tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelelaan

Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.
Berdasarkan Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 219 dan Pasal 222
Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan umum pembinaan dan

pengawasan sebagai berikut:

1. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah secara nasional

dikoordinasikan oleh Menteri,

2. Pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan

oleh:

a. Menteri bagi Pemerintah Daerah provinsi;
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b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi Pemerintah Daerah

kabupaten/kota; dan

¢. Kepala Daerah bagi perangkat daerah.

3. Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultansi, pendidikan dan
pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.

4. Pengawasan dilakukan dalam bentuk audit, reviu, evaluasi, pemantauan,

bimbingan teknis, dan bentuk pengawasan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Salah satu bentuk evaluasi dilakukan melalui evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan
Pemerintah Daerah beserta seluruh pihak pengelola keuangan pemerintah
daerah dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sesuali dengan koridor
peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi. Evaluasi ini juga melihat
proses pengelolaan kevangan daerah di semua tahapannya dilakukan sesuai
dengan norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Pelaksanaan evaluasi
kinerja dimaksud, sebagai berikut;

a. Evaluasi kinerja | pengeleldan keuangan daerah dilakukan melalui
pengambilan data -langsung melalui observasi, diskusi, wawancara
mendalam, dan/atau pencelaghan dokumen.

b. Evaluasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara
menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya manusia, infrastruktur dan
aspek-aspek lain yang mempengaruhi kinerja pengelolaan keuangan
pemerintah daerah.

¢. Hal-hal teknis terkait dengan proses evaluasi kinerja pengelolaan
keuangan pemerintah daerah, termasuk penentuan kriteria dan
indikatornya, akan diatur dalam petunjuk teknis tersendiri.

5. Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

6. Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan, dan akuntabel, Kepala Daerah wajib menyelenggarakan
sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Daerah.

7. Penyelenggaraan sistem pengendalian internal sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Pemerintah Daerah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah
Daerah.

444



10,

11.

12.

13,

Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik di bidang Pengelclaan Keuangan Daerah secara terintegrasi paling
sedikit meliputi:

a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah
Daerah;

penyusunan rencana kerja SKPD;

penyusunan anggaran;

0T

pengelolaan Pendapatan Daerah;

e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;

f. akuntansi dan pelaporan; dan

g pengadaan barang dan jasa.

Sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan
daerah dikelola dalam satu data melalui sistem informasi pemerintahan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan satu data di bidang. pengelolaan keuangan daerah wajib
mempedomani klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur perencanaan
pembangunan, keuangan daerah dan informasi pemerintahan lainnya.
Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menerapkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah, menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan atas usulan Menteri.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITG KARNAVIAN
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DUTA NUSINDO



LAMPIRAN
INFORMASI BUKU-BUKU
TERBITAN CV. DUTA NUSINDO SEMARANG

No Judul Buku

1 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, xii, 198 him.

2 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Tentang
Penataan Ruang, xii, 290 hlm.

3 Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Yayasan, viii, 108 hlm.

4 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan & Bendera, Bahasa dan
Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Tahun Terbit ; 2009,
Ukuran buku 15x 21 em, x, 116 him.

5 Kepemudaan dan Sistem Keolahragaan Nasional edisi lengkap,
Tahun Terbit : 2010, Ukuran buku 15 x 21 c¢m, xii, 230 him.

6 Undang-undang Lalu-Lintas dan angkutan Jalan & Undang-undang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tahun Terbit : 2009, Ukuran
buku 15 x 21 cm, xiii, 299 hlm.

7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun
2007 Tentang Pedoman tata cara Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah, x,641 him.

8 Pedoman Teknis Penggunaan Produksi Dalam Negeri, Tahun Terbit :
2010, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi, 83 hlm.

g Pedoman Penyusunan rencana Pencapaian Standar Pelayanan
Minimal, vi, 34 him.

10 | Undang-undang Republik Indonesia No.25 Tahun 2009 Tentang
Pelavanan Publik, vii, 53 hlm

11 Undang-undang Tentang Kesejahteraan Sosial, viii, 67 hlm.

12 | Daftar Bidang Usaha yang Tertutup & Bidang Usah vang Terbuka
Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, Ukuran buku 15
x21 cm, x, 452 him.

13 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Tahun Terbit : 2010, Ukuran
buku 15 x 21 ¢m, x, 165 him.

14 | Perbankan Syari’ah dan Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir, x, 158
him.

15 | Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Beserta
Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Kependudukan
xi, 216 him.

16 Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, viii, 114 him.

17 | Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012
Tentang Pengelolaan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga, iv, 86 him. B

18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang
Kearsipan & Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2012 Tentang Kearsipan,iv,247 hlm.

19 100 Dongeng Binatang, Ukuran buku 15 x 21 cm, vii, 108 hlm.

20 Cara Gampang Jadi Wartawan, Tahun Terbit : 2011, Ukuran buku

15x 21 cm, iv, 100 him.




21

Dilema Seorang Whistle Blower (Pahlawan Atau Penghianat), Tahun
Terbit : 2011, Ukuran buku 15 x 21 cm, X, 128 hlm.

22

Indahnya Berkomunikasi Dengan Al-Quran, Tahun Terbit : 2011,
Ukuran buku 21 x 27 cm, xiii, 69 him.

23

Cinta Itu Buta, Tahun Terbit : 2012, Ukuran buku 15 x 21 ¢m, viii,
72 him.

24

Jangan Hinakan Wanita, vi, 180 hal.

25

Panen Hikmah Karena Disiplin Shalat, Tahun Terbit : 2012, Ukuran
buku 15x 21 cm, viii, 142 hilm.

26

Seri Himpunan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jilid 1,2, dan
3, Ukuraan buku 15 x 2] em, xxxiv, 3530 him.

27

Instruksi presiden Rl No. 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah & Peraturan
Presiden RI No.4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas
Perpres Nojy 54 Tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Tahun-Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi,
1368 him.

28

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomeor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Ukuran buku 15 x 21
cm, xiv, 1086 hlm.

29

Himpunan Peraturan-Republik Indonesia Tentang Desa, Kelurahan
dan Kecamatan edisi-2613¢ viii, 233 hlm.

30

3l

Dilema Seorang Peniup Peluit { Pejuang Moral Yang Tangguh) x, 128
him.

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013
Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil,
vi, 137 hlm.

32

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa, Tahun Terbit : 2014, Ukuran buku 15x 21 cm, viti, 110 hlm.

33

Undang-undang Jabatan Notaris { UURI Ng, 2 Tahun 2014}, vi, 128
hlm.

34

Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, jv, 404 him.

35

Undang-undang Perindustrian (UURI NO.3 TAHUN 2014}, viii, 11!
him.

356

Undang-undang Keprotokolan, vi, 116 hlm.

37

Pembentukan Produk Hukum Daerah, viii, 247 hlm.

38

Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu Beserta Pengembangan
Produk Unggulan Daerah, Tahun Terbit : 2018, Ukuran buku 15 x
21 ¢m,vi, 178 him.

39

Administrasi Pemerintah dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, vi, 190 hlm.

40

Kelautan, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan, vi, 192
him.

4]

Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Beserta Program
Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program
Indonesia Sehat, vi, 226 him.




42 Pembentukan Produk Hukum Daerah & Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan, Tahun Terbit ; 2014, vi, 165 him.

43 | Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik, ukuran
15 x 21, viii, 379 hlm.

44 | Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua, Pensiun, Kecelakaan Kerja dan
Kematian, vii, 185 hlm.

45 | Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Desa (PPRI No. 43 Tahun
2014}, Tahun Terbit : 2014, Ukuran buku 15 x21cm, v, 120 him.

46 | Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke. 1,
Tahun Terbit : 2015, viil, 308 him.

47 | Pengelolaan Dana Desa Beserta Pemilihan Kepala Desa Buku Ke.2,
Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 20 x 28cm, viii, 415 hlm.

48 Memotret Data Kuantitatif, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x
21cm, %, 129 hlm.

49 | Norma Bagi |Profesi Notaris dalam Pengawasan Notaris, Ukuran
buku 15 x 2lem; vii; 190 hime I

50 Birokrasi Pelayanan Publik, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x
21lem, vi, 140 hlm, B

51 Memotret Data Kualitatif, Tahun Terbit ; 2015, Ukuran buku 15 x
21cm, viii, 144 him.

52 Dimensi Prima Organisasi dan Kelembagaan, Tahun Terbhit : 2014,
Ukuran buku 15 x 21cm, viii, 224 hlm. ,

53 Membangun Ekonomi Kerakyatan Model Bilusukan, Tahun Terbit :
2015, Ukurarn bukuilSx 2lem; vip 168 hlm.

54 Praktik ‘Akuntan Publik, Tahun Terbit : 2015, Ukuran buku 15 x
21lcm, vi, 106 him.

55 Perubahan Standar Pendidikan Beserta Pemberian Kesetaraan
Jabatan dan Pangkat bagi Guru Bukan PNS8, Tahun Terbit : 2015,
Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 442 him.

56 Perizinan dan Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, Tahun Terbit : 2015, Viii, 174 hlm.

57 | Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perpustakaan Beserta
Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya, Tahun
Terbit : 2014, Ukuran buku 15 x 21 ¢m, viii, 170 hlm.

58 | Peraturan Pengupahan Pemutusan Hubungan Kerja dan
Ketenagakerjaan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm,
viii, 206 hlm.

59 | Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 454
hlm,

60 | Penanggulangan Kemiskinan, Pembangunan Keluarga dan Juklak
Kependudukan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 cm, vi,
216 him.

61 Hibah Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Beserta
Pengelolaan Keuangan Daerah, Tahun Terbit : 2016, vi, 201 him.

62 Pengelolaan Aset Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa Beserta Perangkat Desa, Tahun Terbit : 2016, vi, 241 him.

63 PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH {Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 19 Tahun 2016}, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku
20 x 28 cm, vi, 456 hlm.




64

Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Keikutsertaan Perancang
Peraturan Perundang-Undangan, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku
20 x 28, vi, 165 him.

65

Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20x28,vi,642 hlm.

66

Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber
Dari APBD, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21 ¢m, vi, 1065
hlm.

67

Kartu Indentitas Anak dan Induk Kependudukan Secara Nasional
Beserta Akte Kelahiran Dan KTP Berbasis Nomor Induk
Kependudukan Secara Nasional, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku
15 x 21¢m, viii, 192 him.

68

Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dan Majelis
Kehormatan Notaris, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm,
vi, 105 hlm.

69

Pedoman Penetapan /lzin Gangguan Dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Di Daerah, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21lcm,
viii, 96 hlm.

70

Peraturan Pelaksenaan. Undang-Undang Republik Indonesia
Tentang Keimigrasian, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x
28cm, vi, 254%hlm.

71

Amnesti Pajak " ungkap .. tebus . lega, Tahun Terbit : 2016,
Ukuran buku 20 x 28cm, viii, 493 him.

72

Rencana Kegja -Pemerintah-Dan Pedoman Penyusunan, Pengendalian
Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Tahun Terbit :
2016, Ukuran buku 18,5 x 26,5¢cm, vi, 280 him.

73

1 Bet Buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPIJMN} 2015-2019 :

Buku [ : ix, 293 hlm.

Buku II : xxx, 856 hlm.

Buku III : xviii, 497 hlm.

Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 x 28 cm

74

Perindustrian (UURI No. 3 Tahun 2014) Dan Perdagangan {UURI
No. 7 Tahun 2014}, Tahun Terbit : 2014, Ukuran buku 15 x 20 cm,
vi, 194 him.

75

Perangkat Daerah {Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016}
Dilengkapi Undang-Undang Pemerintah Daerah, Tahun Terbit :
2016, Ukuran buku 20 x 28 cm, viil, 746 him.

76

Standar Pelayanan Kesehatan Di Rumah Sakit Dan Puskesmas,
Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 20 % 28 ¢cm, vi, 574 hlm.

77

HIMPUNAN PERATURAN BPJS KESEHATAN & KETENAGAKERJAAN
EDIS] BUKU 1, Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, viii,
324 him.

78

PETUNJUK PELAKSANAAN BRIS KESEHATAN &
KETENACAKERJAAN EDISI BUKU 2, Tahun Terbit : 2016, Ukuran
buku 15 x 21cm, xiv, 302 him.

79

PETUNJUK PELAKSANAAN BPJS KESEHATAN &
KETENAGAKERJAAN EDISI BUKU 3, Tahun Terbit : 2016, Ukuran
buku 15 x 21cm, vi, 710 him.

80

SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR
Tahun Terbit : 2016, Ukuran buku 15 x 21cm, vi, 182 him.




81

HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAHKAMAH
AGUNG, PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA,
PERADILAN AGAMA BUKU I, Tahun Terbit : 2017, Ukuran buku 15
x 21 cm, xvi, 702 him.

82

HIMPUNAN PERATURAN DAN SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG BUKU II, Tahun Terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm,
xii, 674 hlm.

83

PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS DAN PPAT 2017
- BUKUI, xv, 1078 hlm.
-~ BUKU II, xvi, 1046 hlm.
- BUKU III, xiv, 1104 hlm.

Tahun terbit : 2017, Ukuran buku 20 x 28 cm.

84

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH,
PAJAK JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, PNBP
YANG BERLAKU PADA KEPOLISIAN RI, DAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR, Tahun-Terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, X, 392
him.

85

PROSEDUR DAN TATA KELOLA MEDIASI DI PENGADILAN, Tahun
Terbit : 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, vili, 216 him.

86

PETUNJUK  PELAKSANAAN ORGANISAS] KEMASYARAKATAN,
Tahun Terbit: 2017, Ukuran Buku 15x21 cm, viii, 184 him.

87

PENATAAN DESA, STANDAR MINIMAL DESA, DAN BADAN
PERMUSYAWARATAN « DESA TAHUN 2017, Tahun Terbit:
2017 Ukuran Buku 15%21 cm,vi,176 him.

88

(SUGENG BASUKI, S:H.,, M.Si}) REFORMASI BIROKRASI DAN
PELAYANAN PUBLIK, Tahun terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21
em, X, 222 hlm,

89

PENGGOLONGAN DAN KOCDEFIKASI BARANG MILIK DAERAH
(PERMENDAGRI NO. 108 TAHUN 2016}, Tahun Terbit : 2017,
Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 606 him.

90

MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL {(PPRI NO. 11 TAHUN 2017}
Dilengkapi : UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA, Tahun
terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 cm, viii, 356 him.

91

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH (PPRI NO. 12 TAHUN 2017}, Tahun terbit
: 2017, Ukuran buku 20 x 28 cm, vi, 564 hlm.

92

PENGAMPUNAN PAJAK, AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK
KEPENTINGAN PERPAJAKAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG, Tahun terbit : 2017, Ukuran Buku 20 x
28 cm, viii, 688 him

93

PERPPU ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERDASARKAN
PANCASILA DAN UUD RI 1945
Dilengkapi:
- Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah RI Tentang
Organisasi Kemasyarakatan
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tentang
Perkumpulan
Tahun terbit : 2017, Ukuran buku 15 x 21 om, xxxviii, 200 hlm.




94

“PERATURAN DI BIDANG PERDAGANGAN”

Sengketa Konsumen, Distribusi Barang Kebutuhan Pokok,
Perdagangan Antarpulau, dan Pelayanan Bantuan Pemerintah.
Tahun terbit: 2017, Ukuran 15 x 21 cm, ix, 266 hlm.

95

HAK KEUNGANAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD {PP Nomor 18 Tahun 2017) & PENGELOMPOKAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SERTA PELAKSANAAN DAN
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OPERASIONAL {Permendagri Nomor
62 Tahun 2017)

Tahun terbit : 2017, Ukuran Buku 20 x 28 cm, vi, 120 him.

96

PERATURAN MENTER! DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2017 TENTANG Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Tahun Terbit : 20175 Ukuran Buku 20x 28 cm, vi, 150 him.

97

MEMAHAMI DAN MENGUASAI TEORI AKTA NOTARIS RAGAM
AWAL AKTA, KOMPARISI DAN AXHIR AKTA NOTARIS.
Tahun Terbit : 2018 Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 176 him.

98

PENGADAAN BARANG/JASA (PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 16
TAHUN __ 2018} & _ _PELATIHAN _ PENGADAAN BARANG/JASA
{(PERATURAN KEPALA LKPP NOMOR 4 TAHUN 2018}. Tahun Terbit :
2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 150 him.

99

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM]} (PERATURAN PEMERINTAH
RI NOMOR 2 TAHUN 2018)
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 162 him.

100

BADAN USAHA MILIK DAERAH (PPRI Nomor 54 Tahun 2017} &
PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN FASILITAS
PENANAMAN MODAL {Peraturan Kepala BKPM Nomor 13 Tahun
2017).

Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20x28 cm, vi, 209 hlm.

101

MERELASIKAN PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN DENGAN
EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku : 20x28 cm, vi, 361 him.

102

PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA
ELEKTRONIK.
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku : 20x28cm, v, 221 hlm.

103

PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS DAN PPAT 2018 BUKU IV,
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20 x 28 c¢m, xvi, 1054 hlm.

104

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019.

Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 443 him.

105

HIMPUNAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH BUKU 4.
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20 x 28 c¢m, vi, 626 hlm.

106

KLASIFIKAS]I BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA.,
Tahun Terbit : 2018, Ukuran Buku 20 x 28, iv, 626 hlm.




107 MENCERMATI MASALAH DAN SOLUSI KENOTARIATAN,
Tahun Terbit : 2019, Ukuran Bulu 20 x 28, xv, 252 hlm.

108 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.

Tahun Terbit : 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 78 hlm. o

166 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Tahun Terbit : 2019, Ukuran Buku 15 x 21 ¢m, vi, 146 him.

116 PEDOMAN UMUM PROGAM INOVAS] DESA DAN PENGGUNAAN
DANA DESA UNTUK PADAT KARYA TUNAIL
Tahun Terbit : 2019, Ukuran Bulu 15 x 21 cm, vi, 388 hlm.

111 MENDALAMI SELUK BELUK PERMASALAHAN DAN SOLUSI
PRAKTIS PENGELOLAAN YAYASAN,

Tahun Terbit : 2019, Ukuran Buku 20 x 28 ¢m, x, 324 hlm.

112 PENGELCLAAN KEUANGAN DAERAH, LAPORAN
DAN EVALUAS]I PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
Tahun Terbit : 2019, Ukuran Buku 15 x 21 cm, vi, 215 hlm.

113 PERATURAN MENTERI-DALAM NEGER! REPUBLIK INDONESIA
NOMOR S0 TAHUN 2019 TENTANG KLASIFIKASI, KODEFIXASI,
DAN NOMENKLATUR . PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
KEUANGAN DAERAH {BUKU 1)

Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 ¢m, v, 1150 hlm.

114 LAMPIRAN KELANJUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH (BUKU 2}

Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, v, 1150 him

115 STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL DAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH DILENGKAPI : LAPORAN DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, vi, 232 hlm

116 PENILAIAN KINERJA PNS DAN MANAJEMAN PEGAWAI
PEMERINTAH DENGCGAN PERJANJIAN KERJA EDISI TAHUN 2020
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 cm, viii, 772 hlm

117 PENINGKATAN KINERJA PERAWAT MELALU] KOMITMEN
ORGANISASIONAL DAN EFIKASTE DIRI
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 224 hlm

118 PENINGKATKAN PENGEMBANGAN KARIR, PEMENUHAN
KEBUTUHAN ORGANISASI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
PNS
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 394 hlm

119 PETUNJUK PRAKTIS NOTARIS & PPAT TAHUN 2020 BUKU V
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20 x 28 c¢m, xvi, 1050 him

120 SATGAS SABER PUNGLI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
KORUPSI
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 15 x 21 cm, viii, 234 hlm

121 KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA

INDONESIA
Tahun Terbit : 2020, Ukuran 20x28 cm, viii, 800 hlm




Distributor :

< fduta bhuku

JI. Jend. Sudirman No. 132 Semarang 50141
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